SALINAN

BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 23 TAHUN 2025

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan
pemerintahan, diperlukan perencanaan
pembangunan Kabupaten Banyumas yang selaras
dan harmonis dengan perencanaan pembangunan
Pusat dan Provinsi;

b. bahwa telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 13
Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025, namun
berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam
tahun berjalan, terjadi perkembangan keadaan yang
meliputi ketidaksesuaian saldo anggaran lebih
tahun anggaran berjalan, pergeseran pagu sub
kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan sub
kegiatan, penambahan sub kegiatan Dbaru,
penambahan atau pengurangan target kinerja dan
pagu sub  kegiatan, penambahan rencana
pendapatan dalam perubahan dan kebutuhan akan
adanya tambahan sub kegiatan pada Perangkat
Daerah serta ada perubahan lokasi dan kelompok
sasaran kegiatan tahun 2025;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26
ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang, serta Pasal 354 ayat
(6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah



Mengingat

—

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun
2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun 2025;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan Pembangunan  Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang
Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 13 Tahun 2024
tentang Rencana Kerja Pemerintah  Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun 2025 (Berita Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 14);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025.

Pasal I

Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II dalam
Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2024 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah  Kabupaten
Banyumas Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten
Banyumas Tahun 2024 Nomor 14), diubah sehingga
berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 2 Juni 2025
BUPATI BANYUMAS,

ttd
SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 2 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,
ttd
AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025
NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,

Ditandatangani secara
elektronik oleh :

ARIF ROHMAN, S.H., M.H.
Pembina
NIP. 197505312009031002
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LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah mengamanatkan bahwa salah satu tugas Kepala Daerah
adalah menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD). RKPD merupakan dokumen perencanaan daerah
untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penyusunan
RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2025 berpedoman pada Rencana
Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2024-
2026.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai aturan pelaksanaan
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 memberikan petunjuk
berkaitan dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) sebagai berikut:

1. Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan
apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun
berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan
perkembangan keadaan, meliputi:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas
pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan
keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD
berkenaan; dan/atau

b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun
anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun
berjalan.

2. Penambahan kegiatan baru akibat kebijakan nasional, keadaan
darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD
ditetapkan.

Berdasarkan evaluasi Triwulan I tahun 2025 terdapat beberapa
indikator kinerja yang masih belum tercapai sesuai target dan adanya
beberapa indikator yang harus disesuaikan karena capaian tahun
sebelumnya yaitu tahun 2024, dan penyesuaian sesuai dengan
kemampuan keuangan daerah yang ada, serta adanya Sisa Lebih
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Tahun Anggaran 2024 yang telah di audit oleh BPK perlu disesuaikan
dalam perubahan RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2025. Selain
itu, sehubungan dengan pasca pemilihan Kepala Daerah serentak
Tahun 2024 yang menghasilkan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah terpilih, sehingga diperlukan penyesuaian penyelenggaraan
Pembangunan daerah dengan Visi, Misi, dan program Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah terpilih, dan guna menyinergikan program
Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, diperlukan
penyesuaian perencanaan dan penganggaran dalam Perubahan
RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2025 yang akan digunakan
sebagai landasan penyusunan Rancangan Perubahan APBD
Kabupaten Banyumas Tahun 2025 dan selanjutnya menjadi
pedoman bagi Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.

Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Banyumas Tahun
2025 didasarkan pada beberapa Peraturan Perundang-undangan
sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6867);

8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional,;



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan;

Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi
Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi
Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka
Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah tahun 2012-
2014;

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan;

Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan
Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-
Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-
Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang;

Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan
Penurunan Stunting;

Peraturan Presiden Republik Indonesia No 109 Tahun 2024
tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2025 Nomor 19);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata  Cara  Perencanaan, Pengendalian dan  Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan  Nomenklatur  Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2008 Nomor 3);
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28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun
2025 - 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6);

29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2024 Nomor 8 Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Tengah
Nomor 161);

30. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang
Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2024-2026;

31. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2024 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor
21);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 4 Seri E);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas
tahun 2011-2031;

34. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas
Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 21);

35. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun
2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023
Nomor 17);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2024
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun
2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten  Banyumas
Tahun 2024 Nomor 11);

37.Peraturan Bupati Banyumas Nomor 13 Tahun 2024 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun
2025 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor
14).

Hubungan Antar Dokumen

Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai dokumen
perencanaan tahunan daerah memiliki keterkaitan dengan beberapa
dokumen perencanaan dan penganggaran daerah sebagaimana
diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Hubungan antara
Perubahan RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2025 dengan



1.4.

dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya adalah sebagai
berikut:

1.

Perubahan RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2025 merupakan
penjabaran tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPD
Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026;

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2025
memperhatikan hasil evaluasi RKPD Tahun 2025 Triwulan [;
Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2025
memperhatikan arah kebijakan nasional yang tertuang dalam
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, terutama tema,
agenda pembangunan dan arah  kebijakan  prioritas
pembangunan.

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2025
memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2025, mencakup prioritas dan fokus, serta sasaran
Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025;
Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2025
memperhatikan dokumen perencanaan lainnya antara lain
rencana tata ruang wilayah sesuai Peraturan Daerah Kabupaten
Banyumas Nomor 10 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Banyumas tahun 2011-2031 serta dokumen
perencanaan pembangunan sektoral lainnya yang terkait
penyelenggaraan urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan;
Perubahan RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2025 menjadi
pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyempurnakan
Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025.
Proses penyusunan RKPD dilakukan secara paralel dan sifatnya
saling memberi masukan dengan proses penyusunan Renja PD.
Perubahan RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2025 menjadi
pedoman Penyusunan KUA dan PPAS yang akan digunakan
sebagai acuan dalam penyusunan RAPBD Perubahan Tahun
2025.

Maksud dan Tujuan

Maksud Perubahan RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2025

adalah sebagai pedoman Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum
Anggaran, Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara serta
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2025. Tujuan Perubahan RKPD Kabupaten Banyumas
Tahun 2025 sebagai berikut:

1.

Sinkronisasi dan sinergi kebijakan pemerintah pusat dan
daerah yang belum terakomodir pada APBD Induk Tahun
Anggaran 2025;

Mengalokasikan kegiatan-kegiatan yang bersifat sangat
prioritas/mendesak dan menampung kegiatan yang mengalami
pergeseran anggaran termasuk prioritas Pembangunan Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun 2025;
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3. Menyesuaikan perubahan proyeksi Pendapatan Asli Daerah,
Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang

Sah;

4. Sebagai landasan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum
Anggaran serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara dan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025.

Sistematika RKPD

Sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017,
sistematika RKPD Perubahan Kabupaten Banyumas Tahun 2025
adalah sebagai berikut:

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

BAB VI

LAMPIRAN

PENDAHULUAN

Memuat/menjelaskan latar belakang Perubahan RKPD
Kabupaten Banyumas Tahun 2025, dasar hukum
perubahan RKPD, hubungan antar dokumen, maksud,
tujuan serta sistematika Perubahan RKPD

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2025
Memuat hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2025
sampai dengan Triwulan [ dan capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah.

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
Memuat tentang arah kebijakan ekonomi daerah yang
terdiri atas kondisi ekonomi daerah dan tantangan dan
prospek perekonomian daerah, serta arah kebijakan
keuangan yang terdiri atas proyeksi keuangan daerah
dan kerangka pendanaan serta arah kebijakan keuangan
daerah pasca triwulan I.

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
Memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan arah kebijakan
pembangunan jangka menengah daerah, kebijakan serta
strategi pembangunan Kabupaten Banyumas dan
prioritas pembangunan daerah tahun 2025 pasca
triwulan I.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memuat program, kegiatan, indikator kinerja, pagu
pendanaan, lokasi kegiatan dan sasaran, baik yang
mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.
PENUTUP

Memuat harapan berkenaan dengan pelaksanaan
perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Banyumas tahun 2025.

Memuat penjabaran perubahan rencana program dan
kegiatan tahun 2025 dan perubahan 2025 Kabupaten
Banyumas.



BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2025

Perubahan RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2025, salah satunya
didasarkan pada hasil capaian indikator kinerja yang ada dalam RKPD
Kabupaten Banyumas Tahun 2025, di mana kriteria pencapaiannya
didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86
Tahun 2017. Capaian indikator kinerja disajikan sebagai berikut:

Tabel 2. 1
Kriteria Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025
NO KRITERIA PENILAIAN INTERVAL NILAI REALISASI
REALISASI KINERJA KINERJA 1 TAHUN
1 capaian realisasi > 90 %
2 Tinggi 75 % < capaian realisasi £ 90%
3 Sedang 65 % < capaian realisasi < 75 %
4 50 % < capaian realisasi < 65 %
S capaian realisasi < 50 %

2.1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci Daerah
Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah sampai dengan Triwulan I
Tahun 2025 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 2. 2
Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten
Banyumas s.d. Triwulan I Tahun 2025

Realisasi By

Capaian
Sasaran CLin s 2024 2025 20255dTW oypD 2025

Indikator Tujuan / Realisasi Target

TR Rc=RaIRE T B A 85,68 86 N/A N/A
Birokrasi

Status
Capaian
2025

N/A

1.1 Xlsdl\?ks Profesionalitas | 1 qeis | 66,65 72 N/A N/A

N/A

Indeks Persepsi
1.2 |Kualitas Pelayanan Indeks 4,4* 4,6 N/A N/A
Publik (IPKP)

N/A

Nilai Komponen Hasil
1.3 |Indek Reformasi Nilai N/A 33,1 N/A N/A
Birokrasi

N/A

Nilai Sistem
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
(SAKIP)

1.4 Nilai 81,79 82 N/A N/A

N/A

Nilai Maturitas Sistem
1.5 |Pengendalian Intern Nilai 3,381 3,39 N/A N/A
Pemerintah (SPIP)

N/A




Tingkat

. Status
Capaian

Capaian

. : . . Realisasi
Indikator Tujuan / Realisasi Target o5 s.d Tw

No Satuan

Sasaran 2024 2025 I RKPD 2025 2025
s.d TwlI

Capaian Opini BPK
status WTP terhadap

1.6 % 100* 100 N/A N/A N/A
laporan keuangan
daerah
Indeks Sistem
Pemerintahan
L7 |5 rbasis Elektronikc | ndeks 4,09 4,1 N/A N/A N/A
(SPBE)
Laju Pertumbuhan o "
2 Ekonomi %o 5,40 5,50 - 6,45 N/A N/A N/A
Nilai Produk Domestik Juta
2.1 |Regional Bruto Rupiah 45396300* 48.330 N/A N/A N/A
(PDRB) P
Indeks Daya Saing
3 Daerah Indeks 4,01 4,03 N/A N/A N/A
3.1 |Angka Kriminalitas Angka 1,93* 1,8 N/A N/A N/A
Indeks Daya Saing
3.2 Infrastruktur Indeks 3,57 3,58 N/A N/A N/A
Indeks Kualitas
3.3 |Lingkungan Hidup Indeks 65,3* 75,49 N/A N/A N/A

(IKLH)

Indeks Risiko
3.4 |5 o ncana (IRB) Indeks 109,01 107,77 N/A N/A N/A

Indeks Pilar

3.5 [Kapabilitas Inovasi Indeks 4,26 4,27 N/A N/A N/A
pada IDSD
Al 11,00 -
4 |Angka Kemiskinan % 11,95 093 N/A N/A N/A
?
4.1 |[Indeks Kedalaman | 140y 2,09 1,15 N/A N/A N/A
Kemiskinan
Tingkat
5 [Pengangguran % 6,18 6,82 - 5,56 N/A N/A N/A
Terbuka (TPT)

Tingkat Kesempatan

51 Kerja

% 93,82 94,25 N/A N/A N/A

Angkatan kerja yang
bekerja dengan

5.2 |pendidikan tertinggi % 93,18 93,54 N/A N/A N/A
yang ditamatkan
minimal SLTA

Indeks
6 |[Pembangunan Indeks 74,52 75,5 N/A N/A N/A
Manusia (IPM)

Usia Harapan Hidup

61 | iy Tahun 74.34 74,51 N/A N/A RS
6.2 Harapan Lama Tahun 13.34 13.5 N/A N/A N/A
“ |Sekolah ' ’




Tingkat

. Status
Capaian

Capaian

' : . . Realisasi
Indikator Tujuan / Realisasi Target o5 s.d Tw

No Satuan

Sasaran 2024 2025 I RKPD 2025 2025
s.d TwlI

Indeks Pembangunan
6.3 |Literasi Masyarakat Indeks 67,88 68 N/A N/A N/A
(IPLM)

Laju Pertumbuhan

0,

6.4 Penduduk (LPP) %o 0,605 0,604 N/A N/A N/A
Indeks Pembangunan *

6.5 Gender (IPG) Indeks 89.14 89,75 N/A N/A N/A
Nilai Kabupaten o .

6.6 Layak Anak Nilai 543 610 N/A N/A N/A
Tingkat daya saing

6.7 |[Kepemudaan dan % 0,19 29 N/A N/A N/A
Keolahragaan

7 (Indeks Ketahanan |, joxs| 80,74 80,97 N/A N/A N/A

Pangan
Nilai aspek

7.1 |ketersediaan pangan Nilai 81.19 81,35 N/A N/A N/A

dalam IKP

Nilai aspek
7.2 |keterjangkauan Nilai 82.54 82,79 N/A N/A N/A
pangan dalam IKP

Nilai aspek
7.3 |pemanfaatan pangan Nilai 79.05 79,33 N/A N/A N/A
dalam IKP

Seperti terlihat pada tabel diatas, capaian kinerja Pemerintah
Kabupaten Banyumas Tahun 2025 sebanyak 7 indikator tujuan (IKU)
dan 26 indikator sasaran (IKK) sampai dengan Triwulan I Tahun 2025
masih N/A karena data tersebut belum ada rilis dari Instansi yang
berwenang mengeluarkan data tersebut, antara lain BPS, BRIN,
Kementerian PANRB dan Badan Pangan Nasional.

2.2. Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah
2.2.1. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan
Dasar
2.2.1.1. Pendidikan
Capaian kinerja program bidang Pendidikan sampai dengan
Triwulan I tahun 2025 diuraikan pada tabel berikut:



Tabel 2. 3
Capaian Kinerja Program Bidang Pendidikan Kabupaten Banyumas
s.d. Triwulan I tahun 2025

Aspek/Program/
Indikator
Kinerja

Satuan

Realisasi
Sampai
Tahun
2024

Tahun 2025

Target 2025

Realisasi 2025 s.d.

Trw I

Tingkat
Capaian2025
s.d TWI

Status
Capaian
2025

OPD

K Rp

K Rp

%

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN

275.662.363.068

107.060.430.375

38.83

APS 7-18 Tahun
Kesetaraan

%

N/A

100

N/A

N/A

DINDIK

2 | APS 5-6 Tahun

%

N/A

100

N/A

N/A

DINDIK

3 | APS 7-15 Tahun

%

N/A

100

N/A

N/A

DINDIK

KEPENDIDIKAN

PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA

29.400.000.000

4.331.941.685

14.72

Persentase
formasi pendidik

4 | dan tenaga

kependidikan
yang terpenuhi

%

56

92

50

54.35

DINDIK

Berdasarkan tabel capaian kinerja tersebut sampai dengan

Triwulan I tahun 2025 dari 4 target indikator, sebanyak 1 (25%)
indikator dengan tingkat ketercapaian Rendah karena jumlah
pendidik dan tenaga kependidikan di Kabupaten Banyumas
sebanyak 7.491 orang sedangkan kebutuhan pendidik dan tenaga
kependidikan sebanyak di Kab. Banyumas sebanyak 12.718 orang.
Sehingga masih perlu banyak pendidik dan tenaga pendidikan
untuk mengoptimalkan mutu pendidikan di Kab. Banyumas.
Kemudian sebanyak 3 (75%) indikator dengan tingkat ketercapaian
yang belum diketahui karena data belum rilis berupa Rapor
Pendidikan dari Kemendikbudristek.

2.2.1.2.

Kesehatan
Capaian indikator program bidang Kesehatan sampai dengan

Triwulan I tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 4
Capaian Kinerja Program Bidang Kesehatan Kabupaten Banyumas
s.d. Triwulan I tahun 2025

Aspek/
Program /
Indikator

Kinerja

Satuan

Realisasi

Tahun 2025

Sampai
Tahun
2024

Target 2025

Realisasi 2025 s.d.
Trw I

Tingkat

Capaian2025
s.d TWI

Perangkat
Daerah
Penanggung

Status
Capaian
2025

K

Rp

K Rp

Jawab
0/0

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

15.589.137.000
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Aspek/
Program /
Indikator

Kinerja

Satuan

Realisasi
Sampai
Tahun
2024

Tahun 2025

Target 2025

Realisasi 2025 s.d.
Trw I

Tingkat
Capa:?rnzozs Status Pt]z)r::tgal;at
sdTWI Capaian

Penanggung
2025
Jawab

K Rp

K Rp

Persentase
Fasyankes
UKM dan UKP
yang sesuai
standar

%

100

100

RSUD
AJIBARANG

KESEHATAN PE

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
RORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

106.249.238.739

8.771.491.733

8.2

Angka
Kematian Ibu

/
100.000

Kelahiran
Hidup

97.77

96

76.45

120.36 DINKES

PROGRAM PENI
SUMBER DAYA

NGKATAN KAPASITAS
MANUSIA KESEHATAN

1.626.392.000

1.300.000

0.08

ratio dokter
per satuan
penduduk

Rasio

0.76

35

35.35

101 DINKES

MINUMAN

PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT
KESEHATAN DAN MAKANAN

349.305.000

13.064.000

3.73

% sarana
farmasi alkes
makmin yang
memenuhi
syarat

%

100

100

100

100 DINKES

MASYARAKAT B

PROGRAM PEMBERDAYAAN
IDANG KESEHATAN

379.439.400

2.880.000

0.76

Persentase
Kemandirian
Upaya
Kesehatan
Berbasis
Masyarakat
(UKBM)

%

100

93

70

75.27 TINGGI DINKES

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

16.000.000.000

Jumlah
Fasyankes
sesuai standar

Unit
Kerja

RSUD

100 BANYUMAS

Berdasarkan tabel capaian kinerja tersebut sampai dengan

2.2.1.3.

Triwulan I tahun 2025 dari 6 target indikator, ada sebanyak 4
(66,7%) indikator dengan capaian Sangat Tinggi, 1 (16,7%)
indikator dengan capaian Sedang karena belum semua Posyandu
berstrata Mandiri dan Purnama, yakni dua strata atau tingkatan
Posyandu yang sudah mencapai tingkat kematangan dalam
partisipasi masyarakat dan pengembangan program. Sedangkan 1
(16,7%) indikator dengan capaian Sangat Rendah karena anggaran
DAK belum turun sehingga belum ada realisasi.

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Capaian kinerja program bidang pekerjaan umum dan
penataan ruang sampai dengan Triwulan I tahun 2025 diuraikan
pada tabel berikut:

-11-



Tabel 2. 5

Capaian Kinerja Program Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Banyumas s.d. Triwulan I tahun 2025

Aspek/
Program/
Indikator

Kinerja

Realisasi
Sampai
Tahun
2024

Satuan

Tahun 2025

Target 2025

Realisasi 2025 s.d. Trw

1

Tingkat
Capaian2025
s.d TWI

Status
Capaian
2025

K

Rp K

Rp

Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN

RUANG

PROGRAM PENGELOLAAN
SUMBER DAYA AIR (SDA)

18.457.676.500

3.988.592.573

21.63

Persentase
bangunan
penampung
air baku
dalam
kondisi baik

% 68.18

61.11

68.18

111.57

PROGRAM PENGELOLAAN
SUMBER DAYA AIR (SDA)

18.457.676.500

3.988.592.573

21.63

Persentase
pembangun
an turap di
wilayah
aliran
sungai
rawan
longsor

% 53.791

56.32

53.791

95.51

PROGRAM PENGEMBANGAN JASA
KONSTRUKSI

187.327.000

1.500.000

0.8

Persentase
Jumlah
SDM Jasa %
Konstruksi
yang dibina

79.61

78.94

79.61

100.85

PROGRAM PENYELENGGARAAN
JALAN

60.288.657.500

16.185.568.385

26.68

Persentase
panjang
jalan
sebagai jalur %
evakuasi
dalam
kondisi baik

70.76

71.57

70.76

98.87

PROGRAM PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN SISTEM
DRAINASE

3.357.290.970

1.600.000

0.05

Persentase
Peningkatan
Drainse
lingkungan
dalam
Kondisi Baik

% 1.54

0.77

PROGRAM PENGEMBANGAN
SISTEM DAN PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN REGIONAL

10.862.966.000

15.756.210

Persentase
cakupan
area
layanan
persampaha
n

% 90.45

91

90.45

99.4

PROGRAM PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PENYEDIAAN AIR MINUM

12.051.500.000

6.044.100

0.05

DINPERKIM
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Aspek/
Program/
Indikator

Kinerja

Realisasi
Sampai
Tahun
2024

Satuan

Tahun 2025

Target 2025

Realisasi 2025 s.d. Trw

1

Tingkat
Capaian2025
s.d TWI

Perangkat
Daerah
Penanggung

Status
Capaian
2025

Rp K

Rp

Jawab
%

Persentase
jumlah
rumah
tangga yang
mendapatka
n akses
terhadap air
minum
melalui
SPAM
jaringan %o
permukaan
dan bukan
jaringan
perpipaan
terlindungi
terhadap
rumah
tangga di
seluruh Kab
Kota

79.51

80.08

79.51

99.29

DINPERKIM

PROGRAM PENYELENGGARAAN
PENATAAN RUANG

790.000.000

Persentase
rata rata
capaian
kinerja
penyelengga
raan
penataan
ruang

% 100

100

100

100

DINPERKIM

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN
GEDUNG

52.976.650.000

9.195.000

0.01

Persentase
Bangunan
Gedung
yang tertata

% 86.047

88.37

86.047

97.37

PROGRAM PENGELOLAAN
SUMBER DAYA AIR (SDA)

18.457.676.500

3.988.592.573

21.63

10

Persentase
panjang
irigasi dalam
kondisi baik

% 81.66

82.56

81.66

98.91

PROGRAM PENYELENGGARAAN
JALAN

60.288.657.500

16.185.568.385

26.68

11

Persentase
panjang
jalan
kabupaten
dalam
kondisi baik

% 50.59

60.08

50.59

84.2

PROGRAM PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN SISTEM
DRAINASE

3.302.294.000

1.237.406.735

37.48

12

Persentase
drainase
jalan dalam
kondisi baik

% 79.463

76.76

79.463

103.52

PROGRAM PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN SISTEM AIR
LIMBAH

14.329.981.000

51.576.760

0.35

13

Persentase
rumah
tinggal %
berakses
sanitasi

93.24

96

93.24

97.13

DINPERKIM
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2.2.1.4.

Berdasarkan tabel capaian kinerja tersebut sampai dengan
Triwulan I tahun 2025 dari 13 target indikator, ada sebanyak 11
indikator (84,62%) dengan capaian sangat tinggi, 1 indikator
(7,69%) dengan capaian tinggi, dan 1 indikator (7,69%) dengan
capaian sangat rendah.

Untuk urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang
diampu oleh Dinperkim capaian indikator Persentase Peningkatan
Drainase lingkungan dalam Kondisi Baik masih sangat rendah
karena pada Triwulan 1 kegiatan tersebut belum dilaksanakan
sehingga belum dapat dihitung peningkatannya dari tahun
sebelumnya.

Perumahan dan Kawasan Permukiman

Capaian kinerja program bidang perumahan dan kawasan
permukiman sampai dengan Triwulan I tahun 2025 ditunjukkan
pada tabel berikut:

Tabel 2. 6

Capaian Kinerja Program Bidang Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Banyumas s.d. Triwulan I tahun 2025

Aspek/Program/
Indikator
Kinerja

Satuan

Realisasi
Sampai
Tahun
2024

Tahun 2025

Target 2025

Realisasi 2025 s.d.
Trw I

Tingkat
Capaian2025
s dTWI

K

Rp

K Rp

Status
Capaian
2025

Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN

DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

130.000.000

Persentase
luasan
permukiman
kumuh di
kawasan
perkotaan yang
ditangani

%

55.41

56.11

55.41

98.75

PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA,
SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

8.872.963.030

51.100.000

0.57

Rasio
Permukiman
Layak Huni

%

80.15

80.34

80.15

99.76

Persentase PSU
Perumahan yang
diserahkan ke
Pemerintah
Daerah

%

40.92

47

40.92

87.06

TINGGI

DINPERKIM

DINPERKIM

DINPERKIM

PERUMAHAN

PROGRAM PENGEMBANGAN

746.898.432

8.081.000

1.08

Persentase
tersedianya
rumah layak
huni bagi korban
bencana

%

100

100

Persentase
tersedianya
rumah layak
huni bagi warga
terdampak
relokasi akibat
program
pemerintah

%

N/A

100

N/A

N/A

-14-

DINPERKIM

DINPERKIM




Aspek/Program/
Indikator Satuan
Kinerja 2025

Tahun 2025 Tingkat

Realisasi Capaian2025

. Realisasi 2025 s.d. Status

Sampai Target 2025 Trw I s.d TW I Capaian
Tahun

2024

K Rp K Rp K %

Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab

PROGRAM PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

7.773.103.568 7.305.500 0.1

Persentase

RTLH yang
diperbaiki

peningkatan

% 70.71 11.90 70.71 594.2

2.2.1.5.

Berdasarkan tabel capaian kinerja tersebut sampai dengan
Triwulan I tahun 2025 dari 6 target indikator, ada sebanyak 3
indikator (50,00%) dengan capaian sangat tinggi, sebanyak 1
indikator (16,67%) dengan capaian tinggi, sebanyak 1 indikator
(16,67%) yang sangat rendah dan 1 indikator (16,67%) dengan
capaian N/A. Untuk indikator persentase tersedianya rumah layak
huni bagi korban bencana capaian masih O karena pada Triwulan
I masih dilakukan pendataan sehingga belum ada realiasi. Untuk
indikator Persentase tersedianya rumah layak huni bagi warga
terdampak relokasi akibat program pemerintah capaiannya N/A
karena memang pada tahun 2025 tidak ada relokasi akibat
program pemerintah sehingga indikator tersebut tidak diambil.

Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Capaian kinerja program bidang Ketentraman, Ketertiban
Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banyumas
sampai dengan Triwulan I tahun 2025 diuraikan dalam tabel
berikut:

Tabel 2. 7

Capaian Kinerja Program Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan

Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banyumas s.d. Triwulan I

DINPERKIM

tahun 2025
Tahun 2025 Tingkat
Realisasi —— Capaian2025 Perangkat
Aspek/ .Program/ Sampai Target 2025 Realisasi 2025 s.d. d TW I Stat‘us Daerah
No. Indikator Satuan Trw I Capaian
Kinerja Tahun 2025 Penanggung
] 2024 Jawab
K Rp K Rp K %
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
PROGRAM PENINGKATAN
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN 2.977.494.460 62.520.000 2.09
UMUM
1 | Cakupan patroli % 100 100 100 100 SATPOL PP
di wilayah
Persentase
wilayah yang o
2 terpenuhi SDM % 100 100 100 100 SATPOL PP
Linmasnya
Cakupan
3 | perlindungan % 107.65 | 100 100 100 SATPOL PP
masyarakat di
wilayah
PROGRAM PENANGGULANGAN
BENCANA 1.536.024.040 258.113.496 16.8
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Capaian kinerja pembangunan bidang sosial sampai dengan

Triwulan I tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 8

Capaian Kinerja Program Bidang Sosial Kabupaten Banyumas s.d.

Triwulan I tahun 2025

Tahun 2025 :
Tingkat
Realisasi — Capaian2025 Perangkat
Aspek/Program/ . Realisasi 2025 s.d. Status
No. Indikator Satuan Sampai Target 2025 Trw I s.d TWI Capaian Daerah
P Tahun Penanggung
Kinerja 2024 2025 Jawab
K Rp K Rp K %
Persentase
penataan sistem
4 dasar % 100 100 25 25 BPBD
penanggulangan
bencana
Persentase
5 | Mitigasi Bencana % 100 100 25 25 BPBD
Yang
Dilaksanakan
Persentase
6 | benansanan % 100 100 100 100 BPBD
korban yang
tertangani
PROGRAM PENCEGAHAN,
PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN 0 0
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
NON KEBAKARAN
Cakupan
pelayanan
pencegahan
7 gganggulangan % 100 100 N/A N/A SATPOL PP
penyelamatan
korban
kebakaran
Berdasarkan tabel capaian kinerja hingga Triwulan I tahun
2025, dari 7 target indikator, terdapat 4 indikator dengan capaian
sangat tinggi, 2 indikator dengan capaian sangat rendah, dan 1
indikator belum diketahui capaiannya atau N/A. Indikator dengan
capaian sangat rendah disebabkan karena pada Triwulan I
kegiatan penataan sistem dasar penanggulangan bencana dan
mitigasi bencana belum terlaksananya kegiatan sepenuhnya dari
total 20 desa. Sedangkan Persentase penanganan korban bencana
yang tertangani capaiannya sangat tinggi (100%) karena sampai
triwulan [ semua korban bencana yang terdampak sudah
ditangani. Sementara itu, untuk cakupan pelayanan pencegahan,
penanggulangan, dan penyelamatan kebakaran belum dapat
dihitung karena hingga triwulan I, rekap data dari seluruh Pos
Pemadam Kebakaran belum dapat dilakukan.
2.2.1.6. Sosial

Tahun 2025

Realisasi Tingkat
Aspek/Program/ . S : Capaian2025 Status
Indikator Satuan Sampai Target 2025 Realisasi 2025 s.d TWI Capaian
Kinerja Tahun s.d. Trw I 2025
2024
K Rp K Rp K %

Perangkat Daerah
Penanggung Jawab

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
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Aspek/Program/
Indikator
Kinerja

Satuan

Realisasi
Sampai
Tahun
2024

Tahun 2025

Target 2025

Realisasi 2025
s.d. Trw I

Tingkat
Capaian2025
s.d TWI

K Rp

K Rp

K %

Status
Capaian
2025

Perangkat Daerah
Penanggung Jawab

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN

JAMINAN SOSIAL

4.409.500.000

85.974.200

1.95

Persentase PPKS
yang menerima
jaminan sosial

%

100

100

100

100

PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

927.000.000

151.875.719

16.39

Persentase PSKS
yang aktif

%

57

58

PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN

MAKAM PAHLAWAN

30.000.000

Persentase
makam
pahlawan yang
dikelola

%

100

100

100

100

PROGRAM PENANGANAN BENCANA

136.500.000

Persentase
korban bencana
alam dan sosial
yan terpenuhi
kebutuhan
dasarnya pada
saat dan setelah
tanggap darurat
bencana bencana
daerah
kabupaten/kota

%

100

100

100

100

PROGRAM REHABILITASI SO

SIAL

1.270.562.500

12.246.250

0.96

Persentase
penyandang
disabilitas
terlantar anak
terlantar lanjut
usia terlantar
dan gelandangan
pengemis yang
terpenuhi
kebutuhan
dasarnya di luar
panti

%

100

100

100

100

Berdasarkan tabel capaian kinerja sosial

DINSOSPERMASDES

DINSOSPERMASDES

DINSOSPERMASDES

DINSOSPERMASDES

DINSOSPERMASDES

Triwulan I tahun

2025, dari 5 indikator yang ditargetkan, 4 indikator (80,00%) telah
mencapai status capaian "Sangat Tinggi", menunjukkan bahwa
sebagian besar program sosial berjalan sesuai target. Persentase
korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan
dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah
kabupaten/kota juga telah mencapai status. Namun, 1 indikator
(20,00%) memiliki status capaian "Sangat Rendah" karena baru
akan dilaksanakan pada Triwulan II dan III tahun 2025. Secara
keseluruhan, meskipun ada satu program yang belum terlaksana
sepenuhnya, capaian kinerja sosial sudah cukup baik dengan
mayoritas program tercapai sesuai target.
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Pelayanan Dasar

2.2.2.1. Tenaga Kerja

2.2.2. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan

Capaian kinerja program bidang Tenaga Kerja sampai dengan
Triwulan I tahun 2025 diuraikan pada tabel berikut:

Capaian Kinerja Program Bidang Tenaga Kerja Kabupaten Banyumas

Tabel 2. 9

s.d. Triwulan I tahun 2025

Tahun 2025 Tingkat
Realisasi Capaian2025 Perangkat
Aspek/P A isasi .d. Stat
spek/ I rogram/ Sampai Target 2025 Realisasi 2025 s.d o.d TW I atus Daerah
No. Indikator Satuan Trw I Capaian
Kineria Tahun 2025 Penanggung
] 2024 Jawab
K Rp K Rp K %
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN
PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 2.752.000.000 146.138.400 531
Persentase
lulusan pelatihan o DINAKERKOP
U | persertifikat % 100 100 100 100 VKM
pelatihan
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 200.000.000 19.627.500 12.53
Persentase
Perusahaan yang o DINAKERKOP
2 menerapkan tata % 10.039 11 10.04 91.27 UKM
kelola yang layak
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA 1.018.000.000 39.424.500 3.87
KERJA
Persentase
3 lowongan kerja % 90.14 90 7.66 8.51 DINARERKOP
. UKM
yang terpenuhi
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA
KERJA 130.000.000 0 0
Persentase
perencanaan o DINAKERKOP
4 tenaga kerja yang % 100 100 N/A N/A UKM
tersedia

2.2.2.2.

Berdasarkan tabel capaian kinerja tersebut sampai dengan
Triwulan I tahun 2025 dari 4 target indikator program, ada 2 (50%)
indikator dengan ketercapaian sangat tinggi karena pada indikator
persentase lulusan pelatihan bersertifikat pelatihan yakni jumlah
orang yang dilatih seluruhnya mendapat sertifikat pelatihan. 1
(25%) indikator dengan ketercapaian sangat rendah karena jumlah
lowongan kerja yang terpenuhi atau terisi pekerja hanya 822 dari
jumlah lowongan kerja terdaftar yakni sebanyak 10.730 dan 1
(25%) indikator dengan tidak terdapat capainnya (N/A) akan
dihitung pada triwulan IV.

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Capaian kinerja program bidang Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak sampai dengan Triwulan I tahun 2025
diuraikan pada tabel berikut:

-18-




Tabel 2. 10

Capaian Kinerja Program Bidang Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas s.d. Triwulan I tahun 2025

Tahun 2025

Realisasi

Tingkat

Aspek/Program/
Indikator Satuan
Kinerja

Realisasi 2025 s.d.

Sampai Target 2025 Trw I

Tahun
2024

Capaian2025
s.d TW I

Status
Capaian
2025

K Rp K Rp

Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN

ANAK

PROGRAM PENGARUSUTAMAAN
GENDER DAN PEMBERDAYAAN 640.000.000 0]
PEREMPUAN

Persentase
perangkat daerah
yang % 100 100 100
melaksanakan
PPRG

100

Proporsi kursi
yang diduduki
perempuan di
DPRD

% 22 24 18

75

SEDANG

DPPKBP3A

DPPKBP3A

PROGRAM PERLINDUNGAN

PEREMPUAN 268.390.000 0

Persentase
korban
kekerasan % 100 100 100
perempuan yang
terlayani

100

PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM

DATA GENDER DAN ANAK 15.000.000 0

Persentase
perangkat daerah
yang
memanfaatkan
data gender dan % 41.37 44.82 41.37
anak sebagai
dasar
perencanaan
pembangunan

92.3

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS

KELUARGA 57.501.000 0

Persentase
keluarga yang
mendapat
pengarahan % 0.016 0.033 0
terkait
peningkatan
kualitas keluarga

PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK

(PHA) 280.000.000 0

Persentase
lembaga layanan
anak yang telah % 85 90 24
mendapatkan
advokasi

26.67

PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS

ANAK 185.750.000 0]

Persentase
korban
kekerasan anak
yang terlayani

Y% 100 100 100

100

Berdasarkan capaian kinerja Triwulan I tahun 2025, dari 7
indikator yang ditetapkan, 4 indikator (57,14%) mencapai capaian
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"Sangat Tinggi", yaitu Persentase perangkat daerah yang
melaksanakan PPRG, Persentase korban kekerasan perempuan
yang terlayani, Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan
data gender dan anak, serta Persentase korban kekerasan anak
yang terlayani. Satu indikator (14,29%) mencapai capaian
"Sedang", yaitu Proporsi kursi perempuan di DPRD yang
menunjukkan penurunan dari 22% tahun sebelumnya menjadi
18%. Namun, 2 indikator (28,57%) tercatat dengan capaian "Sangat
Rendah", yaitu Persentase keluarga yang mendapat pengarahan
(0%) dan Persentase lembaga layanan anak yang mendapat
advokasi (26,67%). Rendahnya capaian pada indikator ini
disebabkan oleh keterlambatan pelaksanaan program yang baru
akan dimulai pada Triwulan II dan III, sehingga belum dapat

memberikan hasil yang optimal.

2.2.2.3.

Pangan

Capaian kinerja program bidang Pangan sampai dengan
Triwulan I tahun 2025 diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 11

Capaian Kinerja Program Bidang Pangan Kabupaten Banyumas
s.d. Triwulan I tahun 2025

Tahun 2025
Tingkat
Realisasi Realisasi Capaian2025 Perangkat
Aspek/Program/ . Status
No. Indikator Satuan Sampai Target 2025 2025 s.d. Trw s.d TW I Capaian Daerah
Kineria Tahun I 2025 Penanggung
J 2024 Jawab
K Rp K Rp K %
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN
KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 468.000.000 0
Angka
1 kecukupan gram/kapita/hari 59 57 N/A N/A DINPIE;Q TAN
protein
Angka
2 kecukupan kkal/kapita/hari 2079 2100 N/A N/A DINPI}(E;QTAN
energi
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 961.600.000 0
Jumlah desa
rawan pangan DINPERTAN
3 yang diberi Desa 14 6 N/A N/A KP
bantuan
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA
EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN 78.000.000 0
KEMANDIRIAN PANGAN
Peningkatan
jumlah sarpras
pendukung o DINPERTAN
4 pengelolaan % N/A 1.50 N/A N/A KP
cadangan
pangan
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 60.000.000 0
Persentase
peningkatan o DINPERTAN
S jumlah sampel % 94.85 15 N/A N/A KP
pangan
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2.2.2.4.

Berdasarkan tabel capaian kinerja tersebut, sampai dengan
triwulan II 2024 dari S target indikator program ada 5 indikator
(100%) belum dapat diperoleh angka capaiannya (N/A). Untuk
indikator angka kecukupan protein dan energi akan release pada
triwulan IV menunggu data dari Susenas. Untuk indikator jumlah
desa rawan pangan yang diberi bantuan belum ada realisasinya
karena pada triwulan I belum terdapat kegiatan Penyaluran Beras
CPPD. Lebih lanjut untuk indikator peningkatan jumlah sarpras
pendukung pengelolaan cadangan pangan dan persentase
peningkatan jumlah sampel pangan akan dihitung pada akhir
triwulan IV.

Pertanahan
Capaian kinerja program bidang Pertanahan sampai dengan
Triwulan I tahun 2025 diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 12

Capaian Kinerja Program Bidang Pertanahan Kabupaten Banyumas

s.d. Triwulan I tahun 2025

Tahun 2025 :
Tingkat
Realisasi i P kat
Aspek/Program/ se:n:sa:il Parget 2025 Realisasi 2025 s.d. Cap:u'irr:;(;zs Status ‘l")"::_i ha
No. Indikator Satuan P arge Trw I s Capaian
Kineria Tahun 2025 Penanggung
] 2024 Jawab
K Rp K Rp K %
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH 286.850.000 3.190.000 1.1
1 Persentase tanah % 100 100 100 100 DINPERKIM
yang tertata

2.2.2.5.

Berdasarkan tabel capaian kinerja tersebut sampai dengan
Triwulan I tahun 2025 dari 1 target indikator, sebanyak 1 (100%)
indikator dengan tingkat ketercapaian Sangat Tinggi.

Lingkungan Hidup

Kinerja pembangunan bidang lingkungan hidup sampai
dengan Triwulan I tahun 2025 ditunjukkan oleh capaian indikator
program bidang lingkungan hidup sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 13
Capaian Kinerja Program Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten
Banyumas s.d. Triwulan I tahun 2025

Tahun 2025 .
Tingkat
Aspek/Program/ Rse:i:sa:il T t 2025 Realisasi 2025 s.d. Capa::ilrn“z;(;zs Status P(:::tgal;at
No. Indikator Satuan P arge Trw I s Capaian
Kineria Tahun 2025 Penanggung
] 2024 Jawab
K Rp K Rp K %
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PERENCANAAN
LINGKUNGAN HIDUP 541.118.000 750.000 0.14
Persentase
| | dokumen % 100 100 0 0 DLH
perencanaan
yang disusun
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Realisasi
Sampai
Tahun
2024

Aspek/Program/
Indikator
Kinerja

Satuan

Tahun 2025

Target 2025

Realisasi 2025 s.d.
Trw I

Tingkat
Capaian2025
s.d TWI

Rp

K Rp

Status
Capaian
2025

Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab

PROGRAM PENGELOLAAN
KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)

2.923.205.000

189.736.038

6.48

Persentase
luasan RTH %
publik

11.35

11.15

11.35

101.79

PROGRAM PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN

402.000.000

Persentase
sampah yang
tertangani
terkelola

% 98

PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN
BERACUN (LIMBAH B3)

96.119.648

2.967.000

3.09

Persentase
rekomendasi
rincian teknis % 100
pengelolaan
limbah B3

100

100

PROGRAM PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP

150.554.600

13.334.007

8.86

Persentase
kegiatan
pengendalian
pencemaran dan % 100
kerusakan
lingkungan
hidup

25

25

PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN
LINGKUNGAN HIDUP

75.666.800

2.688.000

3.55

Persentase
pengaduan
lingkungan % 100
hidup yang
ditangani

100

100

PROGRAM PENINGKATAN
PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN
PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP
UNTUK MASYARAKAT

319.429.400

Persentase
kegiatan
peningkatan
pendidikan,
pelatihan dan % 100
penyuluhan
lingkungan
hidup untuk
masyarakat

PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA),
KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG
TERKAIT DENGAN PPLH

20.000.000

Persentase
Persentase MHA
yang dibina
terkait PPLH

% 100

PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN TERHADAP IZIN
LINGKUNGAN DAN IZIN
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)

71.246.000

2.700.000

3.79

DLH

DLH

DLH

DLH

DLH

DLH

DLH
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Aspek/Program/
Indikator
Kinerja

Satuan

Realisasi
Sampai
Tahun
2024

Tahun 2025

Tingkat

Target 2025

Realisasi 2025 s.d.
Trw I

Capaian2025
s.d TWI

Rp

K Rp

Persentase
ketaatan pelaku
usaha dalam
pengelolaan LH

%

92.31

86

90.91

105.71

Status
Capaian
2025

Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab

DLH

2.2.2.6.

Berdasarkan tabel capaian kinerja tersebut sampai dengan
Triwulan I tahun 2025 dari 9 target indikator, ada sebanyak 4
indikator (44,44%) dengan capaian sangat tinggi dan sebanyak 5
indikator (55,56%) dengan capaian sangat rendah.

Capaian indikator sangat rendah diantaranya disebabkan
karena belum terlaksananya kegiatan pada Triwulan I seperti pada
indikator Persentase kegiatan peningkatan pendidikan, pelatihan
dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat dan
Persentase MHA yang dibina terkait PPLH. Penyebab lainnya
adalah karena kegiatan masih dalam proses pelaksanaan namun
belum keluar output nya pada Triwulan I seperti pada indikator
Persentase dokumen perencanaan yang disusun dan Persentase
kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
hidup. Sedangkan untuk capaian indikator Persentase sampah
yang tertangani terkelola masih rendah karena data persampahan
masih belum tersedia.

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Capaian kinerja program bidang Administrasi Kependudukan
dan Pencatatan Sipil sampai dengan Triwulan [ tahun 2025
diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 14

Capaian Kinerja Program Bidang Administrasi Kependudukan dan

Catatan Sipil Kabupaten Banyumas s.d. Triwulan I tahun 2025

Aspek/Program/
Indikator
Kinerja

Tahun 2025 Tingkat

Capaian2025
sdTWI

Realisasi
Sampai
Tahun
2024

Status
Capaian
2025

Realisasi 2025 s.d.

Target 2025 Trw I

Satuan

K Rp K Rp K %

Perangkat
Daerah

Penanggung

Jawab

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK

336.644.000 0 0

Persentase
cakupan

Elaktronik

penerbitan KTP

% 99.32 99.6 99.52 99.92

PROGRAM PENCATATAN SIPIL

190.580.200 0 0

Persentase
cakupan

DINDUKCAPIL

kepemilikan akta
kelahiran pada
anak usia 0-18
tahun

%

98.61

99.5

98.94 99.44

PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

543.985.000

DINDUKCAPIL
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Tahun 2025 .
Tingkat
Realisasi — Capaian2025 Perangkat
Aspek/Program/ . Realisasi 2025 s.d. Status
No. Indikator Satuan Sampai Target 2025 Trw I s.d TWI Capaian Daerah
P Tahun Penanggung
Kinerja 2024 2025 Jawab
K Rp K Rp K %
Persentase
ketersediaan
3 | Jannmean % 100 100 100 100 DINDUKCAPIL
komunikasi data
SIAK berjalan
dengan baik
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL
KEPENDUDUKAN 84.760.000 0 0
Persentase
4 | Ketersediaan % 100 100 0 0 DINDUKCAPIL
Profil
Kependudukan
Berdasarkan tabel capaian kinerja tersebut sampai dengan
Triwulan I tahun 2025 dari 4 target indikator, sebanyak 3 indikator
(75%) capaiannya sangat tinggi. Sedangkan  satu indikator
capaiannya sangat rendah yaitu persentase ketersediaan profil
kependudukan. Indikator tersebut akan tercapai di triwulan II
karena buku profil kependudukan sudah selesai disusun di
triwulan I namun baru akan selesai dicetak di triwulan II (bulan
April).
2.2.2.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Capaian kinerja program bidang Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa sampai dengan Triwulan I tahun 2025 diuraikan pada
tabel berikut:
Tabel 2. 15
Capaian Kinerja Program Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Banyumas s.d. Triwulan I tahun 2025
Tahun 2025 Tingkat
Realisasi — Capaian2025
Aspek/Program/ Sampai Target 2025 Realisasi 2025 s.d. . dTWI Status Perangkat Daerah
No. Indikator Satuan Trw I Capaian
. . Tahun Penanggung Jawab
Kinerja 2024 2025
K Rp K Rp K %
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT 648.000.000 27.928.000 4.3
DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
Persentase
Lembaga o DINSOS
! Kemasyarakatan & 100 100 100 100 PERMASDES
Desa yang aktif
PROGRAM PENATAAN DESA 612.000.000 64.850.432 10.61
Persentase desa o DINSOS
2 mandiri & 14 14 0 0 PERMASDES
PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA
DESA 13.000.000 0 0
Persentase desa
yang membentuk o DINSOS
3 kerjasama antar % 4 1.5 0 0 PERMASDES
desa
PROGRAM ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN DESA 5.797.672.400 1.069.166.619 18.45
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Tahun 2025 .
Tingkat
Realisasi —— Capaian2025
Aspek/P: . .d.
No. sp;néil::tgor: ! Satuan | Sampai Target 2025 Reahsa’f‘lrj(;zs =d s.dTWI Csat::iu:n Perangkat Daerah
Kinerja Tahun 2025 Penanggung Jawab
2024
K Rp K Rp K %
Persentase Desa
4 Ad.rninistrasi % 80 100 0 0 PE?%\I/}IASSO[?ES
Baik
Berdasarkan tabel capaian kinerja Triwulan I tahun 2025, dari
4 target indikator, 1 indikator (25%) mencapai capaian "Sangat
Tinggi", yaitu Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang
aktif, sementara 3 indikator (75%) tercatat dengan capaian "Sangat
Rendah". Persentase desa mandiri, misalnya, masih sangat rendah
karena data capaian baru akan keluar antara Triwulan II atau III
tahun 2025, sehingga pada Triwulan I, program Penataan Desa
yang bertujuan untuk mencapai desa mandiri belum dapat
menunjukkan hasil yang diharapkan.
2.2.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Capaian kinerja program bidang Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2. 16
Capaian Kinerja Program Bidang Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas s.d. Triwulan I tahun 2025
Tahun 2025 Ti
ingkat
Realisasi — Capaian2025 Perangkat
Aspek/Program/ . Realisasi 2025 s.d. Status
No. Indikator Satuan ?33:1 Target 2025 Trw I s.dTWI Capaian Perll)::;::ng
Kinerja 2024 2025 Jawab
K Rp K Rp K %

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

PENDUDUK

PROGRAM PENGENDALIAN

649.700.000

Angka Kelahiran
Total atau TFR

Angka

1.69

1.95

N/A

N/A

- DPPKBP3A

(KS)

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN
PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA

9.436.400.900

Persentase
kesertaan KB
keluarga
Penerima
Bantuan Iuran
PBI

%

71.22

73.10

66.1

90.42

DPPKBP3A

BERENCANA (KB)

PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA

9.239.800.000

Persentase
masyarakat yang
terpapar isi
pesan Program
KKBPK advokasi
dan KIE serta
aktif dalam
pengelolaan
program KKBPK

%

84.21

82

N/A

N/A

DPPKBP3A

BERENCANA (KB)

PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA

9.239.800.000
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Aspek/Program/
Indikator
Kinerja

Tahun 2025 Tingkat

Capaian2025
s.d TWI

Realisasi
Sampai
Tahun
2024

Status
Capaian
2025

Realisasi 2025 s.d.

Target 2025 Trw I

Satuan

Rp Rp %

Persentase

Kampung KB
yang terfasilitasi

% 85 90 20 22.22

Persentase
Penggunaan
Kontrasepsi
Jangka Panj
MKJP

% 46.09 43.60 46.72 107.16

ang

2.2.2.9.

Berdasarkan tabel capaian kinerja hingga Triwulan I tahun
2025, dari 5 target indikator, terdapat 1 indikator (20%) dengan
capaian sangat tinggi, yaitu Persentase Penggunaan Kontrasepsi
Jangka Panjang (MKJP) yang tercatat 107,16%. Satu indikator
(20%) mencapai capaian tinggi, yaitu Persentase kesertaan KB
keluarga Penerima Bantuan Iuran PBI yang tercatat 90,42%. Dua
indikator lainnya (40%) tercatat dengan status N/A, karena data
hasilnya baru akan keluar pada Triwulan IV, yaitu Angka Kelahiran
Total (TFR) dan Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan
Program KKBPK. Sementara itu, satu indikator (20%) tercatat
dengan capaian sangat rendah, yaitu Persentase Kampung KB yang
terfasilitasi (22,22%), karena masih ada kegiatan yang berlangsung
hingga Triwulan IV dan belum dapat mencapai hasil yang optimal
pada Triwulan I.

Perhubungan

Kinerja pembangunan bidang perhubungan sampai dengan
Triwulan I tahun 2025 berdasarkan capaian kinerja indikator
program adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 17

Capaian Kinerja Program Bidang Perhubungan Kabupaten Banyumas

s.d. Triwulan I tahun 2025

Perangkat
Daerah

Penanggung

Jawab

DPPKBP3A

DPPKBP3A

Indikator
Kinerja

Aspek/Program/

Tahun 2025 Tingkat

PR Capaian2025
Realisasi 2025 s.d. Trw .d TW I Status

I Capaian
2025

Realisasi
Sampai
Tahun
2024

Satuan Target 2025

K Rp Rp %

Perangkat

Daerah

Penanggung

Jawab

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

40.691.530.984 10.169.148.017 24.97

Persentase
terminal yang

ketentuan

beroperasi sesuai

% 75 87.5 100 114.29

Persentase
kendaraan yang
melakukan uji
laik

% 76.26 94 19.22 20.45

Persentase
ketersediaan
perlengkapan
jalan

% 4.099 2.33 4.3 184.55
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Tahun 2025 :
Tingkat
Realisasi — Capaian2025 Perangkat
Aspek/Program/ . Realisasi 2025 s.d. Trw Status
No Indikator Satuan Sampai Target 2025 1 s.dTWI Capaian Daerah
Kinerja Tahun 2025 Penanggung
) 2024 Jawab
K Rp K Rp K %
persentase
4 | Vilayahyang % 100 100 100 100 DINHUB
terhubung
angkutan jalan
Persentase
pelaksanaan
5 Manajamen % 100 100 100 100 DINHUB
rekayasa lalu
lintas
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 500.000 0 0
persentase
e | Vilayahyang % 75 75 75 100 DINHUB
terhubung
angkutan sungai
Persentase
7 prasarana % 66.6 60 66.6 111 DINHUB
angkutan sungai
Berdasarkan tabel capaian kinerja tersebut sampai dengan
Triwulan II tahun 2024 dari 7 target indikator, ada sebanyak 6
(85,71%) Capaian Indikator Sangat Tinggi dan 1 (14,29%) Capaian
Indikator Sangat Rendah. Sebanyak 6 indikator program sudah
berjalan dengan baik sejak awal tahun sehingga dapat mencapai
target, sedangkan 1 indikator program yaitu persentase kendaraan
yang melakukan uji laik capaiannya masih sangat rendah karena
perhitungan akumulatif.
2.2.2.10. Komunikasi dan Informatika
Kinerja pembangunan bidang komunikasi dan informatika
sampai dengan Triwulan I tahun 2025 berdasarkan capaian kinerja
program adalah sebagai berikut:
Tabel 2. 18
Capaian Kinerja Program Bidang Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Banyumas s.d. Triwulan I tahun 2025
Tahun 2025 Tingkat
Realisasi — Capaian2025 Perangkat
. Aspek/Program/ Sampai Target 2025 Realisasi 2025 s.d. ed TWI Status Daerah
o. Indikator Satuan Trw I Capaian
. . Tahun Penanggung
Kinerja 2024 2025 Jawab
K Rp K Rp K %
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI
DAN KOMUNIKASI PUBLIK 2.015.000.000 479.962.749 23.81
Persentase
Perangkat
Daerah yang % 100 100 100 100 DINKOMINFO
memberikan
akses informasi
publik
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI
INFORMATIKA 1.979.000.000 87.849.143 4.43
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Tahun 2025 :
Tingkat
Realisasi — Capaian2025 Perangkat
Aspek/Program/ . Realisasi 2025 s.d. Status
No. Indikator Satuan Sampai Target 2025 Trw I s.d TWI Capaian Daerah
Kinerja Tahun 2025 Penanggung
J 2024 Jawab
K Rp K Rp K %
Persentase OPD
yang
menggunakan o
2 infrastruktur TIK % 100 100 100 100 DINKOMINFO
yang disediakan
Pemda
Berdasarkan tabel capaian kinerja tersebut sampai dengan
Triwulan I tahun 2025 dari 2 indikator, semua indikator (100%)
sudah memiliki capaian yang Sangat Tinggi. Capaian yang sangat
tinggi menunjukkan bahwa semua perangkat daerah sudah
memberikan akses informasi publik dan telah menggunakan
infrastruktur TIK berupa Fiber Optic, akses internet, dan aplikasi
pemerintahan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
2.2.2.11. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Kinerja pembangunan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah sampai dengan Triwulan I tahun 2025 berdasarkan
capaian kinerja program adalah sebagai berikut:
Tabel 2. 19
Capaian Kinerja Program Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Banyumas s.d. Triwulan I tahun 2025
Tahun 2025 Tingkat
Realisasi — Capaian2025 Perangkat
N Aspek/ 'Program/ Sampai Target 2025 Realisasi 2025 s.d. .d TW I Stat}ls Daerah
o. Indikator Satuan Trw I Capaian
Kinerja Tahun 2025 Penanggung
J 2024 Jawab
K Rp K Rp K %
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN
PERLINDUNGAN KOPERASI 110.000.000 10.000.000 9.1
Persentase
koperasi yang
mendapat o DINAKERKOP
1 pemberdayaan % 2.77 33.79 1.33 3.94 UKM
dan
perlindungan
PROGRAM PENGAWASAN DAN
PEMERIKSAAN KOPERASI 50.000.000 8.079.800 16.16
Persentase
pemeriksaan dan
2 pengawasan % 16.89 34.72 N/A N/A DINA[ER}:KOP
koperasi yang
dilakukan
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN
KSP/USP KOPERASI 25.000.000 0 0
Persentase
Koperasi yang o DINAKERKOP
3 dinilai %o 16.62 29.17 0.27 0.93 UKM
kesehatannya
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA
SIMPAN PINJAM 10.000.000 875.000 8.75
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Tahun 2025 Tingkat
Realisasi i P kat
Aspek/Program/ S Parget 2025 Realisasi 2025 s.d. Cap??;czzs Status Srangka
Indikator Satuan P arge Trw I s- Capaian
Kinerja Tahun 2025 Penanggung
J 2024 Jawab
K Rp K Rp K %

Persentase
fasilitasi
penerbitan o DINAKERKOP
rekomendasi izin % 100 100 N/A N/A UKM
koperasi usaha
simpan pinjam

PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA
MENENGAH, USAHA KECIL, DAN 825.000.000 7.491.000 0.91
USAHA MIKRO (UMKM)

Persentase

;J:Ial\;la Mikro % 1.49 2.03 N/A N/A DINA&(}E\]}KOP
diberdayakan

PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 725.000.000 13.891.000 1.92

Persentase

53?11{151;&:2; % 0.48 0.74 N/A N/A DINA&?}KOP

dikembangkan

PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN

PERKOPERASIAN 190.000.000 0 0

Persentase

koperasi yang

mengikuti % 16.62 40.72 N/A N/A DINAKERKOP
T 1 UKM

pendidikan dan

latihan

Berdasarkan tabel capaian kinerja tersebut sampai dengan
Triwulan I tahun 2025 dari 7 target indikator program, ada 2
(28,57%) indikator dengan ketercapaian sangat rendah karena
pada triwulan I baru terealisasi 5 koperasi yang diberdayakan dan
dilindungi dan 1 koperasi yang dinilai kesehatannya dari total 375
koperasi yang aktif, untuk itu perlu upaya keras untuk
meningkatkan jumlah koperasi yang diberdayakan, dilindungi dan
dinilai kesehatannya agar dapat memenuhi target. Sementara itu,
untuk S5 (71,43%) indikator tidak ada realisasinya (N/A) karena
pada indikator tersebut realisasinya dihitung pada triwulan IV.

2.2.2.12. Penanaman Modal
Kinerja pembangunan bidang Penanaman Modal sampai
dengan Triwulan I tahun 2025 berdasarkan capaian kinerja
program adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 20
Capaian Kinerja Program Bidang Penanaman Modal Kabupaten
Banyumas s.d. Triwulan I tahun 2025

Tahun 2025 Tingkat

Realisasi i P kat

Aspek/Program/ se:n:sa;sil Target 2025 Realisasi 2025 s.d. Caps:;?rr:xzrtizs Status (;‘::iha
Indikator Satuan P arge Trw I S- Capaian
Kinerja Tahun 2025 Penanggung
] 2024 Jawab
K Rp K Rp K %

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
;%%iiAM PELAYANAN PENANAMAN 368.996.000 24.234.000 6.58
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Aspek/Program/
Indikator Satuan

Tahun 2025 Tingkat

Realisasi Capaian2025

. Realisasi 2025 s.d. Status

Sampai Target 2025 Trw I s.d TW I Capaian
Tahun

Kinerja 2025

2024

K Rp K Rp K %

Persentase
perizinan

berusaha dan
non berusaha

yang selesai

sesuai dengan

waktu yang
ditetapkan

% 100 96 100 104.17

PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM
PENANAMAN MODAL

85.000.000 0

Persentase

Kegiatan Usaha
yang memperoleh

Insentif dan
kemudahan
Penanaman
Modal

Y% 0 50 0 0

PROGRAM PROMOSI PENANAMAN

MODAL

216.500.000 0

Persentase Calon
Investor yang

menerima
promosi
terfasilitasi
penanaman
modal yang

membuat Lol

% 200 50 100 200

PROGRAM PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

240.000.000 4.240.000

Persentase

realisasi investasi

% 211.8 95 N/A N/A

PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN
SISTEM INFORMASI PENANAMAN 30.000.000 0 0

MODAL

Persentase Data
dan Informasi
yang ter update
secara periodik

% 100 100 100 100

Berdasarkan tabel capaian kinerja tersebut sampai dengan
Triwulan I tahun 2025 dari 5 target indikator, ada sebanyak 3
(60%) indikator yang memiliki capaian sangat tinggi, 1 (20%)
indikator memiliki capaian sangat rendah dan 1(20%) indikator
belum ada realisasinya/ NA.

Indikator persentase perizinan berusaha dan non berusaha
yang selesai sesuai dengan waktu yang ditetapkan, persentase
calon investor yang menerima promosi terfasilitasi penanaman
modal yang membuat Lol, persentase data dan informasi yang ter
update secara periodik capaiannya sangat tinggi, karena seluruh
perizinan yang diajukan selesai tepat waktu, data dan informasi
terupdate rutin melalui SIPANJIMAS, Susanmas dan LKPM serta
keseluruhan investor yang menerima promosi penanaman modal
lanjut membuat LOI.

Sementara itu, indikator persentase kegiatan usaha yang
memperoleh Insentif dan kemudahan penanaman modal
capaiannya sangat rendah karena belum terdapat kegiatan usaha
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Penanggung
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yang memenuhi kriteria/prasyarat untuk memperoleh insentif dan
kemudahan penanaman modal. Serta untuk indikator persentase
realisasi investasi pada triwulan I belum ada capaiannya/ NA
karena nilainya akan release pada triwulan IV.

2.2.2.13. Kepemudaan dan Olahraga
Kinerja pembangunan bidang Kepemudaan dan Olahraga
sampai dengan Triwulan I tahun 2025 berdasarkan capaian
kinerja program adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 21
Capaian Kinerja Program Bidang Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Banyumas s.d. Triwulan I tahun 2025

Tahun 2025

Tingkat
Realisasi —— Capaian2025 Perangkat
Aspek/?rogram/ Sampai Target 2025 Realisasi 2025 s.d. d TW I Stat}ls Daerah
No. Indikator Satuan Trw I Capaian
Kineria Tahun 2025 Penanggung
J 2024 Jawab
K Rp K Rp K %
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROGRAM PENGEMBANGAN
KAPASITAS DAYA SAING 1.000.000.000 7.920.000 0.78
KEPEMUDAAN
Tingkat
partisipasi
pemuda dalam
1 organisasi % 0.31 0,42 N/A N/A DINPORABUDPAR
kepemudaan dan
organisasi sosial
kemasyarakatan
PROGRAM PENGEMBANGAN
KAPASITAS KEPRAMUKAAN 5.950.000.000 2.005.000 0.03
Persentase
peningkatan
2 kegiatan % 4.9 3,39 N/A N/A DINPORABUDPAR
kepramukaan di
Kabupaten
PROGRAM PENGEMBANGAN
KAPASITAS DAYA SAING 12.961.002.000 733.612.269 5.66
KEOLAHRAGAAN
Persentase
3 | peningkatan % 3.18 8,33 N/A N/A DINPORABUDPAR
prestasi olahraga
pemuda
PROGRAM PENGEMBANGAN
KAPASITAS DAYA SAING 1.000.000.000 7.920.000 0.78
KEPEMUDAAN
Persentase
4 Peningkatan % 111.42 27,66 N/A N/A DINPORABUDPAR
Wirausaha Muda

Berdasarkan tabel capaian kinerja tersebut sampai dengan
Triwulan I tahun 2025 dari 4 target indikator program, sebanyak 4
(100%) indikator tidak ada realisasinya karena pada keempat
indikator tersebut realisasinya dihitung pada triwulan IV dengan
membandingkan tahun sebelumnya (2024).

2.2.2.14. Statistik
Kinerja pembangunan bidang statistik sampai dengan
Triwulan I tahun 2025 berdasarkan capaian kinerja program
adalah sebagai berikut :

-31-



Tabel 2. 22

Capaian Kinerja Program Bidang Statistik Kabupaten Banyumas

s.d. Triwulan I tahun 2025

Tahun 2025 Tingkat
Realisasi i P kat
Aspek/Program/ Se:n:s:‘? Parget 2025 Realisasi 2025 s.d. Capa:?‘;gzs Status ‘]";:;ga ha
No. Indikator Satuan P arge Trw I s Capaian
Kineri Tahun 2025 Penanggung
ena 2024 Jawab

K Rp K Rp K %
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
PROGRAM PENYELENGGARAAN
STATISTIK SEKTORAL 160.000.000 0 0

Persentase

daerah

ketersediaan
data informasi % 100 100 100 100
dan statistik

Berdasarkan tabel capaian kinerja tersebut sampai dengan
Triwulan I tahun 2025 dari 1 target indikator, ada sebanyak 1
(100%) indikator dengan tingkat ketercapaian Sangat Tinggi. Data
informasi dan statistik daerah yang dikelola sesuai kebutuhan saat
ini sejumlah 330 data dan semuanya telah dikelola mulai dari TW
L.

2.2.2.15. Persandian

Kinerja penyelenggaraan bidang persandian sampai dengan
Triwulan I tahun 2025 berdasarkan capaian kinerja program
adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 23

Capaian Kinerja Program Bidang Persandian Kabupaten Banyumas

s.d. Triwulan I tahun 2025

DINKOMINFO

Tahun 2025 Tingkat
Realisasi — Capaian2025 Perangkat
Aspek/ 'Program/ Sampai Target 2025 Realisasi 2025 s.d. d TW I Status Daerah
No. Indikator Satuan Trw I Capaian
Kineria Tahun 2025 Penanggung
) 2024 Jawab
K Rp K Rp K %
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN
PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN 1.061.000.000 0 0
INFORMASI
Persentase
1 sistem elektronik % 100 100 100 100 DINKOMINFO
yang diamankan

Berdasarkan tabel capaian kinerja tersebut sampai dengan
Triwulan I tahun 2025 dari 1 target indikator, ada sebanyak 1
(100%) indikator dengan tingkat ketercapaian Sangat Tinggi. Hal
itu karena setiap sistem elektronik yang digunakan oleh OPD
sudah diamankan melalui klasifikasi data, autentikasi dan
penggunaan enkripsi.
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2.2.2.16. Kebudayaan

Kinerja pembangunan bidang Kebudayaan sampai dengan

Triwulan I tahun 2025 berdasarkan capaian kinerja program

adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 24

Capaian Kinerja Program Bidang Kebudayaan Kabupaten Banyumas

s.d. Triwulan I tahun 2025

Aspek/Program/
Indikator

Kinerja

Tahun 2025 Tingkat

Realisasi Capaian2025
. i i .d. Stat:
Sampai Target 2025 Realisasi 2025 s.d s.d TWI & }ls
Trw I Capaian
Tahun

2024 2028

Satuan

K Rp K Rp K %

Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

PROGRAM PELESTARIAN DAN
PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

400.000.000 3.755.000 0.94

Persentase cagar

budaya yang

dilestarikan oleh % 48.33 44,32 48.33 109.84

Pemerintah
Daerah

PROGRAM PENGELOLAAN
PERMUSEUMAN

949.615.000 0 0

Persentase

koleksi museum

yang dikelola

oleh Pemerintah % 38.68 63,66 15.38 24.41

Daerah
Kabupaten
Banyumas

PROGRAM PENGEMBANGAN
KEBUDAYAAN

6.793.375.000 1.181.251.400 17.4

Persentase
peningkatan
budaya yang
menjadi daya
tarik wisata

% 1.03 16,67 N/A N/A

Berdasarkan tabel capaian kinerja tersebut sampai dengan
Triwulan I tahun 2025 dari 3 target indikator program, 1 (33,33%)
indikator memiliki status capaian sangat tinggi, 1 (33,33%)
indikator dengan capaian sangat rendah dan 1 (33,33%) indikator
tidak ada capaiannya.

Untuk indikator persentase cagar budaya yang dilestarikan
oleh pemerintah daerah capaiannya sangat tinggi karena jumlah
cagar budaya yang di SK sebanyak 29 dari jumlah cagar budaya
yang diinventarisir sebanyak 60. Sementara itu, indikator
persentase koleksi museum yang dikelola oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten Banyumas capainnya sangat rendah karena jumlah
koleksi museum yang dipelihara baru 100 buah dari jumlah koleksi
museum seluruhnya sebanyak 650 buah. Serta untuk indikator
yang tidak ada realisasinya (N/A) akan dihitung realisasinya pada
triwulan IV dengan membandingkan realisasi pada tahun
sebelumnya (2024).

2.2.2.1. Perpustakaan

Capaian kinerja program bidang Perpustakaan sampai dengan
Triwulan I tahun 2025 diuraikan pada tabel berikut:
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Tabel 2. 25
Capaian Kinerja Program Bidang Perpustakaan Kabupaten
Banyumas s.d. Triwulan I tahun 2025

Tahun 2025 Tingkat
Realisasi i P kat
Aspek/Program/ S Target 2025 Realisasi 2025 s.d. C"“P‘:"’,‘lf‘;‘;zs Status ‘]‘;::rga "
No. Indikator Satuan P arge Trw I s Capaian
Kineri Tahun 2025 Penanggung
ena 2024 Jawab
K Rp K Rp K %
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
PROGRAM PEMBINAAN
PERPUSTAKAAN 2.032.095.500 3.456.000 0.17
Rasio
| | Perpustakaan Rasio 0.59 0.56 0.59 105.36 DINARPUSDA
Persatuan
Penduduk
Rata rata Jumlah
o | Pengunjung Orang 1639 1050 71.25 6.79 DINARPUSDA
Perpustakaan
Pertahun
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI
NASIONAL DAN NASKAH KUNO 26.900.000 0 0
Persentase
Naskah Kuno
3 Milik Masyarakat % 60 80 60 75 SEDANG | DINARPUSDA
yang Dialih
Mediakan

Berdasarkan tabel capaian kinerja tersebut sampai dengan
Triwulan I tahun 2025 dari 3 target indikator, ada sebanyak 1
(33,33%) indikator dengan tingkat capaian Sangat Tinggi. Namun
meskipun rasio perpustakaan sudah melampaui target, jumlahnya
masih belum merata di seluruh wilayah Kabupaten Banyumas.
Kemudian sebanyak 1 (33%) indikator dengan tingkat capaian
Sangat Rendah. Salah satu penyebab utamanya adalah karena
masih banyak perpustakaan (perpustakaan desa, perpustakaan
sekolah, perpustakaan perguruan tinggi) yang belum merekap dan
melaporkan jumlah kunjungan pada Dinas Arsip dan
Perpustakaan Daerah. Sebanyak 1 indikator (33,33%) dengan
tingkat capaian Sedang. Sampai dengan tahun 2024 sudah
dilakukan alihmedia Naskah kuno dari dari Desa karang Kemiri,
Naskah Kuno dari desa Baseh Kecamatan Kedungbanteng, Buku
Walang Sungsang dari Desa Samudra Kulon Kecamatan Gumelar.
Hingga saat ini masih terus dalam proses penelusuran Pencarian
Naskah Kuno yang lain di wilayah Kabupaten Banyumas untuk
dialih mediakan.

2.2.2.17. Kearsipan

Capaian Kinerja program bidang kearsipan sampai dengan
Triwulan I tahun 2025, ditunjukan pada tabel berikut:
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Tabel 2. 26
Capaian Kinerja Program Bidang Kearsipan Kabupaten Banyumas
s.d. Triwulan I tahun 2025

Aspek/Program/
Indikator Kinerja

Satuan

Realisasi
Sampai
Tahun
2024

Tahun 2025

Target 2025

Realisasi 2025
s.d. Trw I

Tingkat
Capaian2025
s.d TW I

Perangkat
Daerah
Penanggung

Status
Capaian
2025

K

Rp

K Rp

Jawab

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN

ARSIP

PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN

6.154.000

Persentase Arsip
Tertutup yang
Diizinkan untuk
Digunakan

%

100

66

DINARPUSDA

PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP

312.919.500

Persentase
Perangkat Daerah
yang
Menyelenggarakan
Kearsipan sesuai
dengan Norma
Standar Prosedur
dan Kriteria

%

48.15

53

DINARPUSDA

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN
PENYELAMATAN ARSIP

15.926.500

Persentase Arsip
yang Dilindungi
dan Diselamatkan

%

102.46

100

DINARPUSDA

Berdasarkan tabel capaian kinerja tersebut sampai akhir

Triwulan I tahun 2025, dari 3 target indikator seluruhnya masih
0%. Hal ini disebabkan karena untuk indikator Persentase Arsip

Tertutup yang Diizinkan untuk Digunakan dan

indikator

Persentase Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Kearsipan
sesuai dengan Norma Standar Prosedur dan Kriteria, realisasi
kegiatan baru akan dilaksanakan pada triwulan III. Sedangkan
Persentase
Diselamatkan, rencana akan dilaksanakan pada triwulan II.

untuk

indikator

2.2.3. Urusan Pilihan

2.2.3.1. Kelautan dan Perikanan
Kinerja penyelenggaraan bidang Kelautan dan Perikanan
sampai dengan Triwulan I tahun 2025, berdasarkan capaian
kinerja program adalah sebagai berikut.
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Tabel 2. 27
Capaian Kinerja Program Bidang Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Banyumas s.d. Triwulan I tahun 2025

Tahun 2025 .
Tingkat
Aspek Realisasi i P kat
spek/ eaisast Realisasi 2025 s.d. | Capaian2025 | ) erangla
Program/ Sampai Target 2025 s.d TW I . Daerah
: Satuan Trw I Capaian
Indikator Tahun 2025 Penanggung
Kinerja 2024 Jawab
K Rp K Rp K %

URUSAN PEMERINTAHAN PILTHAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROGRAM PENGELOLAAN
PERIKANAN BUDIDAYA 3.187.788.709 178.873.700 5.61
Produksi
Perikanan Ton 12211.64 | 12490.65 2307.81 18.48 DINKANNAK
Budidaya
PROGRAM PENGELOLAAN
PERIKANAN TANGKAP 65.690.000 0 0
Produksi
Perikanan Ton 974.56 986.83 261.34 26.48 DINKANNAK
Tangkap
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER
DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 161.265.900 5.028.000 312
Persentase
Kelompok
Masyarakat % 100 100 100 100 DINKANNAK
Pengawas
Perairan
Umum aktif
PROGRAM PENGOLAHAN DAN
PEMASARAN HASIL PERIKANAN 97.124.000 0 0
Produksi
Olahan Hasil Ton 942.5 906.4 250.04 27.59 DINKANNAK
Perikanan
Ilziml?fkatan Kg

g , /kapita N/A 2 N/A N/A DINKANNAK
Konsumsi

/tahun

Ikan

Berdasarkan tabel capaian kinerja tersebut sampai dengan
Triwulan I tahun 2025 dari S target indikator, ada sebanyak 1
(20%) indikator yang capaian sangat tinggi, 1 (20%) indikator
dengan capaian tinggi, 3 (60%) indikator dengan capaian sangat
rendah, dan 1 (20%) indikator yang belum tersedia datanya.

Indikator persentase kelompok masyarakat pengawas
perairan umum aktif capaiannya sangat tinggi pada triwulan I
karena seluruh pokmaswas di Kab. Banyumas yang berjumlah 7
telah aktif melakukan pengawasan di perairan umum. Sementara
itu, indikator produksi perikanan tangkap, produksi perikanan
budidaya dan produksi olahan hasil perikanan capaiannya sangat
rendah karena indikator tersebut dihitung secara akumulatif,
sehingga realisasi triwulan I hanya menggambarkan produksi pada
bulan januari-maret. Serta untuk indikator peningkatan angka
konsumsi ikan nilainya akan release pada triwulan IV yang
diperoleh dari Susenas.
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2.2.3.2. Pariwisata
Kinerja pembangunan bidang Pariwisata sampai dengan
Triwulan I tahun 2025 berdasarkan capaian kinerja program
adalah sebagai berikut:

s.d. Triwulan I tahun 2025

Tabel 2. 28
Capaian Kinerja Program Bidang Pariwisata Kabupaten Banyumas

Tahun 2025 :
Tingkat
Realisasi — Capaian2025 Perangkat
N Aspek/.P rogram/ Sampai Target 2025 Realisasi 2025 s.d TWI Stat}ls Daerah
o. Indikator Satuan s.d. Trw I Capaian
Kinerja Tahun 2025 Penanggung
2024 Jawab
K Rp K Rp K %
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 930.000.000 59.864.000 6.45
Persentase
Peningkatan
1 Pemasaran dan % 32.9 3 N/A N/A DINPORABUDPAR
Promosi
Pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI 1.075.000.000 700.000 0.07
KREATIF
Persentase
o | Peningkatan % 150 29,63 N/A N/A DINPORABUDPAR
pelatihan pelaku
ekonomi kreatif
Persentase SDM
3 Kepariwisataan % 5.69 35,38 N/A N/A DINPORABUDPAR
yang bersertifikat
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK
DESTINASI PARTWISATA 440.000.000 53.108.900 12.07
Persentase
peningkatan
kunjungan
4 wisatawan pada % 26.21 3 N/A N/A DINPORABUDPAR
destinasi wisata
yang dikelola
Pemda
Berdasarkan tabel capaian kinerja tersebut sampai dengan
Triwulan I tahun 2025 dari 4 target indikator program, sebanyak 4
(100%) indikator tidak ada realisasinya (N/A) karena indikator
tersebut realisasinya dihitung pada akhir triwulan IV dengan
membandingkan realisasi pada tahun sebelumnya (2024).
2.2.3.3. Pertanian

Kinerja pembangunan bidang Pertanian sampai

dengan

Triwulan I tahun 2025 berdasarkan capaian kinerja program
adalah sebagai berikut:
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Tabel 2. 29

Capaian Kinerja Program Bidang Pertanian Kabupaten Banyumas

s.d. Triwulan I tahun 2025
Tahun 2025 Tingkat
Realisasi i P kat
Aspek/Program/ S Target 2025 Realisasi 2025 s.d. Cap‘:‘;‘r“;‘zzs Status g’::_ga "
No. Indikator Satuan P arge Trw 1 s- Capaian
Kinerja Tahun 2025 Penanggung
2024 Jawab
K Rp K Rp K %
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
PROGRAM PENGENDALIAN DAN
PENANGGULANGAN BENCANA 170.000.000 0] 0]
PERTANIAN
Persentase
1 | penanganan % 92.9 76 89.67 117.99 DINPERTAN
bencana KP
pertanian
PROGRAM PENYEDIAAN DAN
PENGEMBANGAN PRASARANA 5.355.200.000 0 0
PERTANIAN
Persentase
Peningkatan
2 Ketersediaan % 6.1 6 N/A N/A DINP;? TAN
Prasarana
Pertanian
PROGRAM PENYEDIAAN DAN
PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 5.083.373.388 88.661.000 175
Persentase
3 peningkatan % -10.9 2 N/A N/A DINKANNAK
populasi ternak
PROGRAM PENYEDIAAN DAN
PENGEMBANGAN PRASARANA 828.229.200 0] 0]
PERTANIAN
Jumlah jenis
infrastruktur .
4 Jenis 2 2 0] 0] DINKANNAK
peternakan yang
disediakan
PROGRAM PENGENDALIAN
KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN 213.794.694 17.240.373 8.08
MASYARAKAT VETERINER
Persentase
5 | penurunan | % 7.8 8 N/A N/A DINKANNAK
angka kejadian
penyakit
Persentase
Peningkatan
¢ | BahanAsal % 2.42 2 N/A N/A DINKANNAK
Hewan yang
Memenuhi
Kriteria ASUH
PROGRAM PERIZINAN USAHA
PERTANIAN 18.607.000 1.950.000 10.95
persentase
peningkatan
7 usaha % 1.66 1 N/A N/A DINKANNAK
peternakan yang
berizin
PROGRAM PENYEDIAAN DAN
PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 2.315.468.000 21.175.971 0.94
Produtivitas Ton / DINPERTAN
8 komoditas Padi Ha 59 592 597 100.84 KP
Produktivitas
9 | komoditas Ton / 1.74 1.75 N/A N/A DINPERTAN
. Ha KP
Kedelai
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Aspek/Program/
Indikator
Kinerja

Tahun 2025 Tingkat

Capaian2025
s.d TWI

Realisasi
Sampai
Tahun
2024

Status
Capaian
2025

Realisasi 2025 s.d.

Target 2025 Trw I

Satuan

K Rp K Rp K %

10
Jagung

Produktivitas
komoditas

Ton /

Ha 6.53

6.45 6.4 99.22

PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN

1.490.000.000 0 0

11

Persentase
peningkatan
kelas kelompok

% 4.21 5 N/A N/A

2.2.3.4.

Berdasarkan tabel capaian kinerja tersebut, sampai dengan
triwulan I Tahun 2025 dari 11 target indikator program, ada 3
(27,27%) indikator dengan ketercapaian sangat tinggi, 1 (9,09%)
indikator ketercapaian sangat rendah dan 7 (9,09%) indikator
belum dapat diperoleh angka capaiannya (N/A).

Untuk produktivitas komoditas padi dan jagung capainnya
sangat tinggi karena adanya pergeseran masa panen untuk kedua
komoditas tersebut, sementara itu indikator persentase
penanganan bencana pertanian capaiannya sangat tinggi karena
hampir keseluruhan luas serangan OPT dapat dikendalikan yaitu
seluas 165 ha dari total luas serangan OPT 184 ha.

Indikator jumlah jenis infrastruktur peternakan yang
disediakan capaiannya sangat rendah karena pada triwulan 1
masih proses rehabilitasi RPH Cilongok dan UPTD Perbibitan,
sehingga belum terdapat output yang dihasilkan. Serta untuk 9
indikator lainnya yang belum terdapat realisasinya (N/A), karena
indikator tersebut realisasinya release pada triwulan IV.

Perdagangan

Kinerja pembangunan bidang Perdagangan sampai dengan
Triwulan I tahun 2025 berdasarkan capaian kinerja program
adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 30

Capaian Kinerja Program Bidang Perdagangan Kabupaten Banyumas

s.d. Triwulan I tahun 2025

Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab

DINPERTAN
KP

DINPERTAN
KP

Aspek/
Program/
Indikator

Kinerja

Tingkat
Capaian2025
s.d TWI

Tahun 2025

Status
Capaian
2025

Realisasi
Sampai
Tahun 2024

Realisasi 2025 s.d.
Trw I

t
Satuan Target 2025

K Rp K Rp K %

Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

PROGRAM STABILISAST HARGA
BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN
BARANG PENTING

625.000.000 14.349.000 2.31

Koefisien
variasi
harga
barang

% 7.49 14 2.55 181.79

PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DISTRIBUSI PERDAGANGAN 0

5.384.000.00

337.090.400 7.92

DINPERINDAG
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Tingkat
Tahun 2025 Capaian2025
Aspek/ Realisasi 4TI Status Perangkat
No Pro.gram/ Satuan Sampai Realisasi 2025 s.d. Capaian Daerah
In(!lkaifor Tahun 2024 Target 2025 Trw I 2025 Penanggung
Kinerja Jawab
K Rp K Rp K %
Persentase
pasar rakyat
yang o,
2 dipelihara %o 92.86 96.15 N/A N/A DINPERINDAG
dan
direvitalisasi
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 311.500.000 80.912.500 25.97
Nilai ekspor
perdaganga
n pelaku 47000 15131
3 usaha $ USD 93349422.48 000 544.03 32.19 DINPERINDAG
ekspor yang
difasilitasi
PROGRAM STANDARDISASI DAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN 325.000.000 53.794.499 16.55
Persentase
alat ukur
takar
4 | timbangdan % 92.41 72 31.87 44.26 DINPERINDAG
perlengkapa
nnya UTTP
yang ditera
tera ulang
PROGRAM PENGGUNAAN DAN
PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 20.000.000 1.250.000 625
Persentase
pelaku
5 usaha yang % 1.13 1.10 1.14 103.64 DINPERINDAG
dipromosika
n
PROGRAM PERIZINAN DAN
PENDAFTARAN PERUSAHAAN 35.000.000 4.859.000 13.89
Persentase
pelaku
6 | usahayang % 88.08 85.50 88.25 103.22 DINPERINDAG
memperoleh
izin sesuai
ketentuan
Berdasarkan tabel capaian kinerja tersebut sampai dengan
Triwulan I tahun 2025 dari 6 target indikator program, ada
sebanyak 3 (50,00%) indikator yang memiliki ketercapaian sangat
tinggi, 2 (33,33%) indikator dengan ketercapaian sangat rendah
karena pada indikator nilai ekspor perdagangan pelaku usaha
ekspor yang difasilitasi realisasinya dihitung secara akumulatif
sehingga nilai tersebut merupakan realisasi nilai ekspor pada
bulan januari-maret, sementara itu untuk indikator alat UTTP yang
ditera ulang pada triwulan I baru 7.171 dari total 22.500 dan 1
(16,67%) indikator belum ada realisasinya karena pada triwulan I
belum terdapat kegiatan pemeliharaan dan revitalisasi pasar
rakyat di Kab. Banyumas.
2.2.3.5. Perindustrian

Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang
perindustrian pada Triwulan I tahun 2025 dapat dilihat pada tabel
di bawah ini:
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Tabel 2. 31
Capaian Kinerja Program Bidang Perindustrian Kabupaten Banyumas
s.d. Triwulan I tahun 2025

Tahun 2025 Tingkat
Realisasi i P kat
Aspek/Program/ Se:n:s:‘? Parget 2025 Realisasi 2025 s.d. CaP‘:‘;‘;‘Izs Status ‘;;:;i "
Indikator Satuan P arge Trw I s Capaian
Kineri Tahun 2025 Penanggung
ena 2024 Jawab
K Rp K Rp K %

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
PROGRAM PERENCANAAN DAN 1.146.202.000 218.438.238 19.06

PEMBANGUNAN INDUSTRI

Persentase KM % 0.206 0.3 0.045 15 DINPERINDAG
yang dibina

PROGRAM PENGENDALIAN IZIN
USAHA INDUSTRI 60.000.000 7.843.000 13.07

Persentase
jumlah hasil
pemantauan dan
pengawasan
dengan jumlah
IUI IPUI Kecil % 88 82.35 100 121.43
dan Menengah
TUKI dan IPKI
yang dikeluarkan
oleh instansi
terkait

DINPERINDAG

PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM

INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 12.298.000 1.023.694 833

Persentase data
informasi
industri yang
tersedia

% 45 40 45 112.5 DINPERINDAG

Berdasarkan tabel capaian kinerja tersebut sampai dengan
Triwulan I tahun 2025 dari 3 target indikator program, ada 2
(66,67%) indikator dengan capaian sangat tinggi dan 1 (33,33%)
indikator capaiannya sangat rendah.

Untuk indikator persentase data informasi industri yang
tersedia capaiannya sangat tinggi karena keseluruhan informasi
industri yang diperoleh memenuhi target sesuai dengan
kriterianya, sementara indikator lainnya capaiannya sangat tinggi
karena jumlah izin yang dikeluarkan sama dengan jumlah izin
yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan.
Serta untuk indikator persentase IKM yang dibina capaiannya
sangat rendah karena pada triwulan I IKM yang dibina baru
sebanyak 20 dari total keseluruhan 44.279 IKM yang ada.

2.2.3.6. Transmigrasi
Kinerja penyelenggaraan wurusan pemerintahan bidang
transmigrasi pada Triwulan I tahun 2025 dapat dilihat pada tabel

di bawah ini.
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Tabel 2. 32
Capaian Kinerja Program Bidang Transmigrasi Kabupaten Banyumas
s.d. Triwulan I tahun 2025

Tahun 2025

Tingkat
Realisasi — Capaian2025 Perangkat
Aspek/Program/ . Realisasi 2025 s.d. Status
No. Indikator Satuan | S2mpai Target 2025 Trw I s.d TWI Capaian Daerah
P Tahun Penanggung
Kinerja 2024 2025 Jawab
K Rp K Rp K %
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN
TRANSMIGRASI 50.000.000 17.317.553 34.63
Persentase Calon
Transmigran o DINAKERKOP
1 Yang Akan % 0 10 10 100 UKM
Ditempatkan
Berdasarkan tabel capaian kinerja, sampai dengan Triwulan I
tahun 2025 dari 1 (100%) target indikator program status
ketercapaian sangat tinggi karena pada triwulan I sudah terdapat
10 calon transmigran yang disiapkan.
2.2.4. Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan
Kinerja penyelenggaraan pada unsur pendukung urusan
pemerintahan pada sekretariat daerah dan sekretariat dewan
sampai dengan Triwulan I tahun 2025 dapat dilihat pada tabel
dibawah ini:
Tabel 2. 33
Capaian Kinerja Program Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan
Kabupaten Banyumas s.d. Triwulan I tahun 2025
Tahun 2025 Tingkat
Realisasi — Capaian2025 Perangkat
x Aspek/'l’rogram/ Sampai Target 2025 Realisasi 2025 s.d. Trw d TW I Stat}xs Daerah
o. Indikator Satuan I Capaian
Kinerja Tahun 2025 Penanggung
J 2024 Jawab
K Rp K Rp K %
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT 10.690.003.200 278.363.650 2.57
Persentase
kerjasama
p | daerahdan % 100 100 100 100 SETDA
pengembangan
potensi daerah
yang terfasilitasi
Skor Kinerja
o | Penyelenggaraan Nilai N/A 3,6 3.5032 97,32 SETDA
Pemerintahan
Daerah EKPPD
Persentase
permasalahan
3 hukum yang % 177.78 100 55.5 55.5 SETDA
terfasilitasi dan
tertkoordinasi
Persentase
4 | Kebijakandi % 120 100 33.3 33.3 SETDA
Bidang Kesra
yang difasilitasi
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Aspek/Program/
Indikator
Kinerja

Satuan

Realisasi
Sampai
Tahun
2024

Tahun 2025

Target 2025

Realisasi 2025 s.d. Trw

I

Tingkat
Capaian2025
s.d TWI

Rp

Rp

Status
Capaian
2025

Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab

PROGRAM PEREKONOMIAN DAN

PEMBANGUNAN

1.302.710.730

59.583.900

4.62

Persentase
Jumlah
Perangkat
Daerah yang
dilakukan
pengendalian
kinerjanya

%

100

100

100

100

Persentase
jumlah paket
tender
pengadaan
barang jasa yang
berhasil

%

100

100

65.38

65.38

Persentase
Kesesuaian
Dokumen
Perencanaan
Penganggaran
dan Evaluasi
Kinerja
Perangkat
Daerah

%

100

100

120

120

Persentase
BUMD yang
sehat dan
profitable

%

100

100

100

100

PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN
TUGAS DAN FUNGSI DPRD

31.480.492.700

6.050.245.640

19.22

Persentase
capaian fasilitasi
Penyerapan dan
Penghimpunan
Aspirasi
Masyarakat

%

100

91

100

109.89

10

Persentase
capaian fasilitasi
Pengawasan
Penyelenggaraan
Pemerintahan

%

100

91

50

54.95

11

Persentase
capaian fasilitasi
Pembentukan
Peraturan
Daerah dan
Peraturan DPRD

%

83

91

25

27.47

12

Persentase
Capaian
Fasilitasi Tugas
DPRD

%

100

91

75

82.42

13

Persentase
capaian fasilitasi
Peningkatan
Kapasitas DPRD

%

100

91

66.6

73.19

14

Persentase
capaian fasilitasi
pembahasan
kebijakan
anggaran tepat
waktu

%

100

91

15

Persentase
capaian fasilitasi
Pelaksanaan dan
Pengawasan
Kode Etik DPRD

%

100

91

50

54.95
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Berdasarkan tabel capaian kinerja tersebut sampai dengan
Triwulan I tahun 2025 dari 15 target indikator, ada sebanyak 8
(53,33%) indikator dengan tingkat ketercapaian Sangat Tinggi,
sebanyak 2 (13,33%) indikator dengan tingkat ketercapaian Tinggi,
sebanyak 3 (20,00%) indikator dengan tingkat ketercapaian
Rendah, dan sebanyak 2 (13,33%) indikator dengan tingkat
ketercapaian Sangat Rendah. Terdapat ketercapaian indikator
yang rendah dan sangat rendah disebabkan karena saat ini masih
dalam periode triwulan 1, sedangkan terdapat kegiatan baru akan
dilaksanakan pada triwulan 2, triwulan 3, maupun triwulan 4.

2.2.5. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

2.2.5.1. Perencanaan
Evaluasi Capaian kinerja program pada fungsi penunjang
bidang Perencanaan sampai dengan Triwulan I tahun 2025 dapat
dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. 34
Capaian Kinerja Program Bidang Perencanaan
Kabupaten Banyumas s.d. Triwulan I tahun 2025

Tahun 2025 Tingkat

Realisasi —— Capaian2025
Aspek/Program/ Sampai Target 2025 Realisasi 2025 s.d. .d TW I Daerah

Indikator Satuan Tahun Trw I Capaian Penanggung

Kinerja 2024 2025 Jawab

K Rp K Rp K %

Status Perangkat

UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

PERENCANAAN

PROGRAM KOORDINASI DAN
SINKRONISASI PERENCANAAN 256.057.100 4.775.000 1.87
PEMBANGUNAN DAERAH

Persentase
perangkat daerah
dengan nilai
SAKIP komponen % 100 100 N/A N/A
perencaaan
kinerja kategori
baik

BAPPEDA
LITBANG

PROGRAM PERENCANAAN,
PENGENDALIAN DAN EVALUASI 697.588.400 0 0
PEMBANGUNAN DAERAH

Persentase
Tindak Lanjut
Rekomendasi % 100 100 N/A N/A
Evaluasi
Gubernur

BAPPEDA
LITBANG

PROGRAM PERENCANAAN,
PENGENDALIAN DAN EVALUASI 697.588.400 0 0
PEMBANGUNAN DAERAH

Persentase
capaian kinerja
program prioritas % 89.9 60 43.94 73.23 SEDANG
pembangunan
daerah

BAPPEDA
LITBANG

Berdasarkan tabel capaian kinerja tersebut sampai dengan
Triwulan I tahun 2025 dari 3 target indikator, sebanyak 1 (33,33%)
indikator dengan tingkat ketercapaian sedang, 2 (66,67%) indikator
dengan belum dapat dilihat realisasinya. Indikator persentase
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2.2.5.2.

capaian kinerja program prioritas pembangunan daerah
capaiannya sedang namun progresnya sudah sesuai dengan target
yang akan dicapai. Indikator persentase perangkat daerah dengan
nilai SAKIP komponen perencanaan kinerja kategori baik dan
persentase tindak lanjut rekomendasi evaluasi gubernur belum
bisa dilihat capaiannya karena belum keluar nilainya.

Keuangan

Capaian kinerja program pada fungsi penunjang urusan
pemerintahan bidang keuangan sampai dengan Triwulan I tahun
2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 35
Capaian Kinerja Program Bidang Keuangan
Kabupaten Banyumas s.d. Triwulan II Tahun 2024

Tahun 2025

Tingkat
Aspek/Program/ Reahsas.l Realisasi 2025 s.d. Capaian2025 Status Perangkat
. Sampai Target 2025 s.d TWI : Daerah
No. Indikator Satuan Trw I Capaian
Kineria Tahun 2025 Penanggung
] 2024 Jawab
K Rp K Rp K %
KEUANGAN
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG
MILIK DAERAH 2.360.640.000 25.284.500 1.07
Persentase
Perangkat
Daerah yang
1 tertib % 100 100% 0 0 BKAD
administrasi
barang milik
daerah
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH 622.079.433.704 17.056.147.820 2.74
Persentase
penyampaian o
2 LKPD tepat % 100 100 100 100 BKAD
waktu
Persentase
3 ketepatan waktu % 100 100 N/A N/A BKAD
penetapan APBD
PROGRAM PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH 9.645.672.200 171.576.500 1.91
Persentase sub
komponen PAD
4 | yangrealisasi % 54 57 N/A N/A BAPENDA
anggarannya
melebihi target
pendapatan

Berdasarkan tabel capaian kinerja tersebut sampai dengan
Triwulan I tahun 2025 dari 4 target indikator, ada sebanyak 1
(25,00%) indikator dengan tingkat ketercapaian Sangat Tinggi,
sebanyak 2 (50,00%) indikator dengan tingkat ketercapaian N/A ,
dan sebanyak 1 (25,00%) indikator dengan tingkat ketercapaian
Sangat Rendah. Terdapat ketercapaian indikator yang rendah dan
sangat rendah disebabkan karena saat ini masih dalam periode
triwulan 1, sedangkan terdapat kegiatan baru akan dilaksanakan
pada triwulan 2, triwulan 3, maupun triwulan 4.
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2.2.5.3.

Kepegawaian

Capaian kinerja program fungsi penunjang urusan
pemerintahan bidang Kepegawaian sampai dengan Triwulan I
tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 36
Capaian Kinerja Program Bidang Kepegawaian
Kabupaten Banyumas s.d. Triwulan I tahun 2025

Tahun 2025 .
Tingkat
Realisasi — Capaian2025 Perangkat
N Aspek/Program/ Sat Sampai Target 2025 Realisasi 2025 s.d TW I CStat}ls Daerah
o- Indikator Kinerja atuan Tahun s.d. Trw I ;1(;;1;11 Penanggung
2024 Jawab
K Rp K Rp K %
KEPEGAWAIAN
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 2.614.280.000 201.249.685 7.71
Persentase
1 | pengclolaan % | 100 | 100 100 100 BKPSDM
pelayanan
kepegawaian
Berdasarkan tabel capaian kinerja tersebut sampai dengan
Triwulan I tahun 2025 dari 1 target indikator (100,00%) target
indikator yang sudah memiliki capaian Sangat Tinggi karena
pengelolaan pelayanan kepegawaian rutin dilaksanakan dari
Triwulan I.
2.2.5.4. Pendidikan dan Pelatihan
Capaian kinerja program fungsi penunjang urusan
pemerintahan bidang Pendidikan dan Pelatihan sampai dengan
Triwulan I tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 2. 37
Capaian Kinerja Program Bidang Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Banyumas s.d. Triwulan I tahun 2025
Tahun 2025 Tingkat
Realisasi — Capaian2025 Perangkat
N Aspek/ .Program/ Sampai Target 2025 Realisasi 2025 s.d. ed TW I Status Daerah
o. Indikator Satuan Trw I Capaian
.. Tahun Penanggung
Kinerja 2024 2025 Jawab
K Rp K Rp K %
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA 2.700.000.000 60.032.400 2.2
Persentase ASN
yang
1 mendapatkan % 4.72 2.8 1.32 47,14 BKPSDM
pendidikan dan
pelatihan

Berdasarkan tabel capaian kinerja tersebut sampai dengan
Triwulan I tahun 2025 dari 1 target indikator, ada sebanyak 1
(100,00%) target indikator yang memiliki capaian Sangat Rendah
karena kegiatan pendidikan dan pelatihan akan ada capaian di
Triwulan II.
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2.2.5.5. Penelitian dan Pengembangan

Capaian

kinerja

program

fungsi

penunjang urusan

pemerintahan bidang Pendidikan dan Pelatihan sampai dengan
Triwulan I tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 38
Capaian Kinerja Program Bidang Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Banyumas s.d. Triwulan I tahun 2025

Tahun 2025

Tingkat
Realisasi — Capaian2025 Perangkat
Aspek/Program/ Sampai Target 2025 Realisasi 2025 s.d. s.d TWI Stat}xs Daerah
No. . . Satuan Trw I Capaian
Indikator Kinerja Tahun 2025 Penanggung
2024 Jawab
K Rp K Rp K %
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROGRAM PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH 2:951.828.900 0 0
Indeks Inovasi - BAPPEDA
1 | Doorah Nilai 53.56 65 N/A N/A - LITBANG
PROGRAM PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH 2:951.828.900 0 0
Persentase
penelitian yang
2 direkomendasikan % 104.17 100 0 0 BAPPEDA
. LITBANG
sebagai bahan
kebijakan
Berdasarkan tabel capaian kinerja tersebut sampai dengan
Triwulan I tahun 2025 dari 2 target indikator, 1 (50,00%) indikator
memiliki tingkat ketercapaian sangat rendah dan 1 (50,00%)
indikator belum bisa dilihat capaiannya. Indikator persentase
penelitian yang direkomendasikan sebagai bahan kebijakan
capaiannya sangat rendah dikarenakan kajian dan riset masih
dalam proses penyusunan.
2.2.6. Fungsi Pengawasan
Capaian kinerja program bidang Pengawasan sampai dengan
Triwulan I tahun 2025 diuraikan pada tabel berikut:
Tabel 2. 39
Capaian Kinerja Program Bidang Pengawasan
Kabupaten Banyumas s.d. Triwulan I tahun 2025
Tahun 2025 Tingkat
Realisasi — Capaian2025 Perangkat
. Aspek/Program/ Sampai Target 2025 Realisasi 2025 s.d. od TW I Status Daerah
o. Indikator Satuan Trw I Capaian
Kinerja Tahun 2025 Penanggung
) 2024 Jawab
K Rp K Rp K %
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
INSPEKTORAT DAERAH
PROGRAM PENYELENGGARAAN
PENGAWASAN 3.084.861.000 123.401.166 3.99
Persentase
tindak lanjut
hasil
1 . % 75.73 70 33.33 47.61 INSPEKTORAT
pemeriksaan
TLHP APIP yang
diselesaikan
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Aspek/Program/
Indikator
Kinerja

Satuan

Realisasi
Sampai
Tahun
2024

Tahun 2025

Target 2025

Realisasi 2025 s.d.

Trw I

Tingkat
Capaian2025
s dTWI Daerah

Status Perangkat

Capaian Penanggung

Jawab

2025

Rp

Rp K

%

Persentase
Peningkatan
Temuan
Ketidakpatuhan
Dalam LHP BPK
RI Atas LKPD

%

66.67

30

N/A

N/A

INSPEKTORAT

Persentase
Keterjadian
Kasus Hukum
Pada Perangkat
Daerah dan
Pemerintah Desa

%

200

INSPEKTORAT

Persentase
tindak lanjut
hasil
pemeriksaan
TLHP BPK RI
yang diselesaikan

%

96

96

95

98.96

INSPEKTORAT

PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN,
PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

9.368.124.200

287.001.976

3.08

Persentase desa
berisiko tinggi

%

9.97

N/A

N/A

INSPEKTORAT

Level Kapabilitas
APIP

level

N/A

N/A

INSPEKTORAT

Persentase
perangkat daerah
yang memperoleh
nilai reformasi
birokrasi pada
kategori minimal
B

%

N/A

51

N/A

N/A

INSPEKTORAT

Berdasarkan tabel capaian kinerja tersebut sampai dengan

Triwulan I tahun 2025 dari 7 target indikator, ada sebanyak 2
(28,57%) indikator dengan tingkat ketercapaian Sangat Tinggi,
kemudian sebanyak 1 (14,29%) indikator dengan tingkat
ketercapaian Sangat Rendah karena jumlah tindak lanjut hasil
pemeriksaan APIP yang diselesaikan per 27 Maret 2025 adalah 14
dari 42. Kemudian sebanyak 4 (57,14%) indikator dengan tingkat
ketercapaian yang belum diketahui karena data Level Kapabilitas
APIP belum rilis dari BPKP dan Penilaian Reformasi Birokrasi (RB)
sudah tidak lagi dilakukan oleh semua Perangkat Daerah.
Penilaian RB mulai Tahun 2023 berupa tematik dan hanya pada
level Kabupaten, sehingga di Tahun 2025 tidak ada nilai RB untuk
setiap Perangkat Daerah. Selain itu untuk indikator Persentase
Peningkatan Temuan Ketidakpatuhan Dalam LHP BPK RI Atas
LKPD, dokumen hasil audit LKPD belum rilis oleh BPK RI.
Kemudian untuk indikator Persentase desa berisiko tinggi, data-
data desa berisiko tinggi masih disusuh oleh Inspektorat Daerah
Kab. Banyumas.

2.2.7. Fungsi Pemerintahan Umum

Capaian kinerja program fungsi penunjang urusan
pemerintahan bidang pemerintahan umum sampai dengan
Triwulan I tahun 2025 diuraikan pada tabel berikut:
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Tabel 2. 40
Capaian Kinerja Program Bidang Pemerintahan Umum
Kabupaten Banyumas s.d. Triwulan I tahun 2025

Tahun 2025 Tingkat
Realisasi i P kat
Aspek/Program/ Sean:szsil Parget 2025 Realisasi 2025 s.d. capa:fr‘:;‘:zs Status ‘;’:;i "
No. Indikator Satuan P arge Trw I s Capaian
Kinerja Tahun 2025 Penanggung
2024 Jawab
K Rp K Rp K %
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROGRAM PENINGKATAN PERAN
PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA
PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN 6.100.147.000 200.680.000 3.29
POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA
SERTA BUDAYA POLITIK
Persentase
1 | pelaksanaan % 100 100 N/A N/A KESBANGPOL
pendidikan
politik
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI
PANCASILA DAN KARAKTER 1.947.395.300 45.845.700 2.35
KEBANGSAAN
Persentase
Pelaksanaan
Penguatan
2 Ideologi % 100 100 N/A N/A KESBANGPOL
Pancasila dan
Wawasan
Kebangsaan
PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN KETAHANAN 132.538.000 1.800.000 1.36
EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
Persentase
pelaksanaan
penguatan
3 ketahanan % 100 100 N/A N/A KESBANGPOL
ekonomi sosial
budaya dan
agama
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN
PENGAWASAN ORGANISASI 751.891.000 138.600.000 18.44
KEMASYARAKATAN
Persentase
kegiatan
4 pembinaan dan % 100 100 N/A N/A KESBANGPOL
pengawasan
ormas
PROGRAM PENINGKATAN
KEWASPADAAN NASIONAL DAN
PENINGKATAN KUALITAS DAN 1.730.000.000 150.880.000 8.71
FASILITASI PENANGANAN KONFLIK
SOSIAL
Persentase
Pelaksanaan
deteksi dini
5 penanganan % 100 100 N/A N/A KESBANGPOL
konflik dan
pengawasan
orang asing

Berdasarkan tabel capaian kinerja tersebut sampai dengan
Triwulan I tahun 2025, 5 target indikator belum diketahui
realisasinya atau N/A. Hal ini disebabkan karena data yang
dibutuhkan untuk pengukuran kinerja indikator program belum
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seluruhnya tersedia, meskipun sudah ada beberapa kegiatan dan
sub kegiatan yang telah dilaksanakan.

2.2.8. Fungsi Kewilayahan
Capaian kinerja program fungsi Kewilayahan sampai dengan

Triwulan I tahun 2025 diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 41

Capaian Kinerja Program Fungsi Kewilayahan

Kabupaten Banyumas s.d Triwulan I tahun 2025

Realisasi Status
Aspek/ Program/ Satua Sampai Tingkat Capaian
No | Indikator Kinerja = Tahun UL O RKPD 2025 s.d TW1 | Capaian
2025
2024
Target Realisasi 2025 s.d
€ Triwulan I
K Rp K Rp K Rp
KECAMATAN
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
450.160.0 12.850.0
Keuangan 00 00 2,85
1 Persentase APBDes % 100 100 57,08 57,08
tepat waktu
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
876.333.0 55.938.0
Keuangan 00 00 6,38
Persentase
pelaksanaan
2 % 98,61 100 35,81 35,81
urusan yang
ditugaskan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
1.176.987. 66.925.0
Keuangan 000 00 5,69
Persentase
3 | Penanganan % 99,07 100 59,1 50,1
gangguan
trantibumlinmas
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
1.498.438. 134.562.
Keuangan 050 000 8,98
Persentase
4 | pemberdayaan % 103,08 100 39,45 39,45
masyarakat desa
dan kelurahan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
767.890.7 8.862.50
Keuangan 50 0 1,15
5 | Indeks Kepuasan Indeks 91,04 90,55 89,2 98,51
Masyarakat
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Berdasarkan tabel capaian kinerja tersebut sampai dengan
Triwulan I tahun 2025 dari 5 target indikator, ada sebanyak 1
(20%) indikator dengan tingkat ketercapaian Sangat Tinggi, 2 (40%)
indikator dengan tingkat ketercapaian Rendah dan 2 (40%)
indikator dengan tingkat ketercapaian Sangat Rendah. Indikator
persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan dan Indikator
Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
memiliki capaian rendah dikarenakan kinerja tersebut akan
diselesaikan pada Triwulan III dan Triwulan IV.
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BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Secara umum arah kebijakan merupakan bentuk perwujudan atau
manifestasi atas strategi pembangunan yang dititikberatkan pada prioritas
pencapaian tujuan dan sasaran yang terdapat dalam visi misi
pembangunan. Arah kebijakan pada intinya adalah merumuskan
perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan
visi misi kepala daerah, Rencana Pembangunan Daerah (RPD), Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dalam mencapai tujuan
dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, dalam proses
perumusan arah kebijakan ekonomi daerah juga tidak terlepas dari
dinamika perkembangan ekonomi nasional dan global, sehingga penting
untuk menilik dan menelaah bagaimana dinamika dan kondisi
perekonomian nasional serta tren perekonomian global. Kemudian, dalam
proses penyusunan dan penetapan arah kebijakan ekonomi daerah juga
turut mempertimbangkan evaluasi capaian kinerja pembangunan ekonomi
pada periode sebelumnya dalam hal ini yaitu tahun 2024, target
pembangunan ekonomi periode 2025 serta prospek dan tantangan
perekonomian pada tahun 2025.

3.1.1. Dinamika Perkembangan Ekonomi Global dan Nasional

Dinamika perkembangan global yang cepat pada seluruh aspek,
diperkirakan akan terus menjadi faktor yang turut memengaruhi
perkembangan sekaligus menjadi tantangan bagi kinerja perekonomian
nasional dan daerah ke depan. Hingga akhir tahun 2025, perekonomian
global diprediksi masih akan menghadapi tantangan berat dan terus
mengalami transformasi. Transformasi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor
seperti kemajuan teknologi dan informasi, perubahan iklim, dinamika
politik dunia, serta perubahan dalam pola konsumsi dan produksi
masyarakat global.

Diperkirakan, sejumlah tren utama yang akan mempengaruhi
sekaligus membentuk perekonomian dunia pada tahun 2025 meliputi
perkembangan teknologi digital dan otomatisasi termasuk kecerdasan
buatan Al dan Internet of Thing (IoT). Pada akhirnya industri-industri di
seluruh dunia termasuk Indonesia akan semakin memanfaatkan dan
bergantung pada teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan
proses produksinya. Ini akan mentransformasi pasar tenaga kerja secara
signifikan, yaitu tergantikannya keterampilan manual menjadi sistem
otomatis. Sehingga, menuntut adaptasi yang cepat dari para tenaga kerja
untuk mengejar perkembangan teknologi yang pesat. Apabila tidak diikuti
dengan peningkatan keterampilan yang cepat, digitalisasi dan otomatisasi
dapat mengakibatkan job displacement yang akan memengaruhi kehidupan
sosial ekonomi negara secara signifikan. Namun, disisi lain otomatisasi ini
juga akan menciptakan peluang baru terutama pada sektor-sektor yang
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berfokus pada teknologi, seperti pengembangan perangkat lunak,
keamanan siber, dan analisis data besar. Pada bidang perdagangan
pengaruh kemajuan teknologi juga semakin besar. E-commerce,
pembayaran digital dan crypto currency akan terus tumbuh pesat. Ini akan
mempercepat transisi menuju ekonomi tanpa uang tunai dan membuka
peluang baru di sektor keuangan dan teknologi.

Selanjutnya adalah tren ekonomi berkelanjutan yang mulai diterapkan
di negara-negara di dunia dan mendominasi kebijakan ekonomi global
tahun 2025. Ini merupakan bentuk respon terhadap perubahan iklim,
dimana kebijakan ekonomi semakin menekankan pentingnya transisi
menuju ekonomi rendah karbon dengan menerapkan kebijakan yang
mendukung pengembangan energi terbarukan dan pengurangan emisi gas
rumah kaca, kendaraan listrik serta pengelolaan sampah dan daur ulang.
Inisiatif seperti Green New Deal dan Green Subsidy Race di beberapa negara
serta komitmen terhadap perubahan iklim akan mendorong pergeseran
besar dalam cara perusahaan beroperasi dan berpotensi menciptakan
fragmentasi perdagangan dan investasi global serta menjadi pendorong
perubahan pola konsumsi global. Konsumen dalam memilih produk tidak
hanya mempertimbangkan kualitas, tetapi juga ramah lingkungan dan etis.
Diprediksi minat terhadap produk yang diproduksi secara berkelanjutan
akan semakin berkembang dan menjadi potensi pendorong utama
pertumbuhan ekonomi serta membuka peluang baru bagi pengembangan
industri dan ekonomi hijau.

Tantangan geopolitik juga masih menjadi tantangan tersendiri.
Diprediksi hingga akhir tahun 2025 permasalahan geopolitik akan terus
mempengaruhi ekonomi global dan berisiko pada meningkatnya eskalasi
konflik regional yang dapat mempengaruhi pasar komoditas dan
menciptakan ketegangan perdagangan internasional. Ketegangan
perdagangan yang terjadi diantara negara-negara maju kemungkinan
masih menjadi faktor penting dalam fragmentasi aliran perdagangan dan
investasi global. Selain itu, ketidakpastian dan ketegangan politik di
berbagai negara berpeluang untuk menciptakan ketidakstabilan pasar
global. Meskipun demikian, hal tersebut juga dapat menjadi peluang bagi
negara-negara yang mampu beradaptasi dengan perubahan dan
menciptakan kebijakan ekonomi yang lebih inklusif dan inovatif.

Disisi lain dilihat dari sudut pandang moneter konflik geopolitik yang
masih belum stabil dan cenderung terus meningkat membuat arah
kebijakan moneter juga semakin kompleks. Terkait suku bunga global
dengan Dberdasarkan pada gambaran tahun sebelumnya yang
menunjukkan kecenderungan suku bunga tinggi, tahun selanjutnya
diprediksi memiliki banyak kemungkinan bisa tinggi, rendah atau justru
semakin tinggi dan kemungkinan juga akan mengalami penurunan di
beberapa wilayah. Kondisi suku bunga global yang tinggi tentu akan
berdampak pada pengetatan likuiditas dan terbatasnya arus modal masuk
ke negara-negara berkembang. Hal tersebut akan memberikan tekanan
pada nilai tukar mata uang negara-negara berkembang termasuk
Indonesia.
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Selain itu, hal yang perlu menjadi perhatian adalah terkait kebijkan
pemerintah Amerika Serikat setelah pergantian presiden yakni mengenai
tarif, pajak, deregulasi perdagangan, dan efisiensi pemerintah. Hal ini
diprediksi akan menjadi sorotan global dan menjadi salah satu sumber
ketidakpastian ekonomi global. Ketidakpastian yang tinggi terutama pada
seputar jalur kebijakan perdagangan ke depan yang tentunya
berkemungkinan meningkatkan hambatan, khususnya bagi negara dan
kawasan yang lebih terintegrasi dalam rantai pasokan global. Berdasarkan
hal tersebut diperkirakan pertumbuhan ekonomi global tahun 2025 akan
cenderung lebih stabil dan berjalan stagnan di level rendah. OECD
memproyeksikan pertumbuhan PDB global sebesar 3,2% pada tahun 2025.
Faktor risiko dan ketidakpastian yang bersumber dari tingkat suku bunga
yang masih tinggi, eskalasi konflik geopolitik, volatilitas pasar keuangan
serta risiko-risiko yang berdampak struktural, terutama yang bersumber
dari perubahan iklim, digitalisasi, serta penuaan demografi (aging
population) masih menjadi faktor yang mempengaruhinya.

Kondisi perekonomian global dengan segala peluang dan risiko-
risikonya, secara langsung dan tidak langsung akan memberikan dampak
terhadap perekonomian nasional dan daerah. Ditengah bayang-bayang
ketidakpastian dan berbagai dinamika perekonomian global yang terjadi,
ekonomi nasional tahun 2025 diprediksi tetap menunjukan kinerja yang
resilien dan cukup stabil. Indonesia akan terus melaju menuju negara
berpendapatan tinggi di tengah berbagai tantangan global. Sebelum
pandemi, ekonomi Indonesia mampu tumbuh kuat di kisaran 5 persen pada
periode tahun 2014-2019, di atas rata-rata pertumbuhan global yang
sebesar 3,1 persen. Akibat pandemi Covid-19, pada tahun 2020
perekonomian Indonesia terkontraksi hingga 2,1 persen. Pada tahun 2021
ekonomi nasional kembali mencatatkan pertumbuhan positif 3,7 persen.
Pada tahun 2022, ekonomi Indonesia tumbuh kuat sebesar 5,3 persen yang
ditopang oleh meningkatnya kinerja ekspor yang salah satunya didorong
oleh tingginya harga komoditas. Di tengah ketidakpastian dan perlambatan
ekonomi global pada tahun 2023 ekonomi Indonesia juga masih
mencatatkan pertumbuhan yang kuat sebesar 5,05 persen.

Memasuki tahun 2024, di tengah ketidakpastian dan perlambatan
ekonomi global, kinerja ekonomi Indonesia masih resilien. pertumbuhan
PDB tercatat sebesar 5,1 persen (yoy), ditopang oleh permintaan domestik
yang masih kuat serta penyelenggaraan Pemilu 2024 memberikan dorongan
yang kuat terhadap Konsumsi Pemerintah (19,9 persen) dan konsumsi
Lembaga Non-Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) tumbuh tinggi
24,3 persen. Kinerja ekspor masih tumbuh positif meskipun terbatas.
Perbaikan kinerja ekspor juga diperkirakan terus berlanjut, terutama
terkait dengan keberlanjutan hilirisasi dan masih kuatnya permintaan
mitra dagang utama Indonesia seperti ASEAN, Tiongkok, dan India. Di sisi
produksi, keberlanjutan program hilirisasi juga akan mendorong Sektor
Industri Manufaktur, khususnya terkait industri logam dasar, kendaraan
listrik, dan energi baru terbarukan.
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Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi tahun 2025 diperkirakan
mengalami pertumbuhan yang cenderung stagnan. Apabila pemerintah
menerapkan kebijakan transformasi struktural yang memadai pun
dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi kemungkinan baru akan
terlihat dalam jangka menengah hingga panjang. Ke depan, tantangan yang
dihadapi tidaklah ringan. Dari sisi eksternal, tantangan jangka pendek yang
dihadapi perekonomian nasional meliputi; tren perlambatan ekonomi
global, peningkatan tensi geopolitik, fragmentasi geoekonomi yang akan
menghambat aliran investasi dan perdagangan, serta masih tingginya suku
bunga global. Dalam jangka menengah, faktor seperti perubahan iklim,
perkembangan teknologi digital dan artificial intelligent yang pesat, serta
penuaan populasi akan menjadi tantangan struktural bagi prospek
ekonomi global. Selain itu, dari sisi domestik, ekonomi nasional juga masih
dihadapkan pada tantangan untuk mengakselerasi kinerja pertumbuhan
ekonomi nasional untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Laju
pertumbuhan investasi juga menunjukkan perlambatan. Demikian pula
dengan kinerja Sektor Manufaktur yang merupakan salah satu sektor kunci
dalam perekonomian Indonesia. Rata-rata pertumbuhan Sektor
Manufaktur berada dalam tren melambat selama beberapa tahun terakhir,
serta berada pada level di bawah pertumbuhan ekonomi agregat, sehingga
perlu didukung berbagai upaya percepatan reformasi struktural untuk
mengatasi 3 kendala utama dalam pembangunan ekonomi nasional, yakni
kualitas SDM, ketersediaan infrastruktur, serta kualitas institusi dan
regulasi.

Uraian tersebut menjelaskan bahwa perekonomian nasional tahun
2025 diprediksi akan mengalami tantangan yang cukup berat, namun disisi
lain juga memiliki peluang dan prospek yang cukup besar apabila
pemerintah mampu memanfaatkan peluang tersebut ditengah risiko global
yang terjadi. Berbagai tantangan dan risiko yang ada juga turut
menyebabkan semakin kompleksnya respons kebijakan yang harus
dilakukan. Sehingga, kondisi tersebut dapat menjadi dasar dan
pertimbangan pemerintah daerah dalam rangka menyusun arah kebijakan
pembangunan ekonomi daerah untuk mewujudkan pembangunan dan
pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi, inklusif dan berkelanjutan. Dan
paling penting adalah mampu meningkatkan kesejahteraan pada
masyarakat di daerah khususnya Kabupaten Banyumas.

3.1.2. Kondisi, Tantangan dan Prospek Ekonomi Daerah

Kondisi perekonomian daerah secara umum dapat dilihat dari kinerja
indikator ekonomi makro daerah yang meliputi pertumbuhan ekonomi,
tingkat inflasi, tingkat investasi, tingkat pengangguran terbuka, angka
kemiskinan serta perkembangan kinerja sektor-sektor ekonominya.
Pertumbuhan ekonomi sendiri adalah indikator ekonomi makro yang
umumnya digunakan untuk menilai seberapa jauh keberhasilan
pembangunan ekonomi suatu daerah. Kabupaten Banyumas telah
melakukan berbagai kebijakan dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan
ekonominya. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyumas tahun 2024
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tumbuh melambat sebesar 5,29 persen, namun masih lebih tinggi
dibanding Provinsi Jawa Tengah yang hanya mencapai 4,95 persen.
Perlambatan ini terjadi karena dipengaruhi oleh banyak faktor, salah
satunya dampak dari perlambatan ekonomi nasional dan ekonomi global.
Adanya = ketidakpastian politik berhubungan dengan proses
penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak juga sangat mempengaruhi
pasar.

Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi berdasarkan sektor
Kabupaten Banyumas memiliki kinerja yang cukup stabil. Struktur
Perekonomian Banyumas didukung oleh sektor-sektor unggulan seperti
industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, pertanian, pertambangan
dan informasi komunikasi. Sektor ekonomi industri pengolahan masih
memegang kontribusi terbesar yakni 26,40 persen terhadap pertumbuhan
ekonomi Kabupaten Banyumas tahun 2024. Sementara dilihat dari
pertumbuhannya sektor penyedia akomodasi dan makan minum memiliki
pertumbuhan tertinggi, yaitu mencapai 9,87 persen dan diikuti oleh sektor
jasa perusahaan, sektor administrasi pemerintahan, sektor informasi dan
komunikasi, sektor transportasi, jasa pendidikan dan konstruksi. Namun
demikian, secara umum perekonomian Kabupaten Banyumas masih
ditopang oleh sektor industri pengolahan dan perdagangan besar eceran
reparasi mobil dan sepeda motor. Ini menunjukan bahwa sektor industri
pengolahan dan perdagangan memiliki prospek yang baik dalam menopang
perekonomian Kabupaten Banyumas. Sehingga, membangun sektor hulu
dan hilir diharapkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan
membuka kesempatan kerja hingga akhirnya dapat meningkatkan
pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Ini diartikan bahwa
pembangunan ekonomi kabupaten Banyumas harus mengoptimalkan
potensi ekonomi lokal, sehingga manfaat ekonominya lebih besar. Selain
itu, seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan informasi serta
digitilisasi di berbagai aspek termasuk ekonomi, kebijakan pemerintah
daerah terkhusus pada bidang ekonomi harus mampu beradaptasi serta
memanfaatkan perkembangan teknologi untuk mewujudkan perekonomian
Kabupaten Banyumas yang maju.

Sementara itu, dari sisi komponen pengeluaran pertumbuhan ekonomi
pada tahun 2023 terbesar didukung dari pengeluaran konsumsi rumah
tangga (64,45 persen) dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) (34,90
persen). Kemudian pada Tahun 2024 kontribusi pertumbuhan ekonomi
masih didukung pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 64,14
persen, diikuti oleh pembentukan modal tetap bruto sebesar 35,41 persen.
Dilihat dari perubahannya menunjukan adanya penurunan kontribusi
konsumsi rumah tangga, namun terjadi kenaikan pada pembentukan
modal tetap bruto. Dapat dikatakan bahwa kondisi investasi Kabupaten
Banyumas mengalami perbaikan walaupun dilihat dari laju pertumbuhan
ekonominya mengalami perlambatan. Meskipun melambat namun relatif
cukup kuat sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
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Kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Banyumas masih cukup
tinggi, Pada tahun 2024, 11,95% penduduk Kabupaten Banyumas masuk
dalam kategori miskin. Jika dibandingkan dengan Kabupaten di wilayah
Cibalingmas, Kabupaten Banyumas berada dibawah Kabupaten Cilacap
dengan capaian angka kemiskinan 10,47% serta masih di bawah
persentase penduduk miskin Jawa Tengah yaitu 10,68%. Meskipun
persentase penduduk miskin Kab. Banyumas mengalami penurunan dari
tahun 2020 sampai tahun 2024, namun penurunan kemiskinan belum
mencapai target yang ditetapkan. Kemudian Tingkat Pengangguran
Terbuka (TPT) Kabupaten Banyumas cenderung meningkat pada tahun
2020 sampai 2023, sementara pada tahun 2024 TPT Banyumas mengalami
penurunan 0,17% dari 6,35% menjadi 6,18%. TPT Kabupaten Banyumas
masih lebih tinggi dibanding TPT Provinsi Jawa Tengah sebesar 4,78% dan
nasional sebesar 4,91%. Penanganan kemiskinan maupun pengangguran
belum menunjukkan hasil yang signifikan. Penurunan angka kemiskinan
dan pengangguran berjalan lambat karena penanganan kemiskinan dan
pengangguran belum secara komprehensif dan berkelanjutan.
Permasalahan data dan integrasi antar program penanggulangan
kemiskinan masih memerlukan perbaikan agar tepat sasaran dan
dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat. Investasi yang tidak
menyerap banyak tenaga kerja, kesempatan kerja dan peluang usaha
terbatas, serta kemandirian ekonomi masyarakat juga menjadi faktor yang
sangat berpengaruh terhadap lambatnya penurunan pengangguran dan
kemiskinan di kabupaten Banyumas. Selain itu, isu perlindungan sosial
yang belum optimal turut mempengaruhi efektivitas program-program yang
ada, sehingga perlindungan sosial yang memadai dan tepat sasaran
diperlukan untuk mendukung masyarakat rentan agar dapat keluar dari
lingkaran kemiskinan dan pengangguran.

Sedangkan Laju inflasi dalam tren yang membaik, tercatat sebesar
1,51% (y-o-y) pada tahun 2024 lebih baik dari capaian tahun 2023 sebesar
2,61% (y-o-y). Namun, tingkat ketimpangan pendapatan Banyumas yang
diukur menggunakan Gini Ratio belum menunjukan adanya perubahan
signifikan menuju arah yang membaik. Angka rasio gini Kabupaten
Banyumas tahun 2023 sebesar 0,39 meningkat dari sebelumnya 0,35 di
tahun 2022 dan tahun 2024 menurun kembali menjadi 0,38. Ini
menunjukan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat
fluktuatif dan masih tinggi.

Berdasarkan kondisi kinerja perekonomian yang ada, bahwa secara
umum kesejahteraan masyarakat Banyumas masih cukup rendah dan
belum inklusif. Perekonomian daerah yang terus tumbuh belum mampu
menyerap tenaga kerja secara optimal, dan belum mampu mengurangi
kemiskinan serta ketimpangan secara signifikan. Angka kemiskinan dan
pengangguran masih tinggi, sementara ketimpangan cenderung meningkat.
Penanganan kemiskinan maupun pengangguran belum menunjukkan hasil
yang signifikan. Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran berjalan
lambat karena penanganan kemiskinan dan pengangguran belum secara
komprehensif dan berkelanjutan. Permasalahan data dan integrasi antar
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program penanggulangan kemiskinan masih memerlukan perbaikan agar
tepat sasaran dan dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat. Investasi
yang tidak menyerap banyak tenaga kerja, kesempatan kerja dan peluang
usaha terbatas, serta kemandirian ekonomi masyarakat juga menjadi faktor
yang sangat berpengaruh terhadap lambatnya penurunan pengangguran
dan kemiskinan di kabupaten Banyumas.

Oleh karenanya, perekonomian Banyumas tahun 2025 perlu
dinavigasi dan didorong agar tetap terjaga dan tumbuh positif di tengah
ketidakpastian perekonomian global. Tren perlambatan ekonomi global dan
nasional, fragmentasi geoekonomi yang akan menghambat aliran investasi
dan perdagangan, inflasi, tingginya suku bunga global, isu lingkungan dan
perubahan iklim, digitalisasi tekonologi dan artificial intelligent serta
kebijakan negara-negara maju yang akan berdampak pada pelemahan nilai
tukar rupiah dan perekonomian nasional, pada akhirnya akan
mempengaruhi perekonomian daerah. Selain itu, dari tingkat kemiskinan,
pengangguran, tingkat produktivitas tenaga kerja yang masih rendah,
kualitas SDM, iklim investasi daerah juga menjadi tantangan tersendiri
untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi.

Sesuai dengan kondisi dan tantangan ekonomi di tingkat global,
nasional dan daerah, perekonomian Kabupaten Banyumas diproyeksikan
akan mampu bertahan dan terus menunjukan kinerja yang positif
meskipun juga akan mengalami sedikit perlambatan sebagai dampak
perekonomian nasional dan global. Atas dasar tersebut, dengan
memperhatikan tren perkembangan perekonomian global, nasional dan
daerah, tantangan dan daya dukung yang ada di Kabupaten Banyumas
serta arah kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Jawa
Tengah tahun 2025 maka, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas di
tahun 2025 ditargetkan berada pada kisaran 5,50 - 6,45 persen dan
diharapkan dapat berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan
tingkat pengangguran terbuka, serta meningkatnya PDRB dan PDRB per
kapita. Berikut adalah Proyeksi Indikator Ekonomi Kabupaten Banyumas
pada RKPD Perubahan 2025, diproyeksikan sebagai berikut.

Tabel 3. 1.
Proyeksi Indikator Ekonomi Banyumas pada RKPD Perubahan Tahun 2025
Target
No. Indikator Satuan RKPD
RKPD 2025 Perubahan 2025
1. Pertumbuhan Ekonomi % 5,50 - 6,45 5,50 - 6,45
PDRB ADHK Milyar 48.330 48.330
Rupiah
3. PDRB Perkapita ADHB Juta 49,12 49,12
Rupiah
4. | PDRB Perkapita ADHK Juta 44,19 44,19
Rupiah
5. | Inflasi % 3,0£1% 3,0+1%
6. Nilai Investasi Daerah Milyar 2.800 2.800
Rupiah
7. | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) % 6,82-5,56 6,82 - 5,56
8 Angka Kemiskinan % 11,00-9,93 11,00 - 9,93

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Banyumas, 2025.
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3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah pada Perubahan RKPD Kabupaten
Banyumas Tahun 2025 disusun dengan berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari kebijakan pendapatan,
belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara efektif, efisien,
transparan, tertib, akuntabel dan tepat serta sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku untuk kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat.
Selain itu, kebijakan keuangan daerah juga tetap mempedomani kebijakan
yang telah diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD)
Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Perhitungan proyeksi pendapatan daerah bergantung pada asumsi-
asumsi yang dapat dijadikan sebagai dasar perhitungan dalam
penyusunan rencana target pendapatan, hal-hal tersebut diantaranya
yaitu kondisi perkembangan perekonomian makro seperti laju
pertumbuhan ekonomi, kebijakan fiskal nasional terkait dengan dana
transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan kebijakan pada
harga bahan bakar minyak, perkiraan perkembangan pemasaran industri
otomotif, upaya intensifikasi dan ekstesifikasi pendapatan asli daerah,
serta realisasi pendapatan dari tahun sebelumnya.

Realisasi pendapatan daerah terhadap target selama 3 tahun
terakhir mengalami peningkatan, capaian pada tahun 2022 tercapai 97,34
persen dari target Rp.3,52 triliun terealisasi Rp.3,43 triliun, tahun 2023
pendapatan meningkat menjadi 97,52 persen dari target Rp.3,59 triliun
terealisasi Rp.3,49 triliun dan tahun 2024 pendapatan kembali meningkat
menjadi 103,70 persen dari target Rp.3,93 triliun terealisasi sebear Rp.4,08

triliun.
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I Target 3.519,95 3.587,23 3.933,62
I Realisasi 3.426,41 3.498,41 4.079,00
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Gambar 3. 1. Target, Realisasi dan Capaian Realisasi Pendapatan
Daerah Tahun 2022-2024 (Milyar Rupiah)
Sumber : Data diolah Bappedalitbang Kabupaten Banyumas, 2025
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Rentang gap antara penetapan target pendapatan dengan
realisasinya, gambar diatas menunjukkan bahwa gap antara penetapan
target dengan realisasi pendapatan tahun 2022-2024 diharapkan semakin
tahun semakin mengecil seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang
semakin membaik.

3.800
3.700
3.587,23 3.587,23
3500 539,95
8 3400 *h\
2 3300 3192.72
3.192,72 ’
3.200 —t —
3.100
3.000
2022 2023 2024
—8— Target 3.519,95 3.587,23 3.587,23
== Realisasi 3.426,41 3192,72 3192,72

Gambar 3. 2. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

Tahun 2022-2024 (Milyar Rupiah)
Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Banyumas (data diolah), 2025

Secara keseluruhan, untuk realisasi pendapatan daerah Kabupaten
Banyumas tahun 2024 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3. 2.
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024
Jumlah (Rp.)
No. URAIAN %
APBD 2024 REALISASI
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 947.208.870.223 1.313.617.097.390 | 138,68
1.1 | Pendapatan Pajak Daerah 337.100.000.000 323.404.650.459 95,94
1.2 | Pendapatan Retribusi Daerah 529.349.248.423 526.951.719.763 99,55
1.3 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan | 7 g 435 800 28.191.432.745 101,04
Daerah yang Dipisahkan

14 ]S‘Zlhn'lam Pendapatan Asli Daerah yang 52.857.186.000 435.069.294.423 | 823,10
2. Pendapatan Transfer 2.981.137.407.000 | 2.751.898.705.730 92,31
2.1 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 2.655.883.212.000 2.462.028.800.223 92,70
2.2 | Pendapatan Transfer Antar Daerah 325.254.195.000 289.869.905.507 89,12
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 5.272.140.000 13.486.471.156 255,81

JUMLAH PENDAPATAN (1+2+3) 3.933.618.417.223 | 4.079.002.274.276 103,70

Sumber : Bapenda dan BKAD Kabupaten Banyumas, 2025

Target Pendapatan Daerah tahun 2024 sebesar Rp.3,93 triliun
terealisasi sebesar Rp.4,08 triliun atau sebesar 103,70 persen. Adapun
untuk komponen Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah
(PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
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Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2024 sebesar Rp.947,21 miliar
terealisasi sebesar Rp.1,31 triliun atau sebesar 138,68 persen. Untuk
komponen PAD berupa pendapatan dari Pajak Daerah dari target sebesar
Rp.337,10 miliar terealisasi sebesar Rp.323,40 miliar atau sebesar 95,94
persen. Retribusi Daerah dari target sebesar Rp.529,35 miliar terealisasi
sebesar Rp.526,95 miliar atau sebesar 99,55 persen. Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dari target sebesar Rp.27,90 miliar
terealisasi sebesar Rp.28,19 miliar atau sebesar 101,04 persen dan Lain-
lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dari target sebesar Rp.52,86 miliar
terealisasi sebesar Rp.435,07 miliar atau sebesar 823,10 persen.

Pendapatan Transfer tahun 2024 sebesar Rp.2,98 triliun terealisasi
sebesar Rp.2,75 triliun atau sebesar 92,31 persen. Untuk komponen
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dari target sebesar Rp.2,66 triliun
terealisasi sebesar Rp.2,46 triliun atau sebesar 92,70 persen. Pendapatan
Transfer Antar Daerah dari target sebesar Rp.325,25 miliar terealisasi
sebesar Rp.289,87 miliar atau sebesar 89,12 persen.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2024 sebesar Rp.5,27
miliar terealisasi sebesar Rp.13,47 miliar. Lain-lain Pendapatan Daerah
yang Sah bersumber dari Pendapatan Hibah dan Lain-lain Pendapatan
Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Mendasarkan realisasi Pendapatan Daerah tahun 2024 dan realisasi
pendapatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, maka Pendapatan
Daerah pada RKPD Perubahan tahun 2025 dilakukan penyesuaian.
Pendapatan Daerah pada APBD Induk 2025 semula sebesar Rp.3.91
triliun, pada RKPD Perubahan 2025 menjadi Rp.3.86 triliun, berkurang
sebesar Rp.49,50 miliar atau sebesar 1,27 persen. Untuk Pendapatan
Daerah tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD),
Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah pada APBD Induk 2025 semula sebesar
Rp.1,17 triliun, pada RKPD Perubahan 2025 menjadi sebesar Rp.1,13
triliun, berkurang sebesar Rp.40 miliar atau sebesar 3,43 persen. PAD yang
berasal dari penerimaan pendapatan Pajak Daerah pada APBD Induk 2025
semula sebesar Rp.538,66 miliar, pada RKPD Perubahan 2025 menjadi
sebesar Rp.498,66 miliar, berkurang sebesar Rp.40 milar atau sebesar
7,43%. Komponen pajak berasal dari penerimaan Pajak Hotel, Pajak
Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir dan Pendapatan dari
Opsen PKB dan BBNKB. Pendapatan dari Opsen PKB pada RKPD
Perubahan 2025 sebesar Rp.108,05 miliar dan Opsen BBNKB sebesar
Rp.47,61 miliar.

Pemungutan Pajak daerah menerapkan mekanisme penetapan oleh
aparat pajak (official assessment) dan melalui mekanisme penghitungan
sendiri (selft assessment). Pajak yang dipungut dengan pendekatan official
assessment meliputi Pajak Reklame, Pajak Air Tanah dan Pajak PBB
Perdesaan dan Perkotaan, sedangkan sisanya menerapkan mekanisme
selft assessment.

Retribusi Daerah pada RKPD Perubahan 2025 dianggarkan sama
dengan APBD Induk 2025 sebesar Rp.544,19 miliar. Pendapatan yang
berasal dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada
RKPD Perubahan 2025 dianggarkan sama sebesar Rp.31,33 miliar dan
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada RKPD Perubahan 2025
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juga dianggarkan sama dengan APBD Induk Tahun 2025 sebesar Rp.51,46

miliar.

Pendapatan transfer pada APBD Induk 2025 semula Rp.2,74 triliun,
pada RKPD Perubahan 2025 menjadi sebesar Rp.2,73 triliun, berkurang
sebesar Rp.9,50 miliar atau sebesar 0,35 persen. Pendapatan transfer

terdiri dari :

1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, pada APBD Induk 2025 sebesar
Rp.2,56 triliun, pada RKPD Perubahan 2025 menjadi sebesar Rp.2,53
triliun, berkurang sebesar Rp.33,59 miliar atau sebesar 1,31 persen.
Pendapatan transfer pemerintah pusat terdiri ;
a Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan, pada APBD Induk

2025 sebesar Rp.2,19 triliun, pada RKPD Perubahan 2025 menjadi
sebesar Rp.2,16 triliun, berkurang sebesar Rp.34 miliar atau sebesar

1,55 persen.

Transfer

Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

bersumber dari Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH), Dana
Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
b Transfer Pemerintah Pusat Lainnya, pada RKPD Perubahan 2025
dianggarkan sama dengan APBD Induk 2025 sebesar Rp.365,53
miliar. Transfer pemerintah pusat lainnya bersumber dari intensif
daerah (DID)/Dana penyesuaian dan dana desa.

2. Transfer Pemerintah Provinsi,

pada APBD

Induk 2025 sebesar

Rp.176,29 miliar, pada RKPD Perubahan 2025 menjadi sebesar
Rp.200,38 miliar, bertambah sebesar Rp.24,09 miliar atau sebesar
13,66 persen. Transfer Pemerintah Provinsi bersumber dari Pendapatan
Hasil Lainnya/Bantuan

bagi
Keuangan.

Hasil Pajak dan Pendapatan Bagi

Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025
pada RKPD Perubahan 2025, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 3.
Pendapatan Daerah pada RKPD Perubahan Kabupaten Banyumas Tahun 2025
Jumlah (Rp) Bertambah/
No. URAIAN berkurang (APBD | +/- (%)
RKPD 2025 APBD 2025 RKPD-P 2025 dg RKPD-P)
1. PENDAPATAN DAERAH
1.1. PENDAPATAN ASLI 1.176.363.320.388/ 1.165.627.706.267 | 1.125.627.706.267 | (40.000.000.000) (3,43)
DAERAH
1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah 562.655.855.427| 538.655.855.427 498.655.855.427 | (40.000.000.000) (7,43)
1.1.2. Pendapatan Retribusi 527.654.164.577| 544.188.550.457 544.188.550.457 - -
Daerah
1.1.3. Pendapatan Hasil 31.326.114.384| 31.326.114.383 31.326.114.383 - -
Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan
1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli 54.727.186.000, 51.457.186.000 51.457.186.000 - -
Daerah yang Sah
1.2. PENDAPATAN TRANSFER | 2.770.831.865.000 2.739.523.620.000 |2.730.019.284.551 | (9.504.335.449) (0,35)
1.2.1. Pendapatan Transfer 2.577.849.378.000 2.563.232.066.000 | 2.529.640.094.000 | (33.591.972.000) | (1,31)
Pemerintah Pusat
1.2.1.1. |Transfer Pemerintah 2.212.618.760.000 2.197.702.305.000 | 2.163.581.373.000 | (33.591.972.000) | (1,53)
Pusat-Dana Perimbangan
1.2.1.1.1. |Dana Transfer Umum- 43.127.499.000, 56.658.632.000 56.658.632.000 - -
Dana Bagi Hasil (DBH)
1.2.1.2.2. |Dana Alokasi Umum (DAU) 1.408.719.921.000, 1.473.124.314.000 | 1.443.633.901.000 | (29.490.413.000) (2,00)
1.2.1.2.3. |Dana Alokasi Khusus 760.771.340.000 667.919.359.000 663.817.800.000 (4.101.559.000) (0,61)
(DAK)
1.2.2.2. |Transfer Pemerintah 365.230.618.000 365.529.761.000 | 365.529.761.000 - -

Pusat-Lainnya
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Jumlah (Rp) Bertambah/
No. URAIAN berkurang (APBD | +/- (%)
RKPD 2025 APBD 2025 RKPD-P 2025 dg RKPD-P)
1.2.2.2.1. |Dana Insentif Daerah 15.042.035.000,0 22.732.017.000 22.732.017.000 - -
(DID)/Dana Penyesuian
1.2.2.2.2. |Dana Desa 350.188.583.000| 342.797.744.000 342.797.744.000 - -
1.2.2. Transfer Pemerintah 192.982.487.000 176.291.554.000 | 200.379.190.551 | 24.087.636.551 13,66
Provinsi
1.2.2.1. Pendapatan Bagi Hasil 171.194.487.000, 171.364.554.000 196.501.190.551 25.136.636.551 14,67
Pajak
1.2.2.2. Pendapatan Bagi Hasil 21.788.000.000] 4.927.000.000 3.878.000.000 (1.049.000.000) (21,29)
Lainnya / Bantuan
Keuangan
1.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN 5.272.140.000 - - - -
DAERAH YANG SAH
1.3.1. Pendapatan Hibah 5.272.140.000 - - - -
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 3.952.467.325.388/ 3.905.151.326.267 | 3.855.646.990.818 | (49.504.335.449)| (1,27)

Sumber : Bapenda dan BKAD Kabupaten Banyumas, 2025

Proporsi sumber-sumber pendapatan daerah terhadap Pendapatan
Daerah Kabupaten Banyumas pada RKPD Perubahan 2025, Pendapatan
Transfer menempati porsi terbesar dengan kontribusi sebesar 70,81 persen,
diikuti Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 29,19 persen dan Lain-Lain
Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 0,00 persen. Dengan demikian
Kabupaten Banyumas masih sangat tergantung dana dari pendapatan
transfer pusat, ini merupakan tantangan bagi Pemerintah Kabupaten
Banyumas dalam usaha meningkatkan pembiayaan yang bersumber dana
dari Pendapatan Asli Daerah.

Proporsi Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025
pada RKPD Perubahan 2025, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 4.
Proporsi Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025

Jumlah (Rp)
No. URAIAN RKPD APBD RKPD-P
2025 2025 2025
1. | Pendapatan Asli daerah (PAD) 24,76 29,85 29,19
2. | Pendapatan Transfer 70,10 70,15 70,81
3. | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 0,13 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 100,00 100,00 100,00

Sumber : Bapenda dan BKAD Kabupaten Banyumas, 2025.

Berbagai upaya peningkatan kinerja akan terus ditempuh untuk
dapat mencapai target pendapatan di RKPD Perubahan 2025, yaitu melalui
intensifikasi dan ekstensifikasi pada semua sumber pendapatan dengan
memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik
daerah dan kemampuan masyarakat, serta memegang teguh prinsip-
prinsip akuntabilitas dan transparansi. Upaya yang di tempuh untuk
meningkatkan pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut :

1. Upaya intensifikasi pendapatan ditempuh melalui upaya :
a. Pemetaan potensi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah.
b. Meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak.
c. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai
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upaya meningkat-kan retribusi daerah.

d. Meningkatkan peran dan fungsi UPT, UPPD dan Balai Penghasil
dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan.

e. Pengembangan aplikasi Sistem Informasi Tarif Retribusi Online
(Sitari-on) untuk pembayaran non tunai retribusi.

f. Melakukan penagihan piutang PBB-P2 melalui informasi
tunggakan pajak pada SPPT PBB-P2.

g. Meningkatkan pelayanan pajak daerah melalui tanda tangan
elektronik pada SPPT PBB-P2.

h. Mempermudah dan memperluas cakupan pembayaran pajak
daerah, baik dengan system id billing, Bima Qris Bank Jawa
Tengah, BUMDes, Kantor Pos dan Indomart.

i. Mengoptimalkan sumber pendapatan dari Opsen PKB dan BBNKB
melalui kegiatan pemutakhiran data objek pajak, perluasan
pelayanan dan pembayaran, giat lapangan tindakan penagihan
tunggakan dan piutang yang besinergi dan berkolaborasi dengan
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Jasa Raharja dan Kepolisian.

j- Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait mekanisme
pembayaran pajak dan pembayaran tunggakan pajak.

k. Updating perundangan/Perbub terkait pajak (Perbup Tata Cara
Pemungutan Pajak Hotel), Restoran, BPHTB, MBLB, Air Tanah,
PBB-P2, Hiburan, Reklame, Insentif Pajak, Nilai Sewa Reklame
(NSR).

1. Melakukan update NJOP.

m. Melakukan pemasangan alat monitoring pajak antara lain yaitu di
Restoran, Hotel dan Tempat Parkir.

2. Sedangkan upaya ekstensifikasi pendapatan daerah melalui :

a. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dan menjaga
tingkat kesehatan BUMD untuk dapat meningkatkan kontribusi
secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah.

b. Penguatan kelembagaan dan sinergitas antar BUMD dan OPD serta
mengembangkan potensi usaha.

c. Revitalisasi dan pendayagunaan aset milik pemerintah agar dapat
menarik minat investor dan dikerjasamakan sebagai sumber
pendapatan daerah.

d. Perlunya menggerakkan sektor-sektor lain sebagai sumber
pembiayaan.

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Pada tahun 2025 komposisi belanja daerah telah disusun
mendasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja Daerah Kabupaten Banyumas pada
APBD Induk 2025 semula Rp.4,01 triliun, pada RKPD Perubahan 2025
menjadi sebesar Rp.3,88 triliun, berkurang sebesar Rp.134,43 miliar atau
sebesar 3,35 persen.

Kebijakan belanja daerah Kabupaten Banyumas pada RKPD
Perubahan 2025, dialokasikan untuk :

1. Belanja Operasi, pada APBD Induk 2025 semula Rp.3,02 triliun, pada
RKPD Perubahan 2025 menjadi Rp.2,89 triliun, berkurang sebesar
Rp.132,01 miliar atau sebesar 4,37 persen, sumber belanja operasi
terdiri dari :
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a. Belanja Pegawai, pada APBD Induk 2025 semula Rp.1,86 triliun,
pada RKPD Perubahan 2025 menjadi Rp.1,79 triliun, berkurang
sebesar Rp.69,39 miliar atau sebesar 3,72 persen.

b. Belanja Barang dan Jasa, pada APBD Induk 2025 semula Rp.1,03
triliun, pada RKPD Perubahan 2025 menjadi Rp.967,78 miliar,
berkurang sebesar Rp.62,62 miliar atau sebesar 6,08 persen.

c. Belanja Bunga, pada RKPD Perubahan 2025 dianggarkan sama
dengan APBD Induk 2025 sebesar Rp.4,77 miliar.

d. Belanja Subsidi, pada RKPD Perubahan 2025 dianggarkan sebesar
Rp.98 juta.

e. Belanja Hibah, pada RKPD Perubahan 2025 dianggarkan sama
dengan APBD Induk 2025 sebesar Rp.110,09 miliar.

f. Belanja Bantuan Sosial, pada RKPD Perubahan 2025 dianggarkan
sama dengan APBD Induk 2025 sebesar Rp.13,93 miliar.

Belanja Modal, pada APBD Induk 2025 semula Rp.376,22 miliar, pada

RKPD Perubahan 2025 menjadi Rp.371,83 miliar, berkurang sebesar

Rp.4,39 miliar atau sebesar 1,17 persen, sumber belanja modal terdiri

dari ; belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan

dan gedung, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap
lainnya dan belanja aset lainnya.

Belanja Tidak Terduga (BTT), pada RKPD Perubahan 2025, dianggarkan

sama dengan APBD Induk 2025 sebesar Rp.10 miliar.

Belanja Transfer, pada APBD Induk 2025 semula Rp.605,02 miliar,

pada RKPD Perubahan 2025 menjadi Rp.606,99 miliar, berkurang

sebesar Rp.1,97 miliar atau sebesar 0,33 persen, sumber belanja
transfer terdiri dari :

a. Transfer Bagi Hasil Pendapatan, yang terdiiri dari Bagi Hasil Pajak
dan Bagi Hasil Retribusi pada RKPD Perubahan 2025, dianggarkan
sama degan APBD Induk 2025 sebesar Rp.57,43 miliar.

b. Transfer Bantuan Keuangan, yang terdiiri dari Transfer Bantuan
Keuangan ke Desa, pada APBD Induk 2025 semula Rp.547,59 miliar,
pada RKPD Perubahan 2025 menjadi Rp.549,57 miliar, berkurang
sebesar Rp.1.97 miliar atau sebesar 0,36 persen.

Kebijakan belanja daerah pada perubahan RKPD tahun 2025, tetap

diarahkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan
daerah tahun 2025, yaitu :

1.

2.

3.

Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi serta kesejahteraan
masyarakat.

Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran serta
penanganan masalah sosial.

Dukungan implementasi kebijakan Penanganan Kemiskinan Ekstrim
(PKE) di Kabupaten Banyumas.

Pencapaian target, sasaran dan program unggulan RPD 2024-2026.
Upaya pemenuhan alokasi persentase belanja sebagaimana amanat
peraturan perundang-undangan yaitu untuk 20 persen fungsi
pendidikan dan 10 persen fungsi kesehatan; sedangkan mandatory
untuk belanja infrastruktur, pelatihan ASN dan anggaran pengawasan
(APIP) akan disesuaikan dengan potensi anggaran.

Dukungan kebijakan, rencana program/kegiatan pembangunan
dan pendanaan dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun
2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional,
Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan
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Penurunan Stunting, dan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022
tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable
Development Goals (TPB/SDG's).

7. Kesiapsiagaan terhadap bencana baik alam maupun non alam.

8. Upaya mengakomodir masukan usulan Pembangunan yang
disampaikan melalui pokok-pokok pikiran/aspirasi DPRD, masukan
masyarakat dari berbagai forum musyawarah dan koordinasi di bidang
perencanaan dengan tetap memperhatikan kapasitas, kewenangan,
prioritas pembangunan serta peraturan perundangan yang berlaku;
serta

9. Meningkatkan sinergi pembangunan antar wilayah dan desa dalam
penyelesaian permasalahan dan pencapaian prioritas pembangunan
tahun 2025 melalui bantuan keuangan kepada pemerintah desa.

10. Upaya pemenuhan target untuk Belanja Barang dan Jasa Pemerintah
Kabupaten Banyumas berpedoman pada Pasal 73 Peraturan
Pemerintah Nomor 29 tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri dan
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/M-IND/PER/1/2014
tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Belanja Daerah pada RKPD Perubahan Kabupaten Banyumas Tahun
2025, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 5.
Belanja Daerah pada RKPD Perubahan Kabupaten Banyumas Tahun 2025
Jumlah (Rp) Bertambah/ +/-
No. URAIAN berkurang (APBD o
RKPD 2025 APBD 2025 RKPD-P 2025 dg RKPD-P) (%)
2. BELANJA DAERAH -
2.1. BELANJA OPERASI | 2.595.967.330.177 |3.022.400.406.399 | 2.890.390.401.857| 132.010.004.542| (4,37)
2.1.1. Belanja Pegawai 1.662.988.308.815 | 1.863.122.059.651 | 1.793.735.566.671 (69.386.492.980)| (3,72
2.1.2. Belanja Barang dan 1.036.017.337.497 | 1.030.398.175.979 967.774.664.417 (62.623.511.562)| (6,08)
Jasa
2.1.3. Belanja Bunga 4.572.414.550 4.772.414.550 4.772.414.550 - -
2.1.4. Belanja Subsidi 500.000.000 98.000.000 98.000.000 - -
2.1.5. Belanja Hibah 60.746.736.879 110.084.770.419 110.084.770.419 - -
2.1.6. Belanja Bantuan 16.143.799.050 13.924.985.800 13.924.985.800 - -
Sosial
2.2, BELANJA MODAL 536.678.393.227 376.218.580.155 371.825.702.155 (4.392.877.590)| (1,17)
2.3. BELANJA TAK 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 - -
TERDUGA
2.3.1. Belanja Tak Terduga 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 - -
2.4. BELANJA TRANSFER 628.457.905.000 605.018.583.076 606.990.583.078 1.972.000.002| 0,33
2.4.1. Transfer Bagi Hasil 43.050.000.000 57.424.575.978 57.424.575.978 - -
Pendapatan
2.4.2. Transfer Bantuan 585.407.905.000 547.594.007.098 549.566.007.100 1.972.000.002| 0,36
Keuangan
2.4.2.1. Transfer Bantuan 585.407.905.000 547.594.007.098 549.566.007.100 1.972.000.002 0,36
Keuangan ke Desa
JUMLAH BELANJA DAERAH 3.956.104.895.018 4.013.637.569.630 | 3.879.206.687.500| (134.430.882.130| (3,35)

Sumber : Bapenda, BKAD dan Bappedalitbang Kab. Banyumas, 2025

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu
dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada
tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya dan
pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup
defisit atau untuk memanfaatkan surplus.
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Penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Banyumas tahun 2022
dari target sebesar Rp.487,83 milyar terealisasi sebesar Rp.486,69 milyar
atau mencapai 99,77 persen. Tahun 2023 dari target sebesar Rp.293,38
milyar terealisasi sebesar Rp.293,38 milyar atau mencapai 100 persen.
Tahun 2024 dari target sebesar Rp.275,89 milyar terealisasi sebesar
Rp.275,89 milyar atau mencapai 100 persen. Adapun untuk komponen
penerimaan pembiayaan daerah terdiri dari penggunaan SiLPA, pencairan
dana cadangan, penerimaan pinjaman daerah dan penerimaan kembali
pemberian pinjaman daerah.

Pengeluran pembiayaan daerah Kabupaten Banyumas tahun 2022
dari target sebesar Rp.51,50 milyar terealisasi sebesar Rp.49,75 milyar atau
mencapai 96,77 persen. Tahun 2023 dari target sebesar Rp.54,24 milyar
terealisasi sebesar Rp.44,20 milyar atau mencapai 81,50 persen. Tahun
2024 dari target sebesar Rp.64,79 milyar terealisasi sebesar Rp.51,49
milyar atau mencapai 79,47 persen. Untuk komponen pengeluaran
pembiayaan daerah terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan
modal (Investasi) Pemerintah Daerah dan pembayaran cicilan pokok utang
pemberian pinjaman daerah.

Pembiayaan neto daerah Kabupaten Banyumas yang tahun 2022
dari target sebesar Rp.436,32 milyar terealisasi sebesar Rp.436,95 milyar
atau mencapai 100,14 persen. Tahun 2023 dari target sebesar Rp.239,15
milyar terealisasi sebesar Rp.249,18 milyar atau mencapai 104,19 persen.
Tahun 2024 dari target sebesar Rp.211,10 milyar terealisasi sebesar
Rp.224,40 milyar atau mencapai 106,30 persen.

Tareget dan realisasi pembiayaan daerah Kabupaten Banyumas
tahun 2022-2024 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3. 6.
Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022-2024

URAIAN Jumlah (Milyar Rp.)

Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024
PENERIMAAN PEMBIAYAAN
Target 487,83 293,38 275,89
Realisasi 486,69 293,38 275,89
Persentase 99,77 100,00 100,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN
Target 51,50 54,24 64,79
Realisasi 49,75 44,20 51,49
Persentase 96,59 81,50 79,47
PEMBIAYAAN NETO
Target 436,32 239,15 211,10
Realisasi 436,95 249,18 224,40
Persentase 100,14 104,19 106,30

Sumber : Bapenda, BKAD dan Bappedalitbang Kabupaten Banyumas, 2025

Pembiayaan Netto yang terdiri dari komponen Penerimaan
Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Pembiayaan Netto, pada APBD
Induk 2025 semula sebesar Rp.108,49 miliar, pada RKPD Perubahan 2025
menjadi Rp.23,56 miliar, berkurang sebesar Rp.84,93 miliar atau sebesar
78,28 persen.

Penerimaan pembiayaan, pada APBD Induk 2025 semula sebesar
Rp.187,45 miliar, pada RKPD Perubahan 2025 menjadi Rp.102,52 miliar,
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berkurang sebesar Rp.84,93 miliar atau sebesar 45,31 persen. Adapun
sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari pemanfaatan SiLPA
hasil audit BPK atas pelaksanaan APBD TA. 2024 sebesar Rp.102,52 miliar.

Pengeluaran Pembiayaan, pada RKPD Perubahan 2025 dianggarkan
sama dengan APBD Induk 2025 sebesar Rp.78,96 miliar. Pengeluaran
pembiayaan daerah rencana diperuntukan untuk  Penyertaan
modal/investasi daerah pada RKPD Perubahan 2025 dianggarkan sama
sebesar Rp.12,60 miliar dan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh

Tempo sebesar Rp.66,36 miliar miliar.
Pembiayaan Daerah pada RKPD Perubahan 2025, sebagaimana tabel

berikut.
Tabel 3. 7.
Pembiayaan Daerah pada RKPD Perubahan Kabupaten Banyumas Tahun 2025
Jumlah (Rp) Bertambah/
No. URAIAN berkurang (APBD | +/- (%)
RKPD 2025 APBD 2025 RKPD-P 2025 dg RKPD-P)
PEMBIAYAAN -
3.1 PENERIMAAN 90.000.000.000 | 187.448.673.733 | 102.522.127.052 | (84.926.546.681) | (45,31)
PEMBAIAYAAN
3.1.1. | Penggunaan SILPA 90.000.000.000 187.448.673.733 102.522.127.052 (84.926.546.681 | (45,31)
3.1.2. | Pencairan Dana Cadangan - - - - -
3.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan - - - - -
Daerah yang Dipisahkan
3.1.4. | Penerimaan Pinjaman - - - - -
Daerah
3.1.5. | Penerimaan Kembali - - - - -
Pemberian Pinjaman
Daerah
3.1.6. | Penerimaan Pembiayaan - - - - -
Lainnya sesuai dengan
Ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan
3.2. PENGELUARAN 86.362.430.370 78.962.430.370 78.962.430.370 - -
PEMBIAYAAN
3.2.1. | Pembentukan Dana - - - - -
Cadangan
3.2.2. |Penyertaan Modal Daerah 20.000.000.000 12.600.000.000 12.600.000.000 - -
3.2.3. |Pembayaran Cicilan 66.362.430.370 66.362.430.370 66.362.430.370 - -
Pokok Utang yang Jatuh
Tempo
3.2.4. |Pemberian Pinjaman - - - - -
Daerah
3.1.5. |Pengeluaran Pembiayaan - - - - -
Lainnya sesuai dengan
Ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan
PEMBIAYAAN NETTO 3.637.569.630 | 108.486.243.363 | 23.559.696.682 | (84.926.546.681) | (78,28)
Sumber : Bapenda, BKAD dan Bappedalitbang Kabupaten Banyumas, 2025.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas
Tahun 2025 pada RKPD Perubahan 2025, sebagaimana tabel berikut.
Tabel 3. 8.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas
Tahun 2025 pada RKPD Perubahan 2025
Jumlah (Rp) Bertambah/
No. URAIAN berkurang (APBD +/- (%)
APBD 2025
RKPD 2025 Induk RKPD-P 2025 dg RKPD-P)
1. PENDAPATAN
DAERAH
1.1. PENDAPATAN ASLI 1.176.363.320.388 | 1.165.627.706.267 | 1.125.627.706.267 (40.000.000.000) (3,43)
DAERAH
1.1.1. Pendapatan Pajak 562.655.855.427 538.655.855.427 498.655.855.427 (40.000.000.000) (7,43)
Daerah
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Jumlah (Rp) Bertambah/
No. URAIAN berkurang (APBD +/- (%)
APBD 2025
RKPD 2025 Induk RKPD-P 2025 dg RKPD-P)

1.1.2. Pendapatan Retribusi 527.654.164.577 544.188.550.457 544.188.550.457 - -
Daerah

1.1.3. Pendapatan Hasil 31.326.114.384 31.326.114.383 31.326.114.383 - -
Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang
Dipisahkan

1.1.4. Lain-lain Pendapatan 54.727.186.000 51.457.186.000 51.457.186.000 - -
Asli Daerah yang Sah

1.2. PENDAPATAN 2.770.831.865.000 | 2.739.523.620.000 | 2.730.019.284.551 (9.504.335.449) (0,35)
TRANSFER

1.2.1. Pendapatan Transfer | 2.577.849.378.000 | 2.563.232.066.000 | 2.529.640.094.000 (33.591.972.000) (1,31)
Pemerintah Pusat

1.2.1.1. |Transfer Pemerintah | 2.212.618.760.000 | 2.197.702.305.000 | 2.163.581.373.000 (33.591.972.000) (1,53)
Pusat-Dana
Perimbangan

1.2.1.1.1. |Dana Transfer Umum- 43.127.499.000 56.658.632.000 56.658.632.000 - -
Dana Bagi Hasil (DBH)

1.2.1.2.2. |Dana Alokasi Umum 1.408.719.921.000 1.473.124.314.000 1.443.633.901.000 (29.490.413.000) (2,00)
(DAU)

1.2.1.2.3. |Dana Alokasi Khusus 760.771.340.000 667.919.359.000 663.817.800.000 (4.101.559.000) (0,61)
(DAK)

1.2.2.2. |Transfer Pemerintah 365.230.618.000 365.529.761.000 365.529.761.000 - -
Pusat-Lainnya

1.2.2.2.1. |Dana Insentif Daerah 15.042.035.000,0 22.732.017.000 22.732.017.000 - -
(DID) / Dana
Penyesuian

1.2.2.2.2. |Dana Desa 350.188.583.000 342.797.744.000 342.797.744.000 - -

1.2.2. Transfer Pemerintah 192.982.487.000 176.291.554.000 200.379.190.551 24.087.636.551 13,66
Provinsi

1.2.2.1. Pendapatan Bagi Hasil 171.194.487.000 171.364.554.000 196.501.190.551 25.136.636.551 14,67
Pajak

1.2.2.2. |Pendapatan Bagi Hasil 21.788.000.000 4.927.000.000 3.878.000.000 (1.049.000.000) | (21,29)
Lainnya / Bantuan
Keuangan

1.3. LAIN-LAIN 5.272.140.000 - - - -
PENDAPATAN
DAERAH YANG SAH

1.3.1. Pendapatan Hibah 5.272.140.000 - - - -

JUMLAH PENDAPATAN 3.952.467.325.388 | 3.905.151.326.267 | 3.855.646.990.818 (49.504.335.449) (1,27)

DAERAH

2. BELANJA DAERAH

2.1. BELANJA OPERASI 2.780.968.596.791 | 3.022.400.406.399 | 2.890.390.401.857 132.010.004.542 (4,37)

2.1.1. Belanja Pegawai 1.662.988.308.815 1.863.122.059.651 1.793.735.566.671 (69.386.492.980) (3,72

2.1.2. Belanja Barang dan 1.036.017.337.497 1.030.398.175.979 967.774.664.417 (62.623.511.562) (6,08)
Jasa

2.1.3. Belanja Bunga 4.572.414.550 4.772.414.550 4.772.414.550 - -

2.1.4. Belanja Subsidi 500.000.000 98.000.000 98.000.000 - -

2.1.5. Belanja Hibah 60.746.736.879 110.084.770.419 110.084.770.419 - -

2.1.6. Belanja Bantuan 16.143.799.050 13.924.985.800 13.924.985.800 - -
Sosial

2.2. BELANJA MODAL 536.678.393.227 376.218.580.155 371.825.702.155 (4.392.877.590) (1,17)

2.3. BELANJA TAK 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 - -
TERDUGA

2.3.1. Belanja Tak Terduga 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 - -

2.4. BELANJA 628.457.905.000 605.018.583.076 606.990.583.078 1.972.000.002 0,33
TRANSFER

2.4.1. Transfer Bagi Hasil 43.050.000.000 57.424.575.978 57.424.575.978 - -
Pendapatan

2.4.2. Transfer Bantuan 585.407.905.000 547.594.007.098 549.566.007.100 1.972.000.002 0,36
Keuangan

2.4.2.1. Transfer Bantuan 585.407.905.000 547.594.007.098 549.566.007.100 1.972.000.002 0,36
Keuangan ke Desa

JUMLAH BELANJA DAERAH 3.956.104.895.018 | 4.013.637.569.630 | 3.879.206.687.500 | (134.430.882.130) (3,35)

SURPLUS/(DEFISIT) (3.637.569.630) | (108.486.243.363) (23.559.696.682) 84.926.546.681 | (78,28)

3.

‘ PEMBIAYAAN
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No. URAIAN

Jumlah (Rp)

RKPD 2025

APBD 2025
Induk

RKPD-P 2025

Bertambah/
berkurang (APBD
dg RKPD-P)

+/- (%)

3.1. PENERIMAAN
PEMBIAYAAN

90.000.000.000

187.448.673.733

103.113.129.285

(84.335.544.448)

(45,31)

3.1.1. Penggunaan SILPA

90.000.000.000

187.448.673.733

102.522.127.052

(84.926.546.681)

45,31)

3.1.2. Pencairan Dana
Cadangan

3.1.3. Hasil Penjualan
Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan

3.1.4. Penerimaan Pinjaman
Daerah

3.1.5. Penerimaan Kembali
Pemberian Pinjaman
Daerah

3.1.6. Penerimaan
Pembiayaan Lainnya
sesuai dengan
Ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan

3.2. PENGELUARAN
PEMBIAYAAN

86.362.430.370

78.962.430.370

78.962.430.370

3.2.1. Pembentukan Dana
Cadangan

3.2.2. Penyertaan Modal
Daerah

20.000.000.000

12.600.000.000

12.600.000.000

3.2.3. Pembayaran Cicilan
Pokok Utang yang
Jatuh Tempo

66.362.430.370

66.362.430.370

66.362.430.370

3.2.4. Pemberian Pinjaman
Daerah

3.1.5. Pengeluaran
Pembiayaan Lainnya
sesuai dengan
Ketentuan Peraturan
Perundang-
Undangan

PEMBIAYAAN NETTO

3.637.569.630

108.486.243.363

23.559.696.682

(84.926.546.681)

(78,28)

SISA LEBIH PEMBIAYAAN
ANGGARAN (SILPA)

Sumber : Bapenda, BKAD dan Bappedalitbang Kabupaten Banyumas, 2025.
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4.1.

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2025

Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025
merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD)
Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 yang menjadi rencana kerja
tahunan pemerintah daerah kedua, dan tahun transisi antara RPJPD
Kabupaten Banyumas tahun 2005-2025 dengan RPJPD Kabupaten
Banyumas tahun 2025-2045. Selain itu, Tahun 2025 merupakan
kinerja tahun pertama Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
terpilih periode 2025-2029 berdasarkan hasil pemilihan umum pada
tahun 2024. Oleh karena itu, diperlukan adanya kesesuaian
penyelenggaraan pembangunan daerah yang telah disusun dengan
visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah
terpilih, serta menyinergikan program Asta Cita Presiden dan Wakil
Presiden ke dalam perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Tahun 2025.

Implementasi RKPD tahun 2025 berdasarkan RPD tahun 2024-
2026 tidak terdapat adanya Visi Misi Kepala Daerah, namun memuat
tujuan dan sasaran pembangunan daerah hasil dari aspirasi
masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan. Target Tujuan dan
sasaran Pembangunan daerah tahun 2025 beserta target perubahan
tahun 2025 disajikan pada Tabel 4.1. berikut.
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Tabel 4. 1.

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025

INDIKATOR TUJUAN, REALISASI TARGET E&RE?Q}::J’Z
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SATUAN TAHUN KINERJA PERUBAHAN
SASARAN 2024 INDUK 2025 2025
Mewujudkan Tata Indeks Reformasi Indeks 86,74 77,05 87
Kelola Pemerintahan Birokrasi
yang Bersih Efektif 1 | 1.1 | Mewujudkan ASN 1 | Indeks Profesionalitas Indeks 80,1 72 80,1
dan Berdaya Saing yang Profesional ASN
2 | Nilai Sistem Merit Angka 290,5 - 300
2 | 1.2 | Meningkatkan 3 | Indeks Persepsi Indeks 4,4* 4.6 4.6
Kualitas Kualitas Pelayanan
Pelayanan Publik Publik (IPKP)
4 | Indeks Pelayanan Angka N/A - 4,45
Publik (IPP)
3 | 1.3 | Mewujudkan Tata S | Nilai Komponen Hasil Nilai N/A 33,1 33,1
Kelola Indeks Reformasi
Pemerintahan Birokrasi
yang Efektif dan 6 | Nilai Sistem Nilai 81,79 80,65 82
Kolaboratif Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
(SAKIP)
7 | Nilai Maturitas Sistem Nilai 3,381 3,31 3,39
Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP)
8 | Capaian Opini BPK % 100 100 100
status WTP terhadap
laporan keuangan
daerah
9 | Indeks Sistem Indeks 4,09 3,5 4.1

Pemerintahan
Berbasis Elektronik
(SPBE)
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TARGET

INDIKATOR TUJUAN, REALISASI TARGET KINERJA
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SATUAN TAHUN KINERJA PERUBAHAN
SASARAN 2024 INDUK 2025 2025
10 | Indeks Reformasi Angka 97,66 - 97,75
Hukum
11 | Indeks Tata Kelola Angka 71,310 - 72,310
Pengadaan
Meningkatkan Laju Pertumbuhan % 5,29 5,50 - 6,45 5,50 - 6,45
Pertumbuhan Ekonomi
Ekonomi dan Daya
Saing Daerah 2.1 | Mengoptimalkan 12 | Nilai Produk Domestik Juta 47.795,71 48.330 48.330
pengembangan Regional Bruto (PDRB) Rupiah
potensi ekonomi 13 | Rasio PDRB % N/A - 3,5
daerah Penyediaan
Akomodasi Makan
dan Minum
14 | Rasio PDRB Industri % N/A - 27,28
Pengolahan
15 | PDRB sektor Juta N/A - 9.098.964
Pertanian, Kehutanan, Rupiah
dan Perikanan
Indeks Daya Saing Indeks 4,01 3,6 4,03
Daerah
2.2 | Meningkatkan 16 | Angka Kriminalitas Angka 1,93* 1,46 1,8
stabilitas
keamanan
wilayah
2.3 | Meningkatkan 17 | Indeks Daya Saing Indeks 3,57 3,42 3,58
sarana dan Infrastruktur
prasarana wilayah
2.4 | Meningkatkan 18 | Indeks Kualitas Indeks 65,3* 75,49 75,49
keberlanjutan Lingkungan Hidup

lingkungan dan

(IKLH)
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TARGET

INDIKATOR TUJUAN, REALISASI TARGET KINERJA
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SATUAN TAHUN KINERJA PERUBAHAN
SASARAN 2024 INDUK 2025 2025
menurunkan 19 | Indeks Risiko Indeks 109,01 148 107,77
risiko bencana Bencana (IRB)
8 | 2.5 | Meningkatkan 20 | Indeks Pilar Indeks 4,26 2,96 4,27
kapabilitas Riset Kapabilitas Inovasi
dan Inovasi pada IDSD
Menangani Angka Kemiskinan % 11,95 11,00 - 9,93 11,00 - 9,93
Kemiskinan dan 9 | 3.1 | Mengurangi beban 21 | Indeks Kedalaman Indeks 2,09 1,15 1,15
Pengangguran serta pengeluaran dan Kemiskinan
Meningkatkan SDM meningkatkan
pendapatan
masyarakat
miskin
Tingkat Pengangguran % 6,18 6,82 - 5,56 6,82 — 5,56
Terbuka (TPT)
10 | 3.2 | Meningkatkan 22 | Tingkat Kesempatan % 93,82 94 .25 94,25
kesempatan kerja Kerja
3.3 | Meningkatkan 23 | Angkatan kerja yang % 93,18 93,54 93,54
kualitas dan daya bekerja dengan
saing tenaga kerja pendidikan tertinggi
yang ditamatkan
minimal SLTA
Indeks Pembangunan Indeks 74,52 75,5 75,5
Manusia (IPM)
12 | 3.4 | Meningkatkan 24 | Usia Harapan Hidup Tahun 74,34 74,51 74,51
derajat kesehatan (UHH)
masyarakat
13 | 3.5 | Meningkatkan 25 | Harapan Lama Tahun 13,34 13,5 13,5
derajat Sekolah
pendidikan
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TARGET

INDIKATOR TUJUAN, REALISASI TARGET KINERJA
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SATUAN TAHUN KINERJA PERUBAHAN
SASARAN 2024 INDUK 2025 2025
14 | 3.6 | Meningkatkan 26 | Indeks Pembangunan Indeks 67,88 61 68
Literasi Literasi Masyarakat
Masyarakat (IPLM)
15 | 3.7 | Mengoptimalkan 27 | Laju Pertumbuhan % 0,605 1,35 0,604
pengendalian Penduduk
pertumbuhan
Penduduk
16 | 3.8 | Meningkatkan 28 | Indeks Pembangunan Indeks 89,14~ 89,75 89,75
kualitas hidup Gender (IPG)
perempuan dan 29 | Nilai Kota Layak Anak Nilai 543* 610 610
anak
17 | 3.9 | Meningkatkan 30 | Tingkat Daya Saing % 0,19 29 29
kapabilitas dan Kepemudaan dan
daya saing Keolahragaan
pemuda
4 | Memperkuat Indeks Ketahanan Indeks 80,74 80,45 80,97
Ketahanan Pangan Pangan (IKP)
18 | 4.1 | Meningkatkan 31 | Nilai aspek Nilai 81,19 79,75 81,35
ketersediaan ketersediaan pangan
pangan secara dalam IKP
mandiri
19 | 4.2 | Meningkatkan 32 | Nilai aspek Nilai 82,54 80,41 82,79
keterjangkauan keterjangkauan
pangan pangan dalam IKP
4.3 | Meningkatkan 33 | Nilai sspek Nilai 79,05 81 79,33
20 pemanfaatan pemanfaatan pangan
pangan dalam IKP

Sumber : diolah Bappedalitbang Kabupaten Banyumas, 2025
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Target Perubahan RKPD Tahun 2025 terdapat penyesuaian dari target
RKPD induk Tahun 2025, dikarenakan realisasi indikator kinerja pada tahun
2024 sudah tercapai lebih tinggi dibandingkan dengan target RKPD Induk
Tahun 2025. Hal ini karena dokumen perencanaan RKPD Induk Tahun 2025
disusun n-1 (tahun 2024), sehingga penentuan target induk tahun 2025 dengan
mempertimbangkan atas realisasi capaian tahun 2023. Oleh karena itu,
diperlukan penyesuaian target terhadap target tahun 2025 pada dokumen
perubahan RKPD Tahun 2025. Selain itu, terdapat penambahan indikator pada
level sasaran Pemkab dalam Perubahan RKPD 2025, yang mendasari atas hasil
evaluasi penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) dan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun 2024 untuk memenuhi kriteria
SMART-C pada sasaran strategis Pemkab.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029, Tujuan dan sasaran pembangunan
daerah disusun dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah terpilih periode 2025-2029. Visi Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Tahun 2025-2029 yaitu “Mewujudkan Banyumas yang Produlktif,
Adil, dan Sejahtera”. Perwujudan visi tersebut dilakukan melalui 6 (enam) misi
pembangunan daerah, yaitu:

1. Meningkatnya kualitas hidup dan daya saing SDM,;

2. Menguatnya ekonomi kerakyatan yang maju, mandiri dan
mensejahterakan;

3. Memperkuat ketahanan pangan;

4. Meningkatkan pengembangan wilayah dan infrastruktur yang
berkelanjutan;

5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah berintegritas, adaptif, dan
kolaboratif serta mendukung peningkatan daya saing daerah;

6. Meningkatkan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Banyumas tahun
2025-2029 terdiri atas 7 (tujuh) Tujuan dan 18 (delapan belas) Sasaran, yaitu:

1. Meningkatnya kualitas SDM, ditempuh dengan beberapa sasaran:
a. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat;
Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat;

c. Terbangunnya karakter masyarakat Banyumas melalui literasi dan
pemajuan kebudayaan serta olahraga;

d. Meningkatnya kualitas keluarga serta daya saing pemuda;

2. Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Daerah, ditempuh dengan beberapa
sasaran:

a. Menguatnya lembaga ekonomi daerah dan pelaku usaha yang adaptif
terhadap teknologi dan inovasi;

b. Meningkatnya dukungan kebijakan ekonomi hijau sebagai landasan
pertumbuhan ekonomi yang inklusif;

c. Meningkatnya sumber daya ekonomi dan nilai tambah produk
sebagai landasan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;

3. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat, ditempuh dengan beberapa
sasaran:

a. Meningkatnya ekonomi masyarakat dan menurunnya ketimpangan
pendapatan masyarakat;

b. Tertanganinya kemiskinan;
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c. Tertanganinya pengangguran.
4. Meningkatnya ketahanan pangan, ditempuh dengan beberapa sasaran:

a. Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan
pangan.

5. Meningkatnya pengembangan wilayah dan infrastruktur yang berdaya
saing, ditempuh dengan beberapa sasaran:

a. Meningkatnya Daya Saing Infrastruktur;
b. Berkembangnya perkotaan, perdesaan, dan pusat pertumbuhan.

6. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah berintegritas, adaptif dan
kolaboratif serta mendukung peningkatan daya saing daerah, ditempuh
dengan beberapa sasaran:

a. Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan
Pemerintahan daerah;

b. Meningkatnya Stabilitas dan inovasi Daerah

7. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, ketahanan terhadap
perubahan iklim dan bencana, ditempuh dengan beberapa sasaran:

a. Meningkatnya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
b. Menurunnya risiko bencana.

Rumusan Tujuan dan Sasaran Pembangunan daerah beserta indikator
dan target yang akan dicapai tahun 2025 berdasarkan RPJMD Kabupaten
Banyumas Tahun 2025-2029 dalam mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 4. 2.
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029

INDIKATOR SASARAN REALISASI TARGET
NO. | TUJUAN PEMKAB | NO. SASARAN PEMKAB NO. PEMKAB SATUAN TAHUN 2024 | TAHUN 2025
1 Meningkatnya 1 Indeks Pembangunan Angka 74,52 75,75
kualitas SDM Manusia (IPM)
1 | Meningkatnya tingkat 1 | Rata-rata lama sekolah Tahun 7,91 9,23
pendidikan masyarakat penduduk usia di atas 15
tahun
2 | Harapan lama sekolah Tahun 13,34 13,55
2 | Meningkatnya kualitas 3 | usia harapan hidup (UHH) Tahun 74,34 74,51
kesehatan masyarakat
3 | Terbangunnya karakter 4 | Indeks Pembangunan Literasi Angka 67,88 68
masyarakat Banyumas Masyarakat (IPLM)
melalgl literasi dan S | Persentase Objek Pemajuan % N/A 100
pemajuan kebudayaan
ta olah Kebudayaan (OPK) dan Cagar
serta olahraga Budaya (CB) daerah yang
dilindungi, dikembangkan
dan dimanfaatkan
6 | Indeks Pembangunan Angka N/A 0,2
Olahraga (IPO)
4 | Meningkatnya kualitas 7 | Indeks Pembangunan Angka N/A 62,75- 64,74
keluarga serta daya saing Keluarga (Ibangga)
pemuda
Indeks Pembangunan Gender Angka N/A 89,75
9 | Indeks Pembangunan Angka N/A 52
Pemuda (IPP)
10 | Nilai Kabupaten Layak Anak Nilai N/A 610
11 | Laju Pertumbuhan % 0,605 0,604

Penduduk
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INDIKATOR SASARAN REALISASI TARGET
NO. | TUJUAN PEMKAB | NO. SASARAN PEMKAB NO. PEMKAB SATUAN TAHUN 2024 | TAHUN 2025
2 Meningkatnya Daya 2 Laju Pertumbuhan Ekonomi % 5,29 5,50-6,45
Saing Ek i
aing SKOROTH 5 | Menguatnya Lembaga 12 | Rasio kewirausahaan % N/A 4,56
Daerah .
ekonomi daerah dan daerah
pelaku usaha yang adaptif | 13 [ Persentase Rumah Tangga % 74,9 75
terhadap teknologi dan dengan akses Internet
mhovast 14 | Return on Asset (ROA) BUMD % N/A 3,38
3 Indeks daya saing Ekonomi Angka 3,8 3,67
Daerah
6 | Meningkatnya dukungan 15 | PDRB sektor pengadaan air, | Juta Rupiah 53.080 55.682
kebijakan ekonomi hijau pengolahan sampah, limbah
sebagai landasan dan daur ulang
pertumbuhan ekonomi 16 | Penurunan intensitas emisi % N/A 3,51
yang inklusif gas rumah kaca
4 Produk Domestik Regional | Juta Rupiah 74.162,92 74.349.661
Bruto (PDRB) ADHB
7 | Meningkatnya sumber 17 | Rasio PDRB Penyediaan % N/A 3,5
daya ekonomi dan nilai Akomodasi Makan dan
tambah produk sebagai Minum
landasan pertumbuhan 18 | Rasio PDRB Industri % N/A 27,28
ekonomi yang Pengolahan
berkelanjutan 19 | PDRB sektor Pertanian, Juta Rupiah N/A 9.098.964
Kehutanan dan Perikanan
20 | Pembentukan modal tetap % N/A 35,67
bruto
21 | Nilai investasi Milyar 2.423 1.400
rupiah
22 | Nilai ekspor US $ 91.931.198,14 | 101.416.266
3 Meningkatnya S PDRB ADHB per Kapita Juta Rupiah | 37,60 (2023) 40,69- 40,97
Kesejahteraan per kapita/
Masyarakat tahun
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INDIKATOR SASARAN REALISASI TARGET
NO. | TUJUAN PEMKAB | NO. SASARAN PEMKAB NO. PEMKAB SATUAN TAHUN 2024 | TAHUN 2025
6 Distribusi Pengeluaran % 17,32 (2023) 17,72- 17,92
Berdasarkan Kriteria Bank
Dunia
8 | Meningkatnya ekonomi 23 | Pengeluaran per Kapita yang | Juta Rupiah 12.960 13.056
masyarakat dan disesuaikan (Juta Rupiah per | per kapita/
Menurunnya ketimpangan kapita/ tahun) tahun
pendapatan masyarakat 24 | Distribusi Pengeluaran % 17,32 (2023) | 17,72- 17,92
Berdasarkan Kriteria Bank
Dunia
7 Angka Kemiskinan % 11,95 11,00- 9,93
9 | Tertanganinya kemiskinan | 25 | Indeks Kedalaman Angka 2,09 1,87
Kemiskinan
26 | Indeks Keparahan Angka 0,5 0,49
Kemiskinan
8 Tingkat pengangguran % 6,18 6,15- 5,8
terbuka (TPT)
10 | Tertanganinya 27 | Tingkat Partisipasi Angkatan % 93,82 93,65- 93,95
pengangguran Kerja (TPAK)
4 Meningkatnya 9 Indeks Ketahanan Pangan Angka 80,74 80,97
ketahanan pangan (IKP)
11 | Meningkatnya 28 | Nilai Aspek Ketersediaan Nilai 81,19 81,35
ketersediaan, Pangan IKP
keterjangkauan dan 29 | Nilai Aspek Keterjangkauan Nilai 82,54 82,79
pemanfaatan pangan Pangan IKP
30 | Nilai Aspek Pemanfaatan Nilai 79,05 79,33
Pangan IKP
31 | Prevalensi Ketidakcukupan N/A 7,5

Konsumsi Pangan atau
Prevalence of
Undernourishment (PoU)
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INDIKATOR SASARAN REALISASI TARGET
NO. | TUJUAN PEMKAB | NO. SASARAN PEMKAB NO. PEMKAB SATUAN TAHUN 2024 | TAHUN 2025
S Meningkatnya 10 | Rasio PDRB Kabupaten % 4,05 4,11
pengembangan terhadap Provinsi
wilayah dan 12 | Meningkatnya Daya Saing | 32 | Nilai Daya Saing Nilai 3,57 3,58
infrastruktur yang Infrastruktur infrastruktur
berkelanjutan
13 | Berkembangnya 33 | Indeks Desa Membangun Angka 0,748 0,750
perkotaan, perdesaan, dan (IDM)
pusat pertumbuhan 34 | Persentase Desa dan % 75,8 78
Kelurahan cepat berkembang
35 | Wilayah Pengembangan PUD Kecamatan 0 1
36 | Peningkatan Produksi/Nilai % 0 0
Tambah PUD pada wilayah
pengembangan PUD
6 Terwujudnya Tata 11 | Indeks Reformasi Birokrasi Angka 86,74 87,00
Kelola Pemerintahan 14 | Meningkatnya kualitas dan | 37 | Indeks Sistem Pemerintahan Angka 4,09 4,1
Daerah LS . .
berintegritas, adaptif efekt1v.1tas penyelenggaraan Berbasis Elektronik (SPBE)
dan kolaboratif serta Pemerintahan Daerah 38 | Indeks Pemerintahan Digital Angka N/A N/A
mendukung
peningkatan daya 39 | Indeks Pelayanan Publik (IPP) Angka N/A 4,45
saing daerah 40 | Survey Penilaian Integritas % 77,55 77,75
41 | Nilai MCP Angka 91,5 92
42 | Nilai SAKIP Angka 81,79 82
43 | Capaian Opini BPK status % 100 100
WTP terhadap laporan
keuangan daerah (%)
44 | Nilai Maturitas SPIP Angka 3,381 3,39
45 | Indeks Reformasi Hukum Angka 97,66 97,75
12 | Indeks daya saing daerah Angka 4,01 4,03
(IDSD)
15 46 | Nilai Pilar kapabilitas inovasi Nilai 4,26 4,27
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INDIKATOR SASARAN REALISASI TARGET
NO. | TUJUAN PEMKAB | NO. SASARAN PEMKAB NO. PEMKAB SATUAN TAHUN 2024 | TAHUN 2025
Meningkatnya Stabilitas 47 | Indeks Inovasi Daerah (IID) Angka 53.56 55.00
dan Inovasi Daerah 48 | Angka Kriminalitas Per 100.000 21,38 20,23
penduduk
49 | Angka Inflasi % 1-3 1-3
50 | Disparitas Harga 15 +10
51 | Rasio Kapasitas Fiskal 0,959 0,83
Daerah
7 Meningkatnya 13 | Emisi GRK kumulatif (Ton CO2 eq)| 58.120,045 259.253,76
kualitas lingkungan (2023)
hidup, ketahanan 16 | Meningkatnya 52 | Indeks Kualitas Lingkungan Angka N/A 75,49
terhadap perubahan Perlindungan dan Hidup (IKLH)
iklim dan bencana Pengelolaan Lingkungan
Hidup
14 | Indeks Risiko Bencana Angka 109,01 107,77
(IRB)
17 | Menurunnya risiko 53 | Indeks Risiko Bencana (IRB) Angka 109,01 107,77

bencana

Sumber: Rancangan PJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029
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Sebagai upaya dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan
daerah Kabupaten Banyumas dirumuskan arah kebijakan. Rumusan arah
kebijakan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan
dicapai dengan serangkaian strategi perencanaan pembangunan.

Berdasarkan RPD Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 ditetapkan
arah kebijakan tahunan selama 3 (tiga) tahun yang menjadi acuan dalam
penentuan fokus dan prioritas pembangunan. Arah kebijakan tahun 2025
mengacu pada RPD Tahun 2024-2026 yaitu Peningkatan Daya Saing SDM
dan pengembangan potensi daerah untuk meningkatkan daya saing
daerah. Dalam penyusunan arah kebijakan tahun 2025 telah
memperhatikan tema pembangunan tahap pertama (2025-2029) pada
Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banyumas tahun
2025-2045, yaitu “Penguatan landasan transformasi”. Tema pembangunan
setiap tahapan lima tahunan pada RPJPD dijabarkan sebagai berikut.

Tahun 2035-2039

/"_\.
‘/‘ ¥ " “..
| Tahap 2 Iy
\féne y
) 4
-

Tahun 2040-2045

Perwujudan Basryumas Hebat
Harmoni Borkelanjutan, Berdaya saing Maju
Mandirl Berbudaya menuju Sejahtera

Gambar 4. 1. Tema Pembangunan RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun
2025-2045 Setiap Tahapan
Sumber: Dokumen RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2045

Arah kebijakan yang telah disusun diturunkan dalam sejumlah strategi
untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Strategi tahun 2025
berdasarkan RPD Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 diuraikan pada
tabel sebagai berikut:

Tabel 4. 3.
Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Banyumas Tahun 2025
No Tujuan No Sasaran No Strategi
1 | Mewujudkan 1 | Mewujudkan ASN 1 Penerapan reward dan
Tata Kelola profesional punishment serta
Pemerintahan penguatan kapasitas
yang Bersih ASN dan implementasi
Efektif dan ASN BerAKHLAK
Berdaya Saing
2 | Meningkatkan kualitas 2 Perluasan akses layanan
pelayanan publik publik
3 | Mewujudkan tata kelola 3 | Peningkatan kualitas
pemerintahan yang Perencanaan,
efektif dan kolaboratif pelaksanaan,

pendokumentasian dan
evaluasi Kinerja Instansi
Pemerintah

4 | Peningkatan kinerja
pengelolaan keuangan
dan aset daerah seta
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No Tujuan No Sasaran No Strategi
mengoptimalkan sistem
pengelolaan pendapatan
daerah

S | Optimalisasi tata kelola
dan manajemen SPBE
serta peningkatan
Infrastruktur Digital

2 | Meningkatkan 4 | Mengoptimalkan 6 | Optimalisasi

Pertumbuhan pengembangan potensi pemanfaatan
Ekonomi dan ekonomi daerah Sumber Daya dalam
Daya Saing pengembangan  potensi
Daerah ekonomi daerah
S | Meningkatkan stabilitas 7 | Optimalisasi penanganan
keamanan wilayah gangguan ketentraman,
ketertiban umum dan
perlindungan masyarakat
serta keterjangkauan
pelayanan penanganan
penanggulangan
ketentraman dan
ketertiban

8 | Peningkatan peran aktif
Ormas dalam kegiatan
pembangunan yang
berwawasan nusantara
dan
upaya deteksi dini
potensi konflik di
masyarakat serta
mengoptimalkan
koordinasi
penanggulangan dan
pencegahan
penyalahgunaan
narkotika

6 | Meningkatkan sarana 9 | Pengurangan

dan prasarana wilayah permukiman kumuh dan
RTLH serta peningkatan
ketersediaan Prasarana
Sarana Utilitas Umum
(PSU) perumahan dan
ketersediaan serta
kualitas infrastruktur
pelayanan dasar

10 | Optimalisasi
perencanaan tata ruang,
pemanfaatan dan
pengendalian
pemanfaatan ruang, serta
meningkatkan fasilitasi
pemanfaatan
penggunaan tanah

7 | Meningkatkan 11 | Optimalisasi tata kelola
keberlanjutan dan pengendalian
lingkungan dan lingkungan hidup serta
menurunkan resiko meningkatkan ruang

bencana

terbuka hijau
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No Tujuan No Sasaran No Strategi
12 | Peningkatan ketahanan
daerah dalam
penanggulangan bencana
8 | Meningkatkan 13 | Penguatan SDM dan
kapabilitas riset dan peningkatan kerjasama
inovasi riset dan inovasi daerah
serta fasilitasi
pengembangan inovasi
daerah
3 | Menangani 9 | Mengurangi beban 14 | Perluasan akses bantuan
Kemiskinan pengeluaran dan sosial dan pelayanan
dan meningkatkan dasar bagi masyarakat
Pengangguran pendapatan masyarakat miskin
serta miskin
Meningkatkan
Kualitas 15 | Meningkatkan
Sumber Daya Pemberdayaan dan
Manusia kemandirian masyarakat
inklusif
16 | Peningkatan kualitas
layanan rumah singgah
10 | Meningkatkan 17 | Peningkatan kemudahan
Kesempatan kerja investasi dan
pendampingan usaha
11 | Meningkatkan kualitas 18 | Peningkatan kemitraan
dan daya saing tenaga kerja
kerja
12 | Meningkatkan derajat 19 | Peningkatan pelayanan
kesehatan masyarakat kesehatan sesuai standar
melalui peningkatan
kapasitas dan
kompetensi SDM
kesehatan
13 | Meningkatkan derajat 20 | Penguatan kualitas
pendidikan layanan pendidikan dasar
khususnya pendidikan
inklusi
14 | Meningkatnya literasi 21 | Peningkatan dan
masyarakat perluasan akses layanan
literasi
15 | Mengoptimalkan 22 | Peningkatan kualitas dan
pengendalian kuantitas pelayanan KB
pertumbuhan penduduk
16 | Meningkatkan kualitas 23 | Peningkatan peran serta
hidup perempuan dan perempuan dalam
anak kegiatan ekonomi serta
pemenuhan hak anak
17 | Meningkatkan 24 | Fasilitasi kegiatan
kapabilitas dan daya pengembangan prestasi
saing pemuda pemuda serta penguatan
organisasi kepemudaan
4. | Memperkuat 18 | Meningkatkan 25 | Penguatan SDM dan
ketahanan ketersediaan pangan kelembagaan dalam
pangan secara mandiri. kegiatan intensifikasi
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4.2.

No Tujuan No Sasaran No Strategi

produksi komoditas

pangan
19 | Meningkatkan 26 | Peningkatan pemenuhan
keterjangkauan pangan dan pemanfaatan sarpras

pendukung pengelolaan
cadangan pangan

20 | Mengoptimalkan 27 | Penguatan SDM dan
Pemanfaatan Pangan kelembagaan dalam
pengelolaan  komoditas
pangan dan keamanan
pangan serta diversifikasi

konsumsi pangan

Sumber: RPD Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025

Prioritas pembangunan daerah tahun 2025 pada dasarnya adalah
gambaran prioritas pembangunan Kabupaten Banyumas tahun 2025 yang
diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan RPD Kabupaten
Banyumas Tahun 2024-2026 pada tahun rencana. Prioritas Pembangunan
daerah menjadi agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang
menjadi capaian antara menuju sasaran 3 (tiga) tahunan RPD. Prioritas
pembangunan juga dapat dikategorikan sebagai operasional dari tujuan
strategis daerah mendasarkan pada urgensi daya ungkit pada kesejahteraan
dan cakupan pembangunannya. Sebagai bagian dari pembangunan
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional, prioritas
pembangunan daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 dirumuskan
secara bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan di
tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional tahun 2025
merupakan implementasi dokumen RPJPN Tahun 2025-2045 periode
pembangunan tahap pertama/ 5 (lima) tahun pertama (2025-2029),
dan menjadi kinerja pembangunan tahun pertama dari Presiden dan
Wakil Presiden terpilih periode 2025-2029 (RPJMN Tahun 2025-
2029). RKP Tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari RPJMN
Tahun 2025-2029 disusun sebagai langkah untuk membantu
mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 yaitu “Negara Nusantara
Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”, dengan berfokus pada
perkuatan fondasi transformasi menuju Indonesia Emas 2045. RKP
Tahun 2025 memiliki tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif
dan Berkelanjutan”.

- ——————

I | ﬁ

: RPJMN | (2025 2029) | RPJMN I (zoso 2034) PJMN I1l (2035-2039 RPJMN IV (2040-2045)
I
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Perwujudan >
Indonesia Emas

Pe:(uatafn Fondasi AkseleraSI
ransformasi Transformasl

_________

Gambar 4. 2. Fokus Tahapan Pembangunan Jangka Panjang

Nasional Tahun 2025-2045
Sumber: Kementerian PPN/ Bappenas, 2025

RKP Tahun 2025 yang menjadi bagian dari RPJMN Tahun 2025-
2029 disusun dengan mengintegrasikan kebijakan RPJPN Tahun
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2025-2045 dengan Visi, Misi, dan Program Presiden dan Wakil
Presiden terpilih. Visi Presiden Tahun 2025-2029 yaitu “Bersama
Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi ini dicapai
dengan delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Asta Cita, yang
menjadi prioritas pembangunan nasional untuk menciptakan fondasi
yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas Tahun 2045,
serta mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional tahun

2025. Prioritas pembangunan nasional tersebut antara lain:

1) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi
manusia (HAM);

2) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan
mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan,
energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan
ekonomi biru;

3) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan
lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,
mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan
agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif
koperasi;

4) Memperkuat pembangunan sumberdaya manusia (SDM), sains,
teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan
gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi
milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;

5) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis
sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam

negeri;

6) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan
ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan
kemiskinan;

7) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta
memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba,
judi, dan penyelundupan,;

8) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan
lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi
antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan
makmur.

Sebagai upaya mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil
Presiden serta mendukung pencapaian sasaran RPJPN 2025-2045,
maka ditetapkan target sasaran pembangunan nasional RPJMN 2025-
2029 agar kinerja pembangunan terukur. Sasaran pembangunan
nasional tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan
Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar
Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio
Gini, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Kemiskinan Ekstrem, serta
Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca. Target sasaran tahun 2025 dapat
dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 4.
Target Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025
No Sasaran Satuan | Target 2025
1 [Tingkat Kemiskinan Ekstrem Persen 0
2 |Rasio Gini 0,379 - 0,382
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No Sasaran Satuan Target 2025
3 [ndeks Modal Manusia Indeks 0,56

4 [Penurunan Intensitas Emisi GRK Persen 38,6

5 [Nilai Tukar Nelayan (kumulatif) Nilai 105 - 108
6 [Nilai Tukar Petani (kumulatif) Nilai 115-120
7  [Pertumbuhan Ekonomi Persen 5,3-5,6

8 [Tingkat Pengangguran Terbuka Persen 4,5-5,0
9 [Tingkat Kemiskinan Persen 7,0 -8,0

Sumber: Dokumen RKP Nasional Tahun 2025

4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
Berdasarkan RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026,
pembangunan daerah tahun 2025 diarahkan pada tema
pembangunan yaitu “Peningkatan Perekonomian Daerah yang
Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya
Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter”. Arah kebijakan
tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah Tahun 2025,
antara lain:

Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan
berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan
infrastruktur yang merata dan berkualitas, dengan fokus pada:

1.

a)

b)

d)

Memperkuat pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan
pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan Jawa
Tengah, mendorong pertumbuhan penanaman modal,
meningkatkan rasio kemandirian fiskal dengan memperbesar
rasio pendapatan asli daerah, didukung dengan perbaikan
pengelolaan keuangan daerah dan aset, serta menjaga
kondusivitas wilayah;

Meningkatkan pemerataan ekonomi dengan penciptaan akses
ekonomi produktif dan perluasan lapangan kerja, pemerataan
akses pelayanan dasar bagi penduduk miskin, serta
peningkatan konektivitas wilayah dan infrastruktur dasar;
Meningkatkan upaya pengendalian inflasi daerah melalui
penguatan kapasitas kelembagaan tim pengendali inflasi
daerah (TPID) dengan koordinasi lintas sektor, menjaga
kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat, serta
meningkatkan keterjangkauan akses pangan beragam dan
berkualitas;

Meningkatkan daya saing tenaga kerja melalui peningkatan
produktivitas tenaga kerja di perusahaan dan calon tenaga
kerja, mutu pendidikan vokasi melalui peningkatan sarana
praktek pembelajaran sesuai standar dunia usaha dan dunia
industri (DUDI), kompetensi tenaga kerja dengan pemagangan
sesuai DUDI; pemberdayaan angkatan kerja; penempatan
tenaga kerja; dan peningkatan kualitas tenaga kerja melalui
pelatihan calon tenaga kerja dan instruktur, serta
kompensasi;

Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha pertanian melalui
penguatan database petani dan peningkatan kompetensi dan
keterampilan, peningkatan kapasitas usaha, perlindungan,
dan akses pemasaran.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar,
sehat, bugar, berkarakter dan adaptif secara inklusif dan merata
dengan fokus pada:
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a)

b)

g)

h)

Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat yang inklusif
dan merata peningkatan kualitas pembelajaran berbasis
softskill dan IT secara adaptif dan inklusif, peningkatan
kualitas guru dan tenaga kependidikan,
penguatan pendidikan karakter menekankan pada nilai
kearifan lokal, budaya literasi, budaya hidup sehat dan bugar,
etos kerja, anti perundungan, diskriminasi, kesadaran
mengenai kesehatan mental, serta peduli lingkungan dan
tanggap bencana; Pemenuhan sarana prasarana pendidikan
untuk peningkatan kualitas pembelajaran yang didukung
pemanfaatan  teknologi  informasi; serta  Perluasan
implementasi strategi penanganan ATS di wilayah kemiskinan
ekstrem berbasis pendataan dan kerjasama multipihak;
Meningkatkan pemerataan akses pelayanan kesehatan
dengan pemenuhan prasarana dan sarana, pemenuhan
jumlah dan distribusi sumber daya manusia (SDM) kesehatan
secara bertahap, penyusunan kebijakan,
perbaikan baseline data, pemenuhan SOP; pemberdayaan
masyarakat dalam penanganan permasalahan kesehatan;
penguatan implementasi digitalisasi layanan di fasilitas
kesehatan primer dan rujukan yang terhubung dengan sistem
layanan provinsi; identifikasi kebutuhan
peningkatan kapasitas SDM kesehatan; peningkatan
dukungan kabupaten/kota dalam upaya pencegahan dan
pengendalian penyakit menular khususnya TB, malaria dan
DBD, penyakit tidak menular khususnya jantung dan stroke,
masalah kesehatan jiwa serta kejadian luar
biasa (KLB)/krisis kesehatan; pemetaan kapasitas fasilitas
layanan kesehatan (fasyankes) dalam pemberian layanan
prioritas untuk perluasan cakupan kesehatan semesta;
revitalisasi pelaksanaan pemanfaatan pekarangan untuk
pemenuhan gizi keluarga; serta pendampingan keluarga
dalam penyediaan dan pengolahan pangan bergizi dan
berkualitas;

Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk hidup bugar,
meningkatkan penyediaan sarpras olahraga memadai dan
terjangkau, pembinaan dan pelatihan atlet;

Peningkatan kualitas prasarana sarana literasi dan kapasitas
SDM;

Peningkatan kepemimpinan, kepeloporan, dan pemberdayaan
pemuda;

Meningkatkan nilai-nilai budaya masyarakat melalui
peningkatan perlindungan dan pengembangan warisan
budaya termasuk implementasi nilai agama, serta
peningkatan literasi dan ekspresi budaya dalam berbagai
platform termasuk platform digital,;

Meningkatkan pembangunan berbasis gender melalui
peningkatan kontribusi perempuan dalam pengambilan
keputusan di berbagai aspek dengan didukung ketersediaan
data pilah gender;

Meningkatkan ketahanan keluarga dengan penurunan
kekerasan berbasis gender, serta meningkatkan pemenuhan
hak anak dan perlindungan terhadap anak melalui fasilitasi
pembentukan unit pelaksana teknis daerah (UPTD)
perlindungan perempuan dan anak (PPA) kabupaten/kota,
penguatan jejaring penyelenggaraan pelayanan terpadu milik
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provinsi, peningkatan pemahaman aparat mengenai
penanganan restoratif bagi pelaku dan korban kekerasan
berbasis gender, pendidikan anti kekerasan sejak usia dini,
pencegahan perkawinan anak melalui intervensi lintas sektor,
peningkatan kualitas penyelenggaraan kabupaten/kota layak
anak

3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan

lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang

berkelanjutan dengan fokus pada:

a) Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan kualitas
lingkungan hidup dalam rangka mendukung upaya adaptasi
dan mitigasi perubahan iklim;

b) Meningkatkan ketahanan energi untuk mewujudkan transisi
energi yang terjangkau dan inklusif;

c) Meningkatkan ketahanan sumber daya air;

d) Menurunkan risiko bencana;

Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan

kolaboratif dengan fokus pada:

a) Mewujudkan birokrasi yang adaptif termasuk didalamnya
penyempurnaan
peta proses bisnis pemerintahan berbasis teknologi informasi,
evaluasi struktur organisasi berdasarkan peta proses bisnis,
pengembangan kompetensi dan kinerja ASN, memetakan
kesenjangan kompetensi dan kinerja, penyelenggaraan
pengembangan kompetensi tematik, serta penguatan
manajemen organisasi berbasis risiko dan riset didukung
dengan penyediaan data pembangunan berbasis teknologi
informasi;

b) Mewujudkan pemerintahan yang kolaboratif melalui
peningkatan peran masyarakat melalui co-creator.

Tujuan pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

berdasarkan RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 yaitu
‘Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari”. Didukung
dengan empat Sasaran Pembangunan Daerah, antara lain:

1)
2)
3)

4)

Meningkatnya perekonomian tangguh yang berdaya saing dan
berkelanjutan;

Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya
saing, berkarakter, dan adaptif;

Meningkatnya ketahanan sumber daya alam dan lingkungan
hidup;

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang dinamis.

Target kinerja tujuan dan sasaran pembangunan daerah Jawa

Tengah yang akan dicapai pada tahun 2025 sebagai berikut:

CONoORR L=

PDRB per kapita sebesar 49,30 — 49,73 juta rupiah;
Angka Kemiskinan sebesar 9,66% - 9,00%;

Indeks Rasio Gini sebesar 0,362 — 0,367;

Pertumbuhan Ekonomi 4,90% — 5,60%;

Inflasi pada angka 1,50% — 3,50%;

Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,81% — 4,42%;
Nilai Tukar Petani sebesar 107,52;

Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,99;

Indeks Pembangunan Kebudayaan sebesar 62,24 — 62,31;

10 Indeks Pembangunan Gender sebesar 93,13;
11. Indeks Pembangunan Keluarga sebesar 64, 07
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4.2.3.

12. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 75,68;
13. Persentase Penurunan Indeks Risiko Bencana sebesar 4%; dan
14. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 83,50.

Prioritas Pembangunan Kabupaten Banyumas Tahun 2025

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten
Banyumas didasarkan pada hasil analisis terhadap hasil evaluasi
pelaksanaan RKPD tahun 2025, identifikasi permasalahan ditingkat
daerah dan nasional, dan capaian kinerja serta rancangan kerangka
ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan yang direncanakan
dalam RPD Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 untuk rencana
pembangunan tahun 2025, dengan penyelarasan terhadap RKP
Tahun 2025 dan RKPD Provinsi Jawa Tengah tahun 2025.

Prioritas pembangunan disusun berdasarkan pendekatan
partisipatif, teknokratik, dan politis. Integrasi pendekatan
perencanaan teknokratis, politik dan partisipasi dilaksanakan agar
program-program dalam RKPD Kabupaten Banyumas merupakan
program prioritas untuk mendukung tujuan dan sasaran
pembangunan. Program-program pembangunan yang berpihak
kepada masyarakat sebagai hasil rumusan perencanaan politik
dalam bentuk aspirasi akan dipadukan dengan perencanaan
teknokratik dan partisipatif.

Pembangunan daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025
diarahkan dengan tema “Peningkatan Daya Saing SDM dan
Pengembangan Potensi Daerah untuk Meningkatkan Daya Saing
Daerah”. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran serta
penyelesaian masalah dan isu strategis pada RPD Kabupaten
Banyumas Tahun 2024-2026 disusun arah kebijakan dan prioritas
pembangunan tahun 2025 untuk mendorong pencapaian tersebut.
Prioritas pembangunan dan fokus tahun 2025 dijabarkan sebagai
berikut:

Tabel 4. 5.
Prioritas dan Fokus Pembangunan Kab. Banyumas Tahun 2025
Prioritas
Pembangunan
No Kab. Banyumas Fokus
Tahun 2025
1 Peningkatan daya | a. Peningkatan kualitas dan perluasan akses
saing SDM untuk layanan dasar kesehatan melalui
mendorong peningkatan sarana prasarana,
peningkatan daya kompetensi SDM Kesehatan, dan
saing daerah rekomendasi kematian ibu.

b. Penguatan kualitas dan akses layanan
pendidikan dasar khususnya pendidikan
inklusi dengan mewajibkan peserta didik untuk
lulus PAUD minimal satu tahun dan
penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) untuk
mencapai Wajib Belajar 13 Tahun;

c. Peningkatan budaya dan akses layanan

literasi
d. Peningkatan perlindungan dan
pemberdayaan perempuan serta

pemenuhan hak anak

e. Peningkatan prestasi pemuda dan olahraga
serta penguatan organisasi kepemudaan

f. Peningkatan pelayanan keluarga berencana
dalam mengendalikan laju pertumbuhan
penduduk
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Prioritas
Pembangunan

No Kab. Banyumas Fokus
Tahun 2025
. Peningkatan kualitas gizi masyarakat
dalam penurunan stunting serta
peningkatan edukasi melalui
pemberdayaan
2 | Penurunan . Peningkatan pemberdayaan dan
pengangguran dan kemandirian masyarakat inklusif melalui
kemiskinan perluasan akses bantuan sosial dan
melalui pelayanan dasar masyarakat
peningkatan miskin/rentan;
investasi dan | b. Peningkatan kualitas layanan rumah
pemberdayaan singgah;
masyarakat . Peningkatan kemudahan investasi dan
pendampingan usaha bagi Masyarakat
. Peningkatan kerjasama/hubungan
industrial dalam peningkatan kualitas dan
daya saing penyerapan tenaga kerja
. Pengurangan permukiman kumuh dan
RTLH serta peningkatan ketersediaan
Prasarana Sarana Utilitas (PSU)
perumahan
3 Penguatan . Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif,
ekonomi daerah pemajuan kebudayaan lewat perlindungan,
melalui pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan
Pengembangan objek kebudayaan, serta pembinaan sejarah
. lokal
potensi daerah

berbasis riset dan
inovasi

. Peningkatan kualitas serta peran aktif

koperasi dan UMKM

. Peningkatan kerjasama riset dan inovasi

daerah serta fasilitasi

inovasi daerah

pengembangan

. Peningkatan

nilai tambah ekonomi,
perluasan pasar dan volume ekspor
komoditas unggulan, serta pengembangan
industri perdagangan

4 | Memperkuat . peningkatan pengelolaan komoditas
ketahanan pangan pangan, ketersediaan pangan,
untuk mendukung . .
ketahanan ekonomi keterjangkauan pangan, pengendalian

harga pangan, pengendalian dan
pengawasan pangan, dan kemandirian
pangan dengan penguatan SDM,
kelembagaan dan sarpras, penurunan nilai
(Prevalence of Undernourishment/ PoU) serta
optimalisasi pemanfaatan pangan dengan
meningkatkan keamanan pangan dan
diversifikasi konsumsi pangan

S | Pengelolaan . Peningkatan kapasitas kelembagaan dan
keberlanjutan masyarakat dalam mitigasi dan
lingkungan hidup penanggulangan bencana
dan penguatan | b. Optimalisasi tata kelola dan pengendalian
ketahanan daerah lingkungan hidup serta meningkatkan
dalam ruang terbuka hijau
penanggulangan . Optimalisasi pengendalian pencemaran
bencana serta dan kerusakan lingkungan hidup
pengendalian risiko | d. Optimalisasi pengelolaan sampah yang
bencana terintegrasi

6 | Peningkatan . optimalisasi manajemen dan kapasitas ASN

profesionalitas ASN

BerAKHLAK, meningkatkan tata kelola
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4.2.4.

Prioritas
Pembangunan
No Kab. Banyumas Fokus
Tahun 2025
dan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif dan bersih
pemerintahan yang dengan perluasan akses pelayanan publik,
efektif, berdaya pengendalian internal dan peningkatan
saing serta akuntabilitas kinerja pemerintah serta
berbasis efektivitas dan efisiensi pengelolaan aset,
infrastruktur keuangan dan pendapatan daerah dengan
digital mengoptimalkan tata kelola dan
manajemen Sistem pemerintahan berbasis
elektronik
7 | Perencanaan . Optimalisasi perencanaan tata ruang,
penataan kawasan pemanfaatan dan pengendalian
strategis, pemanfaatan ruang
penyelenggaraan . Peningkatan fasilitasi pemanfaatan
penataan ruang penggunaan tanah
serta . Peningkatan dan pemeliharaan jalan dan
pengembangan dan jembatan untuk akses publik
pengelolaan
infrastruktur
pendukung
konektivitas antar
wilayah untuk
persiapan
pemekaran
8 | Optimalisasi . Optimalisasi penanganan gangguan
keamanan, ketentraman, ketertiban umum dan
ketentraman, perlindungan masyarakat serta
ketertiban dan keterjangkauan pelayanan penanganan
perlindungan penanggulangan ketentraman dan
masyarakat serta ketertiban
memelihara . Menjaga stabilitas politik dan keamanan
persatuan dan daerah
kesatuan bangsa di | c. Peningkatan peran aktif Ormas dalam
masyarakat kegiatan pembangunan yang berwawasan
nusantara dan upaya deteksi dini potensi
konflik di Masyarakat

Sumber: diolah Bappedalitbang, 2025

Keselarasan Prioritas Daerah dengan Prioritas Provinsi Jawa Tengah
dan Nasional Tahun 2025

Perumusan prioritas pembangunan Kabupaten Banyumas
Tahun 2025 disusun dengan menyelaraskan prioritas Nasional dan
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025. Keselarasan tersebut dapat
dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 4. 6.

Keselarasan Prioritas Kabupaten Banyumas tahun 2025 dengan
Prioritas Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2025

Prioritas Kabupaten

Prioritas Provinsi

No Prioritas Nasional No Banyumas Tahun No | Jawa Tengah Tahun
2025 2025
PN 4| Memperkuat PK | Peningkatan daya |PP 2| Peningkatan kualitas
pembangunan 1 |saing SDM untuk sumber daya manusia
sumberdaya manusia mendorong yang lebih pintar, sehat,
(SDM), sains, teknologi, peningkatkan daya bugar, berkarakter dan
pendidikan, kesehatan, saing daerah adaptif secara inklusif
prestasi olahraga, dan merata
kesetaraan gender,
serta penguatan peran
perempuan, pemuda
(generasi milenial dan
generasi Z), dan
penyandang disabilitas
PN 6| Membangun dari desa | PK | Penurunan PP 1| Peningkatan kapasitas
dan dari bawah untuk | 2 | pengangguran dan perekonomian yang
pertumbuhan ekonomi, kemiskinan melalui berdaya  saing dan
pemerataan ekonomi, peningkatan berkelanjutan berbasis
dan pemberantasan investasi dan sektor unggulan
kemiskinan pemberdayaan didukung dengan
masyarakat infrastruktur yang
merata dan
berkualitas
PN 5| Melanjutkan hilirisasi | PK | Penguatan ekonomi |PP 1| Peningkatan kapasitas
dan mengembangkan | 3 | daerah melalui perekonomian yang
industri berbasis Pengembangan berdaya saing dan
sumber daya alam potensi daerah berkelanjutan berbasis
untuk  meningkatkan berbasis riset dan sektor unggulan
nilai tambah di dalam inovasi didukung dengan
negeri; infrastruktur yang
merata dan
berkualitas
PN 2| Memantapkan sistem | PK | Memperkuat PP 1| Peningkatan kapasitas
pertahanan keamanan | 4 | ketahanan  pangan perekonomian yang
negara dan mendorong untuk  mendukung berdaya saing dan
kemandirian bangsa ketahanan ekonomi berkelanjutan berbasis
melalui swasembada sektor unggulan
pangan, energi, air, didukung dengan
ekonomi syariah, infrastruktur yang
ekonomi digital, merata dan
ekonomi hijau, dan berkualitas
ekonomi biru
PN 8| Memperkuat PK | Pengelolaan PP 3| Peningkatan
penyelarasan S | keberlanjutan keberlanjutan
kehidupan yang lingkungan hidup pengelolaan sumber
harmonis dengan dan penguatan daya alam dan
lingkungan, alam, dan ketahanan daerah lingkungan hidup
budaya, serta dalam dalam mendukung
peningkatan toleransi penanggulangan perekonomian daerah
antarumat  beragama bencana serta yang berkelanjutan
untuk mencapai pengendalian risiko
masyarakat yang adil bencana

dan makmur.
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Prioritas Kabupaten Prioritas Provinsi
No Prioritas Nasional No | Banyumas Tahun | No | Jawa Tengah Tahun
2025 2025
PN 7| Memperkuat reformasi | PK | Peningkatan PP 4| Peningkatan tata kelola
politik, hukum, dan | 6 | profesionalitas ASN pemerintahan yang
birokrasi, serta dan tata kelola lebih adaptif dan
memperkuat pemerintahan yang kolaboratif
pencegahan dan efektif, berdaya saing
pemberantasan serta berbasis
korupsi, narkoba, judi, infrastruktur digital
dan penyelundupan
PN 3| Melanjutkan PK | Perencanaan PP 1| Peningkatan kapasitas
pengembangan 7 | penataan  kawasan perekonomian yang
infrastruktur dan strategis, berdaya  saing dan
meningkatkan penyelenggaraan berkelanjutan berbasis
lapangan kerja yang penataan ruang serta sektor unggulan
berkualitas, mendorong pengembangan dan didukung dengan
kewirausahaan, pengelolaan infrastruktur yang
mengembangkan infrastruktur merata dan
industri kreatif serta pendukung berkualitas
mengembangkan konektivitas antar
agromaritim industri di wilayah untuk
sentra produksi melalui persiapan
peran aktif koperasi; pemekaran
PN 1| Memperkokoh ideologi | PK | Optimalisasi PP 1| Peningkatan kapasitas
Pancasila, demokrasi, | 8 |keamanan, perekonomian yang
dan hak asasi manusia ketentraman, berdaya saing dan
(HAM) ketertiban dan berkelanjutan berbasis
perlindungan sektor unggulan
masyarakat serta didukung dengan
memelihara infrastruktur yang
persatuan dan merata dan
kesatuan bangsa di berkualitas
masyarakat

Sumber: diolah Bappedalitbang, 2025

4.2.5.

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh
prioritas kabupaten Banyumas tahun 2025 (100%) selaras dengan
prioritas nasional tahun 2025 dan Provinsi Jawa Tengah tahun 2025,
karena seluruh prioritas kabupaten (8 prioritas) selarasa dengan
prioritas Provinsi Jawa Tengah (4 prioritas) dan prioritas nasional (8
prioritas).

Keterkaitan Arah Kebijakan Kabupaten Banyumas Tahun 2025
dengan Tujuan/Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten
Banyumas Tahun 2024-2026

Tujuan/sasaran, strategi dan arah kebijakan Rencana
Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026
yang telah dipetakan selama 3 (tiga) tahun diturunkan sebagai acuan
arah kebijakan untuk pembangunan tahun 2025. Dengan kata lain,
arah kebijakan tahun 2025 menurunkan strategi dan arah kebijakan
pada tahun 2024-2026 untuk mendukung pencapaian tujuan dan
sasaran pembangunan Kabupaten Banyumas tahun 2024-2026 yang
tercantum dalam RPD. Keterkaitan tujuan, sasaran, strategi tahun
2024-2026 dengan arah kebijakan Kabupaten Banyumas tahun 2025
secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 4. 7.

Keterkaitan Pemetaan Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 dengan Arah Kebijakan Tahun 2025

INDIKATOR ARAH
TUJUAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN 2025
Memperkuat Indeks Ketahanan | Meningkatkan ketersediaan | Nilai aspek ketersediaan pangan | Meningkatkan produksi dan | Peningkatan Daya

Ketahanan Pangan

Pangan

pangan secara mandiri

dalam IKP

produktivitas komoditas pangan

Meningkatkan
keterjangkauan pangan

Nilai aspek keterjangkauan
pangan dalam IKP

Meningkatkan keterjangkauan harga
pangan, pemerataan  distribusi
pangan, serta mengoptimalkan
pengelolaan cadangan pangan

Mengoptimalkan Nilai aspek pemanfaatan pangan | Meningkatkan keamanan pangan
pemanfaatan pangan dalam IKP serta mengoptimalkan pola
konsumsi pangan ideal

Menangani Indek Mengoptimalkan Laju Pertumbuhan Penduduk Meningkatkan kesadaran dan

kemiskinan dan Pembangunan pengendalian pertumbuhan partisipasi masyarakat terhadap

pengangguran serta Manusia IPM Penduduk keluarga berencana

meningkatkan Meningkatkan Derajat Usia Harapan Hidup UHH Meningkatkan kualitas dan

kualitas SDM kesehatan masyarakat pemerataan pelayanan kesehatan
Meningkatkan derajat Harapan Lama Sekolah Meningkatkan kualitas dan
pendidikan pemerataan layanan pendidikan
Meningkatkan kualitas Indek Pembangunan Gender IPG | Meningkatkan pembangunan
hidup perempuan dan anak Kota Layak Anak berbasis gender dan Anak
Meningkatkan Literasi Indek Pembangunan Literasi Meningkatkan minat baca

Masyarakat

Masyarakat

masyarakat melalui literasi digital

Meningkatkan kapasitas
dan daya saing Pemuda

Tingkat Daya Saing Kepemudaan
dan Keolahragaan

Meningkatkan peran aktif pemuda
serta prestasi pemuda dan olahraga

Tingkat
Pengangguran
Terbuka TPT

Meningkatnya kesempatan
kerja

Tingkat Kesempatan Kerja

Meningkatkan iklim investasi dan
usaha

Meningkatkan kualitas dan
daya saing tenaga kerja

Angkatan kerja yang bekerja
dengan pendidikan tertinggi yang
ditamatkan minimal SLTA

Meningkatkan produktivitas tenaga
kerja

Angka Kemiskinan

Mengurangi beban
pengeluaran dan
meningkatkan pendapatan
masyarakat miskin

Indek Kedalaman Kemiskinan

Meningkatkan

kualitas dan

pemanfaatan data terpadu
kemiskinan untuk mengoptimalkan
perlindungan dan jaminan sosial
masyarakat miskin

Saing SDM dan
pengembangan
potensi daerah
untuk
meningkatkan
daya saing daerah
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INDIKATOR ARAH
TUJUAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN 2025
Meningkatkan pemberdayaan
masyarakat rentan miskin
Meningkatkan layanan PPKS
Meningkatkan Laju Pertumbuhan | Mengoptimalkan Nilai Produk Domestik Regional Mengoptimalkan pengembangan
Pertumbuhan Ekonomi ADHK Pengembangan Potensi Bruto produk potensi ekonomi daerah

Ekonomi dan Daya
Saing Daerah

Ekonomi Daerah

Rasio PDRB Penyediaan
Akomodasi Makan dan Minum

Rasio PDRB Industri Pengolahan

PDRB sektor Pertanian,
Kehutanan, dan Perikanan

Indeks Daya Saing
Daerah

Meningkatkan kapabilitas
Riset dan Inovasi

Indeks Pilar kapabilitas inovasi
pada IDSD

Meningkatkan kualitas hasil riset
serta pengembangan inovasi daerah
yang tepat guna

Meningkatkan sarana dan
prasarana wilayah

Indek Daya saing infrastruktur

Meningkatkan kualitas
permukimandan cakupan
infrastruktur pelayanan dasar

Merencanakan penataan kawasan
strategis, pengembangan dan
konektivitas wilayah untuk
persiapan pemekaran wilayah

Meningkatkan
keberlanjutan lingkungan
dan menurunkan resiko
bencana

Indeks Kualitas Lingkungan
Hidup (IKLH)

Indeks Resiko Bencana IRB

Meningkatkan kualitas lingkungan
hidup serta mengoptimalkan
pengelolaan risiko bencana serta
penyelenggaraan penataan ruang

Meningkatkan stabilitas
keamanan wilayah

Angka Kriminalitas

Mengoptimalkan pelayanan
ketentraman, ketertiban dan
Perlindungan masyarakat

Menurunkan potensi konflik politik
serta memelihara persatuan dan
kesatuan bangsa di masyarakat

Mewujudkan Tata
Kelola Pemerintahan
Bersih Efektif dan
Berdaya Saing

Indeks Reformasi
Birokrasi

Meningkatkan
Pelayanan Publik

Kualitas

Indeks Persepsi Kualitas

Pelayanan Publik (IPKP)

Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Mengoptimalkan kinerja pelayanan
publik serta meningkatkan
keterbukaan informasi publik

Indeks Profesionalitas ASN
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INDIKATOR ARAH
TUJUAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN 2025
Mewujudkan ASN yang | Nilai Sistem Merit Meningkatkan kinerja dan
Profesional kompetensi ASN

Mewujudkan Tata Kelola
Pemerintahan yang Efektif
dan Kolaboratif

Capaian Opini BPK status WTP
terhadap laporan  keuangan
daerah

Indeks Sistem  Pemerintahan
Berbasis Elektronik SPBE

Nilai Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah SAKIP

Nilai Komponen Hasil Indek
Reformasi Birokrasi

Nilai Maturitas Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah
SPIP

Indeks Reformasi Hukum

Indeks Tata Kelola Pengadaan

Meningkatkan akuntabilitas kinerja
dan keuangan Instansi Pemerintah
yang Dberbasis pada Reformasi
Birokrasi tematik dengan
mengoptimalkan sistem
pemerintahan berbasis elektronik

Sumber: diolah Bappedalitbang, 2025
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4.2.6. Telaah Terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Dalam penyusunan rancangan awal RKPD, DPRD
memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran
DPRD berdasarkan hasil reses / penjaringan aspirasi masyarakat
sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok
sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan
yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPD Tahun
2024-2026. Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD merupakan
kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh dari
DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat
hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Pokok pokok pikiran DPRD
tersebut, diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan
serta ketersediaan kapasitas riil anggaran. Saran dan pendapat
yang menjadi pokok-pokok pikiran DPRD untuk perencanaan
pembangunan tahun 2025 yang telah dimasukkan kedalam e-
planning Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD),
selanjutnya disinergikan dalam rancangan program dan kegiatan
pada RKPD dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.

Saran dan masukan usulan pokok-pokok pikiran DPRD yang
selanjutnya disinergikan dalam rancangan program dan kegiatan
pada RKPD dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, yaitu sebagai
berikut:

Tabel 4. 8.
Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kab. Banyumas Tahun 2025
NO ISU PRIORITAS POKOK-POKOK PIKIRAN
STRATEGIS PEMBANGUNAN TAHUNAN DPRD
1 | Optimalisasi PK 6| Peningkatan Sosialisasi terkait Pencatatan
Tata Kelola profesionalitas ASN | Sipil
Pemerintahan dan tata kelola

pemerintahan yang
efektif, berdaya

saing serta berbasis
infrastruktur digital

2 | Penanggulang |PK 1| Peningkatan daya Hibah Sarpras Keagamaan,
an Kemiskinan saing SDM untuk Pendidikan diluar Kewenangan
mendorong Kabupaten

peningkatkan daya Kegiatan PKK

saing daerah Pemberdayaan Masyarakat

Bidang Kesehatan

Pembinaan, Peningkatan
Kapabilitas dan Kapasitas
Pemuda

Pengarus Utamaan Gender Dan
Pemberdayaan Perempuan

Perpustakaan Desa

Sarana dan Prasarana Sekolah

Sarpras Pendidikan Luar
Sekolah (Hibah)

Sarpras Pos Kesehatan Desa
(PKD)/Polindes (Bankeudes)

Sarpras Puskesmas

PK 2 | Penurunan Jambanisasi, sanitasi, dan air
pengangguran dan bersih

kemiskinan melalui | Pembangunan SPAM jaringan
peningkatan perpipaan dikawasan perdesaan
investasi dan (SPAM baru)
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NO ISU PRIORITAS POKOK-POKOK PIKIRAN
STRATEGIS PEMBANGUNAN TAHUNAN DPRD
pemberdayaan Peningkatan SPAM jaringan
masyarakat perpipaan dikawasan perdesaan
Rehabilitasi dan Pembangunan
Sarana dan Prasarana Desa
(Bankeudes)
Rumah Tidak Layak Huni
Sarpras Keagamaan: Hibah ke
masjid/mushola, TPQ
3 | Penguatan PK 4 | Memperkuat Bantuan Bibit Komoditas
Ketahanan ketahanan pangan Tanaman Pangan
Pangan untuk mendukung Bantuan Bibit Tanaman
ketahanan ekonomi | Semusin dan Tahunan
Irigasi Tersier Kewenangan
Desa (Bankeudes)
Penanganan Kerawanan Pangan
Peningkatan Diversifikasi dan
Ketahanan Pangan Masyarakat
Rehabilitasi Bendung/Jaringan
Irigasi (Primer dan Sekunder)
pada Daerah Irigasi (DI)
Kewenangan Kabupaten
4 | Peningkatan PK 3 | Penguatan ekonomi | Bantuan Bibit Hewan Ternak
Pertumbuhan daerah melalui Bantuan Bibit Ikan / Budidaya
Ekonomi dan Pengembangan ikan
Daya Saing potensi daerah JITUT/Jalan Usaha Tani (JUT)
Daerah berbasis riset dan

inovasi

BUMDes, Kios Desa, Pasar
Desa:

Perbaikan /Peningkatan/Pemeli
haraan (Bankeudes)

Kajian Penelitian

Pelatihan Budidaya Komoditas
Pertanian

Pelatihan Teknologi Informasi

Pemberdayaan Dan
Perlindungan Koperasi

Pemberdayaan UMKM

Pembinaan, Peningkatan
Kapabilitas dan Kapasitas
Sumber Daya Pariwisata

Pengelolaan Museum dan
Kebudayaan

Pengembangan Destinasi
Wisata Desa (Bankeudes)

Pengembangan Kesenian
Tradisional

Peningkatan Kualitas Pelayanan
Pasar Kewenangan Kabupaten

Peningkatan pemahaman
Sejarah Banyumas

Peningkatan Sarpras Pariwisata

Penyediaan Prasarana
Pertanian

Penyediaan Sarana Pertanian
(Pertanian)

Penyediaan Sarana Pertanian
(Peternakan)
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NO ISU PRIORITAS POKOK-POKOK PIKIRAN
STRATEGIS PEMBANGUNAN TAHUNAN DPRD
Sarana dan Prasarana Olahraga
Kewenangan Desa
Sarana dan Prasarana Olahraga
Kewenangan Kabupaten
PK 7| Perencanaan Bronjong / Talud / Tanggul

penataan kawasan Sungai Pengaman Permukiman

strategis, Infrastruktur Kawasan

penyelenggaraan Permukiman (Jalan

penataan ruang
serta pengembangan
dan pengelolaan
infrastruktur
pendukung
konektivitas antar
wilayah untuk
persiapan
pemekaran

Lingkungan, Drainase, Makam)
di Desa (Bankeudes)

Infrastruktur Kawasan
Permukiman (Jalan
Lingkungan, Drainase, Makam)
di Kota

Kantor Pemerintah Desa / Balai
Desa / Gedung Lembaga Desa
(Bankeudes)

Normalisasi Sungai yang akan
diusulkan/diteruskan ke pusat

Pembangunan / Rehab Gedung
Pemerintah Milik / Aset
Pemkab

Pembangunan /Pelebaran/Penin
gkatan/Pemeliharaan Jalan
Kabupaten

Pembangunan/Penggantian/
Pemeliharaan Jembatan di
Jalan Desa (Bankeudes)

Pembangunan/Penggantian/Pel
ebaran/Rehabilitasi/
Pemeliharaan Jembatan di
Jalan Kabupaten

Pembangunan/Peningkatan /Pe
meliharaan Jalan/Drainase
Jalan/Talud Jalan di Jalan
Desa (Bankeudes)

Pembangunan/Rehabilitasi
Drainase Jalan Lingkungan

Pembangunan/Rehabilitasi/Pe
meliharaan Drainase Jalan
Kabupaten

Pembangunan/Rehabilitasi/Pe
meliharaan Talud Jalan
Kabupaten

Pemeliharaan terminal, sarana
dan prasana perhubungan
darat

Penerangan Jalan / LPJU di
Jalan Desa (Bankeudes)

Penerangan Jalan / LPJU di
Jalan Kabupaten

Penyediaan Rambu/Marka
Jalan/Traffic Light/Flashing
Jalan Kabupaten

Sosialisasi tentang
perhubungan dan lalu lintas

PK 5

Pengelolaan
keberlanjutan

Pelatihan Pencegahan dan
Mitigasi Bencana
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NO ISU PRIORITAS POKOK-POKOK PIKIRAN
STRATEGIS PEMBANGUNAN TAHUNAN DPRD
lingkungan hidup | Pembangunan/Peningkatan
dan penguatan | Ruang Terbuka Hijau di tanah
ketahanan daerah | Desa/ RTH Desa (Bankeudes)
dalam Pembangunan/Peningkatan
penanggulangan Ruang Terbuka Hijau ditanah
bencana serta | Pemkab
pengendalian  risiko [ pepgelolaan dan Pengembangan
bencana Sistem Air Limbah Domestik
Peningkatan Kinerja
Pengelolaan Sampah
Sarana dan Prasarana
Pengelolaan Sampah (dikelola
Pemkab/di tanah Pemkab)
Sarana dan Prasarana
Pengelolaan Sampah Skala
Desa / di tanah Desa
(Bankeudes)

PK 8 | Optimalisasi Penguatan Ideologi Pancasila
keamanan, dan Karakter Kebangsaan :
ketentraman, Sosialisasi/Seminar
ketertiban dan
perlindungan Sosialisasi dan pembinaan
masyarakat serta | kebanesaan dan
memelihara gepgenm N &

olitik
persatuan dan
kesatuan bangsa di
masyarakat

Sumber: diolah Bappedalitbang, 2025

-102-




Pembangunan daerah tahun 2025 memiliki 144 program prioritas pembangunan yang memiliki keterkaitan dengan pencapaian
tujuan dan sasaran, prioritas serta fokus pembangunan tahun 2025. Keterhubungan antara tujuan, prioritas dan fokus pembangunan
tahun 2025 dengan program prioritas Kabupaten Banyumas tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 9.

Keterkaitan Tujuan, Prioritas dan Fokus Pembangunan Tahun 2025 dengan Program Prioritas Kabupaten Banyumas Tahun 2025

NO

TUJUAN

NO

PRIORITAS KABUPATEN
(RKPD KABUPATEN
2025)

NO

FOKUS

PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN

OPD

Mewujudkan Tata
Kelola Pemerintahan
yang Bersih Efektif dan
Berdaya Saing

PK 6

Peningkatan
profesionalitas ASN dan
tata kelola pemerintahan
yang efektif, berdaya
saing serta berbasis
infrastruktur digital

Fo.1

Optimalisasi manajemen
dan kapasitas ASN
BerAkHLAK, Optimalisasi
Sistem Penilaian Kinerja,
meningkatkan tata kelola
pemerintahan yang baik,
efektif dan bersih dengan
perluasan akses
pelayanan publik,
pengendalian internal
dan peningkatan
akuntabilitas kinerja
pemerintah serta
efektivitas dan efisiensi
pengelolaan aset,
keuangan dan
pendapatan daerah
dengan mengoptimalkan
tata kelola dan
manajemen Sistem
pemerintahan  berbasis
elektronik , memperluas
kerjasama untuk
kepemilikan dokumen
adminduk dan identitas
kependudukan digital.

Program Kepegawaian Daerah

Program Pengembangan Sumber Daya
Manusia

BKPSDM

Program Pengelolaan Informasi dan
Komunikasi Publik

Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Program Penyelenggaraan Persandian Untuk
Pengamanan Informasi

DINKOMINFO

Program Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat

Program Perekonomian Dan Pembangunan

SETDA

Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program Perumusan Kebijakan,
Pendampingan dan Asistensi

INSPEKTORAT

Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

BKAD

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

BAPENDA

Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan
Fungsi DPRD

SETWAN

Program Koordinasi danSinkronisasi
Perencanaan Pembangunan Daerah

BAPPEDALITBANG
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NO

TUJUAN

NO

PRIORITAS KABUPATEN
(RKPD KABUPATEN
2025)

NO

FOKUS

PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN

OPD

Program Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan
Pelayanan Publik

KECAMATAN

Program Pelayanan Penanaman Modal

DPMPTSP

Program Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan

Program Pendaftaran Penduduk

Program Pencatatan Sipil

Program Pengelolaan Profil Kependudukan

DINDUKCAPIL

Program Administrasi Pemerintahan Desa

DINSOSPERMASDES

Program Pengelolaan Arsip

Program Perlindungan Dan Penyelamatan
Arsip

Program Perizinan Penggunaan Arsip

DINARPUSDA

Program Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Umum

Program Pembinaan Dan Pengawasan
Pemerintahan Desa

KECAMATAN

Memperkuat Ketahanan

Pangan

PK 4

Memperkuat ketahanan
pangan untuk
mendukung ketahanan
ekonomi

F4.1

Peningkatan pengelolaan
komoditas pangan,
ketersediaan pangan,
keterjangkauan pangan,
pengendalian harga
pangan, pengendalian
dan pengawasan pangan,
dan kemandirian pangan
dengan penguatan SDM,
kelembagaan dan
sarpras, penurunan nilai
(Prevalence of
Undernourishment/ PoU)

Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi
untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan

Program Penanganan Kerawanan Pangan

Program Peningkatan Diversifikasi dan
Ketahanan Pangan Masyarakat

Program Pengawasan Keamanan Pangan

DINPERTAN KP

Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

DPU

Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan
Pokok dan Barang Penting

DINPERINDAG
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PRIORITAS KABUPATEN

NO TUJUAN NO (RKPD KABUPATEN NO FOKUS PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN OPD
2025)

serta optimalisasi

pemanfaatan pangan

dengan meningkatkan

keamanan pangan dan

diversifikasi konsumsi

pangan.

2 | Meningkatkan PK 3 | Penguatan ekonomi F 3.1 | Pengembangan Program Pengembangan Sumber Daya DINPORABUDPAR
Pertumbuhan Ekonomi daerah melalui pariwisata dan ekonomi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
dDan Dﬁy a Saing genge}rlnll;)ar]logag pqtens(,ii iriat(i:lf’ pemaf'uan Program Pengembangan Ekonomi Kreatif
acra dacrah berbasis riset dan € 11_’1 (?y aan lewat Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak
novasi perindungan, Kekayaan Intelektual

pengembangan,

pemanfaatan, dan Program Pemasaran Pariwisata

pembinaan objek Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi

kebudayaan, serta Pariwisata

pembinaan sejarah lokal Program Pengembangan Kebudayaan
Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar
Budaya
Program Pengelolaan Permuseuman
Program Pembinaan Sejarah
Program Pelestarian Koleksi Nasional dan DINARPUSDA
Naskah Kuno

F 3.2 | Peningkatan kualitas Program Pemberdayaan dan Perlindungan DINAKERKOPUKM

serta peran aktif koperasi
dan UMKM

Koperasi

Program Pemberdayaan Usaha Menengah,
Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

Program Pengembangan UMKM

Program Pengawasan dan Pemeriksaan
Koperasi

Program Pelayanan Izin Usaha Simpan
Pinjam
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PRIORITAS KABUPATEN

NO TUJUAN NO (RKPD KABUPATEN NO FOKUS PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN OPD
2025)
Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp
Koperasi
Program Pendidikan Dan Latihan
Perkoperasian
F 3.3 | Peningkatan kerjasama Program Penelitian dan Pengembangan BAPPEDALITBANG
riset dan inovasi daerah | Daerah
serta fasilitasi
pengembangan inovasi
daerah
F 3.4 | Peningkatan nilai Program Penyuluhan Pertanian DINPERTAN KP

tambah ekonomi,
perluasan pasar dan
volume ekspor komoditas
unggulan, serta
pengembangan industri
perdagangan

Program Pengendalian dan Penanggulangan
Bencana Pertanian

Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Perikanan

Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program Perizinan Usaha Pertanian

Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan
Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan
Dan Perikanan

DINKANNAK

Program Penyediaan dan Pengembangan

DINPERTAN KP,

Prasarana Pertanian DINKANNAK
Program Penyediaan dan Pengembangan

Sarana Pertanian

Program Peningkatan Sarana Distribusi DINPERINDAG

Perdagangan

Program Pengembangan Ekspor

Program Perencanaan dan Pembangunan
Industri

Program Pengendalian Izin Usaha Industri
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PRIORITAS KABUPATEN

NO TUJUAN NO (RKPD KABUPATEN NO FOKUS PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN OPD
2025)
Program Perizinan dan Pendaftaran
Perusahaan
Program Pengelolaan Sistem Informasi
Industri Nasional
Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk
Dalam Negeri
Program Standardisasi Dan Perlindungan
Konsumen
PK 7 | Perencanaan penataan F 7.1 | Optimalisasi Program Penyelenggaraan Penataan Ruang DINPERKIM
kawasan strategis, perencanaan tata ruang, Program Penataan Bangunan Dan DPU
penyelenggaraan pemanfaat.an dan Lingkungannya
penataan ruang serta pengendalian
pengembangan dan pemanfaatan ruang Program Penataan Bangunan Gedung
pengelolaan infrastruktur Pl.'ogram Pepgelolaan Dan Pengembangan
pendukung konektivitas Sistem Drainase
antar wilayah untuk F 7.2 | Peningkatan fasilitasi Program Penatagunaan Tanah
persiapan pemekaran pemanfaatan Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan
penggunaan tanah Santunan Tanah Untuk Pembangunan
Program Redistribusi Tanah, dan Serta Ganti
Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum
Dan Tanah Absentee
Program Penataan Desa DINSOSPERMASDES
Program Pengelolaan Makam Pahlawan
Program Peningkatan Kerja sama Desa
F 7.3 | Peningkatan dan | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan DINHUB
pemeliharaan jalan dan | Angkutan Jalan (LLAJ)
jembatan untuk akses | Program Pengelolaan Pelayaran
publik Program Penyelenggaraan Jalan DPU
Program Pengembangan Jasa Konstruksi
FK 8 | Optimalisasi keamanan, F 8.1 | Optimalisasi penanganan | Program Peningkatan Ketenteraman dan SATPOL PP
ketentraman, ketertiban gangguan Kketentraman, | Ketertiban Umum
dan perlindungan ketertiban umum dan | Program Koordinasi ketentraman dan KECAMATAN

masyarakat serta

perlindungan masyarakat

ketertiban umum
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PRIORITAS KABUPATEN

NO TUJUAN NO (RKPD KABUPATEN NO FOKUS PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN OPD
2025)
memelihara persatuan serta keterjangkauan | Program Penanganan Warga Negara Migran DINSOSPERMASDES
dan kesatuan bangsa di pelayanan penanganan | Korban Tindak Kekerasan
masyarakat penanggulangan
ketentraman dan
ketertiban
F 8.2 | Menjaga stabilitas politik | Program Peningkatan Peran Partai Politik dan BAKESBANGPOL
dan keamanan daerah Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan
Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya
Politik
Program Pembinaan Dan Pengembangan
Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan
Karakter Kebangsaan
F 8.3 | Peningkatan peran aktif | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional
Ormas dalam kegiatan | dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi
pembangunan yang | Penanganan Konflik Sosial
berwawasan nusantara | program Pemberdayaan dan Pengawasan
dan upaya deteksi din% Organisasi Kemasyarakatan
Eﬂo;:n& K tkonﬂlk di Program Pemberdayaan Lembaga DINSOSPERMASDES
yaraka Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan
Masyarakat Hukum Adat
PK 5 | Pengelolaan F 5.2 | Optimalisasi tata kelola | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati DLH

keberlanjutan lingkungan
hidup dan penguatan
ketahanan daerah dalam
penanggulangan bencana
serta pengendalian risiko
bencana

dan pengendalian
lingkungan hidup serta
meningkatkan ruang
terbuka hijau

(KEHATI)

Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program Pembinaan Dan Pengawasan
Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup (Pplh)

Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat
Hukum Adat (MHA), Dan Hak MHA Yang
Terkait Dengan Pplh
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PRIORITAS KABUPATEN

NO TUJUAN NO (RKPD KABUPATEN NO FOKUS PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN OPD
2025)
F 5.3 | Optimalisasi Program Pengendalian Pencemaran dan/atau
pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup
pencemaran dan
kerusakan  lingkungan | Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan
hidup Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya
Dan Beracun (Limbah B3)
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan
Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk
Masyarakat
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan
Hidup
F 5.4 | Optimalisasi pengelolaan | Program Pengelolaan Persampahan
sampah yang terintegrasi | Program Pengembangan Sistem dan
Pengelolaan Persampahan Regional
F 5.1 | Optimalisasi  kapasitas | Program Penanggulangan Bencana BPBD
kelembagaan dan Program Pencegahan, Penanggulangan, SATPOL PP
masyarakat dalam Penvel tan Kebak. dan P 1 ¢
L yelamatan Kebakaran dan Penyelamatan
mitigasi risiko bencana Non Kebakaran
dan penanggulangan
bencana
3 | Menangani Kemiskinan | PK 1 | Peningkatan daya saing F 1.1 | Peningkatan kualitas dan | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan DINKES, RSUD
dan Pengangguran SDM untuk mendorong perluasan akses layanan | Perorangan dan Upaya Kesehatan AJIBARANG, RSUD
serta Meningkatkan peningkatkan daya saing dasar kesehatan melalui | Masyarakat BANYUMAS
Kualitas Sumber Daya daerah peningkatan sarana | program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan DINKES
Manusia prasarana, kompetensi | Dan Makanan Minuman
SDM Kesehatan, dan : :
. . Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
rekomendasi  kematian :
bu. Manusia Kesehatan
F 1.2 | Peningkatan kualitas gizi | Program Pemberdayaan masyarakat Bidang
masyarakat dalam | Kesehatan
penurunan stunting serta
peningkatan edukasi
melalui pemberdayaan
F1.3 Program Pengelolaan Pendidikan DINDIK
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PRIORITAS KABUPATEN

NO TUJUAN NO (RKPD KABUPATEN NO FOKUS PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN OPD
2025)
Penguatan kualitas dan | Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
akses layanan
pendidikan dasar
khususnya pendidikan
inklusi dengan
mewajibkan peserta didik
untuk lulus PAUD
minimal satu tahun dan
penanganan Anak Tidak
Sekolah  (ATS) untuk
mencapai Wajib Belajar
13 Tahun
F 1.4 | Peningkatan budaya dan | Program Pembinaan Perpustakaan DINARPUSDA
akses layanan literasi
F 1.5 | Peningkatan Program Pengarusutamaan Gender dan DPPKBP3A
perlindungan dan | Pemberdayaan Perempuan
pemberdayaan Program Perlindungan Perempuan
perempulan serta Program Perlindungan Khusus Anak
pemenuhan hak anak
Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan
Anak
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
F 1.6 | Peningkatan pelayanan | Program Pengendalian Penduduk
keluarga berencana Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
dalam mengendalikan
laju pertumbuhan | Program Peningkatan Kualitas Keluarga
penduduk Program Pemberdayaan Dan Peningkatan
Keluarga Sejahtera (KS)
F 1.7 | Peningkatan prestasi Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing DINPORABUDPAR

pemuda dan olahraga
serta penguatan
organisasi kepemudaan

Kepemudaan

Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing
Keolahragaan

Program Pengembangan Kapasitas
Kepramukaan

-110-




PRIORITAS KABUPATEN

NO TUJUAN NO (RKPD KABUPATEN NO FOKUS PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN OPD
2025)
PK 2 | Penurunan F 2.1 | Peningkatan Program Perlindungan dan Jaminan Sosial DINSOSPERMASDES
pengangguran dan pemberdayaan dan
kemiskinan melalui kemandirian Masyarakat | Program Pemberdayaan Sosial
peningkatan investasi inklusif melalui Program Penanganan Bencana
dan pemberdayaan perluasan akses bantuan | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan KECAMATAN
masyarakat sosial dan pelayanan Kelurahan
dasar masyarakat Program Rehabilitasi Sosial DINSOSPERMASDES
miskin/rentan
F 2.3 | Peningkatan kemudahan | Program Pengembangan Iklim Penanaman DPMPTSP
investasi dan Modal
pendampingan usaha Program Pengendalian Pelaksanaan
bagi Masyarakat Penanaman Modal
Program Promosi Penanaman Modal
Program Pengelolaan Data Dan Sistem
Informasi Penanaman Modal
F 2.4 | Peningkatan Program Hubungan Industrial DINAKERKOPUKM
Sgﬁ sStiZIa QZEL l?;l,mgan Program Pener.npatan ’[“enaga Kerja _
peningkatan kualitas dan Program Pe.latlhan Kerja dan Produktivitas
daya saing penyerapan Tenaga Kerja
tenaga kerja Program Perencanaan Tenaga Kerja
Program Pembangunan Kawasan
Transmigrasi
F 2.5 | Pengurangan Program Perumahan dan Kawasan DINPERKIM

permukiman kumuh dan
RTLH serta peningkatan
ketersediaan Prasarana
Sarana Utilitas (PSU)
perumahan

Permukiman Kumuh

Program Pengembangan Perumahan

Program Kawasan Permukiman

Program Pengelolaan dan Pengembangan
Sistem Penyediaan air Minum

Program Pengelolaan dan Pengembangan
Sistem Air Limbah

Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan
Utilitas Umum (PSU)

Sumber: diolah Bappedalitbang, 2025
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Dari 8 (delapan) prioritas pembangunan tahun 2025 berdasarkan RPD
Tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan, terdapat sebanyak 144 Program
prioritas Kabupaten Banyumas tahun 2025. Program prioritas tersebut
antara lain sebagai berikut:

Program Kepegawaian Daerah

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Program Perekonomian Dan Pembangunan

Program Penyelenggaraan Pengawasan

10. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

11. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

12. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

13. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

14. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD

15. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan
Daerah

16. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan
Daerah

17. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

18. Program Pelayanan Penanaman Modal

19. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

20. Program Pendaftaran Penduduk

21. Program Pencatatan Sipil

22. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

23. Program Administrasi Pemerintahan Desa

24. Program Pengelolaan Arsip

25. Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip

26. Program Perizinan Penggunaan Arsip

27. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

28. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

29. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan
Kemandirian Pangan

30. Program Penanganan Kerawanan Pangan

31. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan
Masyarakat

32. Program Pengawasan Keamanan Pangan

33. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

34. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang
Penting

35. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif

36. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan
Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

37. Program Pemasaran Pariwisata

38. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

39. Program Pengembangan Kebudayaan

40. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

41. Program Pengelolaan Permuseuman

42. Program Pembinaan Sejarah

43. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno

44. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

WRONOGR WD
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45.

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

76.

77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.

87.

88.

89.
90.

Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha
Mikro (UMKM)

Program Pengembangan UMKM

Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam

Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi

Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian

Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Program Penyuluhan Pertanian

Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat
Veteriner

Program Perizinan Usaha Pertanian

Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Program Pengembangan Ekspor

Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Program Pengendalian Izin Usaha Industri

Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen

Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya

Program Penataan Bangunan Gedung

Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase

Program Penatagunaan Tanah

Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk
Pembangunan

Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah
Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee

Program Penataan Desa

Program Pengelolaan Makam Pahlawan

Program Peningkatan Kerja sama Desa

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
Program Pengelolaan Pelayaran

Program Penyelenggaraan Jalan

Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Program Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum

Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak
Kekerasan

Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan
Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya
Politik

Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi,
Sosial, Dan Budaya

Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan
Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
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91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.

99.

100.
101.
102.

103.
104.

105.

106

110

113

117

131

136

Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan

Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat
Dan Masyarakat Hukum Adat

Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan
Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)
Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA),
Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan Pplh

Program  Pengendalian  Pencemaran dan/atau  Kerusakan
Lingkungan Hidup

Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan
Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)

Program Peningkatan Pendidikan, Pelatthan Dan Penyuluhan
Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Program Pengelolaan Persampahan

Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan
Regional

Program Penanggulangan Bencana

Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran
dan Penyelamatan Non Kebakaran

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya
Kesehatan Masyarakat

. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
107.
108.
109.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
Program Pemberdayaan masyarakat Bidang Kesehatan
Program Pengelolaan Pendidikan

. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
111.
112.

Program Pembinaan Perpustakaan
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

. Program Perlindungan Perempuan
114.
115.
116.

Program Perlindungan Khusus Anak
Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

. Program Pengendalian Penduduk
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.

Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program Pemberdayaan Sosial

Program Penanganan Bencana

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
Program Rehabilitasi Sosial

Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

. Program Promosi Penanaman Modal
132.
133.
134.
135.

Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
Program Hubungan Industrial

Program Penempatan Tenaga Kerja

Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

. Program Perencanaan Tenaga Kerja
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137.
138.
139.
140.
141.

142.
143.
144.

Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

Program Pengembangan Perumahan

Program Kawasan Permukiman

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan air
Minum

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program prioritas pembangunan disusun untuk mendukung

pencapaian prioritas pembangunan dan sasaran pembangunan daerah.
Keterkaitan program prioritas daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025
dengan sasaran, prioritas pembangunan Banyumas, dan prioritas
pembangunan nasional tahun 2025 dapat dilihat secara rinci pada tabel
di bawah ini.
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Tabel 4. 10.

Keterkaitan Sasaran Prioritas, Prioritas Pembangunan, dan Program Prioritas Daerah Tahun 2025 dengan Sasaran Prioritas
Nasional Tahun 2025

PRIORITAS
KETERKAITAN
INDIKATOR KABUPATEN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR PROGRAM
No SASARAN SASARAN No BANYUMAS (RKPD KABUPATEN PRIORITAS KABUPATEN OPD DENGI? gfgﬁg? ITAS
2025)

1 | Meningkatkan Indeks Persepsi PK | Peningkatan Program Indeks Kepuasan KECAMATAN Memperkuat reformasi
Kualitas Kualitas 6 profesionalitas ASN | Penyelenggaraan Masyarakat politik, hukum, dan
Pelayanan Publik | Pelayanan Publik dan tata kelola Pemerintahan dan birokrasi, serta

(IPKP) pemerintahan yang | Pelayanan Publik memperkuat
efektif, berdaya Program Pelayanan Persentase perizinan DPMPTSP pencegahan dan
saing serta Penanaman Modal berusaha dan non pemberantasan
berbasis berusaha yang selesai korupsi, narkoba,
infrastruktur sesuai dengan waktu yang judi, dan
digital ditetapkan penyelundupan

Program Pengelolaan Persentase ketersediaan DINDUKCAPIL
Informasi Administrasi jaringan komunikasi data
Kependudukan SIAK berjalan dengan baik
Program Pendaftaran Persentase cakupan
Penduduk penerbitan KTP Elaktronik
Program Pencatatan Persentase cakupan
Sipil kepemilikan akta
kelahiran pada anak usia
0-18 tahun
Program Pengelolaan Persentase Ketersediaan
Profil Kependudukan Profil Kependudukan
Program Administrasi Presentase Desa DINSOSPERMASDES
Pemerintahan Desa Administrasi Baik
Program Pengelolaan Persentase Perangkat DINARPUSDA

Arsip

Daerah yang
Menyelenggarakan
Kearsipan sesuai dengan
Norma Standar Prosedur
dan Kriteria

Program Perlindungan
Dan Penyelamatan
Arsip

Persentase Arsip yang
Dilindungi dan
Diselamatkan
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PRIORITAS

KETERKAITAN
INDIKATOR KABUPATEN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR PROGRAM
No SASARAN SASARAN No BANYUMAS (RKPD KABUPATEN PRIORITAS KABUPATEN OPD DENGAN PRIORITAS
2025) NASIONAL
Program Perizinan Persentase Arsip Tertutup
Penggunaan Arsip yang Diizinkan untuk
Digunakan
Indeks Pelayanan Program Persentase pelaksanaan
Publik (IPP) Penyelenggaraan Urusan | urusan yang ditugaskan
Pemerintahan Umum KECAMATAN
Program Pembinaan Dan | Persentase APBDes tepat
Pengawasan waktu
Pemerintahan Desa
Program Pengelolaan Persentase sub komponen BAPENDA
Pendapatan Daerah PAD yang realisasi
anggarannya melebihi
target pendapatan
Program Dukungan Persentase capaian SETWAN

Pelaksanaan Tugas Dan
Fungsi DPRD

fasilitasi pembahasan
kebijakan anggaran tepat
waktu

Persentase capaian
fasilitasi Pembentukan
Peraturan Daerah dan
Peraturan DPRD

Persentase capaian
fasilitasi Pengawasan
Penyelenggaraan
Pemerintahan

Persentase capaian
fasilitasi Peningkatan
Kapasitas DPRD

Persentase capaian
fasilitasi Penyerapan dan
Penghimpunan Aspirasi
Masyarakat

Presentase capaian
fasilitasi Pelaksanaan dan
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PRIORITAS

KETERKAITAN
INDIKATOR KABUPATEN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR PROGRAM
No SASARAN SASARAN No BANYUMAS (RKPD KABUPATEN PRIORITAS KABUPATEN OPD DENGAN PRIORITAS
NASIONAL
2025)
Pengawasan Kode Etik
DPRD
Presentase Capaian
Fasilitasi Tugas DPRD
2 | Mewujudkan ASN | Indeks Program Kepegawaian Persentase pengelolaan BKPSDM
yang Profesional Profesionalitas Daerah pelayanan kepegawaian
ASN
Nilai Sistem Merit Program Pengembangan | Persentase ASN yang
Sumber Daya Manusia mendapatkan pendidikan
dan pelatihan
3 | Mewujudkan Tata | Capaian Opini Program Pengelolaan Persentase ketepatan BKAD
Kelola BPK status WTP Keuangan Daerah waktu penetapan APBD
Pemerintahan terhadap laporan Persentase penyampaian
yang Efektif dan keuangan daerah LKPD tepat waktu
Kolaboratif Program Pengelolaan Persentase Perangkat
Barang Milik Daerah Daerah yang tertib
administrasi barang milik
daerah
Indeks Sistem Program Pengelolaan Persentase OPD yang DINKOMINFO
Pemerintahan Aplikasi Informatika menggunakan
Berbasis infrastruktur TIK yang
Elektronik SPBE disediakan Pemda
Program Informasi dan Persentase Perangkat
Komunikasi Publik Daerah yang memberikan
akses informasi publik
Program Persentase ketersediaan
Penyelenggaraan data informasi dan
Statistik Sektoral statistik daerah
Program Persentase sistem
Penyelenggaraan elektronik yang
Persandian Untuk diamankan
Pengamanan Informasi
Nilai Akuntabilitas Program Koordinasi dan | Persentase perangkat BAPPEDALITBANG

Kinerja Instansi
Pemerintah SAKIP

Sinkronisasi

daerah dengan nilai
SAKIP komponen
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PRIORITAS

KETERKAITAN
INDIKATOR KABUPATEN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR PROGRAM
No SASARAN SASARAN No BANYUMAS (RKPD KABUPATEN PRIORITAS KABUPATEN OPD DENGAN PRIORITAS
NASIONAL
2025)
Perencanaan perencaaan kinerja
Pembangunan Daerah kategori baik
Program Perencanaan, Persentase Tindak Lanjut
Pengendalian Dan Rekomendasi Evaluasi
Evaluasi Pembangunan Gubernu
Daerah Persentase capaian
kinerja program prioritas
pembangunan daerah
Nilai Komponen Program Pemerintahan Persentase Kebijakan di SETDA

Hasil Indeks
Reformasi
Birokrasi

Nilai Maturitas
Sistem
Pengendalian
Intern Pemerintah
SPIP

Indeks Reformasi
Hukum

Indeks Tata Kelola
Pengadaan

dan Kesejahteraan
Rakyat

Bidang Kesra yang
difasilitasi

Persentase kerjasama
daerah dan
pengembangan potensi
daerah yang terfasilitasi

Persentase permasalahan
hukum yang terfasilitasi
dan tertkoordinasi

Skor Kinerja
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
EKPPD

Program Perekonomian
Dan Pembangunan

Persentase BUMD yang
sehat dan profitable

Persentase jumlah paket
tender pengadaan barang
jasa yang berhasil

Persentase Jumlah
Perangkat Daerah yang
dilakukan pengendalian
kinerjanya
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NO

SASARAN

INDIKATOR
SASARAN

NO

PRIORITAS
KABUPATEN
BANYUMAS (RKPD
2025)

PROGRAM PRIORITAS
KABUPATEN

INDIKATOR PROGRAM
PRIORITAS KABUPATEN

OPD

KETERKAITAN
DENGAN PRIORITAS
NASIONAL

Persentase Kesesuaian
Dokumen Perencanaan
Penganggaran dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Program
Penyelenggaraan
Pengawasan

Persentase Keterjadian
Kasus Hukum Pada
Perangkat Daerah dan
Pemerintah Desa

Persentase Peningkatan
Temuan Ketidakpatuhan
Dalam LHP BPK RI Atas
LKPD

Persentase tindak lanjut
hasil pemeriksaan TLHP
APIP yang diselesaikan

Persentase tindak lanjut
hasil pemeriksaan TLHP
BPK RI yang diselesaikan

Program Perumusan
Kebijakan,
Pendampingan dan
Asistensi

Level Kapabilitas APIP

Persentase desa berisiko
tinggi

Persentase perangkat
daerah yang memperoleh
nilai reformasi birokrasi
pada kategori minimal B

INSPEKTORAT

Meningkatkan
ketersediaan
pangan secara
mandiri

Nilai aspek
ketersediaan
pangan dalam IKP

Meningkatkan
keterjangkauan
pangan

Nilai aspek
keterjangkauan
pangan dalam IKP

Memperkuat
ketahanan pangan
untuk mendukung
ketahanan
ekonomi

Program Pengelolaan
Sumber Daya Ekonomi
untuk Kedaulatan dan
Kemandirian Pangan

Peningkatan jumlah
sarpras pendukung
pengelolaan cadangan
pangan

DINPERTAN KP

Program Penanganan
Kerawanan Pangan

Jumlah desa rawan
pangan yang diberi
bantuan

Memantapkan sistem
pertahanan keamanan
negara dan
mendorong
kemandirian bangsa
melalui swasembada
pangan, energi, air,
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PRIORITAS

KETERKAITAN
INDIKATOR KABUPATEN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR PROGRAM
No SASARAN SASARAN No BANYUMAS (RKPD KABUPATEN PRIORITAS KABUPATEN OPD DENGAN PRIORITAS
2025) NASIONAL
Program Stabilisasi Koefisien variasi harga DINPERINDAG ekonomi syariah,
Harga Barang barang ekonomi digital,
Kebutuhan Pokok dan ekonomi hijau, dan
Barang Penting ekonomi biru
6 | Mengoptimalkan Nilai aspek Program Pengawasan Persentase peningkatan DINPERTAN KP
pemanfaatan pemanfaatan Keamanan Pangan jumlah sampel pangan
pangan pangan dalam IKP Program Peningkatan Angka kecukupan energi
Diversifikasi dan
Ketahanan Pangan Angka kecukupan protein
Masyarakat
Program Pengelolaan Persentase panjang irigasi DPU
Sumber Daya Air (SDA) dalam kondisi baik
7 | Mengoptimalkan Nilai Produk PK | Penguatan ekonomi | Program Pengembangan | Persentase SDM DINPORABUDPAR | Melanjutkan hilirisasi
Pengembangan Domestik Regional | 3 daerah melalui Sumber Daya Pariwisata | Kepariwisataan yang dan mengembangkan

Potensi Ekonomi
Daerah

Bruto

Rasio PDRB
Penyediaan
Akomodasi Makan
dan Minum

Rasio PDRB
Industri
Pengolahan

PDRB sektor
Pertanian,
Kehutanan, dan
Perikanan

Pengembangan
potensi daerah
berbasis riset dan
inovasi

dan Ekonomi Kreatif

bersertifikat

Persentase Peningkatan
pelatihan pelaku ekonomi
kreatif

Program Pengembangan
Ekonomi Kreatif Melalui
Pemanfaatan Dan
Perlindungan Hak
Kekayaan Intelektual

Persentase Peningkatan
pelaku ekonomi kreatif
yang terdaftar di HKI

Program Pemasaran
Pariwisata

Persentase Peningkatan
Pemasaran dan Promosi
Pariwisata

Program Peningkatan
Daya Tarik Destinasi
Pariwisata

Persentase peningkatan
kunjungan wisatawan
pada destinasi wisata
yang dikelola Pemda

Program Pengembangan
Kebudayaan

Persentase peningkatan
kesenian yang menjadi
daya tarik wisata

industri berbasis
sumber daya alam
untuk meningkatkan

nilai tambah di dalam

negeri
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PRIORITAS

KETERKAITAN
INDIKATOR KABUPATEN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR PROGRAM
No SASARAN SASARAN No BANYUMAS (RKPD KABUPATEN PRIORITAS KABUPATEN OPD DENGAN PRIORITAS
2025) NASIONAL

Program Pelestarian dan | Persentase cagar budaya
Pengelolaan Cagar yang dilestarikan oleh
Budaya Pemerintah Daerah
Program Pengelolaan Persentase koleksi
Permuseuman museum yang dikelola

oleh Pemerintah Daerah

Kabupaten Banyumas
Program Pembinaan Persentase pembinaan
Sejarah sejarah lokal
Program Pelestarian Persentase Naskah Kuno DINARPUSDA
Koleksi Nasional dan Milik Masyarakat yang
Naskah Kuno Dialih Mediakan
Program Pemberdayaan | Persentase koperasi yang DINAKERKOPUKM

dan Perlindungan
Koperasi

mendapat pemberdayaan
dan perlindungan

Program Pemberdayaan
Usaha Menengah, Usaha
Kecil, dan Usaha Mikro
(UMKM)

Persentase Usaha Mikro
yang diberdayakan

Program Pengembangan
UMKM

Persentase peningkatan
UMKM yang
dikembangkan

Program Pengawasan
dan Pemeriksaan
Koperasi

Persentase pemeriksaan
dan pengawasan koperasi
yang dilakukan

Program Pelayanan Izin
Usaha Simpan Pinjam

Presentase fasilitasi
penerbitan rekomendasi
izin koperasi usaha
simpan pinjam

Program Penilaian
Kesehatan KSP/USP
Koperasi

Persentase Koperasi yang
dinilai kesehatannya

Program Pendidikan Dan
Latihan Perkoperasian

Presentase koperasi yang
mengikuti pendidikan dan
latihan
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NO

SASARAN

INDIKATOR
SASARAN

NO

PRIORITAS
KABUPATEN
BANYUMAS (RKPD
2025)

PROGRAM PRIORITAS
KABUPATEN

INDIKATOR PROGRAM
PRIORITAS KABUPATEN

OPD

KETERKAITAN
DENGAN PRIORITAS
NASIONAL

Program Penyuluhan
Pertanian

Persentase peningkatan
kelas kelompok

Program Pengendalian
dan Penanggulangan
Bencana Pertanian

Persentase penanganan
bencana pertanian

DINPERTAN KP

Program Pengolahan dan
Pemasaran Hasil
Perikanan

Peningkatan Angka
Konsumsi Ikan

Produksi Olahan Hasil
Perikanan

Program Pengelolaan

Produksi Perikanan

Perikanan Tangkap Tangkap
Program Pengelolaan Produksi Perikanan
Perikanan Budidaya Budidaya

Program Pengendalian
Kesehatan Hewan dan
Kesehatan Masyarakat
Veteriner

Persentase Peningkatan
Bahan Asal Hewan yang
Memenuhi Kriteria ASUH

Persentase penurunan
angka kejadian penyakit

Program Perizinan
Usaha Pertanian

persentase peningkatan
usaha peternakan yang
berizin

Program Pengawasan
Sumber Daya Kelautan
Dan Perikanan

Persentase Kelompok
Masyarakat Pengawas
Perairan Umum aktif

DINKANNAK

Program Penyediaan dan
Pengembangan
Prasarana Pertanian

Persentase Peningkatan
Ketersediaan Prasarana
Pertanian

Jumlah jenis
infrastruktur peternakan
yang disediakan

Program Penyediaan dan
Pengembangan Sarana
Pertanian

Produktivitas komoditas
Jagung

Produktivitas komoditas
Kedelai

DINPERTAN KP,
DINKANNAK
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NO

SASARAN

INDIKATOR
SASARAN

NO

PRIORITAS
KABUPATEN
BANYUMAS (RKPD
2025)

PROGRAM PRIORITAS
KABUPATEN

INDIKATOR PROGRAM
PRIORITAS KABUPATEN

OPD

KETERKAITAN
DENGAN PRIORITAS
NASIONAL

Produtivitas komoditas
Padi

Persentase peningkatan
populasi ternak

Program Peningkatan
Sarana Distribusi
Perdagangan

Prosentase pasar rakyat
yang dipelihara dan
direvitalisasi

Program Pengembangan
Ekspor

Nilai ekspor perdagangan
pelaku usaha ekspor yang
difasilitasi

Program Perencanaan
dan Pembangunan
Industri

Persentase IKM yang
dibina

Program Pengendalian
Izin Usaha Industri

Persentase jumlah hasil
pemantauan dan
pengawasan dengan
jumlah IUI IPUI Kecil dan
Menengah IUKI dan IPKI
yang dikeluarkan oleh
instansi terkait

Program Perizinan dan
Pendaftaran
Perusahaan

Persentase pelaku usaha
yang memperoleh izin
sesuai ketentuan

Program Pengelolaan
Sistem Informasi
Industri Nasional

Persentase data informasi
industri yang tersedia

Program Penggunaan
Dan Pemasaran Produk
Dalam Negeri

Persentase pelaku usaha
yang dipromosikan

Program Standardisasi
Dan Perlindungan
Konsumen

Persentase alat ukur
takar timbang dan
perlengkapannya UTTP
yang ditera tera ulang

DINPERINDAG
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PRIORITAS

KETERKAITAN
INDIKATOR KABUPATEN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR PROGRAM
No SASARAN SASARAN No BANYUMAS (RKPD KABUPATEN PRIORITAS KABUPATEN OPD DENGAN PRIORITAS
2025) NASIONAL
8 | Meningkatkan Indeks Pilar Program Penelitian dan Persentase penelitian yang | BAPPEDALITBANG
kapabilitas Riset kapabilitas inovasi Pengembangan Daerah direkomendasikan sebagai
dan Inovasi pada IDSD bahan kebijakan
9 | Meningkatkan Indek Daya saing PK | Perencanaan Program Presentase rata rata DINPERKIM Melanjutkan
sarana dan infrastruktur 7 penataan kawasan | Penyelenggaraan capaian kinerja pengembangan
prasarana wilayah strategis, Penataan Ruang penyelenggaraan infrastruktur dan
penyelenggaraan penataan ruang meningkatkan
penataan ruang Program Penataan Persentase luas kawasan DPU lapangan kerja yang
serta Bangunan Dan strategis yang tertata berkualitas,
pengembangan dan | Lingkungannya mendorong
pengelolaan Program Penataan Persentase Bangunan kewirausahaan,
infrastruktur Bangunan Gedung Gedung yang tertata mengembangkan
pendukung Program Pengelolaan Persentase drainase jalan industri kreatif serta
konektivitas antar | Dan Pengembangan dalam kondisi baik mengembangkan
wilayah untuk Sistem Drainase agromaritim industri
persiapan Program Penatagunaan | Persentase tanah yang DINPERKIM di sentra produksi
pemekaran Tanah tertata melalui peran aktif
Program Penyelesaian Prosentase penyelesaian koperasi
Ganti Kerugian Dan ganti kerugian dan
Santunan Tanah Untuk | santunan tanah
Pembangunan
Program Redistribusi Prosentase tanah yang
Tanah, Serta Ganti terfasilitasi redistribusi
Kerugian Program Tanah
Kelebihan Maksimum
Dan Tanah Absentee
Program Penataan Desa | Presentase desa mandiri DINSOSPERMASDES
Program Pengelolaan Presentase makam
Makam Pahlawan pahlawan yang dikelola
Program Peningkatan Presentase desa yang
Kerja sama Desa membentuk kerjasama
antar desa
Program Persentase kendaraan DINHUB

Penyelenggaraan Lalu

yang melakukan uji laik
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PRIORITAS

KETERKAITAN
INDIKATOR KABUPATEN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR PROGRAM
No SASARAN SASARAN No BANYUMAS (RKPD KABUPATEN PRIORITAS KABUPATEN OPD DENGAN PRIORITAS
2025) NASIONAL
Lintas dan Angkutan Persentase pelaksanaan
Jalan (LLAJ) Manajamen rekayasa lalu
lintas
Persentase terminal yang
beroperasi sesuai
ketentuan
Presentase ketersediaan
perlengkapan jalan
prosentase wilayah yang
terhubung angkutan jalan
Program Pengelolaan Persentase prasarana
Pelayaran angkutan sungai
prosentase wilayah yang
terhubung angkutan
sungai
Program Persentase panjang jalan DPU
Penyelenggaraan Jalan sebagai jalur evakuasi
dalam kondisi baik
Program Pengembangan | Persentase Jumlah SDM
Jasa Konstruksi Jasa Konstruksi yang
dibina
10 | Meningkatkan Angka PK 8 | Optimalisasi Program Peningkatan Cakupan patroli di SATPOL PP Memperkokoh ideologi
stabilitas Kriminalitas keamanan, Ketenteraman dan wilayah Pancasila, demokrasi,
keamanan ketentraman, Ketertiban Umum Cakupan perlindungan dan hak asasi
wilayah ketertiban dan masyarakat di wilayah manusia (HAM)
perlindungan Prosentase wilayah yang
masyarakat serta terpenuhi SDM
memelihara Linmasnya
persatuan dan Program Koordinasi Persentase penanganan KECAMATAN
kesatuan bangsa di | ketentraman dan gangguan
masyarakat ketertiban umum trantibumlinmas
Program Penanganan Presentase warga negara DINSOSPERMASDES

Warga Negara Migran
Korban Tindak
Kekerasan

migran korban tindak
kekerasan
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PRIORITAS

KETERKAITAN
INDIKATOR KABUPATEN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR PROGRAM
No SASARAN SASARAN No BANYUMAS (RKPD KABUPATEN PRIORITAS KABUPATEN OPD DENGAN PRIORITAS
2025) NASIONAL
Program Peningkatan Persentase pelaksanaan BAKESBANGPOL
Peran Partai Politik dan pendidikan politik
Lembaga Pendidikan
Melalui Pendidikan
Politik dan
Pengembangan Etika
Serta Budaya Politik
Program Pembinaan Dan | Persentase pelaksanaan
Pengembangan penguatan ketahanan
Ketahanan Ekonomi, ekonomi sosial budaya
Sosial, Dan Budaya dan agama
Program Penguatan Persentase Pelaksanaan
Ideologi Pancasila dan Penguatan Ideologi
Karakter Kebangsaan Pancasila dan Wawasan
Kebangsaan
Program Peningkatan Persentase Pelaksanaan
Kewaspadaan Nasional deteksi dini penanganan
dan Peningkatan konflik dan pengawasan
Kualitas dan Fasilitasi orang asing
Penanganan Konflik
Sosial
Program Pemberdayaan | Persentase kegiatan
dan Pengawasan pembinaan dan
Organisasi pengawasan ormas
Kemasyarakatan
Program Pemberdayaan | Presentase Lembaga DINSOSPERMASDES
Lembaga Kemasyarakatan Desa
Kemasyarakatan, yang aktif
Lembaga Adat Dan
Masyarakat Hukum
Adat
11 | Meningkatkan Indeks Kualitas PK 5 | Pengelolaan Program Pengelolaan Persentase luasan RTH DLH Memperkuat
keberlanjutan Lingkungan keberlanjutan Keanekaragaman Hayati | publik penyelarasan
lingkungan dan Hidup (IKLH) lingkungan hidup (KEHATI) kehidupan yang
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PRIORITAS

KETERKAITAN
INDIKATOR KABUPATEN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR PROGRAM
No SASARAN SASARAN No BANYUMAS (RKPD KABUPATEN PRIORITAS KABUPATEN OPD DENGAN PRIORITAS
2025) NASIONAL
menurunkan dan penguatan Program Perencanaan Persentase dokumen harmonis dengan

resiko bencana

ketahanan daerah
dalam
penanggulangan
bencana serta
pengendalian risiko
bencana

Lingkungan Hidup

perencanaan yang
disusun

Program Pembinaan Dan
Pengawasan Terhadap
Izin Lingkungan Dan
Izin Perlindungan Dan
Pengelolaan Lingkungan
Hidup (Pplh)

Persentase ketaatan
pelaku usaha dalam
pengelolaan LH

Program Pengakuan
Keberadaan Masyarakat
Hukum Adat (MHA), Dan
Hak MHA Yang Terkait
Dengan Pplh

Persentase Persentase
MHA yang dibina terkait
PPLH

Program Pengendalian
Pencemaran dan/atau
Kerusakan Lingkungan
Hidup

Persentase kegiatan
pengendalian pencemaran
dan kerusakan
lingkungan hidup

Program Pengendalian
Bahan Berbahaya Dan
Beracun (B3) Dan
Limbah Bahan
Berbahaya Dan Beracun
(Limbah B3)

Persentase rekomendasi
rincian teknis pengelolaan
limbah B3

Program Peningkatan
Pendidikan, Pelatihan
Dan Penyuluhan
Lingkungan Hidup
Untuk Masyarakat

Persentase kegiatan
peningkatan pendidikan,
pelatihan dan penyuluhan
lingkungan hidup untuk
masyarakat

Program Penanganan
Pengaduan Lingkungan
Hidup

Persentase pengaduan
lingkungan hidup yang
ditangani

Program Pengelolaan
Persampahan

Persentase sampah yang
tertangani terkelola

lingkungan, alam, dan
budaya, serta
peningkatan toleransi
antarumat beragama
untuk mencapai
masyarakat yang adil
dan makmur
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PRIORITAS

KETERKAITAN
INDIKATOR KABUPATEN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR PROGRAM
No SASARAN SASARAN No BANYUMAS (RKPD KABUPATEN PRIORITAS KABUPATEN OPD DENGAN PRIORITAS
2025) NASIONAL
Program Pengembangan | Persentase cakupan area
Sistem dan Pengelolaan | layanan persampahan
Persampahan Regional
Indeks Resiko Program Prosentase Mitigasi BPBD
Bencana IRB Penanggulangan Bencana Yang
Bencana Dilaksanakan
Prosentase penanganan
korban bencana yang
tertangani
Prosentase penataan
sistem dasar
penanggulangan bencana
Program Pencegahan, Cakupan pelayanan SATPOL PP
Penanggulangan, pencegahan
Penyelamatan penanggulangan dan
Kebakaran dan penyelamatan korban
Penyelamatan Non kebakaran
Kebakaran
12 | Mengoptimalkan Laju PK 1 | Peningkatan daya Program Pengendalian Angka Kelahiran Total DPPKBP3A Memperkuat
pengendalian Pertumbuhan saing SDM untuk Penduduk atau TFR pembangunan
pertumbuhan Penduduk mendorong Program Pembinaan Persentase masyarakat sumberdaya manusia
Penduduk peningkatkan daya | Keluarga Berencana yang terpapar isi pesan (SDM), sains,
saing daerah (KB) Program KKBPK advokasi teknologi, pendidikan,
dan KIE serta aktif dalam kesehatan, prestasi
pengelolaan program olahraga, kesetaraan
KKBPK gender, serta
Program Peningkatan Persentase keluarga yang penguatan peran
Kualitas Keluarga mendapat pengarahan perempuan, pemuda
terkait peningkatan (genera§1 milenial dan
kualitas keluarga generasi Z), dan
Program Pemberdayaan Persentase kesertaan KB pgnyggdang
Dan Peningkatan keluarga Penerima disabilitas
Keluarga Sejahtera (KS) Bantuan Iuran PBI
13 Usia Harapan Program Pemenuhan Angka Kematian Ibu

Hidup UHH

Upaya Kesehatan
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PRIORITAS

KETERKAITAN
INDIKATOR KABUPATEN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR PROGRAM
No SASARAN SASARAN No BANYUMAS (RKPD KABUPATEN PRIORITAS KABUPATEN OPD DENGAN PRIORITAS
2025) NASIONAL
Meningkatkan Perorangan dan Upaya Jumlah Fasyankes sesuai DINKES, RSUD
Derajat kesehatan Kesehatan Masyarakat standar AJIBARANG, RSUD
masyarakat Persentase Fasyankes BANYUMAS
UKM dan UKP yang
sesuai standar
Program Sediaan % sarana farmasi alkes DINKES
Farmasi, Alat Kesehatan | makmin yang memenuhi
Dan Makanan Minuman | syarat
Program Pemberdayaan | Persentase Kemandirian
masyarakat Bidang Upaya Kesehatan
Kesehatan Berbasis Masyarakat
(UKBM)
Program Peningkatan ratio dokter per satuan
Kapasitas Sumber Daya | penduduk
Manusia Kesehatan
14 | Meningkatkan Harapan Lama Program Pengelolaan APS 5-6 Tahun DINDIK
derajat Sekolah Pendidikan APS 7-15 Tahun
pendidikan APS 7-18 Tahun
Kesetaraan
Program Pendidik dan Persentase formasi
Tenaga Kependidikan pendidik dan tenaga
kependidikan yang
terpenuhi
15 | Meningkatkan Indek Program Persentase perangkat DPPKBP3A
kualitas hidup Pembangunan Pengarusutamaan daerah yang
perempuan dan Gender IPG Gender dan melaksanakan PPRG
anak Pemberdayaan
Perempuan
Program Perlindungan Persentase korban
Perempuan kekerasan perempuan

yang terlayan
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PRIORITAS

KETERKAITAN
INDIKATOR KABUPATEN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR PROGRAM
No SASARAN SASARAN No BANYUMAS (RKPD KABUPATEN PRIORITAS KABUPATEN OPD DENGAN PRIORITAS
2025) NASIONAL
Program Pengelolaan Persentase perangkat
Sistem Data Gender Dan | daerah yang
Anak memanfaatkan data
gender dan anak sebagai
dasar perencanaan
pembangunan
Kota Layak Anak Program Perlindungan Persentase korban
Khusus Anak kekerasan anak yang
terlayani
Program Pemenuhan Persentase lembaga
Hak Anak (PHA) layanan anak yang telah
mendapatkan advokasi
16 | Meningkatkan Indek Program Pembinaan Rasio Perpustakaan DINARPUSDA
Literasi Pembangunan Perpustakaan Persatuan Penduduk
Masyarakat Literasi Rata rata Jumlah
Masyarakat Pengunjung Perpustakaan
Pertahun
17 | Meningkatkan Tingkat Daya Program Pengembangan | Tingkat partisipasi DINPORABUDPAR
kapasitas dan Saing Kapasitas Daya Saing pemuda dalam organisasi
daya saing Kepemudaan dan Kepemudaan kepemudaan dan
Pemuda Keolahragaan organisasi sosial
kemasyarakatan
Persentase Peningkatan
Wirausaha Muda
Program Pengembangan | Presentase peningkatan
Kapasitas Daya Saing prestasi olahraga pemuda
Keolahragaan
Program Pengembangan | Persentase peningkatan
Kapasitas Kepramukaan | kegiatan kepramukaan di
Kabupaten
18 | Meningkatnya Tingkat PK | Penurunan Program Pengembangan | Persentase Kegiatan DPMPTSP Membangun dari desa
kesempatan kerja | Kesempatan Kerja 2 pengangguran dan | Iklim Penanaman Modal | Usaha yang memperoleh dan dari bawah untuk

kemiskinan melalui
peningkatan

Insentif dan kemudahan
Penanaman Modal %

pertumbuhan
ekonomi, pemerataan
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PRIORITAS

KETERKAITAN
INDIKATOR KABUPATEN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR PROGRAM
No SASARAN SASARAN No BANYUMAS (RKPD KABUPATEN PRIORITAS KABUPATEN OPD DENGAN PRIORITAS
2025) NASIONAL
investasi dan Program Pengendalian Persentase realisasi ekonomi, dan
pemberdayaan Pelaksanaan Penanaman | investasi pemberantasan
masyarakat Modal kemiskinan
Program Promosi Persentase Calon Investor
Penanaman Modal yang menerima promosi
terfasilitasi penanaman
modal yang membuat Lol
Program Pengelolaan Persentase Data dan
Data Dan Sistem Informasi yang ter update
Informasi Penanaman secara periodik
Modal
Program Hubungan Persentase Perusahaan DINAKERKOPUKM
Industrial yang menerapkan tata
kelola yang layak
Program Penempatan Presentase lowongan kerja
Tenaga Kerja yang terpenuhi
19 | Meningkatkan Angkatan kerja Program Pelatihan Kerja | Persentase lulusan
kualitas dan daya | yang bekerja dan Produktivitas pelatihan bersertifikat
saing tenaga kerja | dengan Tenaga Kerja pelatihan
pendidikan Program Perencanaan Persentase perencanaan
tertinggi yang Tenaga Kerja tenaga kerja yang tersedia
ditamatkan Program Pembangunan | Persentase Calon
minimal SLTA Kawasan Transmigrasi Transmigran Yang Akan
Ditempatkan
20 | Mengurangi Indek Kedalaman Program Perumahan dan | Presentase peningkatan DINPERKIM
beban Kemiskinan Kawasan Permukiman RTLH yang diperbaiki
pengeluaran dan Kumuh
meningkatkan Program Pengembangan | Presentase tersedianya
pendapatan Perumahan rumah layak huni bagi
masyarakat warga terdampak relokasi
miskin akibat program

pemerintah
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PRIORITAS

KETERKAITAN
INDIKATOR KABUPATEN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR PROGRAM
No SASARAN SASARAN No BANYUMAS (RKPD KABUPATEN PRIORITAS KABUPATEN OPD DENGAN PRIORITAS
NASIONAL
2025)
Prosentase tersedianya
rumah layak huni bagi
korban bencana
Program Kawasan Persentase luasan
Permukiman permukiman kumuh di
kawasan perkotaan yang
ditangani
Program Pengelolaan Persentase jumlah rumah
dan Pengembangan tangga yang mendapatkan
Sistem Penyediaan air akses terhadap air minum
Minum melalui SPAM jaringan
permukaan dan bukan
jaringan perpipaan
terlindungi terhadap
rumah tangga di seluruh
Kab Kota
Program Pengelolaan Persentase rumah tinggal
dan Pengembangan berakses sanitasi
Sistem Air Limbah
Program Peningkatan Prosentase PSU
Prasarana, Sarana dan Perumahan yang
Utilitas Umum (PSU) diserahkan ke Pemerintah
Daera
Rasio Permukiman Layak
Huni
Program Perlindungan Presentase PPKS yang DINSOSPERMASDES

dan Jaminan Sosial

menerima jaminan sosial

Program Pemberdayaan
Sosial

Presentase PSKS yang
aktif

Program Penanganan
Bencana

Persentase korban
bencana alam dan sosial
yan terpenuhi kebutuhan
dasarnya pada saat dan
setelah tanggap darurat
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PRIORITAS

KETERKAITAN
INDIKATOR KABUPATEN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR PROGRAM
No SASARAN SASARAN No BANYUMAS (RKPD KABUPATEN PRIORITAS KABUPATEN OPD DENGAN PRIORITAS
NASIONAL
2025)
bencana bencana daerah
kabupaten/kota
Program Pemberdayaan | Persentase pemberdayaan
Masyarakat Desa Dan masyarakat desa dan KECAMATAN
Kelurahan kelurahan
Program Rehabilitasi Persentase penyandang DINSOSPERMASDES

Sosial

disabilitas terlantar anak
terlantar lanjut usia
terlantar dan gelandangan
pengemis yang terpenuhi
kebutuhan dasarnya di
luar panti

Sumber: diolah Bappedalitbang, 2025
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Berdasarkan hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, bahwa

Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih memiliki Visi,
Misi, dan Program Unggulan yang harus diwujudkan. Dalam
mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Banyumas Tahun 2025-2029 dilaksanakan melalui beberapa
program yang menjadi program unggulan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah terpilih, antara lain:

1) Program Pasti Sekolah:

2)

3)

4)

S)

a)

Transportasi Sekolah yang Murah dan Aman di Daerah-
Daerah Terpencil,;

Beasiswa Kepada Siswa Berprestasi dari Keluarga
Kurang Mampu untuk Melanjutkan Pendidikan ke
Perguruan Tinggi;

Membangun dan Memperluas Fasilitas PAUD di Wilayah-
Wilayah yang Kurang Terlayani;

Renovasi Sekolah-Sekolah yang Memerlukan Perbaikan
Infrastruktur;

Meningkatkan Ketersediaan Prasarana Sekolah yang
Modern;

Menyediakan Jaringan Internet di Sekolah-Sekolah.

Insentif Guru Ngaji, Operasional Pesantren, Organisasi
Keagamaan, RT/RW dan BPD;
Memajukan Seni Budaya dan Prestasi Olahraga Banyumas:

a)
b)
c)
d)

€)

Satu Event Kebudayaan atau Olahraga Setiap Bulan;
Peningkatan Insentif untuk Atlet;

Peningkatan Kualitas Pembinaan dan Manajemen Atlet;
Revitalisasi Sarana dan Prasarana Olahraga dan
Kebudayaan;

Fasilitas Penyelenggaraan Pentas Seni dan Budaya Lokal.

Pengembangan Sentra Pengusaha dan Petani Muda di Setiap
Kecamatan;

Fasilitas Akses Permodalan melalui Kerjasama dengan
Lembaga Keuangan;

Fasilitas Kemitraan antara UMKM dengan Perusahaan
Skala Besar;

Pelatihan dan Pendampingan Manajemen Bisnis untuk
Pemuda Pelopor UMKM dan Petani Muda;

Pelatihan dan Fasilitasi Pengembangan Produk Kreatif
Berbasis Kearifan Lokal;

Pembentukan Sentra Industri untuk Pelaku Usaha
Kreatif Lokal;

Fasilitasi Promosi Produk Kreatif Lokal

Pengembangan Desa Wisata dengan Melibatkan BUMDES:

a)

b)

Penguatan Manajemen BUMDES untuk Pengembangan
dan Pengelolaan Desa Wisata;

Pengembangan Destinasi dan Produk Wisata Berbasis
Potensi dan Budaya Lokal,

Pengembangan Ekosistem Wisata yang
Mengintegrasikan Produk Lokal, Objek Wisata dan
Atraksi Budaya;

Promosi Destinasi Wisata Hingga Tingkat Internasional;
Pengembangan Angkutan Wisata Terintegrasi Antar
Objek Wisata;

Pelayanan Angkutan Wisata yang Berkeselamatan.
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6)

7)

8)

9)

Percepatan Pengentasan Kemiskinan:

a) Menurunkan Angka Stunting dengan Pemberian
Bantuan Makanan Bergizi;

b) Penyaluran Bantuan Sosial yang Tepat Sasaran;

c) Percepatan Penambahan Jumlah Rumah Layak Huni;

d) Perluasan Akses Kesempatan Kerja Bagi Kelompok
Disabilitas dan Kelompok Rentan.

Revitalisasi Pasar Tradisonal yang Aman dan Nyaman:

a) Revitalisasi Sanitasi Pasar yang Bersih dan Sehat;

b) Penataan Kios Pedagang dan Fasilitas Parkir;

c) Penguatan Pengelola Pasar Melalui Kolaborasi dengan
Paguyuban;

d) Pelatihan dan Pendampingan Pedagang Pasar tradisonal
untuk Peningkatan Daya Saing dengan Pasar Modern;

e) Digitalisasi Retribusi Pasar

Layanan Puskesmas Rawat Inap di Setiap Kecamatan:

a) Pembangunan Ruang Rawat Inap pada Puskesmas Non
Rawat Inap Prioritas

Mewujudkan  Swasembada  Pangan Lokal Menuju

Kesejahteraan Petani:

a) Penguatan Kolaborasi Kelompok Tani dan Koperasi

b) untuk Meningkatkan Kesejahteraan;

c) Pembangunan dan Pemeliharaan Irigasi dan Jalan Usaha
Tani;

d) Pengembangan Gudang Penyimpanan Pangan;

e) Mempermudah Permodalan untuk Petani;

f) Jaminan Keanggotaan Asuransi Petani;

g) Pengembangan Pasar Komoditas Tani yang Berdaya
Saing;

h) Implementasi Teknologi Pertanian Modern (Smart
Farming), Terintegrasi dan Berkelanjutan;

i) Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Penelitian
untuk Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Produksi
Pertanian

10) Percepatan Pembangunan Kawasan Industri untuk

Menciptakan Lapangan Pekerjaan:

a) Perencanaan percepatan pembangunan kawasan
industri;

b) Penyiapan kebijakan pembangunan kawasan industri;

c) Perencanaan teknis kawasan industri;

d) Pengadaan lahan untuk Kawasan Industri;

e) Penyusunan Dokumen Lingkungan Kawasan Industri;

f) Tahap Pembangunan Kawasan Industri

11) Pembangunan Jalan Berkualitas Lintas Desa dan Kota:

a) Pembangunan Jalan Kabupaten;

b) Pembangunan Bangunan Pelengkap Jalan Kabupaten
(Jembatan, Drainase);

c) Pembangunan Jalan Lingkungan;

d) Pembangunan Bangunan Pelengkap Jalan Lingkungan
(Jembatan, Drainase);

e) Pengembangan Perlengkapan Jalan Kabupaten dan
Jalan Lingkungan;

f) Pengembangan Prasarana Jalan Kabupaten dan Jalan
Lingkungan
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12) Penyediaan Air Bersih untuk Masyarakat:

a)
b)
c)

d)

Pembangunan Jaringan Air Bersih Baru;

Perbaikan Sarana Penyediaan Air Bersih;

Jaminan Bantuan Air Bersih di Wilayah yang Rawan
Kekeringan;

Kolaborasi Program Sungai Bersih untuk Menjaga
Kualitas Air dan Lingkungan Sungai

13) Sistem Pelayanan Birokrasi yang Cepat, Mudah, Transparan
dan Solutif:

Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Pelayanan
Publik;

Penguatan Digitalisasi dan Integrasi Sistem Birokrasi
untuk Mempercepat Proses Administrasi Pemerintahan;
Penerapan Aplikasi Layanan Publik Berbasis Gawai
untuk Memudahkan Masyarakat Berbagai Layanan
Pemerintahan;

Implementasi Sistem Pembayaran Digital untuk
Layanan-Layanan Pemerintah;

Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintah;
Peningkatan Promosi Investasi;

Peningkatan  Kualitas Layanan Publik, melalui
Pengiriman tim layanan publik keliling

dan penguatan pusat layanan publik terpadu di setiap
kecamatan

Program Unggulan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 tersebut
disusun untuk mendukung pencapaian Visi, dan Misi Kepala
Daerah selama tahun 2025-2029. Keselarasan dukungan
program unggulan Kepala Daerah Kabupaten Banyumas Tahun
2025-2029 terhadap Misi tahun 2025-2029 dapat dilihat pada
tabel berikut.

Tabel 4. 11.

Keselarasan dukungan program unggulan Kepala Daerah terhadap
pencapaian Misi Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029

Trilas Program Bupati- Rincian Penjabaran
Misi Wakil Bupati Trilas Program Bupati-
Banyumas Wakil Bupati Banyumas
Tahun 2025-2030 Tahun 2025-2030
1. Meningkatnya kualitas |1. Program Pasti 1. Transportasi sekolah
hidup dan daya saing Sekolah yang murah dan aman di
SDM e Program daerah-daerah terpencil
peningkatan akses |2. Beasiswa kepada siswa
pendidikan untuk berprestasi dari keluarga
semua kurang mampu untuk
e Program melanjutkan pendidikan
Peningkatan ke Perguruan Tinggi
Pendidikan Anak 3. Membangun dan
Usia Dini (PAUD) memperluas Fasilitas
e Pengembangan PAUD di wilayah-wilayah
infrastruktur yang kurang terlayani
Pendidikan 4. Renovasi sekolah-sekolah
yang memerlukan
perbaikan infrastruktur
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Misi

Trilas Program Bupati-
Wakil Bupati
Banyumas
Tahun 2025-2030

Rincian Penjabaran
Trilas Program Bupati-
Wakil Bupati Banyumas

Tahun 2025-2030

S. Meningkatkan
ketersediaan prasarana
sekolah yang modern

6. Menyediakan jaringan
internet di sekolah-
sekolah

. Memperkuat ekonomi

kerakyatan yang maju,

mandiri dan
menyejahterakan

2. Layanan Puskesmas
Rawat Inap di Setiap
Kecamatan

e Program
Peningkatan Akses
Pelayanan
Kesehatan

¢ Peningkatan
Kesehatan Ibu dan
Anak

e Pengembangan
Layanan Sanitasi
dan Air Bersih

e Pelayanan Kesehatan
untuk Masyarakat
Miskin

Tersedianya layanan
puskesmas rawat inap di
setiap kecamatan untuk
menjamin kesehatan untuk
semua masyarakat

3. Insentif Guru Ngaji,
dan operasional
Pesantren,
Organisasi
Keagamaan, RT/RW
dan BPD

Pemberian insentif kepada
guru ngaji, dan operasional
untuk pesantren, organisasi
keagamaan, RT/RW dan
BPD

4. Memajukan Seni
Budaya dan Prestasi
Olahraga Banyumas

1. Satu event kebudayaan
atau olahraga Setiap
Bulan

2. Peningkatan insentif
untuk atlet

3. Peningkatan kualitas
pembinaan dan
manajemen atlet

4. Revitalisasi sarana dan
prasarana olahraga dan
kebudayaan

5. Fasilitas
penyelenggaraan pentas
seni dan budaya Lokal

5. Pengembangan
Sentra Pengusaha
dan Petani Muda di
Setiap Kecamatan

1. Fasilitas akses
permodalan melalui
kerjasama dengan
lembaga keuangan

2. Fasilitas kemitraan
antara UMKM dengan
perusahaan skala besar

3. Pelatihan dan
pendampingan
manajemen bisnis untuk
pemuda pelopor UMKM
dan petani muda
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Misi

Trilas Program Bupati-
Wakil Bupati
Banyumas
Tahun 2025-2030

Rincian Penjabaran
Trilas Program Bupati-
Wakil Bupati Banyumas

Tahun 2025-2030

4.

Pelatihan dan fasilitasi
pengembangan produk
kreatif berbasis kearifan
lokal

Pembentukan sentra
industri untuk pelaku
usaha kreatif lokal

6. Fasilitasi promosi
produk kreatif Lokal

6. Pengembangan Desa
Wisata dengan
Melibatkan BUMDES

. Penguatan Manajemen

BUMDES untuk
pengembangan dan
pengelolaan desa wisata

. Pengembangan destinasi

dan produk wisata
berbasis Potensi dan
budaya lokal
Pengembangan ekosistem
wisata yang
mengintegrasikan produk
lokal, objek wisata dan
atraksi budaya

4. Promosi destinasi
wisata hingga tingkat
internasional

7. Revitalisasi Pasar
Tradisional yang
Aman dan Nyaman

Revitalisasi sanitasi
pasar yang bersih dan
sehat

Penataan kios pedagang
dan fasilitas parkir

. Penguatan pengelola

pasar melalui kolaborasi
dengan paguyuban
Pelatihan dan
pendampingan pedagang
pasar tradisional untuk
peningkatan daya saing
dengan pasar modern
Digitalisasi retribusi
pasar

8. Percepatan
Pengentasan
Kemiskinan

. Menurunkan angka

stunting dengan
pemberian bantuan
makanan bergizi

. Penyaluran bantuan

sosial yang tepat sasaran
Percepatan penambahan
jumlah rumah layak huni
Perluasan akses
kesempatan kerja bagi
kelompok disabilitas dan
kelompok rentan
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Misi

Trilas Program Bupati-

Wakil Bupati
Banyumas
Tahun 2025-2030

Rincian Penjabaran
Trilas Program Bupati-
Wakil Bupati Banyumas

Tahun 2025-2030

3. Memperkuat ketahanan
pangan

. Mewujudkan

Swasembada Pangan
Lokal Menuju
Kesejahteraan Petani

1. Penguatan kolaborasi
kelompok tani dan
koperasi untuk
meningkatkan
kesejahteraan

2. Pembangunan dan
pemeliharaan irigasi dan
jalan usaha tani

3. Pengembangan gudang
penyimpanan pangan

4. Mempermudah
permodalan untuk petani

5. Jaminan keanggotaan
asuransi petani

6. Pengembangan pasar
komoditas tani yang
berdaya saing

7. Implementasi teknologi
pertanian modern (Smart
Farming), terintegrasi
dan berkelanjutan

8. Kerjasama dengan
lembaga pendidikan dan
penelitian untuk
peningkatan kualitas dan
kapasitas produksi
pertanian

4. Meningkatkan
pengembangan wilayah
dan Infrastruktur yang
berkelanjutan

10.

Penyediaan Air
Bersih untuk
Masyarakat

1. Pembangunan jaringan
air bersih baru

2. Perbaikan sarana
penyediaan air bersih

3. Jaminan bantuan air
bersih di wilayah yang
rawan kekeringan

4. Kolaborasi program
sungai bersih untuk
menjaga kualitas air dan
lingkungan sungai

11.

Pembangunan
Jalan Berkualitas
Lintas Desa dan
Kota

Pembangunan Jalan
Berkualitas Lintas Desa dan
Kota

12.

Percepatan
Pembangunan
Kawasan Industri
untuk Menciptakan
Lapangan Pekerjaan

Pembangunan Kawasan
Industri

5. Mewujudkan Tata
Kelola Pemerintahan
Daerah berintegritas,
adaptif dan kolaboratif
serta mendukung
peningkatan daya saing
daerah

13.

Sistem Pelayanan
Birokrasi yang
Cepat, Mudah,
Transparan dan
Solutif

Program
Peningkatan

1. Penyederhanaan
prosedur perizinan dan
pelayanan publik

2. Penguatan digitalisasi
dan integrasi sistem
birokrasi untuk
mempercepat proses
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Misi

Trilas Program Bupati-
Wakil Bupati
Banyumas
Tahun 2025-2030

Rincian Penjabaran
Trilas Program Bupati-
Wakil Bupati Banyumas

Tahun 2025-2030

Transparansi dan
Akuntabilitas
Pemerintahan

e Pengembangan
Kapasitas Aparatur
Pemerintah

e Reformasi Birokrasi
dan Efisiensi
Administrasi

administrasi
pemerintahan

3. Penerapan aplikasi
layanan publik berbasis
gawai untuk
memudahkan
masyarakat berbagai
layanan pemerintahan

4. Implementasi sistem
pembayaran digital
untuk layanan-layanan
Pemerintah

5. Pengembangan Kapasitas
Aparatur Pemerintah
(KPU)

6. Peningkatan Promosi
Investasi (KPU)

7. Peningkatan Kualitas
Layanan Publik (KPU)

6. Meningkatkan
keberlanjutan sumber
daya alam dan
lingkungan hidup

Kolaborasi Program
Sungai Bersih untuk
Menjaga Kualitas Air
dan Lingkungan Sungai

Pemantauan kualitas air
permukaan

Sumber: Rancangan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029

4.2.6. Sasaran Pembangunan Kabupaten Banyumas Tahun 2025
Sasaran pembangunan Kabupaten Banyumas tahun 2025
berpedoman pada sasaran pembangunan pada RPD Kabupaten

Banyumas Tahun 2024-2026.
pembangunan

indikator

Untuk mencapai sasaran
Kabupaten Banyumas, ditetapkan target
kinerja utama (IKU) Pembangunan Kabupaten

Banyumas tahun 2025. Target IKU Kabupaten Banyumas yang
disandingkan dengan target Provinsi Jawa Tengah dan Nasional
tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 12.

Sandingan Target Indikator Sasaran Pembangunan Kabupaten
Banyumas dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tahun 2025

Kabupaten Provinsi Nasional
Banyumas Jateng
No Indikator Satuan —
Realisasi| Target Target 2025
2024 2025
| |Indeks Reformasi| ;) ; | g5 63 86 83,50 _
Birokrasi
Tingkat
2 |Pengangguran % 6,18 6,82 - 5,56 | 4,81-4,42 5,3-6,0
Terbuka (TPT)
Angka o 11,00 -
3 Kemiskinan Yo 11,95 993 9,66-9,00 7,5-8,5
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Kabupaten Provinsi .
Nasional
] Banyumas Jateng
No Indikator Satuan .
Realisasi| Target Target 2025
2024 2025
Indek
4 |Pembangunan Indeks 74,52 75,50 73,99 73,31 - 73,49
Manusia IPM
Laju
S |Pertumbuhan % 5,29 5,50 - 6,45 (4,90 - 5,60 5,3-5,5
Ekonomi
Indeks Daya
6 Saing Daerah Indeks 4,01 4,03 - -
Indeks
7 |Ketahanan Indeks 80,74 80,97 83,05 -
Pangan

Sumber : data diolah Bappedalitbang Kabupaten Banyumas, 2025

4.2.7. Keselarasan Arah Kebijakan Tahun 2025 dengan Arah Kebijakan

RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2045

Kerangka kerja pembangunan jangka panjang Kabupaten
Banyumas tahun 2025-2045 dijabarkan dalam empat tahapan
pembangunan per lima tahunan yang merupakan kerangka kerja
makro dalam rangka pencapaian visi misi daerah. Arah
kebijakan lima tahunan diarahkan guna penekanan prioritas
pembangunan yang ditetapkan secara berkesinambungan
antara satu periode dengan periode berikutnya, dan selaras
dengan tahapan RPJPD Provinsi.

Tahun 2025 merupakan tahun pertama dari tahap 1
RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2045, sehingga
kebijakan pembangunan diarahkan pada “Peningkatan Daya
Saing SDM dan pengembangan potensi daerah untuk
meningkatkan daya saing daerah” dalam mendukung Penguatan
landasan transformasi sesuai arah kebijakan Tahap 1 RPJPD.
Keselarasan Arah Kebijakan RKPD Tahun 2025 dengan Arah
Kebijakan RPJPD Tahun 2025-2045 dapat dilihat pada tabel
berikut:

Tabel 4. 13.
Keselarasan Arah Kebijakan RKPD Tahun 2025 dengan Arah
Kebijakan RPJPD Tahun 2025-2045

Tahap 1 Misi RPJPD | Arah Kebijakan RPJPD | AT2h Kebijakan
RPJPD 2025-2045 Tahun 2025-2029 RKPD Tahun
(2025-2029) 2025
Penguatan Terwujudnya | Peningkatan pemenuhan | Peningkatan
Landasan transformasi | pelayanan kesehatan Daya Saing
Transformasi | sosial untuk semua, SDM dan
pemerataan layanan pengembangan
pendidikan bermutu, potensi daerah
serta penguatan untuk
pelayanan perlindungan | meningkatkan
sosial.
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Tahap 1
RPJPD
(2025-2029)

Misi RPJPD
2025-2045

Arah Kebijakan RPJPD
Tahun 2025-2029

Arah Kebijakan
RKPD Tahun
2025

Terwujudnya
transformasi
ekonomi

Penguatan pondasi
transformasi ekonomi
dengan pembangunan
infrastruktur pendukung
perekonomian meliputi
fisik dan digital,
pembuatan regulasi yang
hijau dan adaptif untuk
pengembangan produk
yang memiliki nilai
tambah ekonomi tinggi
berbasis IPTEK dan riset,
serta pengembangan
sumber daya manusia
untuk melandasi
pertumbuhan ekonomi
yang inklusif
berkelanjutan.

Terwujudnya
transformasi
tata kelola

Meningkatnya efektivitas
kelembagaan perangkat
daerah, kualitas
kebijakan, kualitas SDM
Aparatur, akuntabilitas
kinerja, dan sistem
pengendalian internal
pemerintah, serta
pelayanan publik
berbasis teknologi

informasi
Terwujudnya | Meningkatkan
ketahanan pembangunan keluarga,
sosial budaya | kesetaraan gender, dan
pembangunan
kebudayaan
Terwujudnya | Peningkatan kualitas
ketahanan pengelolaan lingkungan
ekologi hidup, ketahanan
pangan dan air, serta
ketahanan terhadap
perubahan iklim dan
bencana
Pembangunan

wilayah yang
merata dan
berkualitas

Peningkatan pemerataan
pembangunan wilayah
dan sarana prasarana

daya saing
daerah

Sumber: diolah Bappedalitbang, 2025

4.3. Rencana Inovasi Daerah dan Pengembangannya Tahun 2025

Dalam menjalankan fungsi
pembangunan

permasalahan

daerah,

pemerintahan dan mengatasi

Pemerintah  Kabupaten

Banyumas terus berupaya untuk melakukan terobosan-terobosan
yang dituangkan dalam  rencana inovasi daerah dan
pengembangannya. Sejalan dengan tema pembangunan daerah
Kabupaten banyumas tahun 2025 yaitu “Peningkatan Daya Saing SDM
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dan pengembangan potensi daerah untuk meningkatkan daya saing
daerah”, salah satu strategi pembangunan adalah pengembangan
sumber daya manusia dan potensi daerah berbasis riset dan inovasi.

Jumlah penduduk Kabupaten Banyumas mencapai sekitar 1,85
juta jiwa (BPS, 2024), dari jumlah tersebut mayoritas berada dalam
kelompok usia produktif. Secara teori, angka ini menunjukkan potensi
besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah karena Kabupaten
Banyumas memiliki sumber tenaga kerja yang melimpah. Selaras
dengan hal tersebut, capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Banyumas pada tahun 2024 berada di angka 74,52 yang
menunjukkan eskalasi dari tahun sebelumnya. Di sisi lain, dunia
kerja di Kabupaten Banyumas menghadapi tantangan. Ketersediaan
lapangan kerja belum sejalan dengan kompetensi yang dimiliki oleh
tenaga kerja lokal, khususnya pada sektor-sektor potensial seperti
pertanian berbasis teknologi, pariwisata, dan usaha mikro kecil
menengah (UMKM). Hal tersebut menyebabkan banyak peluang
ekonomi yang belum bisa dimaksimalkan karena keterbatasan
sumber daya manusia yang terampil.

Upaya untuk meningkatkan daya saing Kabupaten Banyumas
tidak bisa bertumpu pada satu sisi saja. Di satu sisi, kualitas SDM
perlu ditingkatkan. Di sisi lain, potensi daerah seperti pertanian,
pariwisata lokal, dan industri kreatif harus diberi perhatian yang lebih
agar mampu memberikan nilai tambah dan menciptakan peluang
ekonomi baru. Kedua hal tersebut perlu dilaksanakan secara
bersamaan agar pembangunan Kabupaten Banyumas bisa berjalan
lebih merata dan berkelanjutan.

Berdasarkan hal tersebut Kabupaten Banyumas merancang
Inovasi Kembang Eksimas yaitu Pengembangan Ekosistem Inovasi di
Kabupaten Banyumas, yang merupakan serangkaian langkah
evolusioner yang membutuhkan keterlibatan seluruh elemen
pentahelix.

4.3.1 Kembang Eksimas (Pengembangan Ekosistem Inovasi di
Kabupaten Banyumas)

Inovasi Kembang Eksimas meliputi peningkatan dinamika
bisnis dan peningkatan kapabilitas inovasi. Peningkatan
dinamika bisnis merupakan peningkatan kemudahan entitas
bisnis memulai usaha untuk penciptaan dan perluasan
lapangan pekerjaan, sedangkan peningkatan kapabilitas inovasi
merupakan  peningkatan  kemampuan daerah  dalam
penguasaan ilmu pengetahuan dan  teknologi serta
penerapannya dalam aktivitas ekonomi bernilai tambah, Inovasi
Kembang Eksimas bukan hanya menciptakan produk dan
layanan baru, tetapi juga menciptakan lingkungan yang
mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, peningkatan
daya saing, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat
Kabupaten Banyumas.

Rencana inovasi disusun oleh Bappedalitbang yang
melibatkan pemerintah desa, akademisi, media, dunia usaha,
dan masyarakat. Rencana Inovasi ini memuat pemetaan potensi
dan inovasi daerah, sinergi kelembagaan dan tata kelola inovasi,
rencana aksi, monitoring dan evaluasi, serta kaidah
pelaksanaan inovasi.
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4.3.2.1 Pemetaan Potensi dan Inovasi Daerah

Pemetaan potensi dan inovasi daerah adalah langkah
kunci dalam merencanakan dan mengembangkan ekosistem
inovasi di Kabupaten Banyumas. Pemetaan potensi dan inovasi
daerah dilaksanakan di setiap kecamatan di Kabupaten
Banyumas. Pemetaan ini melibatkan identifikasi, analisis, dan
dokumentasi potensi yang dimiliki oleh setiap kecamatan serta
upaya untuk mendorong inovasi dalam pemanfaatan potensi
tersebut. Pelaksanaan pemetaan dilaksanakan pada N-1
pelaksanaan rencana Inovasi Kembang Eksimas yang
diprakarsai oleh Bappedalitbang Kabupaten Banyumas melalui
koordinasi pendamping kecamatan. Hasil pemetaan potensi dan
inovasi daerah menjadi masukan awal dalam Inovasi
Pengembangan Ekosistem Inovasi Kabupaten Banyumas.
Pemetaan potensi dan inovasi daerah harus menjadi proses
dinamis yang terus diperbarui seiring waktu. Keterlibatan
seluruh stakeholder dan adaptasi strategi dapat membantu
Kabupaten Banyumas untuk terus memaksimalkan potensi
yang dimiliki dan merespons perubahan yang terjadi. Berikut
merupakan langkah-langkah yang dibutuhkan dalam pemetaan
potensi dan inovasi daerah dijabarkan dalam tabel berikut.

Tabel 4. 14.
Langkah Pemetaan Potensi dan Inovasi Daerah

Langkah

No. Uraian
Pemetaan

1. Identifikasi
Potensi

Sumber Daya Alam: Identifikasi sumber
daya alam yang dimiliki setiap kecamatan
(tanah, air, hutan, dan energi terbarukan)
Infrastruktur: Identifikasi keadaan
infrastruktur yang mendukung (jalan dan
telekomunikasi)

Sumber Daya Manusia: Identifikasi
kualifikasi, keterampilan, dan potensi
sumber daya manusia yang tersedia.
Pariwisata: Identifikasi objek pariwisata,
situs bersejarah, dan kekayaan budaya yang
dapat menjadi daya tarik wisata dan potensi
untuk pengembangan pariwisata
berkelanjutan.

Sumber Daya Digital dan Teknologi:
Identifikasi ketersediaan infrastruktur
teknologi dan adopsi teknologi digital.

2. Analisis

Keunggulan Komparatif: Analisis
keunggulan komparatif yang dimiliki oleh
setiap kecamatan, seperti sektor UMKM
unggulan yang dimiliki, keterampilan
khusus masyarakat, dan keadaan alam yang
unik.

Ketersediaan Pendidikan dan Keterampilan:
Analisis tingkat Pendidikan dan pelatihan
yang tersedia di setiap kecamatan dan
kebutuhan keterampilan yang diperlukan
oleh UMKM/industri 1lokal di setiap

kecamatan.
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Langkah

No. Uraian
Pemetaan

Kebutuhan dan Tantangan: Analisis
kebutuhan dan tantangan yang dihadapi
oleh kecamatan dalam pengembangan
potensi dan inovasi, serta faktor-faktor
pembatas dan hambatan yang perlu diatasi.

3. Evaluasi Potensi Ekonomi: Evaluasi sektor-sektor
ekonomi yang potensial untuk
pengembangan, seperti pertanian,

perikanan, industri, dan peluang ekonomi
baru yang dapat mendorong pertumbuhan
daerah.

Inovasi: Evaluasi inisiatif-inisiatif inovatif
yang telah ada di setiap kecamatan dan
kelompok atau lembaga yang berkontribusi
pada pengembangan inovasi.

Sumber: diolah Bappedalitbang, 2025

4.3.1.2 Kerangka Inovasi Pengembangan Ekosistem Inovasi di

Kabupaten Banyumas

Kerangka inovasi Kembang Eksimas merupakan suatu

kerangka sistematis yang dikelola mulai

dari input awal

pemetaan potensi dan inovasi daerah hingga terbentuknya suatu
ekosistem inovasi yang Lkomprehensif, berdampak, dan
berkelanjutan. Kerangka Inovasi Kembang Eksimas disajikan
dalam gambar berikut:

Pemetaan
potensi &
inovasi setiap
kecamatan

Identifikasi

A

Fasilitasi

Inkubasi &
Akselerasi

\,

\

A

Budaya Inovasi

A

Kolaborasi &
Kemitraan

J

mm(

Pengembangan

Klaster Industri
Pasar

][

Pengelolaan
Risiko

[

Kelambagaan &
Manajemen
Inovasi

}[

Pemantauan

Penjaringan dan Evaluasi

J

g
\

Gambar 4. 3. Kerangka Inovasi Kembang Eksimas
Sumber: Tim Penyusun, 2024

Keterangan:
Pemetaan potensi & inovasi dilaksanakan di setiap kecamatan.
Potensi dan inovasi daerah yang bersifat dinamis, pemantauan
dilaksanakan minimal setiap semester.

Identifikasi potensi & inovasi dilaksanakan untuk mengubah
inputan awal menjadi invensi & inovasi.

Fasilitasi dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas
melalui beberapa OPD yang diprakarsai oleh Bappedalitbang.

1.
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Fasilitasi meliputi riset/penelitian lanjutan untuk
invensi/inovasi yang membutuhkan, Fasilitasi Kekayaan
Intelektual (merk dagang/hak cipta/paten sederhana), atau
Fasilitasi pendampingan bisnis dan akses ke jaringan mentor.

4. Inkubasi dan Akselerasi merupakan tahapan bagi inovasi yang
membutuhkan dukungan inkubator dan atau percepatan
pertumbuhan bisnis yang sudah ada.

5. Penjaringan merupakan tahapan pemilihan inovasi/bisnis
apakah akan diarahkan wuntuk temu bisnis/mitra atau
diikutkan kompetisi.

6. Kolaborasi dan kemitraan merupakan dua aspek yang penting
dalam keberlanjutan bisnis, forum kolaborasi antara
pemerintah, perguruan tinggi, industri dan Masyarakat
dibentuk sebagai wadah pertemuan antara pelaku bisnis dan
calon klien. Kemitraan strategis sangat diperlukan untuk
mengakselerasi Pengembangan bisnis.

7. Budaya inovasi merupakan checkpoint keberhasilan Inovasi
Kembang Eksimas, pada fase ini akan terlihat keberhasilan
proses hilirisasi yang akan mendorong budaya kewirausahaan
dan kreativitas Kabupaten Banyumas, sehingga pada tahapan
ini akan dilaksanakan penghargaan dan pengakuan untuk
pencapaian inovatif.

8. Klaster Industri merupakan tahapan lanjutan dari beberapa
potensi awal yang berproses menjadi invensi yang kemudian
menjadi inovasi hingga tumbuh menjadi sebuah bisnis yang
matang, Pengembangan klaster industri ini dibentuk dalam
sektor-sektor unggulan yang akan menjadi kekuatan baru
dalam pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas.
Keterlibatan Perusahaan dalam klaster nantinya akan
berperan Kembali dalam proses Kembang Eksimas untuk
memfasilitasi kolaborasi dan kemitraan.

9. Pengembangan Pasar merupakan wadah bagi Perusahaan yang
tidak masuk dalam sektor unggulan untuk membantu
Perusahaan untuk mengakses pasar regional dan global dan
juga pemasaran dan promosi produk inovatif dengan target
seluruh bisnis berjalan dengan maksimal.

10. Pengelolaan Risiko wajib dilaksanakan sebagai kontrol dan
mitigasi dari setiap langkah yang dilaksanakan dalam inovasi
Kembang Eksimas

11. Kelembagaan dan Manajemen Inovasi dilaksanakan sebagai
langkah lanjutan untuk mengembangkan kelembagaan yang
mendukung inovasi dan mengelola program untuk
melaksanakan dan memonitor inisiatif-inisiatif inovatif.

12. Pemantauan dan Evaluasi dilaksanakan dengan menetapkan
indikator kinerja sebagai alat ukur kemajuan pelaksanaan
Inovasi Kembang Eksimas, Evaluasi berkala dilaksanakan
untuk menilai dampak Inovasi dan menyesuaikan strategi.

4.3.1.3 Sinergi Kelembagaan dan Tata Kelola Inovasi

Sinergi Kelembagaan dan Tata Kelola Inovasi Kembang Eksimas

Inovasi Pengembangan Ekosistem Inovasi di Kabupaten Banyumas

Membentuk ekosistem inovasi yang komprehensif, berdampak, dan
berkelanjutan
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4.4.

Meningkatkan Dinamika Bisnis Mengembangkan Kapabilitas Inovasi
Kemudahan entitas bisnis memulai Kemampuan daerah dalam penguasaan

usaha untuk penciptaan dan ilmu pengetahuan dan teknologi serta

perluasan lapangan pekerjaan penerapannya dalam aktivitas ekonomi
bernilai tambah

Regulasi yang mendukung, Keanekaragaman dan Kolaborasi, Riset,

Kemudahan administrasi, Dukungan | Komersialisasi

pendanaan

Pemetaan potensi dan inovasi
Proses Identifikasi

Program Fasilitasi

Proses Inkubasi dan Akselerasi
Proses Penjaringan

6. Proses Kolaborasi dan Kemitraan

1. Pengembangan Budaya Inovasi
2. Pengembangan Klaster Industri
3. Pengembangan Pasar

ARl

Perangkat Daerah, Perangkat Daerah dan Pemerintah
CSR/BUMN/BUMD, Akademisi Desa, CSR/BUMN/BUMD, Akademisi,
Pelaku Bisnis, Masyarakat, dan Media
Biaya untuk memulai usaha - Keanekaragaman tenaga kerja
Waktu untuk memulai usaha - Status Pengembangan klaster

Publikasi ilmiah
Aplikasi kekayaan intelektual
Belanja riset
Aplikasi merek dagang
IDSD Pilar 11 IDSD Pilar 12
Sumber: diolah Bappedalitbang, 2024

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Banyumas

Dalam upaya pencapaian prioritas pembangunan daerah
Tahun 2025, maka pada perubahan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2025 ditetapkan target pada indikator kinerja utama
Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagai berikut:

Tabel 4. 15.
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2025
Target Retargeting

Realisasi

Indikator Satuan 2024 2025 Perubahan
Induk 2025
] | Indeks Reformasi Indeks | 85,68 77,05 86
Birokrasi
o | Laju Perfumbuhan % 5,29 | 5,50-6,45 | 5,50 — 6,45
Ekonomi
3 | Indeks Daya Saing Indeks 4,01 3,6 4,03
Daerah
e 11,00 -
4 Angka Kemiskinan % 11,95 993 11,00 - 9,93
Tingkat Pengangguran o 3 B
5 Terbuka (TPT) ) 6,18 6,82 — 5,56 6,82 — 5,56
Indeks Pembangunan
6 Manusia (IPM) Indeks 74,52 75,5 75,5
7 | Indeks Ketahanan Indeks | 80,74 80,45 80,97
Pangan

Sumber: diolah Bappedalitbang, 2025

Indikator kinerja utama Perangkat Daerah sebagaimana
tertuang pada tabel di bawah ini merupakan indikator tujuan pada
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setiap Perangkat Daerah di Kabupaten Banyumas, antara lain:

Tabel 4. 16.
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2025
Target Target
No IKU OPD Satuan RKPD Perubahan
Induk 2025 | RKPD 2025
1 | DINAS PENDIDIKAN
Harapan Lama Sekolah | Tahun | 13,55 | 13,55
2 | DINAS KESEHATAN
Usia Harapan Hidup (UHH) ] Tahun | 74,51 | 74,51
3 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS
Rata rata nilai Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks 93,75 93,75
Pelayanan Rumah Sakit
4 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG
Rata rata nilai Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks 87 89
Pelayanan Rumah Sakit
5 | DINAS PEKERJAAN UMUM
Kl.nerja infrastruktur PUPR di % 80,601 81,780
Dinas PU
6 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Persentase Peningkatan
Rumah Tangga dengan Akses % 1,5 1,5
Air Minum
Persentase Peningkatan
Rumah Tangga dengan Akses % 2 2
Air Limbah Domestik
Persentase peningkatan
Lingkungan Permukiman % 0,157 0,157
yang Layak Huni
7 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Indeks Kapasitas Daerah \ Indeks | 0,87 | 0,88
8 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Standar deviasi potensi
konflik Ipoleksospbudhankam Angka 6,4 6
9 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Persentase penurunan
gangguan keamanan dan % ) S
ketertiban umum
10 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Persentase PPKS yang
terpenuhi kebutuhan % 100 100
dasarnya
Indeks Desa Membangun Indeks 0,74 0,74
11 DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH
Persentase Usaha Mikro Yan
Menjadi Wirausaha © o 2,08 2,23
Persentase penerapan
program Pelatihan Berbasis % 100 100
Kompetensi
Persentase koperasi sehat % 40,28 34,67
Persentase pembinaan
kepada Serikat Pekerja / % 57,95 35,71
Organisasi pekerja
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Target Target
No IKU OPD Satuan RKPD Perubahan
Induk 2025 | RKPD 2025
Persentase lowongan kerja
terdaftar terhadap jumlah % 66 66
pencari kerja yang terdaftar
Persentase penerapan
program Pelatihan Berbasis % 100 100
Kompetensi
12 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Eiﬂ;s é%LaIl{l)tas Lingkungan | jeis 75,49 76,63
13 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Indeks Kepuasan Masyarakat
Bidang Administrasi Indeks 90 90
Kependudukan
14 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB, PP DAN PA
gfﬁ:jﬁgncgerday aan Indeks 72,85 72,85
Laju pertumbuhan penduduk % 0,763 0,763
(LPP)
Nilai Kabupaten Layak Anak NIlai 605 605
15 | DINAS PERHUBUNGAN
Rasio konektivitas wilayah \ Rasio | 0,785 0,785
16 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Indeks Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik (SPBE) Indeks 3,6 41
gﬁgiigigltg:;ukaan Informasi Nilai 95,5 96,860
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
17
PINTU
IKM pelayanan terpadu satu Indeks 90,75 90,75
pintu
Nilai Investasi Daerah Mg;};ar 2800 2800
18 | DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Persentase peningkatan
kunjungan daya tarik wisata % 3 26,21
dan event
Tingkat daya saing
Kepemudaan dan % 0,58 0,58
Keolahragaan
19 | DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
Indeks Pembangunan Literasi ndeks 61 68
Masyarakat
Nilai l?enyelenggaraan Nilai 75.5 80
Kearsipan
20 | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
Persentase Peningkatan
Produksi Perikangan 7o 2 2,47
Persentase peningkatan
produksi olahan hasil % 4 12,47
perikanan
Persentase Peningkatan % 3 3
Produksi Peternakan
21 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
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No

IKU OPD

Satuan

Target
RKPD
Induk 2025

Target
Perubahan
RKPD 2025

Persentase peningkatan
komoditas potensial yang
dikembangkan

%

13,33

13,33

Rasio Ketersediaan terhadap
Kebutuhan Pangan Utama
Beras

%

115,5

115,5

Persentase Peningkatan
Produksi Pertanian

%

0,55

0,55

22

DINAS PERINDUSTRIAN DAN

PERDAGANGAN

Persentase peningkatan
jumlah Industri Kecil
Menengah (IKM)

%

0,2

0,24

Persentase peningkatan
omzet penjualan pelaku
usaha perdagangan

%

6,19

14,15

23

SEKRETARIAT DAERAH

Nilai Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP)

Nilai

80,65

82

Nilai Maturitas Sistem
Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP)

Nilai

3,32

3,39

24

SEKRETARIAT DPRD

Indeks Kepuasan DPRD

| Indeks |

86

86

25

INSPEKTORAT DAERAH

Persentase Peningkatan Nilai
IEPK

%

0,33

0,33

26

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN DAERAH

Nilai SAKIP komponen
perencanaan kinerja pada
pemerintah daerah

Nilai

25,75

25,75

Pemanfaatan hasil riset dan
inovasi daerah

%

76,5

76,5

Nilai Manajemen Risiko (MRI)

Nilai

3,084

3,196

27

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Persentase Pendapatan Asli
Daerah terhadap APBD

%

23

23

28

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Capaian Opini BPK terhadap
Laporan Keuangan Daerah

%

100

100

29

BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Indeks Profesionalitas ASN

| Indeks |

72

80,1

30

KECAMATAN

Persentase capaian kinerja
Penyelenggaraan Pemerintah
Kecamatan

%

100

100

Sumber: diolah Bappedalitbang, 2025
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BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana program dan kegiatan prioritas dalam penyusunan RKPD
Perubahan Kabupaten Banyumas Tahun 2025, sesuai dengan indikasi
rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPD Kabupaten
Banyumas tahun 2024-2026, berdasarkan evaluasi pembangunan
tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang
direncanakan dalam RPD. Program Pembangunan berisi program-program
prioritas terpilih yang menjadi “top priority” untuk mewujudkan tujuan dan
sasaran pembangunan daerah.

5.1 Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2025 serta
Pendanaan Indikatif Program dan Kegiatan Pembangunan Kabupaten
Banyumas Tahun 2025

Program dan kegiatan prioritas pembangunan berisi program dan
kegiatan baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka
panjang tahap IV maupun untuk pemenuhan layanan Perangkat
Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.
Rencana program dan kegiatan prioritas diuraikan dalam kelompok
urusan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dalam Bab IV Urusan Pemerintahan Bagian

Pasal 9 (1)

Pemerintahan terdiri atas Pemerintahan Absolut, urusan Pemerintahan

Konkuren dan Urusan Pemerintahan Umum.

RKPD Tahun 2025 dengan anggaran sebesar Rp.
3.956.104.895.018,00 dan realisasi di APBD Tahun 2025 sebesar Rp.
4.013.637.569.630,00. Di dalam perubahan RKPD Tahun 2025 terdapat
penambahan di pendapatan bagi hasil pajak dari provinsi sebesar Rp.
25.136.636.551 dan penurunan SILPA sebesar Rp. 84.926.546.681.
Penganggaran program dan kegiatan serta sub kegiatan perangkat
daerah memperhatikan kerangka pendanaan pembangunan, dengan
perincian sebagai berikut:

Tabel S. 1.
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas
Perubahan RKPD Tahun 2025

Kesatu Klasifikasi Urusan Pemerintahan. Urusan

Jumlah (Rp) Bertambah/
No. URAIAN APBD 2025 berkurang (APBD +/- (%)
RKPD 2025 Induk RKPD-P 2025 dg RKPD-P)
1. PENDAPATAN
DAERAH
1.1. |PENDAPATAN ASLI 1.176.363.320.388 1.165.627.706.267 | 1.125.627.706.267 (40.000.000.000) (3,43)
DAERAH
1.1.1|Pendapatan Pajak 562.655.855.427 538.655.855.427 498.655.855.427 (40.000.000.000) (7,43)
. Daerah
1.1.2|Pendapatan Retribusi 527.654.164.577 544.188.550.457 544.188.550.457
. Daerah
1.1.3|Pendapatan Hasil 31.326.114.384 31.326.114.383 31.326.114.383
Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan
1.1.4|Lain-lain Pendapatan Asli 54.727.186.000 51.457.186.000 51.457.186.000
. Daerah yang Sah
1.2. [PENDAPATAN 2.770.831.865.000 2.739.523.620.000 | 2.730.019.284.551 (9.504.335.449) (0,35)
TRANSFER
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Jumlah (Rp) Bertambah/
No. URAIAN berkurang (APBD +/- (%)
APBD 2025 g
RKPD 2025 Induk RKPD-P 2025 dg RKPD-P)

1.2. |Pendapatan Transfer 2.577.849.378.000 2.563.232.066.000 | 2.529.640.094.000 (33.591.972.000) (1,31)
1. Pemerintah Pusat
1.2. (Transfer Pemerintah 2.212.618.760.000 2.197.702.305.000 | 2.163.581.373.000 (33.591.972.000) (1,53)
1.1. |Pusat-Dana Perimbangan
1.2.1|Dana Transfer Umum- 43.127.499.000 56.658.632.000 56.658.632.000 - -
.1.1. |Dana Bagi Hasil (DBH)
1.2.1|Dana Alokasi Umum 1.408.719.921.00 1.473.124.314.000 1.443.633.901.000 (29.490.413.000) (2,00)
.2.2. |(DAU) 0
1.2.1|Dana Alokasi Khusus 760.771.340.000 667.919.359.000 663.817.800.000 (4.101.559.000) (0,61)
.2.3. |(DAK)
1.2. (Transfer Pemerintah 365.230.618.000 365.529.761.000 365.529.761.000 - -
2.2. |Pusat-Lainnya
1.2.2|Dana Insentif Daerah (DID) 15.042.035.000,0 22.732.017.000 22.732.017.000 - -
.2.1. |/ Dana Penyesuian
1.2.2|Dana Desa 350.188.583.000 342.797.744.000 342.797.744.000 - -
2.2,
1.2. (Transfer Pemerintah 192.982.487.000 176.291.554.000 200.379.190.551 24.087.636.551 13,66
2. Provinsi
1.2.2|Pendapatan Bagi Hasil 171.194.487.000 171.364.554.000 196.501.190.551 25.136.636.551 14,67
.1.  |Pajak
1.2.2|Pendapatan Bagi Hasil 21.788.000.000 4.927.000.000 3.878.000.000 (1.049.000.000) (21,29)
.2.  |Lainnya / Bantuan

Keuangan
1.3. | LAIN-LAIN 5.272.140.000 - - - -

PENDAPATAN
DAERAH YANG SAH

1.3.1|Pendapatan Hibah 5.272.140.000 - - - -
JUMLAH PENDAPATAN 3.952.467.325.388 3.905.151.326.267 | 3.855.646.990.818 (49.504.335.449) (1,27)
DAERAH
2. BELANJA DAERAH
2.1. |BELANJA OPERASI 2.780.968.596.791 3.022.400.406.399 | 2.890.390.401.857 132.010.004.542 (4,37)
2.1. |Belanja Pegawai 1.662.988.308.81 1.863.122.059.651 1.793.735.566.671 (69.386.492.980) (3,72
1. 5
2.1. |Belanja Barang dan 1.036.017.337.49 1.030.398.175.979 967.774.664.417 (62.623.511.562) (6,08)
2. Jasa 7
2.1. |Belanja Bunga 4.572.414.550 4.772.414.550 4.772.414.550 - -
3.
2.1. |Belanja Subsidi 500.000.000 98.000.000 98.000.000 - -
4.
2.1. |Belanja Hibah 60.746.736.879 110.084.770.419 110.084.770.419 - -
5.
2.1. |Belanja Bantuan 16.143.799.050 13.924.985.800 13.924.985.800 - -
6. Sosial
2.2. |BELANJA MODAL 536.678.393.227 376.218.580.155 371.825.702.155 (4.392.877.590) (1,17)
2.3. |BELANJA TAK 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 - -

TERDUGA
2.3.1)Belanja Tak Terduga 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 - -
2.4. |BELANJA 628.457.905.000 605.018.583.076 606.990.583.078 1.972.000.002 0,33

TRANSFER
2.4. |Transfer Bagi Hasil 43.050.000.000 57.424.575.978 57.424.575.978 - -
1. Pendapatan
2.4. |Transfer Bantuan 585.407.905.000 547.594.007.098 549.566.007.100 1.972.000.002 0,36
2. Keuangan
2.4. |Transfer Bantuan 585.407.905.000 547.594.007.098 549.566.007.100 1.972.000.002 0,36
2.1. |Keuangan ke Desa
JUMLAH BELANJA DAERAH 3.956.104.895.018 4.013.637.569.630 | 3.879.206.687.500 (134.430.882.130) (3,35)
SURPLUS/(DEFISIT) (3.637.569.630) (108.486.243.363) (23.559.696.682) 84.926.546.681 | (78,28)
3. PEMBIAYAAN -
3.1. |PENERIMAAN 90.000.000.000 187.448.673.733 103.113.129.285 (84.335.544.448) | (45,31)

PEMBIAYAAN
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URAIAN

Jumlah (Rp)

RKPD 2025

APBD 2025
Induk

RKPD-P 2025

Bertambah/
berkurang (APBD
dg RKPD-P)

+/- (%)

3.1.1

Penggunaan SILPA

90.000.000.000

187.448.673.733

102.522.127.052

(84.926.546.681)

45,31

3.1.2

Pencairan Dana
Cadangan

3.1.3

Hasil Penjualan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan

3.1.4

Penerimaan Pinjaman
Daerah

3.1.5

Penerimaan Kembali
Pemberian Pinjaman
Daerah

3.1.6

Penerimaan Pembiayaan
Lainnya sesuai dengan
Ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan

3.2.

PENGELUARAN
PEMBIAYAAN

86.362.430.370

78.962.430.370

78.962.430.370

3.2.1

Pembentukan Dana
Cadangan

3.2.2

Penyertaan Modal
Daerah

20.000.000.000

12.600.000.000

12.600.000.000

3.2.3

Pembayaran Cicilan
Pokok Utang yang Jatuh
Tempo

66.362.430.370

66.362.430.370

66.362.430.370

3.2.4

Pemberian Pinjaman
Daerah

3.1.5

Pengeluaran Pembiayaan
Lainnya sesuai dengan
Ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan

PEMBIAYAAN NETTO

3.637.569.630

108.486.243.363

23.559.696.682

(84.926.546.681)

(78,28)

SISA LEBIH PEMBIAYAAN
ANGGARAN (SILPA)

Sumber: data diolah BKAD, Bapenda dan Bappedalitbang Kab. Banyumas, 2025

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa terdapat penurunan
pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan netto pada perubahan
RKPD 2025 dibandingkan dari APBD Induk 2025. Hal ini disebabkan
karena adanya kebijakan pusat terkait dengan pelaksanaan kegiatan dan
efisiensi belanja belanja untuk anggaran tahun 2025, sehingga dilakukan
realokasi anggaran pada program/kegiatan/subkegiatan tahun 2025.
Meskipun terdapat efisiensi belanja daerah tahun 2025, namun tidak
mempengaruhi target kinerja sasaran Pembangunan daerah tahun 2025,
karena sasaran Pembangunan daerah bersifat strategis. Realokasi
anggaran dilakukan pada program/kegiatan/subkegiatan yang bersifat
anggaran/ fisik. Oleh karena itu, target sasaran Pembangunan daerah
tahun 2025 dilakukan penyesuaian target naik pada perubahan RKPD
2025 berdasarkan atas realisasi capaian tahun 2024 yang sudah lebih
tinggi dibandingkan target induk 2025.

Berdasarkan hasil analisis keuangan pada bab sebelumnya, maka
kerangka pendanaan perubahan untuk tahun 2025 sebagaimana
tercantum dalam Bab III Perubahan RKPD Kabupaten Banyumas Tahun
2025. Rincian perubahan pendanaan indikatif program dan kegiatan
pembangunan Kabupaten Banyumas Tahun 2025 sebagaimana tertuang
dalam Lampiran (Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten
Banyumas Tahun 2025).
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Dokumen perencanaan Pembangunan Perubahan RKPD Kabupaten
Banyumas tahun 2025 masih mengacu pada RPD Tahun 2024-2026,
sehingga tidak terdapat penambahan maupun pengurangan program,
kegiatan, dan subkegiatan.

Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan Pembangunan daerah
selama tahun 2024-2026. Dengan adanya Bupati dan Wakil Bupati terpilih
periode 2025-2029 memiliki Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program
Unggulan yang harus dicapai. Dalam mendukung pencapaian Visi, Misi,
Tujuan, Sasaran dan Program tersebut dilakukan penyelarasan Program
Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2025-2029 dengan
Perencanaan Pembangunan RKPD tahun 2025, sehingga selain
mewujudkan tujuan dan sasaran Pembangunan daerah tahun 2024-2026
juga mendukung pencapaian Visi Misi Kepala Daerah terpilih melalui
program unggulan Bupati dan Wakil Bupati 2025-2029. Program Unggulan
Bupati dan Wakil Bupati tersebut diterjemahkan ke dalam program
nomenklatur tahun 2025 yang dikaitkan dengan tujuan dan Sasaran
Pembangunan beserta target kinerja yang akan dicapai pada tahun 2025.
Keterkaitan Tujuan, Sasaran Pembangunan, Target, dan Program
Nomenklatur Tahun 2025 dengan Program Unggulan Bupati dan Wakil
Bupati Tahun 2025-2029 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 5. 2.

Keterkaitan Tujuan, Sasaran Pembangunan, dan Target Perubahan Tahun 2025 dengan Program Unggulan Bupati-Wakil
Bupati Banyumas Tahun 2025-2029

Target Trilas Rincian Penjabaran Trilas
INDIKATOR Perubahan | Program Bupati-Wakil Program Bupati-Wakil
TUJUAN SASARAN TUJUAN, SATUAN 2025 Bupati Bupati Banyumas Tahun
SASARAN Banyumas Tahun 2025-2029
2025-2029
Mewujudkan Indeks Reformasi Indeks 8 3. Insentif Guru Ngaji, | Pemberian insentif kepada
Tata Kelola Birokrasi dan operasional guru ngaji, dan operasional
Pemerintahan Pesantren, Organisasi untuk pesantren, organisasi
yang Bersih Keagamaan, RT/RW keagamaan, RT/RW dan BPD
Efektif dan dan BPD
Berdaya 1.1 | Mewujudkan Indeks Indeks 72 13. Sistem Pelayanan | 1. Penyederhanaan prosedur
Saing ASN yang Profesionalitas Birokrasi yang Cepat, perizinan dan pelayanan
Profesional ASN Mudah, Transparan publik;
Nilai Sisterm Merit Nilai 300 dan Solutif: ‘ 2. ‘Penguatfem‘ digitali.sasi dap
- Program Peningkatan integrasi sistem birokrasi
1.2 | Meningkatkan Indeks Persepsi Indeks 4,6 Transparansi dan untuk mempercepat proses
Kualitas Kualitas Pelayanan Akuntabilitas administrasi
Pelayanan Publik (IPKP) Pemerintahan; pemerintahan;
Publik Indeks Pelayanan Indeks 4,45 - Pengembangan 3. Penerapan aplikasi
Publik (IPP) Kapasitas Aparatur layanan publik berbasis
1.3 | Mewujudkan Nilai Komponen Nilai 33,1 Pemerintah; gawai untuk memudahkan
Tata Kelola Hasil Indeks - Reformasi Birokrasi masyarakat berbagai
Pemerintahan Reformasi dan Efisiensi layanan pemerintahan;
yang Efektif dan Birokrasi Administrasi 4. Implementasi sistem
Kolaboratif Nilai Sistem Nilai 82 pembayaran digital untuk
Akuntabilitas layanan-layanan
Kinerja Instansi Pemerintah;
Pemerintah
(SAKIP)
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Target Trilas Rincian Penjabaran Trilas
INDIKATOR Perubahan | Program Bupati-Wakil Program Bupati-Wakil
TUJUAN SASARAN TUJUAN, SATUAN 2025 Bupati Bupati Banyumas Tahun
SASARAN Banyumas Tahun 2025-2029
2025-2029

7 | Nilai Maturitas Nilai 3,39 5. Pengembangan Kapasitas
Sistem Aparatur Pemerintah
Pengendalian (KPU);

Intern Pemerintah 6. Peningkatan Promosi
(SPIP) Investasi (KPU);

8 | Capaian Opini BPK % 100 7. Peningkatan Kualitas
status WTP Layanan Publik (KPU)
terhadap laporan
keuangan daerah

9 | Indeks Sistem Indeks 4,1
Pemerintahan
Berbasis
Elektronik (SPBE)

10 | Indeks Reformasi Indeks 97,75
Hukum

11 | Indeks Tata Kelola Indeks 72,310

Pengadaan
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TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR
TUJUAN,
SASARAN

SATUAN

Target
Perubahan
2025

Trilas
Program Bupati-Wakil
Bupati
Banyumas Tahun
2025-2029

Rincian Penjabaran Trilas

Program Bupati-Wakil
Bupati Banyumas Tahun
2025-2029

Meningkatkan
Pertumbuhan
Ekonomi dan
Daya Saing
Daerah

Laju Pertumbuhan
Ekonomi

%

5,50 -
6,45

5. Pengembangan
Sentra Pengusaha
dan Petani Muda di
Setiap Kecamatan

. Fasilitas akses permodalan

melalui kerjasama dengan
lembaga keuangan;

. Fasilitas kemitraan antara

UMKM dengan perusahaan
skala besar;

. Pelatihan dan

pendampingan manajemen
bisnis untuk pemuda
pelopor UMKM dan petani
muda,;

. Pelatihan dan fasilitasi

pengembangan produk
kreatif berbasis kearifan
lokal;

. Pembentukan sentra

industri untuk pelaku
usaha kreatif lokal,;

. Fasilitasi promosi produk

kreatif Lokal

2.1

Mengoptimalkan
pengembangan
potensi ekonomi
daerah

12

Nilai Produk
Domestik Regional
Bruto (PDRB)

Milyar
Rupiah

48.330

6. Pengembangan
Desa Wisata dengan
Melibatkan BUMDES

. Penguatan Manajemen

BUMDES untuk
pengembangan dan
pengelolaan desa wisata;

. Pengembangan destinasi

dan produk wisata
berbasis Potensi dan
budaya lokal;
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Target Trilas Rincian Penjabaran Trilas
INDIKATOR Perubahan | Program Bupati-Wakil Program Bupati-Wakil
TUJUAN SASARAN TUJUAN, SATUAN 2025 Bupati Bupati Banyumas Tahun
SASARAN Banyumas Tahun 2025-2029
2025-2029

3. Pengembangan ekosistem
wisata yang
mengintegrasikan produk
lokal, objek wisata dan
atraksi budaya;

4. Promosi destinasi wisata
hingga tingkat
internasional

13 | Rasio PDRB % 3,5 7. Revitalisasi Pasar 1. Revitalisasi sanitasi pasar
Penyediaan Tradisional yang Aman yang bersih dan sehat;
Akomodasi Makan dan Nyaman 2. Penataan kios pedagang
dan Minum dan fasilitas parkir;
14 | Rasio PDRB % 27,28 3. Penguatan pengelola pasar
Industri melalui kolaborasi dengan
Pengolahan paguyuban;
15 | PDRB sektor Juta 9.098.964 4. Pelatihan dan
Pertanian, Rupiah pendampingan pedagang
Kehutanan, dan pasar tradisional untuk
Perikanan peningkatan daya saing
Indeks Daya Saing | Indeks 4,03 dengan pasar modern;
Daerah 5. Digitalisasi retribusi pasar
2.2 | Meningkatkan 16 | Angka Kriminalitas | Angka 1,8
stabilitas
keamanan
wilayah
2.3 | Meningkatkan 17 | Indeks Daya Saing Indeks 3,58 11. Pembangunan Pembangunan Jalan
sarana dan Infrastruktur Jalan Berkualitas Berkualitas Lintas Desa dan
Lintas Desa dan Kota Kota
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Target Trilas Rincian Penjabaran Trilas
INDIKATOR Perubahan | Program Bupati-Wakil Program Bupati-Wakil
TUJUAN SASARAN TUJUAN, SATUAN 2025 Bupati Bupati Banyumas Tahun
SASARAN Banyumas Tahun 2025-2029
2025-2029
prasarana
wilayah
2.4 | Meningkatkan 18 | Indeks Kualitas Indeks 75,49 10. Penyediaan Air . Pembangunan jaringan air
keberlanjutan Lingkungan Hidup Bersih untuk bersih baru;
lingkungan dan (IKLH) Masyarakat . Perbaikan sarana
menurunkan penyediaan air bersih;
risiko bencana . Jaminan bantuan air
bersih di wilayah yang
rawan kekeringan;

. Kolaborasi program sungai
bersih untuk menjaga
kualitas air dan
lingkungan sungai

Kolaborasi Program Pemantauan kualitas air
Sungai Bersih untuk permukaan
Menjaga Kualitas Air
19 | Indeks Risiko Indeks 107,77 gan Llpgkungan
ungai
Bencana (IRB)
2.5 | Meningkatkan 20 | Indeks Pilar Indeks 4,27
kapabilitas Riset Kapabilitas Inovasi
dan Inovasi pada IDSD
Menangani Angka Kemiskinan % 11,00 - 1. Menurunkan angka
Kemiskinan 9,93 stunting dengan
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Target Trilas Rincian Penjabaran Trilas
INDIKATOR Perubahan | Program Bupati-Wakil Program Bupati-Wakil
TUJUAN SASARAN TUJUAN, SATUAN 2025 Bupati Bupati Banyumas Tahun
SASARAN Banyumas Tahun 2025-2029
2025-2029
dan 9 | 3.1 | Mengurangi 21 | Indeks Kedalaman Indeks 1,15 pemberian bantuan
Pengangguran beban Kemiskinan makanan bergizi;
serta pengeluaran 2. Penyaluran bantuan sosial
Meningkatkan dan yang tepat sasaran;
SDM meningkatkan 8. Percepatan 3. Percepatan penambahan
pendapatan Penggn@asan jumlah rumah layak hunij;
Kemiskinan
masyarakat 4. Perluasan akses
miskin kesempatan kerja bagi
kelompok disabilitas dan
kelompok rentan
Tingkat % 6,82 — 12. Percepatan Pembangunan Kawasan
Pengangguran 5,56 Pembangunan Industri
Terbuka (TPT) Kawasan Industri
10 | 3.2 | Meningkatkan 22 | Tingkat % 94,25 untuk Menciptakan
kesempatan Kesempatan Kerja Lapangan Pekerjaan
kerja
11 | 3.3 | Meningkatkan 23 | Angkatan kerja % 93,54
kualitas dan yang bekerja
daya saing dengan pendidikan
tenaga kerja tertinggi yang
ditamatkan
minimal SLTA
Indeks Indeks 75,5 1. Program Pasti 1. Transportasi sekolah yang
Pembangunan Sekolah: murah dan aman di daerah-
Manusia (IPM) Program daerah terpencil;
peningkatan akses 2. Beasiswa kepada siswa
pendidikan untuk berprestasi dari keluarga
semua, kurang mampu untuk

-161-




Target Trilas Rincian Penjabaran Trilas
INDIKATOR Perubahan | Program Bupati-Wakil Program Bupati-Wakil
TUJUAN SASARAN TUJUAN, SATUAN 2025 Bupati Bupati Banyumas Tahun
SASARAN Banyumas Tahun 2025-2029
2025-2029
Program melanjutkan pendidikan ke

Peningkatan Perguruan Tinggi;

Pendidikan Anak Usia | 3. Membangun dan

Dini (PAUD); memperluas Fasilitas PAUD di

Pengembangan wilayah-wilayah yang kurang
infrastruktur terlayani;

Pendidikan 4. Renovasi  sekolah-sekolah
yang memerlukan perbaikan
infrastruktur;

5. Meningkatkan ketersediaan
prasarana sekolah yang
modern;
6. Menyediakan jaringan
internet di sekolah- sekolah
12 | 3.4 | Meningkatkan 24 | Usia Harapan Tahun 74,51 2. Layanan Puskesmas | Tersedianya layanan
derajat Hidup (UHH) Rawat Inap di Setiap puskesmas rawat inap di
kesehatan Kecamatan: setiap kecamatan untuk
masyarakat Program menjamin kesehatan untuk
13 | 3.5 | Meningkatkan 25 | Harapan Lama Tahun 13,5 Peningkatan Akses semua masyarakat
derajat Sekolah Pelayanan Kesehatan;
pendidikan Peningkatan
14 | 3.6 | Meningkatkan 26 | Indeks Indeks 68 Kesehatan Ibu dan
Literasi Pembangunan Anak;
Masyarakat Literasi Pengembangan

Masyarakat (IPLM)

Layanan Sanitasi dan
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Target Trilas Rincian Penjabaran Trilas
INDIKATOR Perubahan | Program Bupati-Wakil Program Bupati-Wakil
TUJUAN SASARAN TUJUAN, SATUAN 2025 Bupati Bupati Banyumas Tahun
SASARAN Banyumas Tahun 2025-2029
2025-2029
15 | 3.7 | Mengoptimalkan 27 | Laju Pertumbuhan % 0,604 Air Bersih;
pengendalian Penduduk Pelayanan
pertumbuhan Kesehatan untuk
Penduduk Masyarakat Miskin;
16 | 3.8 | Meningkatkan 28 | Indeks Indeks 89,75
kualitas hidup Pembangunan
perempuan dan Gender (IPG)
anak 29 | Nilai Kota Layak Nilai 610
Anak
17 | 3.9 | Meningkatkan 30 | Tingkat Daya % 0,58 4. Memajukan Seni 1.Satu event kebudayaan
kapabilitas dan Saing Kepemudaan Budaya dan Prestasi atau olahraga Setiap Bulan;
daya saing dan Keolahragaan Olahraga Banyumas 2.Peningkatan insentif untuk
pemuda atlet;
3.Peningkatan kualitas
pembinaan dan manajemen
atlet;
4.Revitalisasi sarana dan
prasarana olahraga dan
kebudayaan;
5.Fasilitas penyelenggaraan
pentas seni dan budaya
Lokal
Memperkuat Indeks Ketahanan Indeks 80,97 9. Mewujudkan 1.Penguatan kolaborasi
Ketahanan Pangan (IKP) Swasembada Pangan kelompok tani dan koperasi
Pangan 18 | 4.1 | Meningkatkan 31 | Nilai aspek Nilai 81,35 Lokal Menuju untuk meningkatkan
ketersediaan ketersediaan Kesejahteraan Petani kesejahteraan;
pangan secara pangan dalam IKP
mandiri
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Target Trilas Rincian Penjabaran Trilas
INDIKATOR Perubahan | Program Bupati-Wakil Program Bupati-Wakil
TUJUAN SASARAN TUJUAN, SATUAN 2025 Bupati Bupati Banyumas Tahun
SASARAN Banyumas Tahun 2025-2029
2025-2029
19 | 4.2 | Meningkatkan 32 | Nilai aspek Nilai 82,79 2.Pembangunan dan
keterjangkauan keterjangkauan pemeliharaan irigasi dan
pangan pangan dalam IKP jalan usaha tani;
20 | 4.3 | Mengoptimalkan 33 | Nilai aspek Nilai 79,33 3.Pengembangan gudang
pemanfaatan pemanfaatan penyimpanan pangan;
pangan pangan dalam IKP 4.Mempermudah permodalan

untuk petani;
5.Jaminan keanggotaan
asuransi petani;
6.Pengembangan pasar
komoditas tani yang
berdaya saing;
7.Implementasi teknologi
pertanian modern (Smart
Farming), terintegrasi dan
berkelanjutan;
8.Kerjasama dengan lembaga
pendidikan dan penelitian
untuk peningkatan kualitas
dan kapasitas produksi
pertanian

Sumber: diolah Bappedalitbang, 2025
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Tabel 5. 3.

Dukungan Program Prioritas Daerah Terhadap Prioritas Pembangunan Daerah, Tujuan Daerah, dan Prioritas Nasional Tahun 2025

NO

PRIORITAS
NASIONAL

NO

TUJUAN

NO

PRIORITAS
KABUPATEN
(RKPD
KABUPATEN 2025)

PROGRAM
PRIORITAS
KABUPATEN

PAGU ANGGARAN
RKPD INDUK TAHUN
2025

PAGU ANGGARAN
RKPD
PERUBAHAN
TAHUN 2025

PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB

Transformasi
Tata Kelola

PP
1

Mewujudkan
Tata Kelola
Pemerintahan
yang Bersih
Efektif dan
Berdaya Saing

PK
6

Peningkatan
profesionalitas ASN
dan tata kelola
pemerintahan yang
efektif, berdaya
saing serta
berbasis
infrastruktur
digital

Program
Kepegawaian
Daerah

6.840.000.000,00

2.111.468.250,00

BKPSDM

Program
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia

5.500.000.000,00

1.644.544.625,00

BKPSDM

Program Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/ Kota

71.595.242.000,00

32.149.668.693,00

BKPSDM

Program
Pengelolaan
Informasi dan
Komunikasi Publik

547.604.423,00

1.719.367.291,00

DINKOMINFO

Program
Pengelolaan
Aplikasi
Informatika

2.010.421.311,00

1.407.614.705,00

DINKOMINFO

Program
Penyelenggaraan
Statistik Sektoral

66.108.004,00

39.562.500,00

DINKOMINFO

Program
Penyelenggaraan
Persandian Untuk
Pengamanan
Informasi

183.617.783,00

990.321.600,00

DINKOMINFO

Program Penunjang
Urusan
Pemerintahan

11.023.774.509,00

11.047.969.401,00

DINKOMINFO
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NO

PRIORITAS
NASIONAL

NO

TUJUAN

NO

PRIORITAS
KABUPATEN
(RKPD
KABUPATEN 2025)

PROGRAM
PRIORITAS
KABUPATEN

PAGU ANGGARAN
RKPD INDUK TAHUN
2025

PAGU ANGGARAN
RKPD
PERUBAHAN
TAHUN 2025

PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB

Daerah
Kabupaten/Kota

Program
Pemerintahan dan
Kesejahteraan
Rakyat

10.553.048.660,00

10.134.915.215,00

SETDA

Program
Perekonomian Dan
Pembangunan

2.454.259.500,00

809.422.483,00

SETDA

Program Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota

39.926.731.840,00

33.655.434.356,00

SETDA

Program
Penyelenggaraan
Pengawasan

1.511.280.000,00

2.065.681.950,00

INSPEKTORAT

Program
Perumusan
Kebijakan,
Pendampingan dan
Asistensi

1.231.462.200,00

7.555.387.150,00

INSPEKTORAT

Program Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota

11.870.339.800,00

20.136.087.572,00

INSPEKTORAT

Program
Pengelolaan
Keuangan Daerah

646.354.314.550,00

619.456.011.126,00

BKAD

Program
Pengelolaan Barang
Milik Daerah

12.393.950.000,00

2.076.775.000,00

BKAD
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NO

PRIORITAS
NASIONAL

NO

TUJUAN

NO

PRIORITAS
KABUPATEN
(RKPD
KABUPATEN 2025)

PROGRAM
PRIORITAS
KABUPATEN

PAGU ANGGARAN

RKPD INDUK TAHUN

2025

PAGU ANGGARAN
RKPD
PERUBAHAN
TAHUN 2025

PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB

Program Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota

41.507.655.450,00

11.297.932.941,00

BKAD

Program
Pengelolaan
Pendapatan Daerah

4.449.199.900,00

6.304.885.700,00

BAPENDA

Program Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota

22.167.784.100,00

15.901.606.590,00

BAPENDA

Program Dukungan
Pelaksanaan Tugas
Dan Fungsi DPRD

18.185.108.989,00

17.909.293.332,00

SETWAN

Program Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota

51.614.254.011,00

51.078.249.142,00

SETWAN

Program Koordinasi
dan Sinkronisasi
Perencanaan
Pembangunan
Daerah

'749.000.000,00

66.035.025,00

BAPPEDALITBANG

Program
Perencanaan,
Pengendalian Dan
Evaluasi
Pembangunan
Daerah

704.000.000,00

184.252.100,00

BAPPEDALITBANG
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PRIORITAS PAGU ANGGARAN PERANGKAT
vo | PRORTAS | o | oo || Rasopmen | PROSRAM | eacuavcosman | T aEral
NASIONAL (RKPD KABUPATEN 2025 PERUBAHAN PENANGGUNG
KABUPATEN 2025) TAHUN 2025 JAWAB

Program Penunjang

Urusan

Pemerintahan 10.478.550.470,00 11.328.497.037,00 BAPPEDALITBANG

Daerah

Kabupaten/Kota

Program

Penyelenggaraan

Pemerintahan dan
Pelayanan Publik

726.738.350,00

247.788.812,00

27 KECAMATAN

Program Pelayanan
Penanaman Modal

224.500.000,00

300.596.000,00

DPMPTSP

Program
Pengelolaan
Informasi
Administrasi
Kependudukan

627.000.000,00

509.725.000,00

DINDUKCAPIL

Program
Pendaftaran
Penduduk

229.000.000,00

232.653.500,00

DINDUKCAPIL

Program
Pencatatan Sipil

182.000.000,00

82.302.000,00

DINDUKCAPIL

Program
Pengelolaan Profil
Kependudukan

95.000.000,00

15.490.000,00

DINDUKCAPIL

Program Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota

9.624.532.000,00

9.498.403.392,00

DINDUKCAPIL

Program
Administrasi
Pemerintahan Desa

5.725.000.000,00

5.556.154.200,00

DINSOSPERMASDES
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NO

PRIORITAS
NASIONAL

NO

TUJUAN

NO

PRIORITAS
KABUPATEN
(RKPD
KABUPATEN 2025)

PROGRAM
PRIORITAS
KABUPATEN

PAGU ANGGARAN
RKPD INDUK TAHUN
2025

PAGU ANGGARAN
RKPD
PERUBAHAN
TAHUN 2025

PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB

Program Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota

11.017.000.000,00

8.592.790.700,00

DINSOSPERMASDES

Program
Pengelolaan Arsip

260.000.000,00

110.427.375,00

DINARPUSDA

Program
Perlindungan Dan
Penyelamatan Arsip

30.000.000,00

3.981.625,00

DINARPUSDA

Program Perizinan
Penggunaan Arsip

10.000.000,00

1.538.500,00

DINARPUSDA

Program
Penyelenggaraan
Urusan
Pemerintahan
Umum

805.325.000,00

376.490.900,00

27 KECAMATAN

Program
Pembinaan Dan
Pengawasan
Pemerintahan Desa

692.043.000,00

135.696.250,00

23 KECAMATAN

AP

Transformasi
ekonomi

PP

Meningkatkan
Pertumbuhan
Ekonomi dan
Daya Saing
Daerah

PK

Penguatan ekonomi
daerah melalui
Pengembangan
potensi daerah
berbasis riset dan
inovasi

Program
Pengembangan
Sumber Daya
Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif

369.890.000,00

887.365.000,00

DINPORABUDPAR

Program
Pengembangan
Ekonomi Kreatif
Melalui
Pemanfaatan Dan
Perlindungan Hak
Kekayaan
Intelektual

51.000.000,00

0,00

DINPORABUDPAR

-169-




NO

PRIORITAS
NASIONAL

NO

TUJUAN

NO

PRIORITAS
KABUPATEN
(RKPD
KABUPATEN 2025)

PROGRAM
PRIORITAS
KABUPATEN

PAGU ANGGARAN
RKPD INDUK TAHUN
2025

PAGU ANGGARAN
RKPD
PERUBAHAN
TAHUN 2025

PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB

Program
Pemasaran
Pariwisata

156.400.000,00

875.753.000,00

DINPORABUDPAR

Program
Peningkatan Daya
Tarik Destinasi
Pariwisata

692.059.033,00

374.215.800,00

DINPORABUDPAR

Program
Pengembangan
Kebudayaan

1.584.000.000,00

7.018.021.300,00

DINPORABUDPAR

Program
Pelestarian dan
Pengelolaan Cagar
Budaya

450.650.000,00

400.000.000,00

DINPORABUDPAR

Program
Pengelolaan
Permuseuman

765.533.000,00

949.615.000,00

DINPORABUDPAR

Program
Pembinaan Sejarah

36.114.350,00

0,00

DINPORABUDPAR

Program
Pelestarian Koleksi
Nasional dan
Naskah Kuno

15.060.000,00

25.700.000,00

DINPORABUDPAR

Program
Pemberdayaan dan
Perlindungan
Koperasi

30.000.000,00

35.450.000,00

DINAKERKOPUKM

Program
Pemberdayaan
Usaha Menengah,
Usaha Kecil, dan
Usaha Mikro
(UMKM)

550.000.000,00

249.205.125,00

DINAKERKOPUKM
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vo| PROMITAS | oo || wasueatey | JROSRAM | macvansoaman | e’ | “pasman
NASIONAL (RKPD KABUPATEN 2025 PERUBAHAN PENANGGUNG
KABUPATEN 2025) TAHUN 2025 JAWAB
Program
Pengembangan 550.000.000,00 255.161.750,00 DINAKERKOPUKM
UMKM
Program
Pengawasan dan 150.000.000,00 29.887.850,00 DINAKERKOPUKM
Pemeriksaan
Koperasi
Program Pelayanan
Izin Usaha Simpan 150.000.000,00 3.156.250,00 DINAKERKOPUKM
Pinjam
Program Penilaian
Kesehatan Ksp/Usp 150.000.000,00 12.172.000,00 DINAKERKOPUKM
Koperasi
Program
Pendidikan Dan 270.000.000,00 44.837.500,00 DINAKERKOPUKM
Latihan
Perkoperasian
Program Penelitian
dan Pengembangan 1.235.000.000,00 2.658.378.300,00 BAPPEDALITBANG

Daerah

Program
Penyuluhan
Pertanian

1.783.892.135,00

1.155.826.600,00

DINPERTAN KP

Program
Pengendalian dan
Penanggulangan
Bencana Pertanian

440.000.000,00

132.810.500,00

DINPERTAN KP

Program
Pengolahan dan

. 144.164.000,00 48.015.500,00 DINKANNAK
Pemasaran Hasil
Perikanan
Program
Pengelolaan 30.000.000,00 55.422.500,00 DINKANNAK
Perikanan Tangkap
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NO

PRIORITAS
NASIONAL

NO

TUJUAN

NO

PRIORITAS
KABUPATEN
(RKPD
KABUPATEN 2025)

PROGRAM
PRIORITAS
KABUPATEN

PAGU ANGGARAN
RKPD INDUK TAHUN
2025

PAGU ANGGARAN
RKPD
PERUBAHAN
TAHUN 2025

PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB

Program
Pengelolaan
Perikanan
Budidaya

450.000.000,00

2.995.487.709,00

DINKANNAK

Program
Pengendalian
Kesehatan Hewan
dan Kesehatan
Masyarakat
Veteriner

350.000.000,00

261.207.619,00

DINKANNAK

Program Perizinan
Usaha Pertanian

25.000.000,00

5.026.500,00

DINKANNAK

Program
Pengawasan
Sumber Daya
Kelautan Dan
Perikanan

100.000.000,00

132.716.175,00

DINKANNAK

Program Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota

12.207.000.000,00

15.324.661.081,00

DINKANNAK

Program
Penyediaan dan
Pengembangan
Prasarana
Pertanian

420.000.000,00

802.952.700,00

DINKANNAK

Program
Penyediaan dan
Pengembangan
Sarana Pertanian

285.000.000,00

4.580.487.400,00

DINKANNAK

Program
Peningkatan
Sarana Distribusi
Perdagangan

6.706.968.330,00

5.265.941.250,00

DINPERINDAG
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NO

PRIORITAS
NASIONAL

NO

TUJUAN

NO

PRIORITAS
KABUPATEN
(RKPD
KABUPATEN 2025)

PROGRAM
PRIORITAS
KABUPATEN

PAGU ANGGARAN
RKPD INDUK TAHUN
2025

PAGU ANGGARAN
RKPD
PERUBAHAN
TAHUN 2025

PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB

Transformasi
ekonomi

Program
Pengembangan
Ekspor

652.357.533,00

189.150.525,00

DINPERINDAG

Program
Perencanaan dan
Pembangunan
Industri

643.327.021,00

959.900.000,00

DINPERINDAG

Program
Pengendalian Izin
Usaha Industri

52.096.023,00

15.000.000,00

DINPERINDAG

Program Perizinan
dan Pendaftaran
Perusahaan

66.780.260,00

7.813.000,00

DINPERINDAG

Program
Pengelolaan Sistem
Informasi Industri
Nasional

20.831.172,00

9.000.000,00

DINPERINDAG

Program
Penggunaan Dan
Pemasaran Produk
Dalam Negeri

173.466.958,00

5.582.750,00

DINPERINDAG

Program
Standardisasi Dan
Perlindungan
Konsumen

410.029.771,00

139.797.938,00

DINPERINDAG

Program Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah

Kabupaten /Kota

36.772.059.192,00

30.559.383.068,00

DINPERINDAG

Perencanaan
penataan kawasan
strategis,

Program
Penyelenggaraan
Penataan Ruang

1.125.000.000,00

579.717.500,00

DINPERKIM
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NO

PRIORITAS
NASIONAL

NO

TUJUAN

NO

PRIORITAS
KABUPATEN
(RKPD
KABUPATEN 2025)

PROGRAM
PRIORITAS
KABUPATEN

PAGU ANGGARAN
RKPD INDUK TAHUN
2025

PAGU ANGGARAN
RKPD
PERUBAHAN
TAHUN 2025

PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB

penyelenggaraan
penataan ruang
serta
pengembangan dan
pengelolaan
infrastruktur
pendukung
konektivitas antar
wilayah untuk
persiapan
pemekaran

Program Penataan
Bangunan Dan
Lingkungannya

2.533.500.694,00

0,00

DPU

Program Penataan
Bangunan Gedung

24.472.473.929,00

53.452.928.125,00

DPU

Program
Pengelolaan Dan
Pengembangan
Sistem Drainase

3.000.000.000,00

3.486.294.000,00

DINPERKIM

Program
Penatagunaan
Tanah

348.000.000,00

197.321.450,00

DINPERKIM

Program
Penyelesaian Ganti
Kerugian Dan
Santunan Tanah
Untuk
Pembangunan

52.000.000,00

787.500,00

DINPERKIM

Program
Redistribusi Tanah,
Dan Serta Ganti
Kerugian Program
Tanah Kelebihan
Maksimum Dan
Tanah Absentee

50.000.000,00

0,00

DINPERKIM

Program Penataan
Desa

775.000.000,00

442.945.000,00

DINSOSPERMASDES

Program
Pengelolaan Taman
Makam Pahlawan

220.000.000,00

30.000.000,00

DINSOSPERMASDES

Program
Peningkatan Kerja
sama Desa

160.000.000,00

6.300.000,00

DINSOSPERMASDES
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NO

PRIORITAS
NASIONAL

NO

TUJUAN

NO

PRIORITAS
KABUPATEN
(RKPD
KABUPATEN 2025)

PROGRAM
PRIORITAS
KABUPATEN

PAGU ANGGARAN
RKPD INDUK TAHUN
2025

PAGU ANGGARAN
RKPD
PERUBAHAN
TAHUN 2025

PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB

Supremasi
hukum,
stabilitas, dan
kepemimpinan
Indonesia

Program
Penyelenggaraan
Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan
(LLAJ)

8.037.110.000,00

39.445.749.472,00

DINHUB

Program
Pengelolaan
Pelayaran

806.000.000,00

125.000,00

DINHUB

Program Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota

19.245.815.000,00

16.914.037.273,00

DINHUB

Program
Penyelenggaraan
Jalan

263.401.124.379,00

65.522.595.625,00

DPU

Program
Pengembangan
Jasa Konstruksi

53.904.270,00

68.140.000,00

DPU

Program Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah

Kabupaten /Kota

21.436.881.454,00

23.080.680.319,00

DPU

PK 8

Optimalisasi
keamanan,
ketentraman,
ketertiban dan
perlindungan
masyarakat serta
memelihara
persatuan dan

Program
Peningkatan
Ketenteraman dan
Ketertiban Umum

2.450.000.000,00

2.621.523.561,00

SATPOL PP

Program Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota

20.280.000.000,00

20.736.302.554,00

SATPOL PP
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NO

PRIORITAS
NASIONAL

NO

TUJUAN

NO

PRIORITAS
KABUPATEN
(RKPD
KABUPATEN 2025)

PROGRAM
PRIORITAS
KABUPATEN

PAGU ANGGARAN
RKPD INDUK TAHUN
2025

PAGU ANGGARAN
RKPD
PERUBAHAN
TAHUN 2025

PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB

kesatuan bangsa di
masyarakat

Program Koordinasi
ketentraman dan
ketertiban umum

883.279.250,00

421.838.650,00

27 KECAMATAN

Program
Penanganan Warga
Negara Migran
Korban Tindak
Kekerasan

15.000.000,00

0,00

DINSOSPERMASDES

Program
Peningkatan Peran
Partai Politik dan
Lembaga
Pendidikan Melalui
Pendidikan Politik
dan Pengembangan
Etika Serta Budaya
Politik

5.812.702.712,00

4.549.237.000,00

BAKESBANGPOL

Program
Pembinaan Dan
Pengembangan
Ketahanan
Ekonomi, Sosial,
Dan Budaya

423.700.800,00

75.698.000,00

BAKESBANGPOL

Program Penguatan
Ideologi Pancasila
dan Karakter
Kebangsaan

1.268.263.700,00

1.304.205.300,00

BAKESBANGPOL

Program Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota

5.241.618.938,00

5.038.116.456,91

BAKESBANGPOL
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NO

PRIORITAS
NASIONAL

NO

TUJUAN

NO

PRIORITAS
KABUPATEN
(RKPD
KABUPATEN 2025)

PROGRAM
PRIORITAS
KABUPATEN

PAGU ANGGARAN
RKPD INDUK TAHUN
2025

PAGU ANGGARAN
RKPD
PERUBAHAN
TAHUN 2025

PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB

Ketahanan
Sosial Budaya
dan Ekologi

Program
Peningkatan
Kewaspadaan
Nasional dan
Peningkatan
Kualitas dan
Fasilitasi
Penanganan
Konflik Sosial

1.105.500.000,00

1.029.632.500,00

BAKESBANGPOL

Program
Pemberdayaan dan
Pengawasan
Organisasi
Kemasyarakatan

329.269.850,00

593.276.000,00

BAKESBANGPOL

Program
Pemberdayaan
Lembaga
Kemasyarakatan,
Lembaga Adat Dan
Masyarakat Hukum
Adat

1.250.000.000,00

333.996.200,00

DINSOSPERMASDES

PK 5

Pengelolaan
keberlanjutan
lingkungan hidup
dan penguatan
ketahanan daerah
dalam
penanggulangan

Program
Pengelolaan
Keanekaragaman
Hayati (KEHATI)

6.349.802.000,00

2.572.361.375,00

DLH

Program
Perencanaan
Lingkungan Hidup

577.400.000,00

412.779.500,00

DLH
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NO

PRIORITAS
NASIONAL

NO

TUJUAN

NO

PRIORITAS
KABUPATEN
(RKPD
KABUPATEN 2025)

PROGRAM
PRIORITAS
KABUPATEN

PAGU ANGGARAN
RKPD INDUK TAHUN
2025

PAGU ANGGARAN
RKPD
PERUBAHAN
TAHUN 2025

PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB

bencana serta
pengendalian risiko
bencana

Program
Pembinaan Dan
Pengawasan
Terhadap Izin
Lingkungan Dan
Izin Perlindungan
Dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
(Pplh)

406.900.000,00

19.041.875,00

DLH

Program
Pengakuan
Keberadaan
Masyarakat Hukum
Adat (MHA),
Kearifan Lokal Dan
Hak MHA Yang
Terkait Dengan
PPLH

153.450.000,00

5.000.000,00

DLH

Program
Pengendalian
Pencemaran
dan/atau
Kerusakan
Lingkungan Hidup

486.900.000,00

111.712.700,00

DLH

Program
Pengendalian
Bahan Berbahaya
Dan Beracun (B3)
Dan Limbah Bahan
Berbahaya Dan
Beracun (Limbah
B3)

306.900.000,00

29.717.987,00

DLH
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NO

PRIORITAS
NASIONAL

NO

TUJUAN

NO

PRIORITAS
KABUPATEN
(RKPD
KABUPATEN 2025)

PROGRAM
PRIORITAS
KABUPATEN

PAGU ANGGARAN
RKPD INDUK TAHUN
2025

PAGU ANGGARAN
RKPD
PERUBAHAN
TAHUN 2025

PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB

Program
Peningkatan
Pendidikan,
Pelatihan Dan
Penyuluhan
Lingkungan Hidup
Untuk Masyarakat

358.050.000,00

274.426.100,00

DLH

Program
Penanganan
Pengaduan
Lingkungan Hidup

153.450.000,00

41.538.800,00

DLH

Program
Pengelolaan
Persampahan

821.850.000,00

164.443.000,00

DLH

Program
Pengembangan
Sistem dan
Pengelolaan
Persampahan
Regional

7.067.700.000,00

10.556.482.225,00

DLH

Program Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/ Kota

38.798.718.000,00

10.556.482.225,00

DLH

Program
Penanggulangan
Bencana

1.974.992.640,00

935.855.865,00

BPBD

Program Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota

6.528.177.360,00

6.124.584.105,00

BPBD
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NO

PRIORITAS
NASIONAL

NO

TUJUAN

NO

PRIORITAS
KABUPATEN
(RKPD
KABUPATEN 2025)

PROGRAM
PRIORITAS
KABUPATEN

PAGU ANGGARAN
RKPD INDUK TAHUN
2025

PAGU ANGGARAN
RKPD
PERUBAHAN
TAHUN 2025

PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB

Program
Pencegahan,
Penanggulangan,
Penyelamatan
Kebakaran dan
Penyelamatan Non
Kebakaran

628.008.000,00

731.298.000,00

SATPOL PP

AP

Transformasi
sosial

Menangani
Kemiskinan dan
Pengangguran
serta
Meningkatkan
Kualitas Sumber
Daya Manusia

Peningkatan daya
saing SDM untuk
mendorong
peningkatkan daya
saing daerah

Program
Pemenuhan Upaya
Kesehatan
Perorangan dan
Upaya Kesehatan
Masyarakat

170.027.199.777,00

187.979.129.704,00

DINKES

Program Sediaan
Farmasi, Alat
Kesehatan Dan
Makanan Minuman

665.640.000,00

349.305.000,00

DINKES

Program
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Manusia
Kesehatan

1.962.527.000,00

1.626.392.000,00

DINKES

Program Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota

209.761.811.343,00

143.730.963.012,00

DINKES

Program Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota

263.282.260.000,00

302.772.991.773,00

RSUD BANYUMAS
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NO

PRIORITAS
NASIONAL

NO

TUJUAN

NO

PRIORITAS
KABUPATEN
(RKPD
KABUPATEN 2025)

PROGRAM
PRIORITAS
KABUPATEN

PAGU ANGGARAN
RKPD INDUK TAHUN
2025

PAGU ANGGARAN
RKPD
PERUBAHAN
TAHUN 2025

PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB

Program Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota

96.096.000.000,00

148.093.288.039,00

RSUD AJIBARANG

Program
Pemberdayaan
masyarakat Bidang
Kesehatan

2.322.874.880,00

401.157.400,00

DINKES

Program
Pengelolaan
Pendidikan

250.822.261.368,00

277.303.819.509,00

DINDIK

Program Pendidik
dan Tenaga
Kependidikan

32.650.800.000,00

29.147.000.000,00

DINDIK

Program Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota

1.030.029.377.150,00

932.176.669.020,00

DINDIK

Program
Pembinaan
Perpustakaan

380.000.000,00

1.953.833.000,00

DINARPUSDA

Program Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota

6.485.980.000,00

6.821.597.321,00

DINARPUSDA

Program
Pengarusutamaan
Gender dan
Pemberdayaan
Perempuan

295.000.000,00

560.990.500,00

DPPKBP3A
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NO

PRIORITAS
NASIONAL

NO

TUJUAN

NO

PRIORITAS
KABUPATEN
(RKPD
KABUPATEN 2025)

PROGRAM
PRIORITAS
KABUPATEN

PAGU ANGGARAN
RKPD INDUK TAHUN
2025

PAGU ANGGARAN
RKPD
PERUBAHAN
TAHUN 2025

PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB

Program
Perlindungan
Perempuan

259.500.000,00

206.940.000,00

DPPKBP3A

Program
Perlindungan
Khusus Anak

364.600.000,00

254.770.000,00

DPPKBP3A

Program
Pengelolaan Sistem
Data Gender Dan
Anak

25.000.000,00

4.087.500,00

DPPKBP3A

Program
Pemenuhan Hak
Anak (PHA)

82.000.000,00

243.747.500,00

DPPKBP3A

Program
Pengendalian
Penduduk

974.000.000,00

540.050.750,00

DPPKBP3A

Program
Pembinaan
Keluarga
Berencana (KB)

12.405.937.600,00

9.239.800.000,00

DPPKBP3A

Program
Peningkatan
Kualitas Keluarga

33.500.000,00

57.501.000,00

DPPKBP3A

Program
Pemberdayaan Dan
Peningkatan
Keluarga Sejahtera
(KS)

8.590.000.000,00

9.347.021.000,00

DPPKBP3A

Program Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah

Kabupaten /Kota

9.287.893.400,00

8.157.048.115,00

DPPKBP3A
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NO

PRIORITAS
NASIONAL

NO

TUJUAN

NO

PRIORITAS
KABUPATEN
(RKPD
KABUPATEN 2025)

PROGRAM
PRIORITAS
KABUPATEN

PAGU ANGGARAN
RKPD INDUK TAHUN
2025

PAGU ANGGARAN
RKPD
PERUBAHAN
TAHUN 2025

PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB

Transformasi
ekonomi

Program
Pengembangan
Kapasitas Daya
Saing Kepemudaan

455.450.000,00

947.996.500,00

DINPORABUDPAR

Program
Pengembangan
Kapasitas Daya
Saing Keolahragaan

8.312.040.000,00

12.961.002.000,00

DINPORABUDPAR

Program
Pengembangan
Kapasitas
Kepramukaan

1.836.500.000,00

6.011.130.000,00

DINPORABUDPAR

Program Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota

78.112.358.617,00

18.277.659.271,00

DINPORABUDPAR

PK 2

Penurunan
pengangguran dan
kemiskinan melalui
peningkatan
investasi dan
pemberdayaan
masyarakat

Program
Perlindungan dan
Jaminan Sosial

1.403.972.000,00

4.202.940.400,19

DINSOSPERMASDES

Program
Pemberdayaan
Sosial

985.000.000,00

892.900.000,00

DINSOSPERMASDES

Program
Penanganan
Bencana

550.000.000,00

81.142.100,00

DINSOSPERMASDES

Program
Pemberdayaan
Masyarakat Desa
Dan Kelurahan

7.329.835.940,00

8.234.989.447,11

27 KECAMATAN

Program Penunjang
Urusan
Pemerintahan

101.671.653.460,00

103.862.126.876,13

27 KECAMATAN
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NO

PRIORITAS
NASIONAL

NO

TUJUAN

NO

PRIORITAS
KABUPATEN
(RKPD
KABUPATEN 2025)

PROGRAM
PRIORITAS
KABUPATEN

PAGU ANGGARAN
RKPD INDUK TAHUN
2025

PAGU ANGGARAN
RKPD
PERUBAHAN
TAHUN 2025

PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB

Daerah
Kabupaten/Kota

Program
Rehabilitasi Sosial

1.277.000.000,00

1.130.831.400,00

DINSOSPERMASDES

Program
Pengembangan
Iklim Penanaman
Modal

80.000.000,00

74.740.000,00

DPMPTSP

Program
Pengendalian
Pelaksanaan
Penanaman Modal

393.000.000,00

155.404.000,00

DPMPTSP

Program Promosi
Penanaman Modal

117.000.000,00

202.440.000,00

DPMPTSP

Program
Pengelolaan Data
Dan Sistem
Informasi
Penanaman Modal

20.000.000,00

14.800.000,00

DPMPTSP

Program Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota

7.672.942.000,00

8.799.688.532,00

DPMPTSP

Program Hubungan
Industrial

400.000.000,00

80.014.375,00

DINAKERKOPUKM

Program
Penempatan
Tenaga Kerja

525.000.000,00

598.639.374,50

DINAKERKOPUKM

Program Pelatihan
Kerja dan

600.000.000,00

2.631.801.050,00

DINAKERKOPUKM

-184-




NO

PRIORITAS
NASIONAL

NO

TUJUAN

NO

PRIORITAS
KABUPATEN
(RKPD
KABUPATEN 2025)

PROGRAM
PRIORITAS
KABUPATEN

PAGU ANGGARAN

RKPD INDUK TAHUN

2025

PAGU ANGGARAN
RKPD
PERUBAHAN
TAHUN 2025

PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB

Produktivitas
Tenaga Kerja

Program
Perencanaan
Tenaga Kerja

70.000.000,00

35.929.603,50

DINAKERKOPUKM

Program
Pembangunan
Kawasan
Transmigrasi

125.000.000,00

24.175.565,00

DINAKERKOPUKM

Program Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota

11.118.920.000,00

8.592.790.700,00

DINAKERKOPUKM

Program
Perumahan dan
Kawasan
Permukiman
Kumuh

4.000.000.000,00

7.889.966.762,00

DINPERKIM

Program
Pengembangan
Perumahan

4.800.000.000,00

723.333.332,00

DINPERKIM

Program Kawasan
Permukiman

1.315.000.000,00

130.000.000,00

DINPERKIM

Program
Pengelolaan dan
Pengembangan
Sistem Penyediaan
air Minum

10.660.000.000,00

11.931.362.500,00

DINPERKIM

Program
Pengelolaan dan
Pengembangan
Sistem Air Limbah

16.247.401.031,00

14.263.995.592,00

DINPERKIM
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PRIORITAS PAGU ANGGARAN PERANGKAT
o | FORmS || ot | FRosma | eouavcommay | PG aErAr
NASIONAL (RKPD KABUPATEN 2025 PERUBAHAN PENANGGUNG
KABUPATEN 2025) TAHUN 2025 JAWAB
Program
Peningkatan
Prasarana, Sarana 5.847.719.500,00 8.667.083.730,00 DINPERKIM
dan Utilitas Umum
(PSU)
Program Penunjang
Urusan
Pemerintahan 9.555.954.469,00 11.931.362.500,00 DINPERKIM
Daerah
Kabupaten/Kota
AP | Ketahanan PP | Memperkuat PK | Memperkuat Program
5 | Sosial Budaya 4 Ketahanan 4 | ketahanan pangan | Pengelolaan
dan Ekologi Pangan untuk mendukung | Sumber Daya

ketahanan
ekonomi

Ekonomi untuk
Kedaulatan dan
Kemandirian
Pangan

4.100.200.000,00

66.892.000,00

DINPERTAN KP

Program
Penanganan
Kerawanan Pangan

1.480.796.000,00

920.643.500,00

DINPERTAN KP

Program
Peningkatan
Diversifikasi dan
Ketahanan Pangan
Masyarakat

1.185.500.000,00

340.682.000,00

DINPERTAN KP

Program
Pengawasan
Keamanan Pangan

467.500.000,00

53.842.000,00

DINPERTAN KP

Program Penunjang
Urusan

Pemerintahan 30.779.061.865,00 | 21.820.256.091,00 DINPERTAN KP
Daerah

Kabupaten/Kota

Program 14.006.537.973,00 | 19.146.011.000,00 DPU
Pengelolaan
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PRIORITAS KABUPATEN PROGRAM | PAGUANGGARAN | PAST o pr @R8N | FEe it
No NASIONAL No TUJUAN No (RKPD ;E;gl;;?r‘;% RKPD 11\721())12115( TAHUN PERUBAHAN PENANGGUNG
KABUPATEN 2025) TAHUN 2025 JAWAB
Sumber Daya Air
(SDA)
Program Stabilisasi
Harga Barang 2.934.928.740,00 432.011.475,00 DINPERINDAG

Kebutuhan Pokok
dan Barang Penting

Sumber: diolah Bappedalitbang, 2025
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Di bawah ini merupakan rincian program dan kegiatan prioritas tahun
2025:

5.1.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan
Dasar
1. Pendidikan

Dari 3 Program yang akan dilaksanakan, yang menjadi Program

Prioritas sebagai berikut:

1) Program Pengelolaan Pendidikan
Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2025 yaitu:
1. APS 5-6 Tahun sebesar 100%; 2. APS 7-15 Tahun sebesar
100%; 3. APS 7-18 Tahun Kesetaraan 100%;

Prioritas kegiatan pada program ini adalah: 1. Pengelolaan
Pendidikan Sekolah Menengah Pertama; 2. Pengelolaan
Pendidikan Sekolah Dasar; 3. Pengelolaan Pendidikan Non
Formal/Kesetaraan; 4. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD). Strategi yang akan dilakukan yaitu optimalisasi
koordinasi, perencanaan, supervisi dan evaluasi layanan di
Bidang Pendidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan
Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dan meningkatkan mutu hasil
belajar siswa dengan meningkatkan metode pengajaran,
lingkungan pembelajaran, keterlibatan siswa serta dukungan
dari berbagai pihak seperti guru, orang tua dan pihak sekolah
serta pembinaan kelembagaan dan manajemen pada satuan
pendidikan.

2) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2025 yaitu:
Persentase formasi pendidik dan tenaga kependidikan yang
terpenuhi sebesar 91%;
Prioritas kegiatan pada program ini yaitu Pemerataan Kuantitas
dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan
Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.
Strategi yang akan dilakukan yaitu meningkatkan pemerataan
pendidikan yang bermutu dengan memberikan pelatihan kepada
guru dan staf sekolah tentang pengajaran yang inklusif dan
pengelolaan kelas yang efektif serta menyediakan pendidik dan
tenaga kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan
Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.

2. Kesehatan

Dari 5 program yang akan dilaksanakan, yang menjadi Program dan

kegiatan Prioritas adalah sebagai berikut:

1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya
Kesehatan Masyarakat
Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2025 yaitu:
Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) sebesar 90 per 100.000
kelahiran hidup.
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2)

3)

Fokus kegiatan yaitu : 1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan wuntuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota, 2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, 3.
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
dan 3. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
Penurunan stunting, Pemenuhan SPM Kesehatan

Strategi yang akan dilakukan yaitu:

a. Mendukung peningkatan kualitas konsumsi pangan
masyarakat;

Pemenuhan Gizi melalui Pemberian PMT Baduta Balita;
Peningkatan Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional,
Pembangunan Puskesmas baru;

Peningkatan Jumlah Puskesmas Pembantu;

Peningkatan Jumlah Labkesmas;

Peningkatan prasarana, alkes, dan BMHP pada Puskesmas,
Pustu, Posyandu, dan Labkesmas untuk imunisasi dan
screening kesehatan pada fasilitas kesehatan primer.

Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan
Minuman

@™o oo o

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2025 yaitu
Persentase sarana farmasi alkes makanan minuman yang
memenuhi syarat sebesar 100%. Prioritas kegiatan pada program
ini yaitu : 1. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat
Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) ;
2. Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat
Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah
Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga; 3.
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan
Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah
Tangga; 4. Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat
Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah
Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM); 5. Penerbitan
Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan
Jajanan; 6. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman
Industri Rumah Tangga.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
Kesehatan

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2024 yaitu:
ratio dokter per satuan penduduk 1 per jumlah penduduk. Fokus
pada 3 kegiatan yaitu : 1. Pemberian Izin Praktik Tenaga
Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota; 2. Perencanaan
Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia
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Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota, 3.

Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis

Sumber Daya  Manusia  Kesehatan  Tingkat  Daerah

Kabupaten/Kota dengan strategi yang akan dilakukan yaitu:

a. Peningkatan kompetensi SDMK;

b. Peningkatan SDM Kesehatan dan atau kader di Puskesmas,
Puskesmas Pembantu, Posyandu, dan Labkesmas
berdasarkan jenis dan jumlahnya;

c. Peningkatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian
perizinan praktik tenaga

4) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2025 yaitu

Persentase Kemandirian Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat

(UKBM) sebesar 90%.

Fokus kegiatan pada 1. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan,

Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat

Daerah Kabupaten/Kota; 2. Pelaksanaan Sehat dalam rangka

Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; 3.

Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber

Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Strategi yang akan dilakukan yaitu:

a. Peningkatan penyelenggaraan promosi kesehatan;

b. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat
Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);

c. Memperluas advokasi kemitraan.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dari 6 program yang akan dilaksanakan, yang menjadi Program dan
kegiatan Prioritas adalah sebagai berikut:
1) Program Penyelenggaraan Jalan

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2025 yaitu
persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik sebesar
60,083 % dan Persentase panjang jalan sebagai jalur evakuasi
dalam kondisi baik Persentase panjang jalan sebagai jalur
evakuasi dalam kondisi baik sebesar 71,57%.
Prioritas kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota dengan strategi yang
akan dilakukan yaitu Peningkatan kapasitas jalan, rekonstruksi
dan pemeliharaan jalan dan jembatan untuk akses publik.
Optimalisasi pengembangan dan konektivitas wilayah untuk
persiapan pemekaran wilayah. Target Penanganan Jalan pada
tahun 2025 adalah ruas jalan sepanjang 215,47 KM dan
Penggantian 3 jembatan sepanjang 120 Meter di jembatatan
Karanglewas — Adisara, Beji — Purwosari dan Kali Pelus.

2) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
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4)

5)

6)

7)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2025 yaitu
Persentase panjang irigasi dalam kondisi baik sebesar 82,56%.
Persentase bangunan penampung air baku dalam kondisi baik
sebesar 61,11% dan Persentase pembangunan turap di wilayah
aliran sungai rawan longsor sebesar sebesar 56,32%.

Prioritas kegiatan yang dilaksanakan pada program ini yaitu
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan
Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 ha
dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Strategi yang akan
dilakukan yaitu peningkatan infrastruktur SDA untuk
mendukung ketahanan pangan. Kondisi jaringan irigasi yang
mengalami kerusakan sepanjang 124,874 km dan target pada
tahun 2025 akan dilakukan rehabilitasi jaringan irigasi
sepanjang 3 km.

Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2025 yaitu
Persentase drainase jalan dalam kondisi baik sebesar 78,94%.
Fokus kegiatan yang dilakukan pada Pengelolaan dan
Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung
dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Program Penataan Bangunan Gedung

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2025 yaitu
Persentase Bangunan Gedung yang tertata sebesar 88,37%.
Fokus kegiatan pada Penyelenggaraan Bangunan Gedung di
Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan
Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.
Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2025 yaitu
Persentase luas kawasan strategis yang tertata sebesar 82,982.
Fokus kegiatan pada Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan
Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota.

Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2025 yaitu
Persentase Jumlah SDM Jasa Konstruksi yang dibina sebesar
78,94%.

Fokus kegiatan yang dilaksanakan pada 1. Pengawasan Tertib
Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa
Konstruksi; 2. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil
Konstruksi; 3. Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa
Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.

Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan
Regional

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2025 yaitu
Persentase cakupan area layanan persampahan sebesar 91%.
Prioritas kegiatan program ini adalah Pengembangan Sistem dan
Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota dengan
strategi yang akan dilakukan yaitu:
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9)

a. Penyusunan rencana dan kebijakan teknis sistem
pengelolaan persampahan;

b. Pembangunan TPS3R di Kelurahan Karangpucung dan
Kelurahan Teluk;

c. Optimalisasi TPA/TPST/TPS 3R/PDU;

d. Peningkatan TPA/TPST/TPS 3R/PDU;

e. Penyediaan sarana pendukung TPA/TPST/TPS 3R/PDU;

f. Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam

pengembangan sistem pengelolaan persampahan.

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air

Minum

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2025 yaitu

Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses

terhadap air minum melalui SPAM jaringan permukaan dan

bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di

seluruh Kab/Kota sebesar 79,23%. Prioritas kegiatan pada

program ini adalah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem

Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

dengan strategi yang akan dilakukan yaitu:

a. Meningkatkan cakupan pelayanan dan pemenuhan standar
kualitas air minum. Pada tahun 2025 penambahan air minum
di 30 lokasi baru dengan kemampuan 200 SR;

b. Meningkatkan kapasitas dan peran penyelenggara SPAM, pada
tahun 2025 target pembangunan SPAM dengan kapasitas 100
liter /detik;

c. Meningkatkan kemampuan pendanaan dan komitmen
stakeholder terkait;

d. Menerapkan Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) dalam
menjamin pemenuhan kualitas air minum.

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2025 yaitu

Persentase rumah tinggal berakses sanitasi sebesar 94,6% dan

Persentase Peningkatan Rumah Tangga dengan Akses Air Limbah

Domestik sebesar 94%. Prioritas kegiatan pada program ini

adalah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan strategi yang

akan dilakukan yaitu:

a. Meningkatkan cakupan pelayanan dan kualitas sistem
pengelolaan sanitasi;

b. Meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha/swasta
dalam penyelenggaran sanitasi;

c. Pengembangan perangkat peraturan perundangan
penyelenggaraan pengelolaan sanitasi;

d. Penguatan kelembagaan pengelolaan sanitasi;

Pengembangan alternatif sumber pembiayaan;

f. Keberlanjutan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2).

o
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Pada tahun 2025, target pembangunan sarana air limbah
terdapat di 30 lokasi untuk mencukupi 1500 Rumah Tangga.

10) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2025 yaitu
Persentase Peningkatan Drainase lingkungan dalam Kondisi Baik
sebesar 0,77%. Fokus kegiatan pada Pengelolaan dan
Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung
dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota.

11) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2025 yaitu
Persentase Dokumen penyelenggaraan penataan ruang yang
diterbitkan sebesar 100%.

Prioritas kegiatan pada program ini adalah Penetapan Rencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang
(RRTR) Kabupaten/Kota dengan strategi yang akan dilakukan
yaitu penyusunan dan penetapan RDTR yang sesuai struktur
ruang (PKL dan PPK). Untuk tahun 2025 akan disusun RDTR
Kawasan Perkotaan Banyumas Timur yang meliputi 5 Wilayah
Perencanaan diantaranya Kawasan Perkotaan Sumpiubh,
Kalibagor, Somagede, Kemranjen dan Tambak.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Dari 4 program yang akan dilaksanakan, yang menjadi Program
Prioritas adalah sebagai berikut:

1)

Program Pengembangan Perumahan

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2025 yaitu
Persentase tersedianya rumah layak huni bagi korban bencana
100% dan Persentase tersedianya rumah layak huni bagi warga
terdampak relokasi akibat program pemerintah 100%,
dengan kegiatan: 1. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi
Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten /Kota;
2. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah
Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota; 3.
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau
Relokasi Program Kabupaten/Kota; 4. Pendistribusian dan Serah
Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program
Kabupaten/Kota.

Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2025 yaitu
Persentase peningkatan RTLH yang diperbaiki sebesar 11,90%.
Fokus kegiatan pada program ini adalah 1. Penataan dan
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan
Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha; dan 2. Peningkatan Kualitas
Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10
(sepuluh) Ha. Strategi yang akan dilakukan yaitu Penanganan
Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi MBR, dukungan
penanganan kumuh perkotaan, serta untuk mendukung
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pengembangan fungsi pariwisata. Perbaikan Rumah Tidak Layak
Huni (RTLH) pada tahun 2025 memiliki target sebanyak 200 unit.

3) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
(PSU)
Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2025 yaitu
Persentase PSU Perumahan yang diserahkan ke Pemerintah
Daerah sebesar 47% dan target indikator program pada tahun
2025 yaitu Rasio Permukiman Layak Huni 80,34%, melalui
kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan yaitu dengan
penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di perumahan
untuk menunjang fungsi hunian.

4) Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah
Untuk Pembangunan
Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2025 yaitu
Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah
sebesar 100%.
Fokus kegiatan yang dilaksanakan pada Penyelesaian Masalah
Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

5) Program Redistribusi Tanah, dan Serta Ganti Kerugian Program
Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee
Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2025 yaitu
Persentase tanah yang terfasilitasi redistribusi sebesar 100%.
Fokus kegiatan yang dilaksanakan pada Penetapan Subjek dan
Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan
Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota.

6) Program Kawasan Permukiman
Untuk mencapai target persentase luasan permukiman kumuh di
kawasan perkotaan yang ditangani tahun 2025 sebesar 56,11%
melalui Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan
Permukiman Kumuh serta Peningkatan Kualitas Kawasan
Permukiman Kumuh pada Kawasan kumuh yang telah
ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor
660/1904/Tahun 2020 Tentang Lokasi Perumahan dan
Permukiman Kumuh di Kabupaten Banyumas.

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Dari 3 Program yang akan dilaksanakan, yang menjadi Program
Prioritas adalah sebagai berikut:

1) Program Penanggulangan Bencana
Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2025 yaitu:
1. Persentase mitigasi bencana yang dilaksanakan 100%; 2.
Persentase penanganan korban bencana yang tertangani 100%,

3. Persentase penataan sistem dasar penanggulangan bencana
100%.
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3)

Fokus kegiatan pada 1. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi
Korban Bencana; Penataan Sistem Dasar Penanggulangan
Bencana; 2. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana; 3.
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota; 4.
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana.
Strategi yang akan dilakukan yaitu melakukan pelatihan rutin
masyarakat dan penanganan korban, pengintegrasian teknologi
informasi, dan pembentukan tim koordinasi. Dalam hal ini, perlu
ditekankan infrastruktur penanggulangan yang kuat, kampanye
kesadaran, dan evaluasi berkala guna memastikan efektivitas
serta keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan dalam
upaya penanggulangan bencana yang lebih baik.

Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2025 yaitu:
1. Cakupan patroli di wilayah 100%; 2. Cakupan perlindungan
masyarakat di wilayah 100%; 3. Persentase wilayah yang
terpenuhi SDM Linmasnya 100%. Fokus kegiatan pada: 1.
Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota; 2. Pembinaan Penyidik
Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota; 3. Penegakan
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali
Kota.

Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan
Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2025 yaitu:
Cakupan pelayanan pencegahan penanggulangan dan
penyelamatan korban kebakaran 100%. Fokus kegiatan pada 1.
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan
Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam
Daerah Kabupaten/Kota; 2. Inspeksi Peralatan Proteksi
Kebakaran; 3. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan
Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia; 4.
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran.

6. Sosial
Dari 3 Program yang akan dilaksanakan, yang menjadi Program
Prioritas adalah sebagai berikut:

1)

2)

Program Pemberdayaan Sosial

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2025 yaitu
Persentase PSKS yang aktif sebesar 58%. Fokus kegiatan pada 1.
Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT); 2.
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah
Kabupaten/Kota; 3. Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah
Kabupaten/Kota.

Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak
Kekerasan
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S)

6)

7)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2025 yaitu
Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan
sebesar 100%. Fokus kegiatan pada Pemulangan Warga Negara
Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah
Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal.
Program Rehabilitasi Sosial

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2025 yaitu
Persentase penyandang disabilitas terlantar anak terlantar lanjut
usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi
kebutuhan dasarnya di luar panti 100%. Fokus kegiatan pada 1.
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak
Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di
Luar Panti Sosial dan 2. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS
dan NAPZA di Luar Panti Sosial.

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2025 yaitu
Persentase PPKS yang menerima jaminan sosial sebesar 100%.
Fokus kegiatan pada 1. Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar; dan
2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah
Kabupaten/Kota. Strategi yang akan dilakukan yaitu
mengakomodir pemberian bantuan sosial sesuai peruntukanya
dan meningkatkan kualitas data agar bantuan yang diberikan
tepat sasaran.

Dan dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 8
Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan
Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Kabupaten
Banyumas akan menyelenggarakan sekolah berasrama bagi
masyarakat miskin dan miskin ekstrem dengan membangun
Sekolah Rakyat.

Program Penanganan Bencana

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2025 yaitu
Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi
kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat
bencana bencana daerah kabupaten/kota sebesar 100%. Fokus
kegiatan pada 1. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat
Terhadap  Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota; 2.
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial
Kabupaten/Kota.

Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2025 yaitu
Persentase makam pahlawan yang dikelola sebesar 100%. Fokus
kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional
Kabupaten/Kota.

Program Penataan Desa
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Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2025 yaitu
Persentase desa mandiri sebesar 14%. Fokus kegiatan yang
dilaksanakan pada Penyelenggaraan Penataan Desa.

8) Program Peningkatan Kerja sama Desa
Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2025 yaitu
Persentase desa yang membentuk kerjasama antar desa sebesar
1,5%. Fokus kegiatan yang dilaksanakan pada Fasilitasi Kerja
Sama antar Desa.

9) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga
Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2025 yaitu
Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif sebesar
100%. Fokus kegiatan yang dilaksanakan pada Pemberdayaan
Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang
Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat
yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam
Daerah Kabupaten/Kota

5.1.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan
Dasar
Untuk dapat mencapai kinerja tahun 2025 sesuai target maka
yang menjadi prioritas di tahun 2025 adalah bidang urusan Tenaga
Kerja, Pangan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Lingkungan Hidup, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika, Koperasi dan UKM, Penanaman Modal,
Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan,
Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Pertanian, Perdagangan dan
Perindustrian.
1. Tenaga Kerja
Dari S5 Program yang akan dilaksanakan, untuk mendukung
mengurangi pengangguran di Kabupaten Banyumas yang menjadi
Program Prioritas adalah sebagai berikut:
1) Program Perencanaan Tenaga Kerja
Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2025 yaitu
Persentase perencanaan tenaga kerja yang tersedia sebesar
100%. Fokus kegiatan yang dilaksanakan pada Penyusunan
Rencana Tenaga Kerja (RTK).
2) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2025 yaitu
Persentase lulusan pelatihan bersertifikat pelatihan sebesar
100%. Fokus kegiatan pada program ini yaitu 1. Pelaksanaan
Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi; 2. Pembinaan Lembaga
Pelatihan Kerja Swasta. Peningkatan kualitas tenaga kerja
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diperlukan demi membekali angkatan kerja masyarakat
Kabupaten Banyumas bersaing di pasar kerja. Selain itu dengan
melatih angkatan kerja dengan basis kompetensi dapat membuka
peluang angkatan kerja untuk berwirausaha. Strategi yang akan
dilakukan yaitu pelatihan berbasis kompetensi yang
dilaksanakan antara lain Barista, Barber, Menjahit, Pengelasan,
Otomotif sepeda motor, Garmen, Servis Handphone. Pada tahun
2025 ditargetkan pelatihan dilaksanakan sebanyak 3 kali dengan
peserta setiap pelatihan berjumlah 20 orang.

3) Program Penempatan Tenaga Kerja
Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2025 yaitu
Persentase Lowongan Kerja yang Terpenuhi sebesar 90%.
Prioritas kegiatan pada program ini yaitu 1. Pelayanan Antar
Kerja di Daerah Kabupaten/Kota; 2. Penerbitan Perpanjangan
IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
3. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja.
Strategi yang akan dilakukan untuk mengurangi pengangguran
di Kabupaten Banyumas yaitu perlu adanya peningkatan
kesempatan kerja dengan meningkatkan akses langsung antara
pencari kerja dengan penyedia kerja. Salah satu kegiatan yang
dapat dilaksanakan adalah pelaksanaan Jobfair minimal 2 kali
dalam satu tahun. Pada tahun 2025, direncanakan akan
dilaksanakan pada bulan Juli dan November. Selain itu untuk
memperluas kesempatan kerja, para pekerja dibekali kompetensi
yang mendukung kebutuhan pasar pada saat ini. Pada tahun
2025 ditargetkan terlaksana paling sedikit 3 kali dalam satu
tahun dengan jumlah peserta sebanyak 20 peserta setiap
pelatihan. Adapun contoh pelatihan yang dilaksanakan adalah
pelatihan kuliner dan makeup artist (MUA).

4) Program Hubungan Industrial

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2025 yaitu
Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak
sebesar 12,54%. Fokus kegiatan pada: 1. Pengesahan Peraturan
Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk
Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota; 2. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan.
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dari 6 Program yang akan dilaksanakan, yang menjadi Program

Prioritas adalah sebagai berikut:

1) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan
Perempuan
Untuk mencapai target indikator program tahun 2025 yaitu
Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG 100%;
dan Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD 24%.

-198-



2)

5)

Fokus kegiatan pada 1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender
(PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota;
2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan
Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota; 3.
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan
Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan
Kabupaten/Kota.

Program Perlindungan Perempuan

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2025 yaitu
Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani 100%.
Fokus kegiatan pada 1. Pencegahan Kekerasan terhadap
Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota; 2. Penguatan dan
Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan
Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; 3. Penyediaan
Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan
yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota.
Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2025 yaitu
Persentase keluarga yang mendapat pengarahan terkait
peningkatan kualitas keluarga sebesar 0,033%. Fokus kegiatan
pada Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan
Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2025 yaitu
Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data gender
dan anak sebagai dasar perencanaan pembangunan sebesar
44,82%. Fokus kegiatan pada Pengumpulan, Pengolahan Analisis
dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data
di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2025 yaitu
Persentase lembaga layanan anak yang telah mendapatkan
advokasi sebesar 90%. Fokus kegiatan pada 1. Pelembagaan PHA
pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha
Kewenangan Kabupaten/Kota; 2. Penguatan dan Pengembangan
Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak
Kewenangan Kabupaten/Kota.

Program Perlindungan Khusus Anak

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2025 yaitu:
Persentase korban kekerasan anak yang terlayani 100%. Fokus
pada kegiatan 1. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang
Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota; 2.
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan
Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota; dan 3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga
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Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan
Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

3. Pangan

Dari 4 Program yang akan dilaksanakan, program yang menjadi
prioritas adalah sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan
dan Kemandirian Pangan

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2025 yaitu
Peningkatan jumlah sarpras pendukung pengelolaan cadangan
pangan sebesar 1,5%. Fokus kegiatan pada Penyediaan
Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan
sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan
Masyarakat

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2025 yaitu
Angka Kecukupan Energi sebesar 2.100 Kkal/kap/hari dan
Angka Kecukupan Protein sebesar 57 gr/kap/hari.

Fokus kegiatan pada : 1. Pelaksanaan Pencapaian Target
Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka
Kecukupan Gizi; 2. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok
atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah
Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga
Pangan. Strategi yang akan dilakukan yaitu penyadaran
masyarakat terkait dengan konsumsi pangan, pemberdayaan
pekarangan pangan lestari dan upaya pengendalian inflasi di
tingkat keluarga.

Program Penanganan Kerawanan Pangan

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2025 yaitu
Jumlah desa rawan pangan yang diberi bantuan sebanyak 6
desa. Prioritas kegiatan pada program ini adalah Penanganan
Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan
strategi yang akan dilakukan yaitu perbaikan data pendukung
penyusunan peta kerentanan dan kerawanan pangan multi-
stakeholder, bantuan pangan ke masyarakat, pekarangan
pangan lestari dan penguatan cadangan pangan pemerintah
daerah.

Program Pengawasan Keamanan Pangan

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2025 yaitu
Persentase peningkatan jumlah sampel pangan sebesar 15%.
Prioritas kegiatan pada program ini adalah Pelaksanaan
Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
dengan strategi yang akan dilakukan yaitu peningkatan
keamanan pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat, melalui
pengetesan sample yang diperoleh dari pasar di Laboratorium,
penguatan sarana prasarana pengujian keamanan pangan dan
penambahan jumlah sampel uji keamanan pangan.
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4. Pertanahan
Dari 3 program yang akan dilaksanakan, program yang menjadi
prioritas adalah sebagai berikut:

1)

Program Penatagunaan Tanah

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2025 yaitu
Persentase tanah yang tertata sebesar 100%. Fokus kegiatan
pada Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah
Kabupaten/Kota.

5. Lingkungan Hidup

Dari 10 Program yang akan dilaksanakan, yang menjadi Program
Prioritas adalah sebagai berikut:

1)

3)

4)

S)

6)

Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan
Lingkungan Hidup

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2025 yaitu
Persentase kegiatan pengendalian, pencemaran dan kerusakan
lingkungan hidup 100%. Fokus kegiatan pada: 1. Pencegahan
Pencemaran dan/atau  Kerusakan  Lingkungan  Hidup
Kabupaten/Kota; 2. Penanggulangan Pencemaran dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.

Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2025 yaitu
Persentase dokumen perencanaan yang disusun sebesar 100%.
Fokus kegiatan pada 1. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota; 2. Rencana
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Kabupaten/Kota.

Program Pengelolaan Persampahan

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2025 yaitu:
Persentase sampah yang tertangani terkelola 100%. Fokus
kegiatan pada Pengelolaan Sampah.

Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2025 yaitu:
Persentase luasan RTH publik 11,15%. Fokus kegiatan pada
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati.

Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan
Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2025 yaitu
Persentase rekomendasi rincian teknis pengelolaan limbah B3
sebesar 100%. Fokus kegiatan yang akan dilaksanakan pada 1.
Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota; 2. Penyimpanan sementara Limbah B3.
Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan
Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)
Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2025 yaitu
Persentase ketaatan pelaku usaha dalam pengelolaan LH sebesar
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7)

8)

86%. Fokus kegiatan yang akan dilaksanakan pada Pembinaan
dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin
Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota.

Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat
(MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan Pplh
Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2025 yaitu
Persentase Persentase MHA yang dibina terkait PPLH sebesar
100%. Fokus kegiatan yang akan dilaksanakan pada Peningkatan
Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan
Hak MHA yang Terkait dengan PPLH.

Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan
Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2025 yaitu
Persentase kegiatan peningkatan pendidikan, pelatihan dan
penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat sebesar 100%.
Fokus kegiatan yang akan dilaksanakan pada Penyelenggaraan
Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk
Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2025 yaitu
Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditangani sebesar
100%. Fokus kegiatan yang akan dilaksanakan pada
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota.

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dari 5 program yang akan dilaksanakan, program yang menjadi
prioritas adalah sebagai berikut:

1)

3)

Program Pendaftaran Penduduk

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2025 yaitu
Persentase cakupan penerbitan KTP Elektronik sebesar 99,8%.
Fokus kegiatan yang akan dilaksanakan pada 1. Pelayanan
Pendaftaran Penduduk; 2. Penyelenggaraan Pendaftaran
Penduduk.

Program Pencatatan Sipil

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2025 yaitu
Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia
0-18 tahun sebesar 99,5%. Fokus kegiatan yang akan
dilaksanakan pada 1. Pelayanan Pencatatan Sipil; 2.
Penyelenggaraan Pencatatan Sipil.

Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2025 yaitu
Persentase ketersediaan jaringan komunikasi data SIAK berjalan
dengan baik 100%, maka fokus kegiatan pada Pengumpulan Data
Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database
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4)

Kependudukan, Penyelenggaraan  Pengelolaan  Informasi
Administrasi Kependudukan, Pembinaan dan Pengawasan
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2025 yaitu
Persentase Ketersediaan Profil Kependudukan sebesar 100%.
Fokus kegiatan yang akan dilaksanakan pada Penyusunan Profil
Kependudukan.

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dari 4 program yang akan dilaksanakan, program yang menjadi
prioritas adalah sebagai berikut:

1)

Program Administrasi Pemerintahan Desa

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2025 yaitu:
Persentase desa administrasi baik sebesar 80%. Fokus kegiatan
pada Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi
Pemerintahan Desa.

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dari 4 program yang akan dilaksanakan, program yang menjadi
prioritas adalah sebagai berikut:

1)

2)

3)

Program Pengendalian Penduduk

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2025 yaitu:
Angka kelahiran total (TFR) sebesar 95. Fokus kegiatan pada: 1.
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah
Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam
rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk; 2. Pemetaan
Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah
Kabupaten/Kota.

Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Untuk mencapai target indikator program tahun 2025 yaitu:
Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK
advokasi dan KIE serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK
sebesar 82%; Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka
Panjang MKJP sebesar 43,60%; dan Presentase Kampung KB
yang terfasilitasi sebesar 90%. Fokus kegiatan pada: 1.
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)
Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal; 2.
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi
Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam
Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB; 3.
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat
Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah
Kabupaten/Kota; 4. Pengendalian dan  Pendistribusian
Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan
Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota.

Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
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Untuk mencapai target indikator program tahun 2025 yaitu
Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran PBI
sebesar 73,10%. Fokus kegiatan yang akan dilaksanakan pada 1.
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi
Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam
Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga; 2. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga
Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

9. Perhubungan
Dari 3 program yang akan dilaksanakan, program yang menjadi
prioritas adalah sebagai berikut:

1)

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2024
yaitu: 1. Persentase pelaksanaan Manajemen rekayasa lalu lintas
sebesar 100%; 2. Persentase kendaraan yang melakukan uji laik
94%; 3. Persentase terminal yang beroperasi sesuai ketentuan
sebesar 87.5%. 4. Persentase ketersediaan perlengkapan jalan
sebesar 2.33%; 5. Persentase wilayah yang terhubung angkutan
jalan sebesar 92.6%.

Fokus kegiatan pada:

e Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk
Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

e Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

e Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)
untuk Jalan Kabupaten/Kota

e Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas
Parkir

e Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan

e Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

« Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

e Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

e Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang
dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota

e Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1
(satu) Daerah Kabupaten/Kota

e Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1
(satu) Daerah Kabupaten/Kota

e Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang
Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan
dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

e Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek
Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Strategi yang akan dilakukan yaitu Peningkatan Sarana
Prasarana Perlengkapan Jalan dalam Kondisi Baik dan
Pengembangan dan peningkatan sarana transportasi wilayah
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meliputi terminal penumpang dan terminal barang. Dengan
memenuhi kebutuhan pada beberapa aspek untuk
memaksimalkan kinerja perhubungan antara lain dengan
pemenuhan target perlengkapan jalan di Kabupaten Banyumas.
Penyusunan Rencana Induk LLAJ juga harus segera
diselesaikan agar bisa menjadi pedoman penyelenggaraan lalu
lintas di Kabupaten Banyumas.
2) Program Pengelolaan Pelayaran
Untuk mencapai target indikator program tahun 2025 yaitu 1.
Persentase prasarana angkutan sungai 66,66%; 2. Persentase
wilayah yang terhubung angkutan sungai 75%. Fokus kegiatan
yang akan dilaksanakan pada 1. Pembangunan dan Penerbitan
Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan
Danau; 2. Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan
dan Perbaikan Kapal; 3. Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan
Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang
Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha.

10. Komunikasi dan Informatika

11.

Dari 3 program yang akan dilaksanakan, program yang menjadi
prioritas adalah sebagai berikut:
1) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2025 yaitu
Persentase Perangkat Daerah yang memberikan akses informasi
publik 100%. Fokus kegiatan pada Pengelolaan Informasi dan
Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
2) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2025 yaitu
Persentase OPD yang menggunakan infrastruktur TIK yang
disediakan Pemda 100%. Fokus kegiatan pada 1. Pengelolaan
Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan
Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 2.
Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota.
Koperasi, UKM
Sebagai upaya peningkatan perekonomian masyarakat dan
meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka
penanggulangan kemiskinan maka dari 7 program yang akan
dilaksanakan, program yang menjadi prioritas adalah sebagai
berikut :
1) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2025 yaitu
Persentase koperasi yang mendapat pemberdayaan dan
perlindungan 33,79%.
Fokus kegiatan pada Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
pada umumnya, dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada
khususnya.
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2)

3)

4)

5)

6)

Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2025 yaitu

Persentase pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang
dilakukan 36,11%.

Fokus kegiatan pada Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi
pada umumnya, dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada
khususnya.

Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan
Usaha Mikro (UMKM)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2025 yaitu
Persentase Usaha Mikro yang diberdayakan 2,2%.

Prioritas kegiatan pada program ini adalah Pemberdayaan Usaha
Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan,
Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi
dengan Para Pemangku Kepentingan dengan strategi yang akan
dilakukan yaitu pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan
melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan
Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku
Kepentingan. Strategi yang akan dilakukan yaitu melakukan
fasilitasi NIB untuk meningkatkan pangsa pasar UMKM. Jumlah
Usaha Mikro yang terdaftar dan telah mendapatkan perizinan
(NIB, HKI, Halal) ditargetkan pada tahun 2025 dapat mencapai
3000 pelaku usaha.

Program Pengembangan UMKM

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2025 yaitu
Persentase peningkatan UMKM yang dikembangkan 1,04%.
Prioritas kegiatan pada program ini adalah Pengembangan Usaha
Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha
Kecil dengan strategi yang akan dilakukan yaitu memfasilitasi
pengembangan produksi dan pengolahan pemasaran SDM,
desain dan teknologi, Fasilitasi pada tahun 2025 memiliki target
peserta sebanyak 280 UMKM. Memberlakukan digitalisasi
operasional serta pelibatan sektor ekonomi kreatif untuk
mengembangkan dan menambah nilai produk usaha mikro.
Selain itu, perlu adanya optimalisasi dana bergulir untuk
permodalan.

Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2025 yaitu
Persentase fasilitasi penerbitan rekomendasi izin koperasi usaha
simpan pinjam sebesar 100%.

Fokus kegiatan yang akan dilaksanakan pada Penerbitan Izin
Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah
Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
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7)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2025 yaitu
Persentase Koperasi yang dinilai kesehatannya sebesar 29,17%.
Fokus kegiatan yang akan dilaksanakan pada Penilaian
Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam
Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota.

Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2025 yaitu
Persentase koperasi yang mengikuti pendidikan dan latihan
sebesar 40,72%.

Fokus kegiatan yang akan dilaksanakan pada Pendidikan dan
Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi di Banyumas pada
umumnya, dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada
khususnya.

14. Penanaman Modal

Dalam rangka peningkatan investasi daerah dan penyerapan tenaga
kerja. Dari 6 program yang akan dilaksanakan, program yang
menjadi prioritas adalah sebagai berikut :

1)

Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2025
yaitu Persentase Kegiatan Usaha yang memperoleh Insentif dan
kemudahan Penanaman Modal 100%.

Fokus kegiatan pada : 1. Penetapan Pemberian
Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota; 2. Pembuatan Peta
Potensi Investasi Kabupaten/Kota.

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 202 yaitu
Persentase realisasi investasi 96%.

Fokus kegiatan pada Pengendalian Pelaksanaan Penanaman
Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
Program Promosi Penanaman Modal

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2025
yaitu Persentase calon investor yang menerima promosi
terfasilitasi penanaman modal yang membuat Lol sebesar 60%.

Prioritas kegiatan pada program ini adalah Penyelenggaraan
Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota dengan strategi yang akan dilakukan yaitu
peningkatan Investasi yang padat karya sehingga dapat
menyerap banyak tenaga kerja. Oleh karena itu, program
promosi investasi menjadi penting dalam penanganan
pengangguran di Kabupaten Banyumas. Promosi Investasi
dilakukan 2 kali dalam satu tahun seperti mengikuti pameran,
dan dilaksanakan secara konsisten setiap bulannya dengan
platform digital. Selain itu, perlu juga dibuat peta investasi di
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Kabupaten Banyumas sehingga mempermudah investor untuk
melihat potensi investasi di Kabupaten Banyumas.
4) Program Pelayanan Penanaman Modal

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2025
yaitu Persentase perizinan berusaha dan non berusaha yang
selesai sesuai dengan waktu yang ditetapkan sebesar 96,5%.

Prioritas kegiatan pada program ini adalah pelayanan perizinan
dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang
penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah
Kabupaten/Kota. Strategi yang akan dilakukan yaitu
mendukung pelayanan publik di Kabupaten Banyumas,
melakukan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan
perizinan dan non perizinan, peningkatan kualitas SDM
pelayanan dan menyusun inovasi pelayanan. Target pada tahun
2025 ditargetkan mampu melayani hingga 1000 perizinan.
5) Pogram Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman

Modal
Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2025
yaitu Persentase Data dan Informasi yang ter update secara
periodik sebesar 100%.
Fokus kegiatan yang akan dilaksanakan pada program ini
adalah Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non
Perizinan  yang  Terintegrasi pada  Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota.

15. Kepemudaan dan Olahraga

Dari 4 program yang akan dilaksanakan, program yang menjadi
prioritas adalah sebagai berikut:

1) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2025
yaitu 1. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi
kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan dengan
target 0,42%; 2. Persentase Peningkatan Wirausaha Muda
dengan target 27,66%.

Prioritas kegiatan pada program ini adalah Penyadaran,
Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan
Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda
Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota. Strategi yang akan
dilakukan yaitu dengan membuka ruang diskusi untuk
merangsang inovasi dan partisipasi pemuda Banyumas dalam
merespons isu publik. Selain itu dengan memberikan
peningkatan daya saing kepemudaan dengan memberikan
pelatihan kepada pemuda. Pada tahun 2025 ditargetkan jumlah
pemuda yang mengikuti pelatihan sebanyak 175 pemuda.

2) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

-208-



16.

17.

18.

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2025
yaitu Presentase peningkatan prestasi olahraga pemuda sebesar
8,33%.

Fokus kegiatan pada: 1. Pembinaan dan Pengembangan
Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota; 2. Penyelenggaraan
Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

3) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2025
yaitu Persentase peningkatan kegiatan kepramukaan di
Kabupaten sebesar 61%.
Fokus kegiatan yang akan dilaksanakan pada Pembinaan dan
Pengembangan Organisasi Kepramukaan.

Statistik

Dari 2 program yang akan dilaksanakan, program yang menjadi
prioritas adalah sebagai berikut:

1)

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Untuk mencapai target indikator program tahun 2025 yaitu
Persentase ketersediaan data informasi dan statistik daerah
sebesar 100%.

Fokus kegiatan pada Penyelenggaraan Statistik Sektoral di
Lingkup Daerah  Kabupaten/Kota dengan melakukan
pendampingan pada Perangkat Daerah serta melakukan
kerjasama pembinaan penyediaan data geospasial dengan
Badan Informasi Geospasial (BIG) atau lembaga lainnya.

Persandian

Dari 1 program yang akan dilaksanakan, program yang menjadi
prioritas adalah sebagai berikut:

1)

Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan
Informasi

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2025 yaitu
Persentase sistem elektronik yang diamankan 100%.

Fokus kegiatan pada Penyelenggaraan Persandian untuk
Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Kebudayaan

Dari 4 Program yang akan dilaksanakan, yang menjadi Program
Prioritas adalah sebagai berikut:

1)

Program Pengembangan Kebudayaan

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2025
yaitu Persentase peningkatan budaya yang menjadi daya tarik
wisata sebesar 16,67%.

Prioritas kegiatan pada program ini adalah Pelestarian Kesenian
Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah
Kabupaten/Kota. Strategi yang akan dilakukan yaitu dengan
melakukan penguatan identitas budaya lokal melalui festival
dan acara budaya tahunan, penyelenggaraan festival lain seperti
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19.

2)

kuliner lokal, produk hortikultura lokal seperti durian dan
festival seni untuk pengembangan kebudayaan. Sebagai
pendukung pariwisata dan penyokong PDRB, diperlukan adaya
pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan Objek Pemajuan
Tradisi Budaya. Ditargetkan adanya penyusunan dokumen
Pokok Pikir Kebudayaan Daerah (PPKD) yang menyesuaikan
dengan RPJMD.

Program Pembinaan Sejarah

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2025
yaitu Persentase pembinaan sejarah lokal sebesar 16,67%.
Fokus kegiatan yang akan dilaksanakan pada Pembinaan
Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.
Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2025
yaitu Persentase cagar budaya yang dilestarikan oleh
Pemerintah Daerah sebesar 46,05%.

Fokus kegiatan yang akan dilaksanakan pada Pengelolaan
Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota.

Program Pengelolaan Permuseuman

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2025
yaitu Persentase koleksi museum yang dikelola oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten Banyumas 97,8%.

Fokus kegiatan yang akan dilaksanakan pada Pengelolaan
Museum Kabupaten/Kota.

Perpustakaan

Dari 2 Program yang akan dilaksanakan, yang menjadi Program
Prioritas adalah sebagai berikut:

1)

Program Pembinaan Perpustakaan

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2025
yaitu Rata-rata jumlah pengunjung perpustakaan per tahun
1100 orang dan Rasio perpustakaan persatuan penduduk rasio
0,56.

Fokus kegiatan pada 1. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota; 2. Pembudayaan Gemar Membaca
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Target pada tahun 2025 nilai
IPLM Kabupaten Banyumas sebesar 33,25 indeks dengan
strategi yang akan dilakukan pada program ini adalah:

a. Meningkatkan kualitas perpustakaan sesuai standar nasional
perpustakaan (SNP) melalui pengembangan layanan
perpustakaan elektronik, pembinaan perpustakaan baik di
institusi, desa maupun di sekolah. Peningkatan kapasitas
tenaga perpustakaan, penyusunan data dan sistem informasi
perpustakaan sesuai tata kelola.

b. Meningkatkan kepuasan layanan perpustakaan yang
diarahkan untuk mampu mengakomodasi berbagai
perubahan kebutuhan dan keinginan masyarakat terkait
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dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi,
diantaranya inovasi layanan perpustakaan dengan
mewujudkan e-library dan e-arsip.

c. Peningkatan kemudahan akses serta daya tarik terhadap
perpustakaan yang dilakukan melalui pembenahan
sumberdaya manusia, sarpras, koleksi bahan pustaka dan
metode pelayanan perpustakaan.

Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2025

yaitu Persentase Naskah Kuno Milik Masyarakat yang Dialih

Mediakan sebesar 80%.

Fokus kegiatan pada Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah

Kabupaten/Kota dan Pengembangan Koleksi Budaya Etnis

Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota.

20. Kearsipan
Dari 4 program yang akan dilaksanakan, program yang menjadi
prioritas adalah sebagai berikut:

1)

2)

3)

Program Pengelolaan Arsip

Untuk mencapai target indikator pada tahun 2025 yaitu 1.
Persentase perangkat daerah yang menyelenggarakan kearsipan
sesuai dengan Norma Standar Prosedur dan Kriteria 53%.
Fokus kegiatan pada : 1. Pengelolaan Arsip Statis Daerah
Kabupaten/Kota; 2. Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi
Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota; 3. Pengelolaan
Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota.

Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip

Untuk mencapai target indikator pada tahun 2025 yaitu
Persentase Arsip yang Dilindungi dan Diselamatkan 100%.
Fokus kegiatan pada 1. Pemusnahan Arsip Dilingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di
Bawah 10 (Sepuluh) Tahun; 2. Penyelamatan Arsip Perangkat
Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan,
dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan; 3.
Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang
Berskala Kabupaten/Kota.

Program Perizinan Penggunaan Arsip

Untuk mencapai target indikator pada tahun 2025 yaitu
Persentase Arsip Tertutup yang Diizinkan untuk Digunakan
sebesar 66%.

Fokus kegiatan yang akan dilaksanakan pada Pelayanan Izin
Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota.
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5.1.3 Urusan Pilihan
Untuk dapat mencapai kinerja tahun 2025 sesuai target RPD maka
dari 8 bidang urusan pilihan yang menjadi prioritas di tahun 2025
adalah bidang urusan:
1. Kelautan dan Perikanan

Dari 5 Program yang akan dilaksanakan, program yang menjadi
prioritas adalah sebagai berikut:

1)

2)

4)

Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2025 yaitu
Produksi Perikanan Budidaya 12.490,65 Ton.

Prioritas kegiatan pada program ini adalah Pengelolaan
Pembudidayaan Ikan dengan strategi yang akan dilakukan yaitu
dengan melakukan bimbingan teknis kepada Pokdakan
(Kelompok Pembudidaya Ikan), penggunaan teknologi modern
untuk budidaya ikan agar proses budidaya lebih efektif dan
efisien. Selain itu juga berfokus pada pemberian sertifikat CBIB
(Cara Budidaya lkan yang Baik) kepada Pokdakan untuk
meningkatkan kualitas benih ikan. Upaya peningkatan produksi
perikanan budidaya melalui penjaminan sarana untuk budidaya
perikanan penting untuk mendukung ketersediaan pangan
dengan target pada tahun 2025 sebanyak 3 unit.

Program Pengelolaan Perikanan Tangkap (2 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2025 yaitu
Produksi Perikanan Tangkap 986,83 Ton.

Prioritas kegiatan pada program ini adalah Pemberdayaan
Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota. Strategi yang akan
dilakukan yaitu penyediaan data dan informasi lokasi sumber
daya ikan, penebaran ikan secara berkala untuk memperbaiki
biota dan ekosistem serta melakukan bimbingan teknis untuk
meningkatkan kapasitas nelayan kecil. Peningkatan produksi
perikanan tangkap melalui peningkatan kapasitas nelayan kecil
penting dilakukan untuk mendukung ketersediaan pangan. Pada
tahun 2025 target peningkatan kapasitas untuk nelayan kecil
sebanyak 10 nelayan.

Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan
Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2025 yaitu
Persentase perairan umum yang diawasi sebesar 10%.

Prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan pada Pengawasan
Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk,
Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam
Kabupaten/Kota.

Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2025 yaitu
1. Peningkatan Angka Konsumsi lkan 2,2 kg/kapita/tahun; 2.
Produksi Olahan Hasil Perikanan 906,4 Ton.
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Fokus kegiatan pada 1. Penerbitan Tanda Daftar Usaha
Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil;
2. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha
Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 3. Penyediaan
dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1
(satu) Daerah Kabupaten/ Kota.

2. Pariwisata (3 Program)

Dari 4 Program yang akan dilaksanakan. yang menjadi Program
Prioritas adalah sebagai berikut:

1)

3)

Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2025 yaitu
Persentase peningkatan kunjungan wisatawan pada destinasi
wisata yang dikelola pemda dengan target sebesar 3%.

Prioritas kegiatan pada program ini adalah Pengelolaan Daya
Tarik Wisata Kabupaten/Kota. Strategi yang akan dilakukan
yaitu dengan optimalisasi daya tarik wisata dengan peningkatan
pelayanan UPTD Pariwisata dan Kebudayaan Purwomas serta
UPTD Pariwisata Teratai Mas. Lebih lanjut, pengelolaan Kolam
Retensi Purwokerto yang masuk di UPTD Pariwisata Teratai Mas
diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisata dan
peningkatan PAD. Potensi desa wisata juga dapat dikembangkan
sesuai dengan potensi masing-masing desa dengan berkolaborasi
dengan ekonomi kreatif. Potensi yang dapat dimanfaatkan adalah
alam, tradisi budaya lokal, dan kesenian.

Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2025 yaitu
1. Persentase Peningkatan pelatihan pelaku ekonomi kreatif
sebesar 29,63%: 2. Persentase SDM kepariwisataan yang
bersertifikat sebesar 40%.

Prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan pada program ini
adalah Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar. Strategi
yang akan dilakukan yaitu dengan melakukan pelatihan
menyeluruh kepada seluruh sub sektor ekonomi kreatif yang ada
di Kabupaten Banyumas. Selain itu, kerja sama dengan pihak
swasta dapat dilakukan guna mendukung pengembangan pelaku
ekonomi kreatif. Perlu dilakukan penguatan SDM kepariwisataan
dan Ekonomi kreatif untuk mendukung peningkatan PDRB
ADHK di Kabupaten Banyumas. Selain sebagai pendukung objek
wisata, Pelatihan Ekonomi Kreatif juga diperlukan untuk
membuka potensi pendapatan baru di Kabupaten Banyumas.
Pada tahun 2025 ditargetkan penguatan untuk SDM
kepariwisataan dan ekonomi kreatif sebanyak 160 orang yang
dilatih.

Program Pemasaran Pariwisata
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4)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2025 yaitu
Persentase Peningkatan Pemasaran dan Promosi Pariwisata
sebesar 3%. Prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan pada
program ini adalah Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri
Daya Tarik. Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata
Kabupaten/Kota dengan strategi yang akan dilakukan yaitu
membangun kemitraan dengan industri pariwisata lokal serta
bekerjasama dengan influencer lokal maupun nasional untuk
melakukan promosi wisata di Kabupaten Banyumas. Untuk
meningkatkan PAD dari sektor pariwisata perlu adanya promosi
wisata yang dilaksanakan secara konsisten. Selain itu perlu
adanya dorongan masing-masing objek wisata harus memiliki
platform promosi yang aktif menggunakan platform digital
maupun konvensional.

Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan
Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2025 yaitu
Persentase Peningkatan pelaku ekonomi kreatif yang terdaftar di
HKI 80%. Prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan pada
Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif.

Pertanian

Dari 7 Program yang akan dilaksanakan, program yang menjadi
prioritas adalah sebagai berikut:

1)

2)

Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2025 yaitu
1. Produktivitas komoditas Jagung 6,45 ton/ha. 2. Produktivitas
komoditas Kedelai 1,75 ton/ha. 3. Produktivitas komoditas Padi
5,92 ton/ha. 4. Persentase peningkatan populasi ternak 3%.
Prioritas kegiatan pada program ini yaitu: 1. Pengelolaan Sumber
Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme
Kewenangan Kabupaten/Kota; 2. Penyediaan Benih /Bibit Ternak
dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu)
Daerah Kabupaten/Kota Lain; 3. Pengawasan Penggunaan
Sarana Pertanian. Strategi yang akan dilakukan yaitu penyediaan
benih/bibit berkualitas dan bersertifikat, penyediaan pupuk
sesuai 6 tepat (tepat mutu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat harga,
tepat waktu dan tepat tempat), penyediaan pakan yang
terjangkau dan murah. Selain itu, untuk upaya peningkatan
produksi peternakan melalui penyediaan benih/bibit ternak
untuk mendukung ketersediaan pangan dengan target pada
tahun 2025 targetnya sebanyak 72 ekor.

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
Untuk mencapai indikator program pada tahun 2025 yaitu 1.
Persentase peningkatan ketersediaan prasarana pertanian yang
ditargetkan sebesar 6 persen di tahun 2025. 2. Jumlah jenis
infrastruktur peternakan yang disediakan sebanyak 2 jenis.
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3)

4)

S)

6)

Prioritas kegiatan pada program ini adalah Pembangunan
Prasarana Pertanian dengan startegi yang akan dilakukan yaitu
pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan jalan
usaha tani, pembangunan/rehabilitasi untuk infrastruktur
kelembagaan pendukung produksi pertanian
BPP/Puskeswan/RPH.

Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan
Masyarakat Veteriner

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2025 yaitu
1. Persentase peningkatan bahan asal hewan yang memenuhi
kriteria ASUH 2%; 2. Persentase penurunan angka kejadian
penyakit 8%. Fokus kegiatan pada 1. Penjaminan Kesehatan
Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit
Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota; 2. Pengelolaan
Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam
Daerah Kabupaten/Kota; 3. Penerapan dan Pengawasan
Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner; 4.
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan
Hewan

Program Penyuluhan Pertanian

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2024 yaitu
Persentase peningkatan kelas kelompok sebesar 5%. Prioritas
kegiatan pada program ini adalah Pelaksanaan Penyuluhan
Pertanian dengan strategi yang akan dilakukan yaitu pendidikan
dan pelatihan untuk penguatan kualitas SDM penyuluh
pertanian, pemanfaatan teknologi informasi untuk penyuluhan,
fokus upaya untuk regenerasi petani melalui pelaksanaan
program YESS (Youth Enterpreneurship And Employment Support
Services) yang menunjuk Banyumas menjadi salah satu lokus
kegiatan oleh Kementerian Pertanian dengan fokus pada 4 aspek
utama yaitu: peningkatan kapasitas pemuda desa di bidang
pertanian, pengembangan wirausahawan muda bidang
pertanian, fasilitasi akses permodalan dan upaya membangun
lingkungan usaha yang kondusif bagi petani/wirausahawan
bidang pertanian.

Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
Untuk mencapai target indikator persentase penanganan
bencana pertanian dengan target 2025 sebesar 76%. Prioritas
kegiatan pada program ini adalah pada Pengendalian dan
Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota. Strategi
yang akan dilakukan pada program ini adalah pendidikan dan
pelatihan penanganan hama, pembentukan sistem peringatan
dini. asuransi pertanian, konservasi tanah dan air, pendekatan
penanggulangan bencana pertanian berbasis masyarakat.
Program Perizinan Usaha Pertanian

Untuk mencapai target indikator persentase peningkatan usaha
peternakan yang berizin dengan target 2025 sebesar 1 persen.
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Fokus kegiatan pada Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih /Bibit
Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit
Hewan /Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan.

4. Perdagangan

Dari 6 Program yang akan dilaksanakan, yang menjadi Program
Prioritas adalah sebagai berikut:

1)

4)

Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2025 yaitu
Persentase pasar rakyat yang dipelihara dan direvitalisasi
96,15%.

Prioritas kegiatan pada program ini adalah Pembangunan dan
Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan dengan strategi yang
akan dilakukan yaitu Perlu ada perbaikan untuk sarana dan
prasana perdagangan. Adapun 2 Pasar yang harus akan
dilakukan perbaikan pada tahun 2025 adalah Pasar Wage dan
Pasar Sokaraja Pasar lain yang kondisinya perlu dilakukan
perbaikan adalah Pasar Situmpur, Pasar Manis, Pasar Proliman,
Pasar Pon. Pasar Larangan, Pasar Kemukusan, Pasar Sarimulyo,
Pasar Karang Tengah dan Pasar Wangon. Rehabilitasi pasar
menjadi kebutuhan yang penting sebagai upaya untuk
pemerataan ekonomi dan mengendalikan inflasi.

Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang
Penting

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2025 yaitu
Koefisien variasi harga barang 14%.

Prioritas kegiatan pada program ini adalah 1. Pengendalian Harga
dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di
Tingkat Pasar Kabupaten/Kota. Strategi yang akan dilakukan
pada program ini yaitu pelaksanaan operasi pasar/gerakan
pangan murah, bantuan pangan kepada masyarakat, penguatan
koordinasi, pemantauan tim pengendalian inflasi daerah dan
penguatan sistem informasi harga pangan.

Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2025 yaitu
Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan
yaitu sebesar 85,50%.

Fokus kegiatan pada Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui
Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan
yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Program Pengembangan Ekspor

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2025 yaitu
Nilai ekspor perdagangan pelaku usaha ekspor yang difasilitasi
sebesar $ USD 47.000.000.

Prioritas kegiatan pada program ini adalah Penyelenggaraan
Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi
Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah
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5)

6)

Kabupaten/Kota. Strategi yang akan dilakukan yaitu
pelaksanaan kajian/analisis potensi produk ekspor, stimulasi
inovasi dan riset, pendidikan dan pelatihan eksportir
berkelanjutan untuk peningkatan kualitas untuk pemenuhan
standar, akses permodalan, promosi dan pemasaran
internasional. Untuk mempercepat pembangunan dan kemajuan
IKM di daerah, perlu adanya pemasaran produk-produk pelaku
usaha Kabupaten Banyumas ke luar negeri dengan ekspor. Target
pada 2025 akan dilakukan pembinaan mengenai pengembangan
ekspor kepada 30 pelaku usaha.

Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2025 yaitu
Persentase alat ukur takar timbang dan perlengkapannya UTTP
yang ditera tera ulang sebesar 72%. Prioritas kegiatan pada
program ini adalah Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera,
Tera Ulang, dan Pengawasan.

Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2025 yaitu
Persentase pelaku usaha yang dipromosikan sebesar 1,10%.
Prioritas kegiatan pada program ini adalah Pelaksanaan Promosi,
Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

Perindustrian

Dari 4 Program yang akan dilaksanakan. yang menjadi Program
Prioritas adalah sebagai berikut:

1)

3)

Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2025 yaitu
Persentase IKM yang dibina sebesar 0,3%.

Prioritas kegiatan pada program ini adalah Penyusunan dan
Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.
Strategi yang akan dilakukan pada program ini adalah
pembinaan industri, studi potensi bahan baku lokal,
pengembangan produk inovatif disertai dengan peningkatan
kualitas serta standar promosi dan pemasaran. Dalam upaya
peningkatan PDRB ADHK di Kabupaten Banyumas, diperlukan
penguatan di sektor unggulan yaitu Industri Pengolahan. Adapun
yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 adalah pelatihan
Industri Kecil Menengah (IKM).

Program Pengendalian Izin Usaha Industri

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2025 yaitu
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan
jumlah IUI IPUI Kecil dan Menengah IUKI dan IPKI yang
dikeluarkan oleh instansi terkait sebesar 82,35%. Fokus kegiatan
pada Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha
Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin
Perluasan Kawasan Industri (IPKI).

Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
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Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2025 yaitu
Persentase data informasi industri yang tersedia sebesar 40%.
Prioritas kegiatan pada program ini adalah Penyediaan Informasi
Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI
Kewenangan Kabupaten/Kota.

3. Transmigrasi

1)

Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2025 yaitu
Persentase Calon Transmigran Yang Akan Ditempatkan sebesar
10%. Fokus kegiatan yang akan dilaksanakan pada Penataan
Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota.

5.1.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
1. Sekretariat Daerah

Dari 2 Program yang akan dilaksanakan, yang menjadi Program
Prioritas adalah sebagai berikut:

1)

2)

Program Perekonomian dan Pembangunan

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2025 yaitu:
1. Persentase BUMD yang sehat dan profitable tepat waktu 100%,
2. Persentase jumlah paket tender pengadaan barang jasa yang
berhasil sebesar 100%. 3. Persentase Jumlah Perangkat Daerah
yang dilakukan pengendalian kinerjanya sebesar 100%, 4.
Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Penganggaran
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar 100%. Fokus
kegiatan pada: 1. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa; 2.
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan; 3. Pemantauan
Kebijakan Sumber Daya Alam; 4. Pelaksanaan Kebijakan
Perekonomian.

Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2025 yaitu:
1. Persentase Kebijakan di Bidang Kesra yang difasilitasi sebesar
100%, 2. Persentase kerjasama daerah dan pengembangan
potensi daerah yang terfasilitasi sebesar 100%, 3. Persentase
permasalahan hukum yang terfasilitasi dan tertkoordinasi
sebesar 100%, 4. Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah EKPPD sebesar 100%. Fokus kegiatan pada: 1. Fasilitasi
dan Koordinasi Hukum; 2. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan
Rakyat; 3. Fasilitasi Kerjasama Daerah; 4. Administrasi Tata
Pemerintahan.

2. Sekretariat DPRD

Dari 1 Program yang akan dilaksanakan, yang menjadi Program
Prioritas adalah sebagai berikut:

1.

Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2025 yaitu:
1. Persentase capaian fasilitasi pembahasan kebijakan anggaran
tepat waktu 91%; 2. Persentase capaian fasilitasi Peningkatan
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Kapasitas DPRD 91%; 3. Persentase Capaian Fasilitasi Tugas
DPRD 91%; 4. Persentase capaian fasilitasi Pembentukan
Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 91%; 5. Persentase
capaian fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
91%; 6. Persentase capaian fasilitasi Penyerapan dan
Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 91%; 7. Persentase capaian
fasilitasi Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD 91%.

Fokus Kegiatan pada: 1. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi
Masyarakat; 2. Pembahasan Kebijakan Anggaran; 3.Peningkatan
Kapasitas DPRD; 4. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik
DPRD; 5. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan; 6.
Fasilitasi Tugas DPRD; 7. Pembentukan Peraturan Daerah dan
Peraturan DPRD.

5.1.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

Dari 2 Program yang akan dilaksanakan, yang menjadi Program
Prioritas adalah sebagai berikut:

1)

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2025 yaitu
Persentase capaian kinerja program prioritas pembangunan
daerah 60% dan Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Evaluasi
Gubernur 100%. Fokus Kegiatan pada : 1. Persentase capaian
kinerja program prioritas pembangunan daerah; 2. Analisis Data
dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan
Pembangunan Daerah.

Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan
Pembangunan Daerah

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2025 yaitu
Persentase perangkat daerah dengan nilai SAKIP komponen
perencanaan kinerja kategori baik 100%. Fokus Kegiatan pada :
1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia; 2. Koordinasi Perencanaan Bidang
Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam); 2. Koordinasi
Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

2. Keuangan

Dari 4 Program yang akan dilaksanakan, yang menjadi Program
Prioritas adalah sebagai berikut:

1)

2)

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2025 yaitu
Persentase perangkat daerah yang mengelola administrasi barang
milik daerah dengan baik 100 %. Fokus Kegiatan pada
Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Program Pengelolaan Keuangan Daerah
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Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2025 yaitu
1. Persentase Ketepatan Waktu Penetapan APBD 100%; 2.
Persentase Penyampaian LKPD Tepat Waktu 100%. Fokus
kegiatan pada 1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran
Daerah; 2. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan
Keuangan Daerah; 3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Daerah; 4. Koordinasi dan Pengelolaan
Perbendaharaan Daerah; 5. Pengelolaan Data dan Implementasi
Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah.

3) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2025 yaitu
Persentase sub komponen PAD yang realisasi anggarannya
melebihi target pendapatan 57%. Fokus Kegiatan pada
Pengelolaan pendapatan Daerah.

Kepegawaian

Dari 1 Program yang akan dilaksanakan, yang menjadi Program
Prioritas adalah sebagai berikut:

1)

1)

Program Kepegawaian Daerah

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2025 yaitu
Persentase pengelolaan pelayanan kepegawaian 100%.

Fokus Kegiatan pada: 1. Mutasi dan Promosi ASN; 2. Pengadaan,
Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN; 3.
Pengembangan Kompetensi ASN; 4. Penilaian dan Evaluasi
Kinerja Aparatur.

. Pendidikan dan Pelatihan

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2025 yaitu
Persentase ASN yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan
2%.

Fokus kegiatan pada 1. Pengembangan Kompetensi Teknis; 2.
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial
dan Fungsional.

Penelitian dan Pengembangan (1 Program)

Dari 1 Program yang akan dilaksanakan, yang menjadi Program
Prioritas adalah sebagai berikut:

1)

Program Penelitian dan Pengembangan Daerah (4 Kegiatan)
Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2025 yaitu
Persentase penelitian yang direkomendasikan sebagai bahan
kebijakan 100% dan Indeks Inovasi Daerah sebesar 65.

Fokus kegiatan pada 1. Penelitian dan Pengembangan Bidang
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan; 2.
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan;
3. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan
Pembangunan; 4. Pengembangan Inovasi dan Teknologi.
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Strategi yang akan dilakukan yaitu membuat minimal satu
inovasi untuk setiap OPD, kerjasama riset dan inovasi daerah
serta fasilitasi pengembangan inovasi daerah.

5.1.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

1.

Pengawasan

Dari 2 Program yang akan dilaksanakan, yang menjadi Program
Prioritas adalah sebagai berikut:

1)

Program Penyelenggaraan Pengawasan

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2025 yaitu
1. Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) APIP yang
diselesaikan 70%; 2. Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan
(TLHP) BPK RI yang diselesaikan 96%; 3. Persentase keterjadian
kasus hukum pada perangkat daerah dan pemerintah desa 1%;
4. Persentase peningkatan temuan ketidakpatuhan dalam LHP
BPK RI atas LKPD 30%. Fokus kegiatan pada 1. Penyelenggaraan
Pengawasan dengan Tujuan Tertentu; 2. Penyelenggaraan
Pengawasan Internal.

Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2025 yaitu
1. Level Kapabilitas APIP pada level 3; 2. Persentase perangkat
daerah yang memperoleh nilai reformasi birokrasi pada kategori
minimal B sebesar N/A %; 3. Persentase desa berisiko tinggi
sebesar 7%. Fokus kegiatan yang akan dilaksanakan pada 1.
Pendampingan dan Asistensi; 2. Perumusan Kebijakan Teknis di
Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan.

5.1.7 Unsur Kewilayahan

1.

Kecamatan

Dari 6 Program yang akan dilaksanakan, yang menjadi Program
Prioritas adalah sebagai berikut:

1)

2)

3)

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2025 yaitu
Indeks kepuasan masyarakat sebesar 88.

Fokus Kegiatan pada 1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan; 2. Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat; 3. Koordinasi
Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum.

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2025 yaitu
Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
100%.

Fokus Kegiatan pada 1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;
2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
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4)

5)

6)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2025 yaitu
Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas100%.

Fokus Kegiatan pada 1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum; 2. Koordinasi Penerapan
dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
3.

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2025 yaitu
Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas100%.

Fokus Kegiatan pada Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2025 yaitu
Persentase APBDes tepat waktu 100%.

Fokus Kegiatan pada Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2025 yaitu
Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat
daerah 100%.

Fokus Kegiatan pada 1. Perencanaan, Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; 2. Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah; 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah; 4.
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah; 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah; 6. Penyediaan Jasa PenunjPemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerahang Urusan
Pemerintahan Daerah.

5.1.8 Unsur Pemerintahan Umum

1.

Kesatuan Bangsa dan Politik

Dari 6 Program yang akan dilaksanakan, yang menjadi Program
Prioritas adalah sebagai berikut:

1)

2)

Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2025 yaitu
Persentase Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan
Wawasan Kebangsaan sebesar 100%.

Fokus Kegiatan pada Perumusan Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter
Kebangsaan.

Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga
Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika
Serta Budaya Politik
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3)

4)

5)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2025 yaitu
Persentase pelaksanaan pendidikan politik sebesar 100%. Fokus
kegiatan pada Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan
Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan
Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2025 yaitu
Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan ormas sebesar
100%.

Fokus kegiatan pada Perumusan Kebijakan Teknis dan
Pemantapan  Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan
Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi,
Sosial, dan Budaya

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2025 yaitu
Persentase pelaksanaan penguatan ketahanan ekonomi sosial
budaya dan agama sebesar 100%.

Fokus kegiatan yang akan dilaksanakan pada Perumusan
Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang
Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan
Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2025 yaitu
Persentase Pelaksanaan deteksi dini penanganan konflik dan
pengawasan orang asing sebesar 100%.

Fokus kegiatan pada Perumusan Kebijakan Teknis dan
Pelaksanaan  Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan
Penanganan Konflik Sosial.

5.1.9 Non Urusan

1)

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/
Kota

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2025 yaitu
Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat
daerah sebesar 100%. Fokus kegiatan yang akan dilaksanakan
pada 1. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat
Daerah; 2.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; 3.
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah; 4. Administrasi Keuangan Perangkat
Daerah; 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah; 6. Fasilitasi
Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah; 7. Layanan Administrasi
DPRD; 8.Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD; 9.
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan; 10.
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Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah; 11. Penataan Organisasi; 12. Pengadaan
Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; 13.
Peningkatan Pelayanan BLUD; 14. Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah; 15. Perencanaan, Penganggaran,
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
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BAB VI
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Banyumas Tahun 2025 dilaksanakan dalam rangka penyesuaian prioritas,
sasaran pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan
daerah tahun 2025, dan memastikan kesesuaian penyelenggaraan
pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan
wakil kepala daerah terpilih periode 2025-2029, serta menyinergikan
program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, dilakukan
penyesuaian pada RKPD Tahun 2025 sebagai dokumen rencana
pembangunan daerah yang digunakan sebagai dasar proses penganggaran,
pelaksanaan dan evaluasi, terutama pada fokus prioritas daerah, fokus
program, kegiatan, dan sub kegiatan, serta target kinerja penyelenggaraan
pemerintah daerah.

Dokumen perubahan RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2025
antara lain memuat perubahan rancangan kerangka ekonomi dan
kebijakan keuangan daerah, prioritas dan sasaran pembangunan daerah,
serta perubahan rencana program dan kegiatan berikut pendanaannya.
Dokumen Perubahan RKPD ini menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah
dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan sekaligus sebagai
pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum
Anggaran serta Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara Tahun 2025. Selanjutnya menjadi pedoman penyusunan
Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
2025.

Implementasi program pembangunan daerah Kabupaten Banyumas
tahun 2025 akan tercapai apabila didukung komitmen semua pihak.
Semoga melalui pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam
Perubahan RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2025 mampu mendorong
terwujudnya cita-cita pembangunan Kabupaten Banyumas.

BUPATI BANYUMAS,

ttd
SADEWO TRI LASTIONO
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II.1. PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025

PRAKIRAAN MAJU RENCANA

URUSAN / BIDANG TARGET REALISASI PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026 PERANGKAT
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
NO KODE YRGS FREERA KEGIATAN / SUB PERIODE GAHALA TARGET RENJA HEHOLIOIC DAERAH
KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENSTRA RENJA OPD OPD TAHUN TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG
KEGIATAN OPD TAHUN 2023 2024 Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) JAWAB
SEBELUM | SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
DINAS PENDIDIKAN 1.313.502.438.518,00 1.393.466.277.428,09 1.321.121.001.966,66 7.618.563.448,66 1.316.168.096.858,00
1 URUSAN PEMERINTAHAN 1.313.502.438.518,00 1.393.466.277.428,09 1.321.121.001.966,66 7.618.563.448,66 1.316.168.096.858,00
WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN
DASAR
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN 1.313.502.438.518,00 1.393.466.277.428,09 1.321.121.001.966,66 7.618.563.448,66 1.316.168.096.858,00
BIDANG PENDIDIKAN
1. 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG Cakupan Pelayanan 100 % 100 % 1.030.029.377.150,00 1.088.403.914.360,09 1.014.670.182.457,66 -210.620.300,00 1.029.818.756.850,00
URUSAN PEMERINTAHAN | Administrasi Umum
DAERAH Perangkat Daerah Dinas
KABUPATEN/KOTA Pendidikan Kabupaten
Banyumas
1.01.01.2.01 Perencanaan, Jumlah Dokumen 20 20 450.930.802,00 3.039.648.502,01 1.637.716.326,49 1.186.785.524,49 - 1. Peningkatan daya | - 370.830.802,00 | DINAS PENDIDIKAN
Penganggaran, dan Evaluasi | Perencanaan dan Evaluasi Dokumen Dokumen saing SDM untuk
Kinerja Perangkat Daerah Kinerja yang disusun mendorong
peningkatan daya
saing daerah
1.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen 8 Dokumen | 8 Dokumen 254.113.802,00 254.113.802,00 198.085.351,50 -56.028.450,50 | Kab. Banyumas, | PENDAPATAN - 1. Peningkatan daya 254.113.802,00 | DINAS PENDIDIKAN
Perencanaan Perangkat Purwokerto ASLI DAERAH saing SDM untuk
Daerah Selatan, (PAD) mendorong
Purwokerto peningkatan daya
Kulon saing daerah
1.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah Laporan Evaluasi 12 Laporan | 12 Laporan 196.817.000,00 2.785.534.700,01 1.439.630.974,99 1.242.813.974,99 | Kab. Banyumas, | PENDAPATAN - 1. Peningkatan daya 116.717.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
Kinerja Perangkat Daerah Purwokerto ASLI DAERAH saing SDM untuk
Selatan, (PAD) mendorong
Purwokerto peningkatan daya
Kulon saing daerah
1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Jumlah administrasi 3 Laporan 2 Laporan 1.021.023.043.086,00 1.076.659.074.580,91 1.005.848.236.960,75 -15.174.806.125,25 Memperkuat 1. Peningkatan daya | OPD dan 1.021.131.786.710,00 | DINAS PENDIDIKAN
Perangkat Daerah keuangan yang dikelola pembangunan saing SDM untuk Masyarakat
sumber daya mendorong Kabupaten
manusia (SDM), peningkatan daya Banyumas
sains, teknologi, saing daerah
pendidikan,
kesehatan, prestasi
olahraga, kesetaraan
gender, serta
penguatan peran
perempuan, pemuda
(generasi milenial
dan generasi Z), dan
penyandang
disabilitas.
1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Jumlah Orang yang 9389 Orang | 8351 Orang 1.018.453.906.710,00 1.074.089.938.204,91 1.003.279.100.584,75 -15.174.806.125,25 | Kab. Banyumas, | PENDAPATAN Memperkuat 1. Peningkatan daya 1.018.453.906.710,00 | DINAS PENDIDIKAN
Menerima Gaji dan /bulan /bulan Purwokerto ASLI DAERAH pembangunan saing SDM untuk
Tunjangan ASN Selatan, (PAD) sumber daya mendorong
Purwokerto DANA ALOKASI | manusia (SDM), peningkatan daya
Kulon UMUM (DAU) sains, teknologi, saing daerah
DAU pendidikan,
TAMBAHAN kesehatan, prestasi
DUKUNGAN olahraga, kesetaraan
PENDANAAN gender, serta
ATAS penguatan peran
KEBIJAKAN perempuan, pemuda
PENGGAJIAN (generasi milenial
PEGAWAI dan generasi Z), dan
PEMERINTAH penyandang
DENGAN disabilitas.
PERJANJIAN
KERJA
DAK NON
FISIK-TPG
PNSD
DAK NON
FISIK-TAMSIL
GURU PNSD
1.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Jumlah Dokumen Hasil 110 12 2.569.136.376,00 2.569.136.376,00 2.569.136.376,00 0,00 | Kab. Banyumas, | DANA ALOKASI | Memperkuat 1. Peningkatan daya 2.677.880.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
Penyediaan Administrasi Dokumen Dokumen Purwokerto UMUM (DAU) pembangunan saing SDM untuk
Pelaksanaan Tugas ASN Selatan, sumber daya mendorong
Purwokerto manusia (SDM), peningkatan daya
Kulon sains, teknologi, saing daerah
pendidikan,
kesehatan, prestasi
olahraga, kesetaraan
gender, serta
penguatan peran
perempuan, pemuda
(generasi milenial
dan generasi Z), dan
penyandang
disabilitas.
1.01.01.2.06 Administrasi Umum Jumlah administrasi umum 6 Jenis 6 Jenis 3.735.404.853,00 3.388.261.553,00 2.048.100.396,25 -1.687.304.456,75 - 1. Peningkatan daya | - 3.772.530.906,00 | DINAS PENDIDIKAN
Perangkat Daerah yang dikelola saing SDM untuk
mendorong
peningkatan daya
saing daerah
1.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Paket Komponen 12 Paket 12 Paket 57.365.000,00 41.740.000,00 31.300.000,00 -26.065.000,00 | Kab. Banyumas, | PENDAPATAN - 1. Peningkatan daya 57.365.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
Instalasi Listrik/Penerangan Purwokerto ASLI DAERAH saing SDM untuk
Bangunan Kantor yang Selatan, (PAD) mendorong
Disediakan Purwokerto peningkatan daya
Kulon saing daerah
1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Paket Peralatan dan 12 Paket 12 Paket 174.891.000,00 174.891.000,00 100.810.500,00 -74.080.500,00 | Kab. Banyumas, | PENDAPATAN - 1. Peningkatan daya 174.891.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
Perlengkapan Kantor yang Purwokerto ASLI DAERAH saing SDM untuk
Disediakan Selatan, (PAD) mendorong
Purwokerto peningkatan daya
Kulon saing daerah
1.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah Paket Peralatan 12 Paket 12 Paket 171.617.000,00 142.659.200,00 44.382.300,00 -127.234.700,00 | Kab. Banyumas, | PENDAPATAN - 1. Peningkatan daya 171.617.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
Rumah Tangga yang Purwokerto ASLI DAERAH saing SDM untuk
Disediakan Selatan, (PAD) mendorong
Purwokerto peningkatan daya
Kulon saing daerah

1.01.01.2.06.0004

Penyediaan Bahan Logistik Kantor
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PRAKIRAAN MAJU RENCANA

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG EARSED REALISASI FRAIRAAN TAHUN 2026 PERANGKAT
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
NO KODE IR IEAN § PIRGEIRA KEGIATAN / SUB PERIODE il TARGET RENJA NEROIEOLS alslin
KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENSTRA RENJA OPD OPD TAHUN TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG
KEGIATAN OPD TAHUN 2023 2024 Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) JAWAB
SEBELUM | SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Jumlah Paket Bahan Logistik 12 Paket 12 Paket 906.000.000,00 594.250.000,00 463.500.000,00 -442.500.000,00 | Kab. Banyumas, | PENDAPATAN 1. Peningkatan daya 906.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
Kantor yang Disediakan Purwokerto ASLI DAERAH saing SDM untuk
Selatan, (PAD) mendorong
Purwokerto peningkatan daya
Kulon saing daerah
1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Paket Barang 12 Paket 12 Paket 235.042.699,00 235.042.699,00 119.760.000,00 -115.282.699,00 | Kab. Banyumas, | PENDAPATAN 1. Peningkatan daya 235.042.699,00 | DINAS PENDIDIKAN
Cetakan dan Penggandaan Purwokerto ASLI DAERAH saing SDM untuk
yang Disediakan Selatan, (PAD) mendorong
Purwokerto peningkatan daya
Kulon saing daerah
1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jumlah Laporan 12 Laporan | 12 Laporan 350.000.000,00 350.000.000,00 152.050.000,00 -197.950.000,00 | Kab. Banyumas, | PENDAPATAN 1. Peningkatan daya 350.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
Penyelenggaraan Rapat Purwokerto ASLI DAERAH saing SDM untuk
Koordinasi dan Konsultasi Selatan, (PAD) mendorong
SKPD Purwokerto peningkatan daya
Kulon saing daerah
1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Jumlah barang milik daerah 1 Jenis 1 Jenis 273.853.500,00 588.976.500,00 469.404.300,00 195.550.800,00 1. Peningkatan daya | - 271.325.500,00 | DINAS PENDIDIKAN
Daerah Penunjang Urusan yang tersedia saing SDM untuk
Pemerintah Daerah mendorong
peningkatan daya
saing daerah
1.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah Unit Peralatan dan 1 Unit 12 Unit 50.000.000,00 367.147.000,00 367.147.000,00 317.147.000,00 | Kab. Banyumas, | PENDAPATAN 1. Peningkatan daya 50.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
Mesin Lainnya yang Purwokerto ASLI DAERAH saing SDM untuk
Disediakan Selatan, (PAD) mendorong
Purwokerto peningkatan daya
Kulon saing daerah
1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang | Jumlah jasa pelayanan 3 Jenis 3 Jenis 3.729.271.409,00 3.838.719.718,00 3.802.144.718,00 72.873.309,00 1. Peningkatan daya | - 3.442.639.932,00 | DINAS PENDIDIKAN
Urusan Pemerintahan umum kantor yang tersedia saing SDM untuk
Daerah mendorong
peningkatan daya
saing daerah
1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Laporan Penyediaan 1 Laporan 12 Laporan 566.585.000,00 598.420.800,00 598.420.800,00 31.835.800,00 | Kab. Banyumas, | PENDAPATAN 1. Peningkatan daya 566.585.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
Jasa Komunikasi, Sumber Purwokerto ASLI DAERAH saing SDM untuk
Daya Air dan Listrik yang Selatan, (PAD) mendorong
Disediakan Purwokerto peningkatan daya
Kulon saing daerah
1.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan 1 Laporan 1 Laporan 42.000.000,00 32.000.000,00 27.000.000,00 -15.000.000,00 | Kab. Banyumas, | PENDAPATAN 1. Peningkatan daya 42.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
Jasa Peralatan dan Purwokerto ASLI DAERAH saing SDM untuk
Perlengkapan Kantor yang Selatan, (PAD) mendorong
Disediakan Purwokerto peningkatan daya
Kulon saing daerah
1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan 12 Laporan | 12 Laporan 2.559.714.800,00 2.632.064.800,00 2.600.489.800,00 40.775.000,00 | Kab. Banyumas, | PENDAPATAN 1. Peningkatan daya 2.354.529.881,00 | DINAS PENDIDIKAN
Jasa Pelayanan Umum Purwokerto ASLI DAERAH saing SDM untuk
Kantor yang Disediakan Selatan, (PAD) mendorong
Purwokerto peningkatan daya
Kulon saing daerah
1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Jumlah pemeliharaan 4 Jenis 5 Jenis 816.873.500,00 889.233.506,17 864.579.756,17 47.706.256,17 1. Peningkatan daya | - 829.643.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
Daerah Penunjang Urusan barang/gedung milik daerah saing SDM untuk
Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan mendorong
peningkatan daya
saing daerah
1.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Jumlah Kendaraan Dinas 40 Unit 40 Unit 180.809.500,00 180.809.500,00 180.809.500,00 0,00 | Kab. Banyumas, | PENDAPATAN 1. Peningkatan daya 180.809.500,00 [ DINAS PENDIDIKAN
Operasional atau Lapangan Purwokerto ASLI DAERAH saing SDM untuk
yang Dipelihara dan Selatan, (PAD) mendorong
dibayarkan Pajak dan Purwokerto peningkatan daya
Perizinannya Kulon saing daerah
1.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah Peralatan dan Mesin 40 Unit 10 Unit 131.250.000,00 131.250.000,00 116.000.000,00 -15.250.000,00 | Kab. Banyumas, | PENDAPATAN 1. Peningkatan daya 131.250.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
Lainnya yang Dipelihara Purwokerto ASLI DAERAH saing SDM untuk
Selatan, (PAD) mendorong
Purwokerto peningkatan daya
Kulon saing daerah
1.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Jumlah Gedung Kantor dan 3 Unit 1 Unit 175.000.000,00 175.000.000,00 175.000.000,00 0,00 | Kab. Banyumas, | PENDAPATAN 1. Peningkatan daya 175.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
Bangunan Lainnya yang Purwokerto ASLI DAERAH saing SDM untuk
Dipelihara/Direhabilitasi Selatan, (PAD) mendorong
Purwokerto peningkatan daya
Kulon saing daerah
1.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah Sarana dan 10 Unit 10 Unit 128.965.000,00 128.965.000,00 128.965.000,00 0,00 | Kab. Banyumas, | PENDAPATAN 1. Peningkatan daya 128.965.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
Prasarana Gedung Kantor Semua ASLI DAERAH saing SDM untuk
atau Bangunan Lainnya yang Kecamatan, (PAD) mendorong
Dipelihara/Direhabilitasi Semua Kel/Desa peningkatan daya
saing daerah
1.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah Sarana dan 10 Unit 2 Unit 150.000.000,00 225.000.006,17 225.000.006,17 75.000.006,17 | Kab. Banyumas, | PENDAPATAN 1. Peningkatan daya 150.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
Prasarana Pendukung Purwokerto ASLI DAERAH saing SDM untuk
Gedung Kantor atau Selatan, (PAD) mendorong
Bangunan Lainnya yang Purwokerto peningkatan daya
Dipelihara/Direhabilitasi Kulon saing daerah
2. 1.01.02 PROGRAM APS 7-15 Tahun 100 % 100 % 250.822.261.368,00 275.662.363.068,00 277.303.819.509,00 2.876.278.640,00 253.698.540.008,00
PENGELOLAAN
PENDIDIKAN
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Iklim Inklusifitas SD 44.61 % 44.61 % 157.955.067.390,00 144.755.845.255,00 145.255.908.994,00 -12.699.158.396,00 1. Peningkatan daya | Masyarakat 139.667.897.496,00 | DINAS PENDIDIKAN
Sekolah Dasar Iklim Keamanan SD 62.18 % 62.18 % saing SDM untuk
Iklim Kebhinekaan SD 82.93 % 82.93 % mendorong
Kemampuan Literasi SD 91.98 % 91.98 % peningkatan daya
Kemampuan Numerasi SD 97.21 % 97.21 % saing daerah
1.01.02.2.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
Jumlah Ruang Guru/Kepala 2 Ruang 1 Ruang 167.400.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 -117.400.000,00 | Kab. Banyumas, | PENDAPATAN 1. Peningkatan daya 167.400.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
Sekolah/TU yang Telah Purwokerto ASLI DAERAH saing SDM untuk
Dibangun Selatan, (PAD) mendorong
Purwokerto DAU YANG peningkatan daya
Kulon DITENTUKAN P saing daerah
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN

1.01.02.2.01.0004

Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah




PRAKIRAAN MAJU RENCANA

URUSAN / BIDANG TARGET REALISASI PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026 PERANGKAT
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
NO KODE IR IEAN § PIRGEIRA KEGIATAN / SUB PERIODE il TARGET RENJA NEROIEOLS alslin
KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENSTRA RENJA OPD OPD TAHUN TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG
KEGIATAN OPD TAHUN 2023 2024 Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) JAWAB
SEBELUM | SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Jumlah Ruang Unit 4 Ruang 1 Ruang 287.028.000,00 69.000.000,00 69.000.000,00 -218.028.000,00 | Kab. Banyumas, | PENDAPATAN 1. Peningkatan daya 287.028.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
Kesehatan Sekolah yang Purwokerto ASLI DAERAH saing SDM untuk
Telah Dibangun Selatan, (PAD) mendorong
Purwokerto peningkatan daya
Kulon saing daerah
1.01.02.2.01.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah
Jumlah Perpustakaan 2 Ruang 10 Ruang 565.600.000,00 1.410.000.000,00 1.810.000.000,00 1.244.400.000,00 | Kab. Banyumas, | PENDAPATAN 1. Peningkatan daya 565.600.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
Sekolah yang Telah Purwokerto ASLI DAERAH saing SDM untuk
Dibangun Selatan, (PAD) mendorong
Purwokerto DAU YANG peningkatan daya
Kulon DITENTUKAN P saing daerah
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
Jumlah Sarana, Prasarana 54 Unit 59 Unit 2.913.427.000,00 5.764.000.000,00 6.339.000.000,00 3.425.573.000,00 | Kab. Banyumas, | PENDAPATAN 1. Peningkatan daya 5.913.427.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
dan Utilitas Sekolah yang Purwokerto ASLI DAERAH saing SDM untuk
Telah Dibangun Selatan, (PAD) mendorong
Purwokerto DAU YANG peningkatan daya
Kulon DITENTUKAN P saing daerah
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0009 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
Jumlah Ruang Guru/Kepala 25 Ruang 7 Ruang 2.028.152.000,00 975.000.000,00 1.125.000.000,00 -903.152.000,00 | Kab. Banyumas, | PENDAPATAN 1. Peningkatan daya 2.028.152.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
Sekolah/TU yang Telah Purwokerto ASLI DAERAH saing SDM untuk
Direhabilitasi Sedang/Berat Selatan, (PAD) mendorong
Purwokerto DAU YANG peningkatan daya
Kulon DITENTUKAN P saing daerah
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0010 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
Jumlah Ruang Unit 8 Ruang 0 Ruang 339.184.000,00 0,00 0,00 -339.184.000,00 | Kab. Banyumas, | PENDAPATAN 1. Peningkatan daya 339.184.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
Kesehatan Sekolah yang Purwokerto ASLI DAERAH saing SDM untuk
Telah Direhabilitasi Selatan, (PAD) mendorong
Sedang/Berat Purwokerto DAU YANG peningkatan daya
Kulon DITENTUKAN P saing daerah
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0011 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
Jumlah Perpustakaan 4 Ruang 4 Ruang 387.192.000,00 550.000.000,00 500.000.000,00 112.808.000,00 | Kab. Banyumas, | PENDAPATAN 1. Peningkatan daya 387.192.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
Sekolah yang Telah Purwokerto ASLI DAERAH saing SDM untuk
Direhabilitasi Sedang/Berat Selatan, (PAD) mendorong
Purwokerto DAU YANG peningkatan daya
Kulon DITENTUKAN P saing daerah
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah
Jumlah Mebel sekolah yang 79 Paket 5 Paket 660.890.000,00 490.000.000,00 440.000.000,00 -220.890.000,00 | Kab. Banyumas, | PENDAPATAN 1. Peningkatan daya 660.890.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
Tersedia Purwokerto ASLI DAERAH saing SDM untuk
Selatan, (PAD) mendorong
Purwokerto DAU YANG peningkatan daya
Kulon DITENTUKAN P saing daerah
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0016 Pengadaan Perlengkapan Sekolah
Jumlah Perlengkapan 11 Paket 12 Paket 455.000.000,00 1.665.000.000,00 859.950.000,00 404.950.000,00 | Kab. Banyumas, | PENDAPATAN 1. Peningkatan daya 455.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
Sekolah yang Tersedia Purwokerto ASLI DAERAH saing SDM untuk
Selatan, (PAD) mendorong
Purwokerto DAU YANG peningkatan daya
Kulon DITENTUKAN P saing daerah
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
Jumlah Siswa yang 500 2000 50.000.000,00 1.000.000.000,00 811.000.000,00 761.000.000,00 | Kab. Banyumas, | PENDAPATAN 1. Peningkatan daya 50.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
Mengikuti Ajang Peserta Peserta Purwokerto ASLI DAERAH saing SDM untuk
Kompetisi/Lomba Akademik Didik Didik Selatan, (PAD) mendorong
dan Non Akademik Purwokerto DAU YANG peningkatan daya
Kulon DITENTUKAN P saing daerah
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
Jumlah Pendidik dan Tenaga 200 Orang | 5953 Orang 150.000.000,00 50.000.000,00 43.177.865,00 -106.822.135,00 | Kab. Banyumas, | DAU YANG 1. Peningkatan daya 150.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
Kependidikan yang Tersedia Purwokerto DITENTUKAN P saing SDM untuk
pada Satuan Pendidikan Selatan, ENGGUNAANN mendorong
Sekolah Dasar Purwokerto YA BIDANG peningkatan daya
Kulon PENDIDIKAN saing daerah
1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
Jumlah Pendidik dan Tenaga 4610 Orang | 3200 Orang 1.400.000.000,00 300.000.000,00 251.620.874,00 -1.148.379.126,00 | Kab. Banyumas, | DAU YANG 1. Peningkatan daya 1.400.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
Kependidikan yang Purwokerto DITENTUKAN P saing SDM untuk
Mendapatkan Fasilitasi Selatan, ENGGUNAANN mendorong
Kenaikan Pangkat/Golongan, Purwokerto YA BIDANG peningkatan daya
Pemberian Promosi, Kulon PENDIDIKAN saing daerah
Peningkatan Kompetensi dan
Kualifikasi
1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
Jumlah Sekolah Dasar yang 807 Satuan | 7 Satuan 16.000.000,00 150.000.000,00 141.750.000,00 125.750.000,00 | Kab. Banyumas, | PENDAPATAN 1. Peningkatan daya 16.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
Dilaksanakan Pembinaan Pendidikan | Pendidikan Purwokerto ASLI DAERAH saing SDM untuk
Kelembagaan dan Selatan, (PAD) mendorong
manajemen sekolah Purwokerto DAU YANG peningkatan daya
Kulon DITENTUKAN P saing daerah
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
Jumlah Sekolah Dasar yang 807 Satuan | 807 Satuan 121.482.546.784,00 114.486.200.000,00 114.486.200.000,00 -6.996.346.784,00 | Kab. Banyumas, | DAK NON 1. Peningkatan daya 76.710.682.440,00 | DINAS PENDIDIKAN
Mengelola Dana BOS Pendidikan | Pendidikan Purwokerto FISIK-BOS saing SDM untuk
Selatan, REGULER mendorong
Purwokerto DAK NON peningkatan daya
Kulon FISIK-BOS saing daerah
KINERJA

1.01.02.2.01.0031

Pembangunan Laboratorium S

ekolah Dasar




PRAKIRAAN MAJU RENCANA

URUSAN / BIDANG TARGET REALISASI PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026 PERANGKAT
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
NO KODE IR IEAN § PIRGEIRA KEGIATAN / SUB PERIODE il TARGET RENJA NEROIEOLS alslin
KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENSTRA RENJA OPD OPD TAHUN TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG
KEGIATAN OPD TAHUN 2023 2024 Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) JAWAB
SEBELUM | SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Jumlah Ruang Laboratorium 15 Ruang 1 Ruang 3.832.260.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 -3.432.260.000,00 | Kab. Banyumas, | PENDAPATAN 1. Peningkatan daya 3.832.260.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
Sekolah Dasar yang Telah Purwokerto ASLI DAERAH saing SDM untuk
Dibangun Selatan, (PAD) mendorong
Purwokerto DAU YANG peningkatan daya
Kulon DITENTUKAN P saing daerah
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0035 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
Jumlah Orang yang 200 Orang | 250 Orang 200.000.000,00 100.000.000,00 79.555.000,00 -120.445.000,00 | Kab. Banyumas, | PENDAPATAN 1. Peningkatan daya 200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
Mendapatkan Pembinaan Purwokerto ASLI DAERAH saing SDM untuk
Penggunaan Teknologi, Selatan, (PAD) mendorong
Informasi dan Komunikasi Purwokerto DAU YANG peningkatan daya
(TIK) untuk Pendidikan Kulon DITENTUKAN P saing daerah
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0036 Pengembangan konten digital untuk pendidikan
Jumlah konten digital untuk 1 Konten 6 Konten 16.000.000,00 25.000.000,00 22.000.000,00 6.000.000,00 | Kab. Banyumas, | DAU YANG 1. Peningkatan daya 16.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
pendidikan yang telah Digital Digital Purwokerto DITENTUKAN P saing SDM untuk
dikembangkan Selatan, ENGGUNAANN mendorong
Purwokerto YA BIDANG peningkatan daya
Kulon PENDIDIKAN saing daerah
1.01.02.2.01.0037 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
Jumlah peserta pelatihan 50 Orang 150 Orang 18.000.000,00 25.000.000,00 20.500.000,00 2.500.000,00 | Kab. Banyumas, | PENDAPATAN 1. Peningkatan daya 20.500.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
penggunaan aplikasi di Purwokerto ASLI DAERAH saing SDM untuk
bidang pendidikan yang Selatan, (PAD) mendorong
dilaksanakan Purwokerto DAU YANG peningkatan daya
Kulon DITENTUKAN P saing daerah
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
Jumlah Dokumen Hasil 1 2 Dokumen 1.382.753.000,00 650.000.000,00 466.300.000,00 -916.453.000,00 | Kab. Banyumas, | PENDAPATAN 1. Peningkatan daya 1.382.753.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
Koordinasi, Perencanaan, Dokumen Purwokerto ASLI DAERAH saing SDM untuk
Supervisi dan Evaluasi Selatan, (PAD) mendorong
Layanan di Bidang Purwokerto DAU YANG peningkatan daya
Pendidikan Kulon DITENTUKAN P saing daerah
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0039 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
Jumlah kegiatan sosialisasi 2 Dokumen | 5 Dokumen 250.000.000,00 250.000.000,00 200.000.000,00 -50.000.000,00 | Kab. Banyumas, | PENDAPATAN 1. Peningkatan daya 250.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
dan advokasi kebijakan di Purwokerto ASLI DAERAH saing SDM untuk
bidang Pendidikan yang Selatan, (PAD) mendorong
dilaksanakan Purwokerto DAU YANG peningkatan daya
Kulon DITENTUKAN P saing daerah
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0046 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
Jumlah Perlengkapan 1000 Paket | 493 Paket 200.000.000,00 78.250.000,00 78.250.000,00 -121.750.000,00 | Kab. Banyumas, | DAU YANG 1. Peningkatan daya 200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
Peserta Didik yang Tersedia Purwokerto DITENTUKAN P saing SDM untuk
Selatan, ENGGUNAANN mendorong
Purwokerto YA BIDANG peningkatan daya
Kulon PENDIDIKAN saing daerah
1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru
Jumlah Ruang Kelas Baru 27 Ruang 13 Ruang 2.785.190.788,00 5.165.540.255,00 4.642.426.755,00 1.857.235.967,00 | Kab. Banyumas, | PENDAPATAN 1. Peningkatan daya 7.667.385.238,00 | DINAS PENDIDIKAN
yang Bertambah Purwokerto ASLI DAERAH saing SDM untuk
Selatan, (PAD) mendorong
Purwokerto DAU YANG peningkatan daya
Kulon DITENTUKAN P saing daerah
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
Jumlah Sarana, Prasarana 17 Unit 10 Unit 1.000.026.000,00 1.355.000.000,00 1.338.750.000,00 338.724.000,00 | Kab. Banyumas, | PENDAPATAN 1. Peningkatan daya 1.600.026.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
dan Utilitas Sekolah yang Purwokerto ASLI DAERAH saing SDM untuk
Telah Direhabilitasi Selatan, (PAD) mendorong
Sedang/Berat Purwokerto DAU YANG peningkatan daya
Kulon DITENTUKAN P saing daerah
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0049 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
Jumlah Peserta Bimbingan 1000 Orang | 5500 Orang 2.820.000.000,00 1.000.000.000,00 396.150.000,00 -2.423.850.000,00 | Kab. Banyumas, | PENDAPATAN 1. Peningkatan daya 2.820.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
Teknis, Pelatihan, dan/atau Purwokerto ASLI DAERAH saing SDM untuk
Magang/PKL untuk Selatan, (PAD) mendorong
Peningkatan Kapasitas Purwokerto DAU YANG peningkatan daya
Bidang Pendidikan yang Kulon DITENTUKAN P saing daerah
dilaksanakan ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik
Jumlah Satuan Pendidikan 807 Satuan | 807 Satuan 50.000.000,00 50.000.000,00 33.660.000,00 -16.340.000,00 | Kab. Banyumas, | PENDAPATAN 1. Peningkatan daya 50.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
yang Menyelenggarakan Pendidikan | Pendidikan Purwokerto ASLI DAERAH saing SDM untuk
Proses Belajar Selatan, (PAD) mendorong
Purwokerto DAU YANG peningkatan daya
Kulon DITENTUKAN P saing daerah
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
Jumlah Ruang Kelas Sekolah 76 Ruang 46 Ruang 10.774.417.818,00 7.344.855.000,00 8.351.613.500,00 -2.422.804.318,00 | Kab. Banyumas, | PENDAPATAN 1. Peningkatan daya 27.774.417.818,00 | DINAS PENDIDIKAN
yang Telah Direhabilitasi Purwokerto ASLI DAERAH saing SDM untuk
Sedang/Berat Selatan, (PAD) mendorong
Purwokerto DAU YANG peningkatan daya
Kulon DITENTUKAN P saing daerah
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN
DAK
FISIK-BIDANG P
ENDIDIKAN-RE
GULER-SD
BANTUAN
KEUANGAN
KHUSUS DARI
PEMERINTAH
DAERAH
PROVINSI

1.01.02.2.01.0054

Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar




PRAKIRAAN MAJU RENCANA

URUSAN / BIDANG TARGET REALISASI PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026 PERANGKAT
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
NO KODE IR IEAN § PIRGEIRA KEGIATAN / SUB PERIODE il TARGET RENJA NEROIEOLS alslin
KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENSTRA RENJA OPD OPD TAHUN TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG
KEGIATAN OPD TAHUN 2023 2024 Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) JAWAB
SEBELUM | SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Jumlah Peserta Didik 3000 1000 1.520.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 -1.020.000.000,00 | Kab. Banyumas, | DAU YANG 1. Peningkatan daya 1.520.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
Sekolah Dasar yang Peserta Peserta Purwokerto DITENTUKAN P saing SDM untuk
Menerima Biaya Personil Didik Didik Selatan, ENGGUNAANN mendorong
Peserta Didik Purwokerto YA BIDANG peningkatan daya
Kulon PENDIDIKAN saing daerah
1.01.02.2.01.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
Jumlah Alat Praktik dan 30 Paket 7 Paket 2.204.000.000,00 853.000.000,00 1.800.005.000,00 -403.995.000,00 | Kab. Banyumas, | PENDAPATAN 1. Peningkatan daya 3.204.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
Peraga Peserta Didik yang Purwokerto ASLI DAERAH saing SDM untuk
Tersedia Selatan, (PAD) mendorong
Purwokerto DAU YANG peningkatan daya
Kulon DITENTUKAN P saing daerah
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN
DAK
FISIK-BIDANG P
ENDIDIKAN-RE
GULER-SD
1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Iklim Inklusifitas SMP 60.34 % 60.34 % 67.228.154.924,00 97.346.612.926,00 97.768.232.378,00 30.540.077.454,00 1. Peningkatan daya | Masyarakat 73.659.128.124,00 | DINAS PENDIDIKAN
Sekolah Menengah Pertama | Iklim Keamanan SMP 73.87 % 73.87 % saing SDM untuk
Iklim Kebhinekaan SMP 83.04 % 83.04 % mendorong
Kemampuan Literasi SMP 88.15 % 88.15 % peningkatan daya
Kemampuan Numerasi SMP 92.66 % 92.66 % saing daerah
1.01.02.2.02.0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
Jumlah Sekolah Baru yang 1 Unit 2 Unit 13.054.235.576,00 4.280.000.000,00 4.630.000.000,00 -8.424.235.576,00 | Kab. Banyumas, | DAU YANG 1. Peningkatan daya 12.715.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
Telah Dibangun Purwokerto DITENTUKAN P saing SDM untuk
Selatan, ENGGUNAANN mendorong
Purwokerto YA BIDANG peningkatan daya
Kulon PENDIDIKAN saing daerah
1.01.02.2.02.0006 Pembangunan Laboratorium
Jumlah Ruang Laboratorium 2 Ruang 2 Ruang 730.051.243,00 0,00 256.500.000,00 -473.551.243,00 | Kab. Banyumas, | PENDAPATAN 1. Peningkatan daya 730.051.243,00 | DINAS PENDIDIKAN
yang Telah Dibangun Semua ASLI DAERAH saing SDM untuk
Kecamatan, (PAD) mendorong
Semua Kel/Desa | DAK peningkatan daya
FISIK-BIDANG P saing daerah
ENDIDIKAN-RE
GULER-SMP
BANTUAN
KEUANGAN
KHUSUS DARI
PEMERINTAH
DAERAH
PROVINSI
1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
Jumlah Sarana, Prasarana 1 Unit 9 Unit 232.118.000,00 2.355.500.000,00 2.307.500.000,00 2.075.382.000,00 | Kab. Banyumas, | PENDAPATAN 1. Peningkatan daya 1.332.118.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
dan Utilitas Sekolah yang Semua ASLI DAERAH saing SDM untuk
Telah Dibangun Kecamatan, (PAD) mendorong
Semua Kel/Desa | DAU YANG peningkatan daya
DITENTUKAN P saing daerah
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
Jumlah Ruang kelas sekolah 20 Ruang 9 Ruang 5.000.000.000,00 1.832.500.000,00 1.776.821.190,00 -3.223.178.810,00 | Kab. Banyumas, | PENDAPATAN 1. Peningkatan daya 6.339.235.576,00 | DINAS PENDIDIKAN
yang Telah Direhabilitasi Semua ASLI DAERAH saing SDM untuk
Sedang/Berat Kecamatan, (PAD) mendorong
Semua Kel/Desa | DAU YANG peningkatan daya
DITENTUKAN P saing daerah
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0016 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
Jumlah Ruang Unit 1 Ruang 0 Ruang 74.350.225,00 0,00 0,00 -74.350.225,00 | Kab. Banyumas, | PENDAPATAN 1. Peningkatan daya 74.350.225,00 | DINAS PENDIDIKAN
Kesehatan Sekolah yang Purwokerto ASLI DAERAH saing SDM untuk
Telah Direhabilitasi Selatan, (PAD) mendorong
Sedang/Berat Purwokerto peningkatan daya
Kulon saing daerah
1.01.02.2.02.0017 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
Jumlah Perpustakaan 1 Ruang 4 Ruang 150.000.000,00 305.000.000,00 755.000.000,00 605.000.000,00 | Kab. Banyumas, | PENDAPATAN 1. Peningkatan daya 150.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
Sekolah yang Telah Purwokerto ASLI DAERAH saing SDM untuk
Direhabilitasi Sedang/Berat Selatan, (PAD) mendorong
Purwokerto DAU YANG peningkatan daya
Kulon DITENTUKAN P saing daerah
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0018 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium
Jumlah Laboratorium yang 1 Ruang 0 Ruang 185.335.243,00 0,00 0,00 -185.335.243,00 | Kab. Banyumas, | PENDAPATAN 1. Peningkatan daya 385.335.243,00 | DINAS PENDIDIKAN
Telah Direhabilitasi Purwokerto ASLI DAERAH saing SDM untuk
Sedang/Berat Selatan, (PAD) mendorong
Purwokerto peningkatan daya
Kulon saing daerah
1.01.02.2.02.0019 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula
Jumlah Ruang Serba 1 Ruang 1 Ruang 116.250.000,00 142.500.000,00 142.500.000,00 26.250.000,00 | Kab. Banyumas, | PENDAPATAN 1. Peningkatan daya 116.250.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
Guna/Aula yang Telah Jatilawang, ASLI DAERAH saing SDM untuk
Direhabilitasi sedang/berat Semua Kel/Desa | (PAD) mendorong
peningkatan daya
saing daerah
1.01.02.2.02.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
Jumlah Sarana, Prasarana 5 Unit 16 Unit 1.145.117.000,00 2.213.500.000,00 2.374.500.000,00 1.229.383.000,00 | Kab. Banyumas, | PENDAPATAN - 1.245.117.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
dan Utilitas Sekolah yang Semua ASLI DAERAH
Telah Direhabilitasi Kecamatan, (PAD)
Sedang/Berat Semua Kel/Desa | DAU YANG
DITENTUKAN P
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0025 Pengadaan Mebel Sekolah
Jumlah Mebel Sekolah yang 2 Paket 2 Paket 91.195.713,00 0,00 75.704.500,00 -15.491.213,00 | Kab. Banyumas, | PENDAPATAN 1. Peningkatan daya 91.195.713,00 | DINAS PENDIDIKAN
Tersedia Purwokerto ASLI DAERAH saing SDM untuk
Selatan, (PAD) mendorong
Purwokerto DAU YANG peningkatan daya
Kulon DITENTUKAN P saing daerah
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN
DAK
FISIK-BIDANG P
ENDIDIKAN-RE
GULER-SMP

1.01.02.2.02.0032

Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama




PRAKIRAAN MAJU RENCANA

URUSAN / BIDANG TARGET REALISASI PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026 PERANGKAT
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
NO KODE IR IEAN § PIRGEIRA KEGIATAN / SUB PERIODE il TARGET RENJA NEROIEOLS alslin
KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENSTRA RENJA OPD OPD TAHUN TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG
KEGIATAN OPD TAHUN 2023 2024 Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) JAWAB
SEBELUM | SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Jumlah Peserta didik 1250 1482 1.185.600.000,00 1.185.600.000,00 1.185.600.000,00 0,00 | Kab. Banyumas, | DAU YANG - 1. Peningkatan daya 1.185.600.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
Sekolah Menengah Pertama Peserta Peserta Purwokerto DITENTUKAN P saing SDM untuk
yang Menerima Biaya Didik Didik Selatan, ENGGUNAANN mendorong
Personil Peserta Didik Purwokerto YA BIDANG peningkatan daya
Kulon PENDIDIKAN saing daerah
1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
Jumlah Siswa yang 1500 1500 260.000.000,00 2.441.000.000,00 1.870.161.260,00 1.610.161.260,00 | Kab. Banyumas, | PENDAPATAN - 1. Peningkatan daya 260.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
Mengikuti Ajang Peserta Peserta Purwokerto ASLI DAERAH saing SDM untuk
Kompetisi/Lomba Akademik Didik Didik Selatan, (PAD) mendorong
dan Non Akademik Purwokerto DAU YANG peningkatan daya
Kulon DITENTUKAN P saing daerah
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
Jumlah Pendidik dan Tenaga 2062 Orang | 2239 Orang 100.000.000,00 50.000.000,00 26.900.000,00 -73.100.000,00 | Kab. Banyumas, | DAU YANG - 1. Peningkatan daya 100.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
Kependidikan yang Tersedia Purwokerto DITENTUKAN P saing SDM untuk
pada Satuan Pendidikan Selatan, ENGGUNAANN mendorong
Sekolah Menengah Pertama Purwokerto YA BIDANG peningkatan daya
Kulon PENDIDIKAN saing daerah
1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
Jumlah Pendidik dan Tenaga 2062 Orang | 435 Orang 200.000.000,00 100.000.000,00 152.698.000,00 -47.302.000,00 | Kab. Banyumas, | DAU YANG - 1. Peningkatan daya 200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
Kependidikan yang Purwokerto DITENTUKAN P saing SDM untuk
Mendapatkan Fasilitasi Selatan, ENGGUNAANN mendorong
Kenaikan Pangkat/Golongan, Purwokerto YA BIDANG peningkatan daya
Pemberian Promosi, Kulon PENDIDIKAN saing daerah
Peningkatan Kompetensi dan
Kualifikasi
1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
Jumlah Sekolah Menengah 161 Satuan | 168 Satuan 150.000.000,00 450.000.000,00 365.450.000,00 215.450.000,00 | Kab. Banyumas, | DAU YANG - 1. Peningkatan daya 150.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
Pertama yang Dilaksanakan Pendidikan | Pendidikan Purwokerto DITENTUKAN P saing SDM untuk
Pembinaan Selatan, ENGGUNAANN mendorong
Purwokerto YA BIDANG peningkatan daya
Kulon PENDIDIKAN saing daerah
1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
Jumlah Sekolah Menengah 161 Satuan | 166 Satuan 41.160.663.124,00 75.303.950.000,00 75.303.950.000,00 34.143.286.876,00 | Kab. Banyumas, | DAK NON - 1. Peningkatan daya 43.124.014.300,00 | DINAS PENDIDIKAN
pertama yang Mengelola Pendidikan | Pendidikan Purwokerto FISIK-BOS saing SDM untuk
Dana BOS Selatan, REGULER mendorong
Purwokerto DAK NON peningkatan daya
Kulon FISIK-BOS saing daerah
KINERJA
1.01.02.2.02.0048 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
Jumlah Orang yang 161 Orang | 168 Orang 30.000.000,00 100.000.000,00 63.536.800,00 33.536.800,00 | Kab. Banyumas, | DAU YANG - 1. Peningkatan daya 30.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
Mendapatkan Pembinaan Purwokerto DITENTUKAN P saing SDM untuk
Penggunaan Teknologi, Selatan, ENGGUNAANN mendorong
Informasi dan Komunikasi Purwokerto YA BIDANG peningkatan daya
(TIK) untuk Pendidikan Kulon PENDIDIKAN saing daerah
1.01.02.2.02.0049 Pengembangan konten digital untuk pendidikan
Jumlah konten digital untuk 3 Konten 1 Konten 200.000.000,00 200.000.000,00 121.497.500,00 -78.502.500,00 | Kab. Banyumas, | DAU YANG - 1. Peningkatan daya 200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
pendidikan yang telah Digital Digital Purwokerto DITENTUKAN P saing SDM untuk
dikembangkan Selatan, ENGGUNAANN mendorong
Purwokerto YA BIDANG peningkatan daya
Kulon PENDIDIKAN saing daerah
1.01.02.2.02.0050 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
Jumlah peserta pelatihan 3000 Orang | 336 Orang 200.000.000,00 200.000.000,00 112.835.000,00 -87.165.000,00 | Kab. Banyumas, | DAU YANG - 1. Peningkatan daya 200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
penggunaan aplikasi di Purwokerto DITENTUKAN P saing SDM untuk
bidang pendidikan yang Selatan, ENGGUNAANN mendorong
dilaksanakan Purwokerto YA BIDANG peningkatan daya
Kulon PENDIDIKAN saing daerah
1.01.02.2.02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
Jumlah Dokumen Hasil 2 Dokumen | 2 Dokumen 220.979.800,00 569.838.926,00 483.594.551,00 262.614.751,00 | Kab. Banyumas, | DAU YANG - 1. Peningkatan daya 1.908.601.824,00 | DINAS PENDIDIKAN
Koordinasi, Perencanaan, Purwokerto DITENTUKAN P saing SDM untuk
Supervisi dan Evaluasi Selatan, ENGGUNAANN mendorong
Layanan di Bidang Purwokerto YA BIDANG peningkatan daya
Pendidikan Kulon PENDIDIKAN saing daerah
1.01.02.2.02.0052 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
Jumlah kegiatan sosialisasi 2 Dokumen | 2 Dokumen 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 | Kab. Banyumas, | DAU YANG - 1. Peningkatan daya 100.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
dan advokasi kebijakan di Purwokerto DITENTUKAN P saing SDM untuk
bidang Pendidikan yang Selatan, ENGGUNAANN mendorong
dilaksanakan Purwokerto YA BIDANG peningkatan daya
Kulon PENDIDIKAN saing daerah
1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
Jumlah Peserta Didik yang 21900 168 Satuan 275.000.000,00 275.000.000,00 130.565.000,00 -144.435.000,00 | Kab. Banyumas, | DAU YANG - 1. Peningkatan daya 275.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
Mengikuti Proses Belajar Satuan Pendidikan Purwokerto DITENTUKAN P saing SDM untuk
Pendidikan Selatan, ENGGUNAANN mendorong
Purwokerto YA BIDANG peningkatan daya
Kulon PENDIDIKAN saing daerah
1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru
Jumlah Ruang Kelas Baru 2 Ruang 8 Ruang 1.886.259.000,00 3.066.000.000,00 3.066.000.000,00 1.179.741.000,00 | Kab. Banyumas, | PENDAPATAN - 1. Peningkatan daya 1.886.259.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
yang Bertambah Semua ASLI DAERAH saing SDM untuk
Kecamatan, (PAD) mendorong
Semua Kel/Desa | DAU YANG peningkatan daya
DITENTUKAN P saing daerah
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0060 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
Jumlah Peserta Bimbingan 322 Orang | 336 Orang 35.000.000,00 550.000.000,00 361.000.000,00 326.000.000,00 | Kab. Banyumas, | DAU YANG - 1. Peningkatan daya 35.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
Teknis, Pelatihan, dan/atau Purwokerto DITENTUKAN P saing SDM untuk
Magang/PKL untuk Selatan, ENGGUNAANN mendorong
Peningkatan Kapasitas Purwokerto YA BIDANG peningkatan daya
Bidang Pendidikan yang Kulon PENDIDIKAN saing daerah
dilaksanakan
1.01.02.2.02.0061 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik
Jumlah Buku Teks dan Non 2000 Buku | 1600 Buku 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 | Kab. Banyumas, | DAU YANG - 1. Peningkatan daya 200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
Teks yang Diterima Peserta Purwokerto DITENTUKAN P saing SDM untuk
Didik Selatan, ENGGUNAANN mendorong
Purwokerto YA BIDANG peningkatan daya
Kulon PENDIDIKAN saing daerah
1.01.02.2.02.0062 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
Jumlah Perlengkapan 6000 Paket | O Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 | Kab. Banyumas, | DAU YANG - 1. Peningkatan daya 80.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
Peserta Didik yang Tersedia Purwokerto DITENTUKAN P saing SDM untuk
Selatan, ENGGUNAANN mendorong
Purwokerto YA BIDANG peningkatan daya
Kulon PENDIDIKAN saing daerah

1.01.02.2.02.0067

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik




PRAKIRAAN MAJU RENCANA

URUSAN / BIDANG TARGET REALISASI PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026 PERANGKAT
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
NO KODE IR IEAN § PIRGEIRA KEGIATAN / SUB PERIODE il TARGET RENJA NEROIEOLS alslin
KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENSTRA RENJA OPD OPD TAHUN TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG
KEGIATAN OPD TAHUN 2023 2024 Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) JAWAB
SEBELUM | SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Jumlah Alat Praktik dan 2 Paket 18 Paket 246.000.000,00 1.426.224.000,00 1.905.918.577,00 1.659.918.577,00 | Kab. Banyumas, | PENDAPATAN 1. Peningkatan daya 546.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
Peraga Peserta Didik yang Semua ASLI DAERAH saing SDM untuk
Tersedia Kecamatan, (PAD) mendorong
Semua Kel/Desa | DAU YANG peningkatan daya
DITENTUKAN P saing daerah
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN
DAK
FISIK-BIDANG P
ENDIDIKAN-RE
GULER-SMP
BANTUAN
KEUANGAN
KHUSUS DARI
PEMERINTAH
DAERAH
PROVINSI
1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Peningkatan Proporsi Jumlah 72,98 % 72,98 % 17.979.555.760,00 26.774.327.936,00 27.813.575.936,00 9.834.020.176,00 1. Peningkatan daya | Masyarakat 28.670.655.710,00 | DINAS PENDIDIKAN
Anak Usia Dini (PAUD) Satuan PAUD yang 82,57 % 82,57 % saing SDM untuk
Mendapatkan Minimal mendorong
Akreditasi B peningkatan daya
Pertumbuhan Pendidik PAUD saing daerah
yang Memiliki Kualifikasi
Akademik Paling Rendah
D-IV/S-1
1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
Jumlah Sarana, Prasarana 10 Unit 10 Unit 1.208.490.000,00 2.275.000.000,00 2.655.067.000,00 1.446.577.000,00 | Kab. Banyumas, | PENDAPATAN 1. Peningkatan daya 2.660.328.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
dan Utilitas PAUD yang Telah Purwokerto ASLI DAERAH saing SDM untuk
Dibangun Selatan, (PAD) mendorong
Purwokerto DAU YANG peningkatan daya
Kulon DITENTUKAN P saing daerah
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN
DAK
FISIK-BIDANG P
ENDIDIKAN-RE
GULER-PAUD
1.01.02.2.03.0007 Pengadaan Mebel PAUD
Jumlah Mebel PAUD yang 2 Paket 0 Paket 10.188.000,00 0,00 0,00 -10.188.000,00 | Kab. Banyumas, | PENDAPATAN 1. Peningkatan daya 10.188.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
Tersedia Purwokerto ASLI DAERAH saing SDM untuk
Selatan, (PAD) mendorong
Purwokerto DAK peningkatan daya
Kulon FISIK-BIDANG P saing daerah
ENDIDIKAN-RE
GULER-PAUD
1.01.02.2.03.0011 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD
Jumlah Peserta Didik PAUD 2000 300 1.095.908.450,00 180.000.000,00 180.000.000,00 -915.908.450,00 | Kab. Banyumas, | DAU YANG 1. Peningkatan daya 2.095.908.450,00 | DINAS PENDIDIKAN
yang Menerima Biaya Peserta Peserta Purwokerto DITENTUKAN P saing SDM untuk
Personil Peserta Didik Didik Didik Selatan, ENGGUNAANN mendorong
Purwokerto YA BIDANG peningkatan daya
Kulon PENDIDIKAN saing daerah
1.01.02.2.03.0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD
Jumlah Pendidik dan Tenaga 600 Orang | 70 Orang 100.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 -75.000.000,00 | Kab. Banyumas, | DAU YANG 1. Peningkatan daya 100.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
Kependidikan yang Tersedia Purwokerto DITENTUKAN P saing SDM untuk
pada PAUD Selatan, ENGGUNAANN mendorong
Purwokerto YA BIDANG peningkatan daya
Kulon PENDIDIKAN saing daerah
1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
Jumlah Pendidik dan Tenaga 437 Orang | 120 Orang 100.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 -75.000.000,00 | Kab. Banyumas, | DAU YANG 1. Peningkatan daya 100.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
Kependidikan yang Purwokerto DITENTUKAN P saing SDM untuk
Mendapatkan Fasilitasi Selatan, ENGGUNAANN mendorong
Kenaikan Pangkat/Golongan, Purwokerto YA BIDANG peningkatan daya
Pemberian Promosi, Kulon PENDIDIKAN saing daerah
Peningkatan Kompetensi dan
Kualifikasi
1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
Jumlah PAUD yang 700 Satuan | 700 Satuan 200.000.000,00 350.000.000,00 318.400.000,00 118.400.000,00 | Kab. Banyumas, | DAU YANG 1. Peningkatan daya 500.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
Dilaksanakan Pembinaan Pendidikan | Pendidikan Purwokerto DITENTUKAN P saing SDM untuk
Kelembagaan dan Selatan, ENGGUNAANN mendorong
Manajemen Purwokerto YA BIDANG peningkatan daya
Kulon PENDIDIKAN saing daerah
1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD
Jumlah PAUD yang 700 Satuan | 1100 11.691.597.310,00 20.212.200.000,00 20.212.200.000,00 8.520.602.690,00 | Kab. Banyumas, | DAK NON 1. Peningkatan daya 17.230.858.460,00 | DINAS PENDIDIKAN
Mengelola Dana BOP Pendidikan | Satuan Purwokerto FISIK-DANA saing SDM untuk
Pendidikan Selatan, BOSP-BOP mendorong
Purwokerto PAUD REGULER peningkatan daya
Kulon DAK NON saing daerah
FISIK-DANA
BOSP-BOP
PAUD KINERJA
1.01.02.2.03.0023 Pengembangan konten digital untuk pendidikan
Jumlah konten digital untuk 1 Konten 1 Konten 50.000.000,00 20.000.000,00 13.850.000,00 -36.150.000,00 | Kab. Banyumas, | DAU YANG 1. Peningkatan daya 50.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
pendidikan yang telah Digital Digital Purwokerto DITENTUKAN P saing SDM untuk
dikembangkan Selatan, ENGGUNAANN mendorong
Purwokerto YA BIDANG peningkatan daya
Kulon PENDIDIKAN saing daerah
1.01.02.2.03.0024 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
Jumlah peserta pelatihan 500 Orang | 150 Orang 50.000.000,00 20.000.000,00 13.850.000,00 -36.150.000,00 | Kab. Banyumas, | DAU YANG 1. Peningkatan daya 50.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
penggunaan aplikasi di Purwokerto DITENTUKAN P saing SDM untuk
bidang pendidikan yang Selatan, ENGGUNAANN mendorong
dilaksanakan Purwokerto YA BIDANG peningkatan daya
Kulon PENDIDIKAN saing daerah
1.01.02.2.03.0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
Jumlah Dokumen Hasil 135 2 Dokumen 250.000.000,00 100.000.000,00 64.080.000,00 -185.920.000,00 | Kab. Banyumas, | DAU YANG 1. Peningkatan daya 350.000.800,00 | DINAS PENDIDIKAN
Koordinasi, Perencanaan, Dokumen Purwokerto DITENTUKAN P saing SDM untuk
Supervisi dan Evaluasi Selatan, ENGGUNAANN mendorong
Layanan di Bidang Purwokerto YA BIDANG peningkatan daya
Pendidikan Kulon PENDIDIKAN saing daerah
1.01.02.2.03.0026 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
Jumlah kegiatan sosialisasi 20 2 Dokumen 150.000.000,00 100.000.000,00 71.661.000,00 -78.339.000,00 | Kab. Banyumas, | DAU YANG 1. Peningkatan daya 250.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
dan advokasi kebijakan di Dokumen Purwokerto DITENTUKAN P saing SDM untuk
bidang Pendidikan yang Selatan, ENGGUNAANN mendorong
dilaksanakan Purwokerto YA BIDANG peningkatan daya
Kulon PENDIDIKAN saing daerah

1.01.02.2.03.0030

Pembangunan Ruang Kelas B

aru




PRAKIRAAN MAJU RENCANA

URUSAN / BIDANG TARGET REALISASI PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026 PERANGKAT
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
NO KODE IR IEAN § PIRGEIRA KEGIATAN / SUB PERIODE il TARGET RENJA NEROIEOLS alslin
KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENSTRA RENJA OPD OPD TAHUN TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG
KEGIATAN OPD TAHUN 2023 2024 Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) JAWAB
SEBELUM | SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Jumlah Ruang Kelas Baru - 2 Ruang 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 | Kab. Banyumas, | DAU YANG 2. Penurunan 0,00 | DINAS PENDIDIKAN
yang Bertambah Semua DITENTUKAN P pengangguran dan
Kecamatan, ENGGUNAANN kemiskinan melalui
Semua Kel/Desa | YA BIDANG peningkatan
PENDIDIKAN investasi dan
pemberdayaan
masyarakat
1.01.02.2.03.0039 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
Jumlah Peserta Bimbingan 125 Orang | 650 Orang 200.000.000,00 200.028.936,00 172.368.936,00 -27.631.064,00 | Kab. Banyumas, | PENDAPATAN 1. Peningkatan daya 400.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
Teknis, Pelatihan, dan/atau Purwokerto ASLI DAERAH saing SDM untuk
Magang/PKL untuk Selatan, (PAD) mendorong
Peningkatan Kapasitas Purwokerto DAU YANG peningkatan daya
Bidang Pendidikan yang Kulon DITENTUKAN P saing daerah
dilaksanakan ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.0040 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
Jumlah Sekolah Baru yang 7 Unit 2 Unit 1.240.000.000,00 1.500.000.000,00 1.485.000.000,00 245.000.000,00 | Kab. Banyumas, | PENDAPATAN 1. Peningkatan daya 1.740.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
Telah Dibangun Purwokerto ASLI DAERAH saing SDM untuk
Selatan, (PAD) mendorong
Purwokerto DAU YANG peningkatan daya
Kulon DITENTUKAN P saing daerah
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.0041 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
Jumlah Perlengkapan 4000 Paket | 400 Paket 512.800.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00 -457.800.000,00 | Kab. Banyumas, | DAU YANG 1. Peningkatan daya 912.800.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
Peserta Didik yang Tersedia Purwokerto DITENTUKAN P saing SDM untuk
Selatan, ENGGUNAANN mendorong
Purwokerto YA BIDANG peningkatan daya
Kulon PENDIDIKAN saing daerah
1.01.02.2.03.0042 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
Jumlah Sarana, Prasarana 12 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 | Kab. Banyumas, | PENDAPATAN 1. Peningkatan daya 500.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
dan Utilitas Sekolah yang Purwokerto ASLI DAERAH saing SDM untuk
Dilaksanakan Pemeliharaan Selatan, (PAD) mendorong
Purwokerto peningkatan daya
Kulon saing daerah
1.01.02.2.03.0045 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
Jumlah Sarana, Prasarana 6 Unit 6 Unit 560.350.000,00 490.000.000,00 490.000.000,00 -70.350.000,00 | Kab. Banyumas, | PENDAPATAN 1. Peningkatan daya 560.350.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
dan Utilitas PAUD yang Telah Purwokerto ASLI DAERAH saing SDM untuk
Direhabilitasi Sedang/Berat Selatan, (PAD) mendorong
Purwokerto DAU YANG peningkatan daya
Kulon DITENTUKAN P saing daerah
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN
DAK
FISIK-BIDANG P
ENDIDIKAN-RE
GULER-PAUD
1.01.02.2.03.0046 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD
Jumlah Alat Praktik dan 4 Paket 11 Paket 45.960.000,00 1.222.099.000,00 1.682.099.000,00 1.636.139.000,00 | Kab. Banyumas, | PENDAPATAN 1. Peningkatan daya 45.960.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
Peraga Peserta Didik PAUD Purwokerto ASLI DAERAH saing SDM untuk
yang Tersedia Selatan, (PAD) mendorong
Purwokerto DAU YANG peningkatan daya
Kulon DITENTUKAN P saing daerah
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN
DAK
FISIK-BIDANG P
ENDIDIKAN-RE
GULER-PAUD
1.01.02.2.03.0049 Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
Jumlah Ruang Guru/Kepala 8 Ruang 0 Ruang 514.262.000,00 0,00 0,00 -514.262.000,00 | Kab. Banyumas, | PENDAPATAN 1. Peningkatan daya 1.114.262.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
Sekolah/TU yang Telah Purwokerto ASLI DAERAH saing SDM untuk
Direhabilitasi sedang/berat Selatan, (PAD) mendorong
Purwokerto DAU YANG peningkatan daya
Kulon DITENTUKAN P saing daerah
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN
DAK
FISIK-BIDANG P
ENDIDIKAN-RE
GULER-PAUD
1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Indeks Kualitas 100 % 100 % 7.659.483.294,00 6.785.576.951,00 6.466.102.201,00 -1.193.381.093,00 1. Peningkatan daya | Masyarakat 11.700.858.678,00 | DINAS PENDIDIKAN
Nonformal/Kesetaraan Pembelajaran Nonformal / saing SDM untuk
Kesetaraan mendorong
peningkatan daya
saing daerah
1.01.02.2.04.0010 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan
Jumlah Peserta Didik 300 155 302.000.000,00 155.750.000,00 155.750.000,00 -146.250.000,00 | Kab. Banyumas, | PENDAPATAN 1. Peningkatan daya 502.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
Nonformal/Kesetaraan yang Peserta Peserta Purwokerto ASLI DAERAH saing SDM untuk
Menerima Biaya Personil Didik Didik Selatan, (PAD) mendorong
Peserta Didik Purwokerto DAU YANG peningkatan daya
Kulon DITENTUKAN P saing daerah
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN
1.01.02.2.04.0014 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
Jumlah Pendidik dan Tenaga 25 Orang 25 Orang 100.000.000,00 100.000.000,00 22.884.000,00 -77.116.000,00 | Kab. Banyumas, | PENDAPATAN 1. Peningkatan daya 300.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
Kependidikan yang Tersedia Purwokerto ASLI DAERAH saing SDM untuk
bagi Satuan Pendidikan Selatan, (PAD) mendorong
Nonformal/Kesetaraan Purwokerto peningkatan daya
Kulon saing daerah
1.01.02.2.04.0015 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
Jumlah Pendidik dan Tenaga 100 Orang | 100 Orang 100.000.000,00 100.000.000,00 24.504.250,00 -75.495.750,00 | Kab. Banyumas, | PENDAPATAN 1. Peningkatan daya 100.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
Kependidikan yang Purwokerto ASLI DAERAH saing SDM untuk
Mendapatkan Fasilitasi Selatan, (PAD) mendorong
Kenaikan Pangkat/Golongan, Purwokerto peningkatan daya
Pemberian Promosi, Kulon saing daerah
Peningkatan Kompetensi dan
Kualifikasi
1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
Jumlah Sekolah 3000 40 Satuan 4.958.084.069,00 4.958.084.069,00 4.958.084.069,00 0,00 | Kab. Banyumas, | DAK NON 1. Peningkatan daya 6.185.900.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
Nonformal/Kesetaraan yang Satuan Pendidikan Purwokerto FISIK-DANA saing SDM untuk
Mengelola Dana BOP Pendidikan Selatan, BOSP-BOP mendorong
Purwokerto KESETARAAN peningkatan daya
Kulon REGULER saing daerah
DAK NON
FISIK-DANA
BOSP-BOP
KESETARAAN
KINERJA




PRAKIRAAN MAJU RENCANA
URUSAN / BIDANG TARGET REALISASI PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026 PERANGKAT
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
NO KODE IR IEAN § PIRGEIRA KEGIATAN / SUB PERIODE il TARGET RENJA NEROIEOLS alslin
KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENSTRA RENJA OPD OPD TAHUN TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG
KEGIATAN OPD TAHUN 2023 2024 Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) JAWAB
SEBELUM | SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1.01.02.2.04.0024 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
Jumlah Orang yang 350 Orang | 0 Orang 330.000.000,00 0,00 0,00 -330.000.000,00 | Kab. Banyumas, | PENDAPATAN 1. Peningkatan daya 330.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
Mendapatkan Pembinaan Purwokerto ASLI DAERAH saing SDM untuk
Penggunaan Teknologi, Selatan, (PAD) mendorong
Informasi dan Komunikasi Purwokerto peningkatan daya
(TIK) untuk Pendidikan Kulon saing daerah
1.01.02.2.04.0027 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen | 12 268.051.000,00 476.958.382,00 376.541.382,00 108.490.382,00 | Kab. Banyumas, | PENDAPATAN 1. Peningkatan daya 1.068.051.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
Koordinasi, Perencanaan, Dokumen Purwokerto ASLI DAERAH saing SDM untuk
Supervisi dan Evaluasi Selatan, (PAD) mendorong
Layanan di Bidang Purwokerto DAU YANG peningkatan daya
Pendidikan Kulon DITENTUKAN P saing daerah
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN
1.01.02.2.04.0028 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
Jumlah kegiatan sosialisasi 1 Dokumen | 0 Dokumen 105.372.000,00 0,00 0,00 -105.372.000,00 | Kab. Banyumas, | PENDAPATAN 1. Peningkatan daya 235.349.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
dan advokasi kebijakan di Purwokerto ASLI DAERAH saing SDM untuk
bidang Pendidikan yang Selatan, (PAD) mendorong
dilaksanakan Purwokerto peningkatan daya
Kulon saing daerah
1.01.02.2.04.0039 Pembangunan Ruang Kelas Baru
Jumlah Ruang Kelas Baru 1 Ruang 1 Ruang 350.204.225,00 200.000.000,00 200.000.000,00 -150.204.225,00 | Kab. Banyumas, | PENDAPATAN 1. Peningkatan daya 100.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
yang Bertambah Purwokerto ASLI DAERAH saing SDM untuk
Selatan, (PAD) mendorong
Purwokerto DAU YANG peningkatan daya
Kulon DITENTUKAN P saing daerah
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN
1.01.02.2.04.0040 Pengadaan Perlengkapan Sekolah
Jumlah Perlengkapan 200 Paket 400 Paket 200.100.000,00 96.232.500,00 96.232.500,00 -103.867.500,00 | Kab. Banyumas, | PENDAPATAN 1. Peningkatan daya 300.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
Sekolah yang Tersedia Purwokerto ASLI DAERAH saing SDM untuk
Selatan, (PAD) mendorong
Purwokerto DAU YANG peningkatan daya
Kulon DITENTUKAN P saing daerah
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN
1.01.02.2.04.0041 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
Jumlah Sarana, Prasarana 3 Unit 2 Unit 345.000.000,00 375.000.000,00 355.000.000,00 10.000.000,00 | Kab. Banyumas, | DAU YANG 1. Peningkatan daya 345.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
dan Utilitas Sekolah yang Purwokerto DITENTUKAN P saing SDM untuk
Telah Direhabilitasi Selatan, ENGGUNAANN mendorong
Sedang/Berat Purwokerto YA BIDANG peningkatan daya
Kulon PENDIDIKAN saing daerah
1.01.02.2.04.0042 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
Jumlah Peserta Bimbingan 300 Orang | 100 Orang 217.000.000,00 135.552.000,00 89.106.000,00 -127.894.000,00 | Kab. Banyumas, | PENDAPATAN 1. Peningkatan daya 683.946.003,00 | DINAS PENDIDIKAN
Teknis, Pelatihan, dan/atau Purwokerto ASLI DAERAH saing SDM untuk
Magang/PKL untuk Selatan, (PAD) mendorong
Peningkatan Kapasitas Purwokerto DAU YANG peningkatan daya
Bidang Pendidikan yang Kulon DITENTUKAN P saing daerah
dilaksanakan ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN
1.01.02.2.04.0044 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
Jumlah Sekolah Baru yang 3 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 | Kab. Banyumas, | PENDAPATAN 1. Peningkatan daya 850.612.675,00 | DINAS PENDIDIKAN
Telah Dibangun Purwokerto ASLI DAERAH saing SDM untuk
Selatan, (PAD) mendorong
Purwokerto peningkatan daya
Kulon saing daerah
1.01.02.2.04.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan
Jumlah Alat Praktik dan 20 Paket 6 Paket 183.672.000,00 63.000.000,00 63.000.000,00 -120.672.000,00 | Kab. Banyumas, | PENDAPATAN 1. Peningkatan daya 500.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
Peraga Peserta Didik Purwokerto ASLI DAERAH saing SDM untuk
Nonformal/ Kesetaraan yang Selatan, (PAD) mendorong
Tersedia Purwokerto DAU YANG peningkatan daya
Kulon DITENTUKAN P saing daerah
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN
1.01.02.2.04.0061 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
Jumlah Ruang Kelas Sekolah 3 Ruang 1 Ruang 200.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 -75.000.000,00 | Kab. Banyumas, | PENDAPATAN 1. Peningkatan daya 200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
yang Telah Direhabilitasi Purwokerto ASLI DAERAH saing SDM untuk
Sedang/Berat Selatan, (PAD) mendorong
Purwokerto DAU YANG peningkatan daya
Kulon DITENTUKAN P saing daerah
ENGGUNAANN
YA BIDANG
PENDIDIKAN
3. 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN | Persentase formasi 92 % 92 % 32.650.800.000,00 29.400.000.000,00 29.147.000.000,00 0,00 32.650.800.000,00
TENAGA KEPENDIDIKAN pendidik dan tenaga
kependidikan yang
terpenuhi
1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Jumlah Pendidik dan Tenaga 1720 Orang | 1720 Orang 32.650.800.000,00 29.400.000.000,00 29.147.000.000,00 -3.503.800.000,00 1. Peningkatan daya | Masyarakat 32.650.800.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
Kualitas Pendidik dan Kependidikan yang dikelola saing SDM untuk
Tenaga Kependidikan bagi mendorong
Satuan Pendidikan Dasar, peningkatan daya
PAUD, dan Pendidikan saing daerah
Nonformal/Kesetaraan
1.01.04.2.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
Jumlah Dokumen Hasil 2 Dokumen | 2 Dokumen 200.000.000,00 170.000.000,00 120.000.000,00 -80.000.000,00 | Kab. Banyumas, | DAU YANG 1. Peningkatan daya 200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
Perhitungan dan Pemetaan Purwokerto DITENTUKAN P saing SDM untuk
Pendidik dan Tenaga Selatan, ENGGUNAANN mendorong
Kependidikan Satuan Satuan Purwokerto YA BIDANG peningkatan daya
Pendidikan Dasar, PAUD, Kulon PENDIDIKAN saing daerah
dan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
1.01.04.2.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
Jumlah Laporan Hasil 2 Laporan 4 Laporan 32.450.800.000,00 29.230.000.000,00 29.027.000.000,00 -3.423.800.000,00 | Kab. Banyumas, | PENDAPATAN 1. Peningkatan daya 32.450.800.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
Pelaksanaan Penataan Purwokerto ASLI DAERAH saing SDM untuk
Pendistribusian Pendidik dan Selatan, (PAD) mendorong
Tenaga Kependidikan Satuan Purwokerto DAU YANG peningkatan daya
Pendidikan Dasar, PAUD, Kulon DITENTUKAN P saing daerah
dan Pendidikan ENGGUNAANN
Nonformal/Kesetaraan YA BIDANG
PENDIDIKAN
SMPN 1 AJIBARANG 1.313.502.438.518,00 1.393.466.277.428,09 1.321.121.001.966,66 7.618.563.448,66 1.316.168.096.858,00
1 URUSAN PEMERINTAHAN 1.313.502.438.518,00 1.393.466.277.428,09 1.321.121.001.966,66 7.618.563.448,66 1.316.168.096.858,00
WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN
DASAR




PRAKIRAAN MAJU RENCANA

URUSAN / BIDANG TARGET REALISASI PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026 PERANGKAT
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
NO KODE IR IEAN § PIRGEIRA KEGIATAN / SUB PERIODE il TARGET RENJA NEROIEOLS alslin
KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENSTRA RENJA OPD OPD TAHUN TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG
KEGIATAN OPD TAHUN 2023 2024 Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) JAWAB
SEBELUM | SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN 1.313.502.438.518,00 1.393.466.277.428,09 1.321.121.001.966,66 7.618.563.448,66 1.316.168.096.858,00
BIDANG PENDIDIKAN
1. 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG Presentase pemenuhan 100 % 100 % 1.030.029.377.150,00 1.088.403.914.360,09 1.014.670.182.457,66 -210.620.300,00 1.029.818.756.850,00
URUSAN PEMERINTAHAN | layanan penunjang urusan
DAERAH perangkat daerah
KABUPATEN/KOTA
1.01.01.2.06 Administrasi Umum Jumlah laporan pelaksanaan 3 Laporan 3 Laporan 3.735.404.853,00 3.388.261.553,00 2.048.100.396,25 -1.687.304.456,75 1. Peningkatan daya | SMPN 1 3.772.530.906,00 | DINAS PENDIDIKAN
Perangkat Daerah Administrasi Umum saing SDM untuk AJIBARANG
Perangkat Daerah mendorong
peningkatan daya
saing daerah
1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Paket Peralatan dan 12 Paket 3 Paket 5.792.500,00 5.765.000,00 4.323.750,00 -1.468.750,00 | Kab. Banyumas, | PENDAPATAN 1. Peningkatan daya 5.792.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
Perlengkapan Kantor yang Ajibarang, ASLI DAERAH saing SDM untuk
Disediakan Semua Kel/Desa | (PAD) mendorong
peningkatan daya
saing daerah
1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah Paket Bahan Logistik 12 Paket 1 Paket 10.092.000,00 3.485.000,00 3.485.000,00 -6.607.000,00 | Kab. Banyumas, | PENDAPATAN 1. Peningkatan daya 10.092.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
Kantor yang Disediakan Ajibarang, ASLI DAERAH saing SDM untuk
Semua Kel/Desa | (PAD) mendorong
peningkatan daya
saing daerah
1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Paket Barang 12 Paket 1 Paket 1.038.000,00 750.000,00 562.500,00 -475.500,00 | Kab. Banyumas, | PENDAPATAN 1. Peningkatan daya 1.038.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
Cetakan dan Penggandaan Ajibarang, ASLI DAERAH saing SDM untuk
yang Disediakan Semua Kel/Desa | (PAD) mendorong
peningkatan daya
saing daerah
1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jumlah Laporan 12 Laporan | O Laporan 2.178.000,00 0,00 0,00 -2.178.000,00 | Kab. Banyumas, | PENDAPATAN 1. Peningkatan daya 2.178.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
Penyelenggaraan Rapat Ajibarang, ASLI DAERAH saing SDM untuk
Koordinasi dan Konsultasi Semua Kel/Desa | (PAD) mendorong
SKPD peningkatan daya
saing daerah
1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Jumlah Unit Peralatan dan 12 Unit 12 Unit 273.853.500,00 588.976.500,00 469.404.300,00 195.550.800,00 1. Peningkatan daya | SMPN 1 271.325.500,00 | DINAS PENDIDIKAN
Daerah Penunjang Urusan Mesin Lainnya yang saing SDM untuk AJIBARANG
Pemerintah Daerah Disediakan mendorong
peningkatan daya
saing daerah
1.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah Unit Peralatan dan 12 Unit 3 Unit 5.900.000,00 15.000.000,00 11.250.000,00 5.350.000,00 | Kab. Banyumas, | PENDAPATAN 1. Peningkatan daya 5.900.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
Mesin Lainnya yang Ajibarang, ASLI DAERAH saing SDM untuk
Disediakan Semua Kel/Desa | (PAD) mendorong
peningkatan daya
saing daerah
1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Jumlah Peralatan dan Mesin 100 Unit 100 Unit 816.873.500,00 889.233.506,17 864.579.756,17 47.706.256,17 1. Peningkatan daya | SMPN 1 829.643.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
Daerah Penunjang Urusan Lainnya yang Dipelihara saing SDM untuk AJIBARANG
Pemerintahan Daerah mendorong
peningkatan daya
saing daerah
1.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah Peralatan dan Mesin 100 Unit 0 Unit 2.640.000,00 0,00 0,00 -2.640.000,00 | Kab. Banyumas, | PENDAPATAN 1. Peningkatan daya 2.640.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
Lainnya yang Dipelihara Ajibarang, ASLI DAERAH saing SDM untuk
Semua Kel/Desa | (PAD) mendorong
peningkatan daya
saing daerah
SMPN 2 AJIBARANG 1.313.502.438.518,00 1.393.466.277.428,09 1.321.121.001.966,66 7.618.563.448,66 1.316.168.096.858,00
1 URUSAN PEMERINTAHAN 1.313.502.438.518,00 1.393.466.277.428,09 1.321.121.001.966,66 7.618.563.448,66 1.316.168.096.858,00
WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN
DASAR
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN 1.313.502.438.518,00 1.393.466.277.428,09 1.321.121.001.966,66 7.618.563.448,66 1.316.168.096.858,00
BIDANG PENDIDIKAN
1. 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG Rata rata Persentase 100 % 100 % 1.030.029.377.150,00 1.088.403.914.360,09 1.014.670.182.457,66 -210.620.300,00 1.029.818.756.850,00
URUSAN PEMERINTAHAN | capaian kinerja kegiatan
DAERAH penunjang perangkat
KABUPATEN/KOTA daerah
1.01.01.2.06 Administrasi Umum Jumlah laporan pelaksanaan 3 Laporan 3 Laporan 3.735.404.853,00 3.388.261.553,00 2.048.100.396,25 -1.687.304.456,75 1. Peningkatan daya | SMPN 2 3.772.530.906,00 | DINAS PENDIDIKAN
Perangkat Daerah Administrasi Umum saing SDM untuk AJIBARANG
Perangkat Daerah mendorong
peningkatan daya
saing daerah
1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Paket Peralatan dan 12 Paket 12 Paket 7.030.000,00 7.030.000,00 7.030.000,00 0,00 | Kab. Banyumas, | PENDAPATAN 1. Peningkatan daya 7.030.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
Perlengkapan Kantor yang Ajibarang, ASLI DAERAH saing SDM untuk
Disediakan Ajibarang Wetan | (PAD) mendorong
peningkatan daya
saing daerah
1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah Paket Bahan Logistik 11 Paket 11 Paket 10.600.000,00 10.600.000,00 10.600.000,00 0,00 | Kab. Banyumas, | PENDAPATAN 1. Peningkatan daya 10.600.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
Kantor yang Disediakan Ajibarang, ASLI DAERAH saing SDM untuk
Ajibarang Wetan | (PAD) mendorong
peningkatan daya
saing daerah
1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Paket Barang 12 Paket 1 Paket 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 | Kab. Banyumas, | PENDAPATAN 1. Peningkatan daya 1.700.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
Cetakan dan Penggandaan Ajibarang, ASLI DAERAH saing SDM untuk
yang Disediakan Ajibarang Wetan | (PAD) mendorong
peningkatan daya
saing daerah
1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jumlah Laporan 4 Laporan 4 Laporan 5.670.000,00 5.670.000,00 1.417.500,00 -4.252.500,00 | Kab. Banyumas, | PENDAPATAN 1. Peningkatan daya 5.670.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
Penyelenggaraan Rapat Ajibarang, ASLI DAERAH saing SDM untuk
Koordinasi dan Konsultasi Ajibarang Wetan | (PAD) mendorong
SKPD peningkatan daya
saing daerah
SMPN 3 AJIBARANG 1.313.502.438.518,00 1.393.466.277.428,09 1.321.121.001.966,66 7.618.563.448,66 1.316.168.096.858,00
1 URUSAN PEMERINTAHAN 1.313.502.438.518,00 1.393.466.277.428,09 1.321.121.001.966,66 7.618.563.448,66 1.316.168.096.858,00
WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN
DASAR
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN 1.313.502.438.518,00 1.393.466.277.428,09 1.321.121.001.966,66 7.618.563.448,66 1.316.168.096.858,00

BIDANG PENDIDIKAN
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PRAKIRAAN MAJU RENCANA

URUSAN / BIDANG TARGET REALISASI PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026 PERANGKAT
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
NO KODE IR IEAN § PIRGEIRA KEGIATAN / SUB PERIODE il TARGET RENJA NEROIEOLS alslin
KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENSTRA RENJA OPD OPD TAHUN TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG
KEGIATAN OPD TAHUN 2023 2024 Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) JAWAB
SEBELUM | SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1. 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG Presentase pemenuhan 100 % 100 % 1.030.029.377.150,00 1.088.403.914.360,09 1.014.670.182.457,66 -210.620.300,00 1.029.818.756.850,00
URUSAN PEMERINTAHAN | layanan penunjang urusan
DAERAH perangkat daerah
KABUPATEN/KOTA
1.01.01.2.06 Administrasi Umum Jumlah administrasi umum 1 laporan 1 laporan 3.735.404.853,00 3.388.261.553,00 2.048.100.396,25 -1.687.304.456,75 1. Peningkatan daya | SMP N 3 3.772.530.906,00 | DINAS PENDIDIKAN
Perangkat Daerah yang dikelola saing SDM untuk AJIBARANG
mendorong
peningkatan daya
saing daerah
1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Paket Peralatan dan 2025 Paket | 2 Paket 16.517.500,00 16.517.500,00 4.129.375,00 -12.388.125,00 | Kab. Banyumas, | PENDAPATAN 1. Peningkatan daya 16.517.500,00 | DINAS PENDIDIKAN
Perlengkapan Kantor yang Ajibarang, ASLI DAERAH saing SDM untuk
Disediakan Pancurendang (PAD) mendorong
peningkatan daya
saing daerah
1.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah Paket Peralatan 1 Paket 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 | Kab. Banyumas, | - 1. Peningkatan daya 8.482.500,00 | DINAS PENDIDIKAN
Rumah Tangga yang Ajibarang, saing SDM untuk
Disediakan Pancurendang mendorong
peningkatan daya
saing daerah
1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Jumlah barang milik daerah 1 Jenis 1 Jenis 273.853.500,00 588.976.500,00 469.404.300,00 195.550.800,00 1. Peningkatan daya | SMP N 3 271.325.500,00 | DINAS PENDIDIKAN
Daerah Penunjang Urusan yang tersedia saing SDM untuk AJIBARANG
Pemerintah Daerah mendorong
peningkatan daya
saing daerah
1.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah Unit Peralatan dan 2025 Unit 1 Unit 8.482.500,00 8.482.500,00 2.120.625,00 -6.361.875,00 | Kab. Banyumas, | PENDAPATAN 1. Peningkatan daya 8.482.500,00 | DINAS PENDIDIKAN
Mesin Lainnya yang Purwokerto ASLI DAERAH saing SDM untuk
Disediakan Timur, Kraniji (PAD) mendorong
peningkatan daya
saing daerah
SMPN 1 BANYUMAS 1.313.502.438.518,00 1.393.466.277.428,09 1.321.121.001.966,66 7.618.563.448,66 1.316.168.096.858,00
1 URUSAN PEMERINTAHAN 1.313.502.438.518,00 1.393.466.277.428,09 1.321.121.001.966,66 7.618.563.448,66 1.316.168.096.858,00
WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN
DASAR
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN 1.313.502.438.518,00 1.393.466.277.428,09 1.321.121.001.966,66 7.618.563.448,66 1.316.168.096.858,00
BIDANG PENDIDIKAN
1. 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG Presentase pemenuhan 100 % 100 % 1.030.029.377.150,00 1.088.403.914.360,09 1.014.670.182.457,66 -210.620.300,00 1.029.818.756.850,00
URUSAN PEMERINTAHAN | layanan penunjang urusan
DAERAH perangkat daerah
KABUPATEN/KOTA
1.01.01.2.06 Administrasi Umum Jumlah laporan pelaksanaan 4 Laporan 4 Laporan 3.735.404.853,00 3.388.261.553,00 2.048.100.396,25 -1.687.304.456,75 1. Peningkatan daya | SMPN 1 3.772.530.906,00 | DINAS PENDIDIKAN
Perangkat Daerah Administrasi Umum saing SDM untuk BANYUMAS
Perangkat Daerah mendorong
peningkatan daya
saing daerah
1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Paket Peralatan dan 12 Paket 2 Paket 8.347.000,00 8.347.000,00 2.086.749,00 -6.260.251,00 | Kab. Banyumas, | PENDAPATAN 1. Peningkatan daya 8.347.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
Perlengkapan Kantor yang Banyumas, ASLI DAERAH saing SDM untuk
Disediakan Semua Kel/Desa | (PAD) mendorong
peningkatan daya
saing daerah
1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah Paket Bahan Logistik 11 Paket 11 Paket 13.278.000,00 13.278.000,00 13.278.000,00 0,00 | Kab. Banyumas, | PENDAPATAN 1. Peningkatan daya 13.278.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
Kantor yang Disediakan Semua ASLI DAERAH saing SDM untuk
Kecamatan, (PAD) mendorong
Semua Kel/Desa peningkatan daya
saing daerah
1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Paket Barang 12 Paket 1 Paket 900.000,00 900.000,00 225.000,00 -675.000,00 | Kab. Banyumas, | PENDAPATAN 1. Peningkatan daya 900.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
Cetakan dan Penggandaan Banyumas, ASLI DAERAH saing SDM untuk
yang Disediakan Semua Kel/Desa | (PAD) mendorong
peningkatan daya
saing daerah
1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jumlah Laporan 24 Laporan | 1 Laporan 2.475.000,00 2.475.000,00 618.750,00 -1.856.250,00 | Kab. Banyumas, | PENDAPATAN 1. Peningkatan daya 2.475.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
Penyelenggaraan Rapat Banyumas, ASLI DAERAH saing SDM untuk
Koordinasi dan Konsultasi Semua Kel/Desa | (PAD) mendorong
SKPD peningkatan daya
saing daerah
SMPN 2 BANYUMAS 1.313.502.438.518,00 1.393.466.277.428,09 1.321.121.001.966,66 7.618.563.448,66 1.316.168.096.858,00
1 URUSAN PEMERINTAHAN 1.313.502.438.518,00 1.393.466.277.428,09 1.321.121.001.966,66 7.618.563.448,66 1.316.168.096.858,00
WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN
DASAR
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN 1.313.502.438.518,00 1.393.466.277.428,09 1.321.121.001.966,66 7.618.563.448,66 1.316.168.096.858,00
BIDANG PENDIDIKAN
1. 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG Presentase pemenuhan 100 % 100 % 1.030.029.377.150,00 1.088.403.914.360,09 1.014.670.182.457,66 -210.620.300,00 1.029.818.756.850,00
URUSAN PEMERINTAHAN | layanan penunjang urusan
DAERAH perangkat daerah
KABUPATEN/KOTA
1.01.01.2.06 Administrasi Umum Jumlah Administrasi umum 4 Laporan 4 Laporan 3.735.404.853,00 3.388.261.553,00 2.048.100.396,25 -1.687.304.456,75 1. Peningkatan daya | SMPN 2 3.772.530.906,00 | DINAS PENDIDIKAN
Perangkat Daerah yang dikelola saing SDM untuk BANYUMAS
mendorong
peningkatan daya
saing daerah
1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Paket Peralatan dan 12 Paket 1 Paket 1.262.000,00 1.262.000,00 315.500,00 -946.500,00 | Kab. Banyumas, | PENDAPATAN 1. Peningkatan daya 1.262.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
Perlengkapan Kantor yang Banyumas, ASLI DAERAH saing SDM untuk
Disediakan Kedunguter (PAD) mendorong
peningkatan daya
saing daerah
1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah Paket Bahan Logistik 11 Paket 11 Paket 14.300.000,00 14.300.000,00 14.300.000,00 0,00 | Kab. Banyumas, | PENDAPATAN 1. Peningkatan daya 14.300.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
Kantor yang Disediakan Banyumas, ASLI DAERAH saing SDM untuk
Kedunguter (PAD) mendorong
peningkatan daya
saing daerah
1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Paket Barang 12 Paket 1 Paket 963.000,00 963.000,00 240.750,00 -722.250,00 | Kab. Banyumas, | PENDAPATAN 1. Peningkatan daya 963.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
Cetakan dan Penggandaan Banyumas, ASLI DAERAH saing SDM untuk
yang Disediakan Kedunguter (PAD) mendorong

peningkatan daya
saing daerah
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PRAKIRAAN MAJU RENCANA

URUSAN / BIDANG TARGET REALISASI PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026 PERANGKAT
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
NO KODE IR IEAN § PIRGEIRA KEGIATAN / SUB PERIODE il TARGET RENJA NEROIEOLS alslin
KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENSTRA RENJA OPD OPD TAHUN TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG
KEGIATAN OPD TAHUN 2023 2024 Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) JAWAB
SEBELUM | SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jumlah Laporan 4 Laporan 1 Laporan 2.475.000,00 2.475.000,00 618.750,00 -1.856.250,00 | Kab. Banyumas, | PENDAPATAN - 1. Peningkatan daya 2.475.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
Penyelenggaraan Rapat Banyumas, ASLI DAERAH saing SDM untuk
Koordinasi dan Konsultasi Kedunguter (PAD) mendorong
SKPD peningkatan daya
saing daerah
1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Jumlah Barang Milik Daerah 1 jenis 1 jenis 273.853.500,00 588.976.500,00 469.404.300,00 195.550.800,00 - 1. Peningkatan daya | SMPN 2 271.325.500,00 | DINAS PENDIDIKAN
Daerah Penunjang Urusan yang Tersedia saing SDM untuk BANYUMAS
Pemerintah Daerah mendorong
peningkatan daya
saing daerah
1.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel
Jumlah Paket Mebel yang 2 Unit 3 Unit 6.000.000,00 6.000.000,00 1.500.000,00 -4.500.000,00 | Kab. Banyumas, | PENDAPATAN - 1. Peningkatan daya 6.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
Disediakan Banyumas, ASLI DAERAH saing SDM untuk
Kedunguter (PAD) mendorong
peningkatan daya
saing daerah
SMPN 3 BANYUMAS 1.313.502.438.518,00 1.393.466.277.428,09 1.321.121.001.966,66 7.618.563.448,66 1.316.168.096.858,00
1 URUSAN PEMERINTAHAN 1.313.502.438.518,00 1.393.466.277.428,09 1.321.121.001.966,66 7.618.563.448,66 1.316.168.096.858,00
WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN
DASAR
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN 1.313.502.438.518,00 1.393.466.277.428,09 1.321.121.001.966,66 7.618.563.448,66 1.316.168.096.858,00
BIDANG PENDIDIKAN
1. 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG Presentase pemenuhan 100 % 100 % 1.030.029.377.150,00 1.088.403.914.360,09 1.014.670.182.457,66 -210.620.300,00 1.029.818.756.850,00
URUSAN PEMERINTAHAN | layanan penunjang urusan
DAERAH perangkat daerah
KABUPATEN/KOTA
1.01.01.2.06 Administrasi Umum Jumlah administrasi umum 100 % 100 % 3.735.404.853,00 3.388.261.553,00 2.048.100.396,25 -1.687.304.456,75 - 1. Peningkatan daya | SMP N 3 3.772.530.906,00 | DINAS PENDIDIKAN
Perangkat Daerah yang dikelola saing SDM untuk BANYUMAS
mendorong
peningkatan daya
saing daerah
1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Paket Peralatan dan 8 Paket 1 Paket 600.000,00 1.400.000,00 350.000,00 -250.000,00 | Kab. Banyumas, | PENDAPATAN - 1. Peningkatan daya 600.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
Perlengkapan Kantor yang Banyumas, ASLI DAERAH saing SDM untuk
Disediakan Kejawar (PAD) mendorong
peningkatan daya
saing daerah
1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah Paket Bahan Logistik 11 Paket 11 Paket 12.000.000,00 14.100.000,00 14.100.000,00 2.100.000,00 | Kab. Banyumas, | PENDAPATAN - 1. Peningkatan daya 12.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
Kantor yang Disediakan Banyumas, ASLI DAERAH saing SDM untuk
Kejawar (PAD) mendorong
peningkatan daya
saing daerah
1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jumlah Laporan 60 Laporan | O Laporan 2.100.000,00 0,00 0,00 -2.100.000,00 | Kab. Banyumas, | PENDAPATAN - 1. Peningkatan daya 2.100.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
Penyelenggaraan Rapat Banyumas, ASLI DAERAH saing SDM untuk
Koordinasi dan Konsultasi Kejawar (PAD) mendorong
SKPD peningkatan daya
saing daerah
1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Jumlah barang milik daerah 100 % 100 % 273.853.500,00 588.976.500,00 469.404.300,00 195.550.800,00 - 1. Peningkatan daya | SMP N 3 271.325.500,00 | DINAS PENDIDIKAN
Daerah Penunjang Urusan yang tersedia saing SDM untuk BANYUMAS
Pemerintah Daerah mendorong
peningkatan daya
saing daerah
1.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel
Jumlah Paket Mebel yang 2 Unit 1 Unit 9.000.000,00 5.500.000,00 1.375.000,00 -7.625.000,00 | Kab. Banyumas, | PENDAPATAN - 1. Peningkatan daya 9.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
Disediakan Banyumas, ASLI DAERAH saing SDM untuk
Kejawar (PAD) mendorong
peningkatan daya
saing daerah
1.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah Unit Peralatan dan 1 Unit 1 Unit 3.000.000,00 4.000.000,00 1.000.000,00 -2.000.000,00 | Kab. Banyumas, | PENDAPATAN - 1. Peningkatan daya 3.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
Mesin Lainnya yang Banyumas, ASLI DAERAH saing SDM untuk
Disediakan Kejawar (PAD) mendorong
peningkatan daya
saing daerah
SMPN 4 BANYUMAS 1.313.502.438.518,00 1.393.466.277.428,09 1.321.121.001.966,66 7.618.563.448,66 1.316.168.096.858,00
1 URUSAN PEMERINTAHAN 1.313.502.438.518,00 1.393.466.277.428,09 1.321.121.001.966,66 7.618.563.448,66 1.316.168.096.858,00
WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN
DASAR
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN 1.313.502.438.518,00 1.393.466.277.428,09 1.321.121.001.966,66 7.618.563.448,66 1.316.168.096.858,00
BIDANG PENDIDIKAN
1. 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG Persentase pemenuhan 100 % 100 % 1.030.029.377.150,00 1.088.403.914.360,09 1.014.670.182.457,66 -210.620.300,00 1.029.818.756.850,00
URUSAN PEMERINTAHAN | layanan penunjang urusan
DAERAH perangkat daerah
KABUPATEN/KOTA
1.01.01.2.06 Administrasi Umum Persentase Pengelolaan 100 % 100 % 3.735.404.853,00 3.388.261.553,00 2.048.100.396,25 -1.687.304.456,75 - 2. Penurunan SMPN 4 3.772.530.906,00 | DINAS PENDIDIKAN
Perangkat Daerah Administrasi Umum pengangguran dan BANYUMAS
kemiskinan melalui
peningkatan
investasi dan
pemberdayaan
masyarakat
1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Paket Peralatan dan 2 Paket 2 Paket 12.525.000,00 12.525.000,00 3.131.250,00 -9.393.750,00 | Kab. Banyumas, | PENDAPATAN - 2. Penurunan 0,00 | DINAS PENDIDIKAN
Perlengkapan Kantor yang Semua ASLI DAERAH pengangguran dan
Disediakan Kecamatan, (PAD) kemiskinan melalui
Semua Kel/Desa peningkatan
investasi dan
pemberdayaan
masyarakat
1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah Paket Bahan Logistik 3 Paket 3 Paket 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 | Kab. Banyumas, | PENDAPATAN - 1. Peningkatan daya 10.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
Kantor yang Disediakan Semua ASLI DAERAH saing SDM untuk
Kecamatan, (PAD) mendorong
Semua Kel/Desa peningkatan daya
saing daerah
1 NON URUSAN 1.313.502.438.518,00 1.393.466.277.428,09 1.321.121.001.966,66 7.618.563.448,66 1.316.168.096.858,00
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN 1.313.502.438.518,00 1.393.466.277.428,09 1.321.121.001.966,66 7.618.563.448,66 1.316.168.096.858,00

BIDANG XX

1.01.01.2.06.0004

Penyediaan Bahan Logistik Kantor
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PRAKIRAAN MAJU RENCANA

URUSAN / BIDANG TARGET REALISASI PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026 PERANGKAT
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
NO KODE IR IEAN § PIRGEIRA KEGIATAN / SUB PERIODE il TARGET RENJA NEROIEOLS alslin
KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENSTRA RENJA OPD OPD TAHUN TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG
KEGIATAN OPD TAHUN 2023 2024 Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) JAWAB
SEBELUM | SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 URUSAN PEMERINTAHAN 1.313.502.438.518,00 1.393.466.277.428,09 1.321.121.001.966,66 7.618.563.448,66 1.316.168.096.858,00
WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN
DASAR
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN 1.313.502.438.518,00 1.393.466.277.428,09 1.321.121.001.966,66 7.618.563.448,66 1.316.168.096.858,00
BIDANG PENDIDIKAN
1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jumlah Laporan 2 Laporan 2 Laporan 2.475.000,00 2.475.000,00 618.750,00 -1.856.250,00 | Kab. Banyumas, | PENDAPATAN 1. Peningkatan daya 2.475.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
Penyelenggaraan Rapat Semua ASLI DAERAH saing SDM untuk
Koordinasi dan Konsultasi Kecamatan, (PAD) mendorong
SKPD Semua Kel/Desa peningkatan daya
saing daerah
SMPN 1 BATURRADEN 1.313.502.438.518,00 1.393.466.277.428,09 1.321.121.001.966,66 7.618.563.448,66 1.316.168.096.858,00
1 URUSAN PEMERINTAHAN 1.313.502.438.518,00 1.393.466.277.428,09 1.321.121.001.966,66 7.618.563.448,66 1.316.168.096.858,00
WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN
DASAR
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN 1.313.502.438.518,00 1.393.466.277.428,09 1.321.121.001.966,66 7.618.563.448,66 1.316.168.096.858,00
BIDANG PENDIDIKAN
1. 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG - - - 1.030.029.377.150,00 1.088.403.914.360,09 1.014.670.182.457,66 -210.620.300,00 1.029.818.756.850,00
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
1.01.01.2.06 Administrasi Umum Persentase Pengelolaan 100 % 100 % 3.735.404.853,00 3.388.261.553,00 2.048.100.396,25 -1.687.304.456,75 1. Peningkatan daya | SMPN 1 3.772.530.906,00 | DINAS PENDIDIKAN
Perangkat Daerah Administrasi Umum saing SDM untuk BATURRADEN
mendorong
peningkatan daya
saing daerah
1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Paket Peralatan dan 2 Paket 2 Paket 11.683.450,00 11.683.450,00 2.920.862,50 -8.762.587,50 | Kab. Banyumas, | PENDAPATAN 1. Peningkatan daya 11.683.450,00 | DINAS PENDIDIKAN
Perlengkapan Kantor yang Baturraden, ASLI DAERAH saing SDM untuk
Disediakan Semua Kel/Desa | (PAD) mendorong
peningkatan daya
saing daerah
1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah Paket Bahan Logistik 11 Paket 11 Paket 13.316.550,00 13.316.550,00 13.316.550,00 0,00 | Kab. Banyumas, | PENDAPATAN 1. Peningkatan daya 13.316.550,00 | DINAS PENDIDIKAN
Kantor yang Disediakan Baturraden, ASLI DAERAH saing SDM untuk
Semua Kel/Desa | (PAD) mendorong
peningkatan daya
saing daerah
SMPN 2 BATURRADEN 1.313.502.438.518,00 1.393.466.277.428,09 1.321.121.001.966,66 7.618.563.448,66 1.316.168.096.858,00
1 URUSAN PEMERINTAHAN 1.313.502.438.518,00 1.393.466.277.428,09 1.321.121.001.966,66 7.618.563.448,66 1.316.168.096.858,00
WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN
DASAR
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN 1.313.502.438.518,00 1.393.466.277.428,09 1.321.121.001.966,66 7.618.563.448,66 1.316.168.096.858,00
BIDANG PENDIDIKAN
1. 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG Persentase pemenuhan 100 % 100 % 1.030.029.377.150,00 1.088.403.914.360,09 1.014.670.182.457,66 -210.620.300,00 1.029.818.756.850,00
URUSAN PEMERINTAHAN | layanan penunjang urusan
DAERAH perangkat daerah
KABUPATEN/KOTA
1.01.01.2.06 Administrasi Umum Jumlah Administrasi umum 1 Laporan 1 Laporan 3.735.404.853,00 3.388.261.553,00 2.048.100.396,25 -1.687.304.456,75 1. Peningkatan daya | SMPN 2 3.772.530.906,00 | DINAS PENDIDIKAN
Perangkat Daerah yang dikelola saing SDM untuk BATURRADEN
mendorong
peningkatan daya
saing daerah
1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Paket Peralatan dan 1 Paket 2 Paket 12.059.000,00 12.059.000,00 3.014.750,00 -9.044.250,00 | Kab. Banyumas, | PENDAPATAN 1. Peningkatan daya 12.059.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
Perlengkapan Kantor yang Baturraden, ASLI DAERAH saing SDM untuk
Disediakan Kemutug Kidul (PAD) mendorong
peningkatan daya
saing daerah
1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah Paket Bahan Logistik 1 Paket 4 Paket 12.941.000,00 12.941.000,00 12.941.000,00 0,00 | Kab. Banyumas, | PENDAPATAN 1. Peningkatan daya 12.941.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
Kantor yang Disediakan Baturraden, ASLI DAERAH saing SDM untuk
Kemutug Kidul (PAD) mendorong
peningkatan daya
saing daerah
SMPN 1 CILONGOK 1.313.502.438.518,00 1.393.466.277.428,09 1.321.121.001.966,66 7.618.563.448,66 1.316.168.096.858,00
1 URUSAN PEMERINTAHAN 1.313.502.438.518,00 1.393.466.277.428,09 1.321.121.001.966,66 7.618.563.448,66 1.316.168.096.858,00
WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN
DASAR
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN 1.313.502.438.518,00 1.393.466.277.428,09 1.321.121.001.966,66 7.618.563.448,66 1.316.168.096.858,00
BIDANG PENDIDIKAN
1. 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG Presentase pemenuhan 100 % 100 % 1.030.029.377.150,00 1.088.403.914.360,09 1.014.670.182.457,66 -210.620.300,00 1.029.818.756.850,00
URUSAN PEMERINTAHAN | layanan penunjang urusan
DAERAH perangkat daerah
KABUPATEN/KOTA
1.01.01.2.06 Administrasi Umum Persentase Pengelolaan 100 % 100 % 3.735.404.853,00 3.388.261.553,00 2.048.100.396,25 -1.687.304.456,75 1. Peningkatan daya | SMPN 1 CILONGOK 3.772.530.906,00 | DINAS PENDIDIKAN
Perangkat Daerah Administrasi Umum saing SDM untuk
mendorong
peningkatan daya
saing daerah
1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Paket Peralatan dan 1 Paket 1 Paket 10.100.000,00 10.100.000,00 2.525.000,00 -7.575.000,00 | Kab. Banyumas, | PENDAPATAN 1. Peningkatan daya 10.100.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
Perlengkapan Kantor yang Cilongok, Semua | ASLI DAERAH saing SDM untuk
Disediakan Kel/Desa (PAD) mendorong
peningkatan daya
saing daerah
1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah Paket Bahan Logistik 1 Paket 4 Paket 14.900.000,00 14.900.000,00 14.900.000,00 0,00 | Kab. Banyumas, | PENDAPATAN 1. Peningkatan daya 14.900.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
Kantor yang Disediakan Cilongok, Semua | ASLI DAERAH saing SDM untuk
Kel/Desa (PAD) mendorong

peningkatan daya
saing daerah

SMPN 2 CILONGOK

1.313.502.438.518,00

1.393.466.277.428,09

1.321.121.001.966,66

7.618.563.448,66

1.316.168.096.858,00

1 URUSAN PEMERINTAHAN 1.313.502.438.518,00 1.393.466.277.428,09 1.321.121.001.966,66 7.618.563.448,66 1.316.168.096.858,00
WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN
DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN 1.313.502.438.518,00 1.393.466.277.428,09 1.321.121.001.966,66 7.618.563.448,66 1.316.168.096.858,00

BIDANG PENDIDIKAN
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PRAKIRAAN MAJU RENCANA

URUSAN / BIDANG TARGET REALISASI PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026 PERANGKAT
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
NO KODE IR IEAN § PIRGEIRA KEGIATAN / SUB PERIODE il TARGET RENJA NEROIEOLS alslin
KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENSTRA RENJA OPD OPD TAHUN TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG
KEGIATAN OPD TAHUN 2023 2024 Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) JAWAB
SEBELUM | SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1. 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG Presentase pemenuhan 100 % 100 % 1.030.029.377.150,00 1.088.403.914.360,09 1.014.670.182.457,66 -210.620.300,00 1.029.818.756.850,00
URUSAN PEMERINTAHAN | layanan penunjang urusan
DAERAH perangkat daerah
KABUPATEN/KOTA
1.01.01.2.06 Administrasi Umum Jumlah Administrasi umum undefined undefined 3.735.404.853,00 3.388.261.553,00 2.048.100.396,25 -1.687.304.456,75 1. Peningkatan daya | SMPN 2 CILONGOK 3.772.530.906,00 | DINAS PENDIDIKAN
Perangkat Daerah yang dikelola undefined undefined saing SDM untuk
mendorong
peningkatan daya
saing daerah
1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Paket Peralatan dan 100 Paket 1 Paket 440.000,00 11.694.000,00 2.923.500,00 2.483.500,00 | Kab. Banyumas, | PENDAPATAN 1. Peningkatan daya 440.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
Perlengkapan Kantor yang Cilongok, ASLI DAERAH saing SDM untuk
Disediakan Panembangan (PAD) mendorong
peningkatan daya
saing daerah
1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah Paket Bahan Logistik 100 Paket 11 Paket 19.796.000,00 11.770.000,00 11.770.000,00 -8.026.000,00 | Kab. Banyumas, | PENDAPATAN 1. Peningkatan daya 19.796.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
Kantor yang Disediakan Cilongok, ASLI DAERAH saing SDM untuk
Panembangan (PAD) mendorong
peningkatan daya
saing daerah
1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Paket Barang 100 Paket 1 Paket 2.460.000,00 0,00 0,00 -2.460.000,00 | Kab. Banyumas, | PENDAPATAN 1. Peningkatan daya 2.460.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
Cetakan dan Penggandaan Cilongok, ASLI DAERAH saing SDM untuk
yang Disediakan Panembangan (PAD) mendorong
peningkatan daya
saing daerah
1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jumlah Laporan 100 4 Laporan 2.304.000,00 1.536.000,00 384.000,00 -1.920.000,00 | Kab. Banyumas, | PENDAPATAN 1. Peningkatan daya 2.304.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
Penyelenggaraan Rapat Laporan Cilongok, ASLI DAERAH saing SDM untuk
Koordinasi dan Konsultasi Panembangan (PAD) mendorong
SKPD peningkatan daya
saing daerah
SMPN 1 GUMELAR 1.313.502.438.518,00 1.393.466.277.428,09 1.321.121.001.966,66 7.618.563.448,66 1.316.168.096.858,00
1 URUSAN PEMERINTAHAN 1.313.502.438.518,00 1.393.466.277.428,09 1.321.121.001.966,66 7.618.563.448,66 1.316.168.096.858,00
WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN
DASAR
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN 1.313.502.438.518,00 1.393.466.277.428,09 1.321.121.001.966,66 7.618.563.448,66 1.316.168.096.858,00
BIDANG PENDIDIKAN
1. 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG - - - 1.030.029.377.150,00 1.088.403.914.360,09 1.014.670.182.457,66 -210.620.300,00 1.029.818.756.850,00
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
1.01.01.2.06 Administrasi Umum Jumlah laporan pelaksanaan 5 Laporan 5 Laporan 3.735.404.853,00 3.388.261.553,00 2.048.100.396,25 -1.687.304.456,75 1. Peningkatan daya | SMPN 1 GUMELAR 3.772.530.906,00 | DINAS PENDIDIKAN
Perangkat Daerah Administrasi Umum saing SDM untuk
Perangkat Daerah mendorong
peningkatan daya
saing daerah
1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Paket Peralatan dan 2 Paket 1 Paket 5.648.500,00 5.648.500,00 1.412.125,00 -4.236.375,00 | Kab. Banyumas, | PENDAPATAN 1. Peningkatan daya 5.648.500,00 | DINAS PENDIDIKAN
Perlengkapan Kantor yang Gumelar, Semua | ASLI DAERAH saing SDM untuk
Disediakan Kel/Desa (PAD) mendorong
peningkatan daya
saing daerah
1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah Paket Bahan Logistik 11 Paket 4 Paket 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 | Kab. Banyumas, | PENDAPATAN 1. Peningkatan daya 12.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
Kantor yang Disediakan Gumelar, Semua | ASLI DAERAH saing SDM untuk
Kel/Desa (PAD) mendorong
peningkatan daya
saing daerah
1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Jumlah barang milik daerah 1 Jenis 1 Jenis 273.853.500,00 588.976.500,00 469.404.300,00 195.550.800,00 1. Peningkatan daya | SMPN 1 GUMELAR 271.325.500,00 | DINAS PENDIDIKAN
Daerah Penunjang Urusan yang tersedia saing SDM untuk
Pemerintah Daerah mendorong
peningkatan daya
saing daerah
1.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah Unit Peralatan dan 1 Unit 1 Unit 7.351.500,00 7.351.500,00 1.836.000,00 -5.515.500,00 | Kab. Banyumas, | PENDAPATAN 1. Peningkatan daya 7.351.500,00 | DINAS PENDIDIKAN
Mesin Lainnya yang Gumelar, Semua | ASLI DAERAH saing SDM untuk
Disediakan Kel/Desa (PAD) mendorong
peningkatan daya
saing daerah
SMPN 2 GUMELAR 1.313.502.438.518,00 1.393.466.277.428,09 1.321.121.001.966,66 7.618.563.448,66 1.316.168.096.858,00
1 URUSAN PEMERINTAHAN 1.313.502.438.518,00 1.393.466.277.428,09 1.321.121.001.966,66 7.618.563.448,66 1.316.168.096.858,00
WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN
DASAR
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN 1.313.502.438.518,00 1.393.466.277.428,09 1.321.121.001.966,66 7.618.563.448,66 1.316.168.096.858,00
BIDANG PENDIDIKAN
1. 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG Presentase pemenuhan 100 % 100 % 1.030.029.377.150,00 1.088.403.914.360,09 1.014.670.182.457,66 -210.620.300,00 1.029.818.756.850,00
URUSAN PEMERINTAHAN | layanan penunjang urusan
DAERAH perangkat daerah
KABUPATEN/KOTA
1.01.01.2.06 Administrasi Umum Jumlah Administrasi umum undefined undefined 3.735.404.853,00 3.388.261.553,00 2.048.100.396,25 -1.687.304.456,75 1. Peningkatan daya | SMPN 2 GUMELAR 3.772.530.906,00 | DINAS PENDIDIKAN
Perangkat Daerah yang dikelola undefined undefined saing SDM untuk
mendorong
peningkatan daya
saing daerah
1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Paket Peralatan dan 1 Paket 1 Paket 15.000.000,00 15.000.000,00 3.750.000,00 -11.250.000,00 | Kab. Banyumas, | PENDAPATAN 1. Peningkatan daya 15.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
Perlengkapan Kantor yang Gumelar, ASLI DAERAH saing SDM untuk
Disediakan Paningkaban (PAD) mendorong
peningkatan daya
saing daerah
1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah Paket Bahan Logistik 1 Paket 1 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 | Kab. Banyumas, | PENDAPATAN 1. Peningkatan daya 5.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
Kantor yang Disediakan Gumelar, ASLI DAERAH saing SDM untuk
Paningkaban (PAD) mendorong
peningkatan daya
saing daerah
1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jumlah Laporan 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 1.250.000,00 -3.750.000,00 | Kab. Banyumas, | PENDAPATAN 1. Peningkatan daya 5.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
Penyelenggaraan Rapat Gumelar, ASLI DAERAH saing SDM untuk
Koordinasi dan Konsultasi Paningkaban (PAD) mendorong

SKPD

peningkatan daya
saing daerah
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PRAKIRAAN MAJU RENCANA

URUSAN / BIDANG TARGET REALISASI PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026 PERANGKAT
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
NO KODE IR IEAN § PIRGEIRA KEGIATAN / SUB PERIODE il TARGET RENJA NEROIEOLS alslin
KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENSTRA RENJA OPD OPD TAHUN TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG
KEGIATAN OPD TAHUN 2023 2024 Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) JAWAB
SEBELUM | SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
SMPN 3 GUMELAR 1.313.502.438.518,00 1.393.466.277.428,09 1.321.121.001.966,66 7.618.563.448,66 1.316.168.096.858,00
1 URUSAN PEMERINTAHAN 1.313.502.438.518,00 1.393.466.277.428,09 1.321.121.001.966,66 7.618.563.448,66 1.316.168.096.858,00
WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN
DASAR
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN 1.313.502.438.518,00 1.393.466.277.428,09 1.321.121.001.966,66 7.618.563.448,66 1.316.168.096.858,00
BIDANG PENDIDIKAN
1. 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG Presentase pemenuhan 100 % 100 % 1.030.029.377.150,00 1.088.403.914.360,09 1.014.670.182.457,66 -210.620.300,00 1.029.818.756.850,00
URUSAN PEMERINTAHAN | layanan penunjang urusan
DAERAH perangkat daerah
KABUPATEN/KOTA
1.01.01.2.06 Administrasi Umum Jumlah laporan pelaksanaan 100 % 100 % 3.735.404.853,00 3.388.261.553,00 2.048.100.396,25 -1.687.304.456,75 - 1. Peningkatan daya | SMP N 3 GUMELAR 3.772.530.906,00 | DINAS PENDIDIKAN
Perangkat Daerah Administrasi Umum saing SDM untuk
Perangkat Daerah mendorong
peningkatan daya
saing daerah
1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Paket Peralatan dan 3 Paket 3 Paket 16.508.000,00 16.508.000,00 4.127.000,00 -12.381.000,00 | Kab. Banyumas, | PENDAPATAN - 1. Peningkatan daya 16.508.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
Perlengkapan Kantor yang Gumelar, ASLI DAERAH saing SDM untuk
Disediakan Samudra (PAD) mendorong
peningkatan daya
saing daerah
1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah Paket Bahan Logistik 11 Paket 11 Paket 8.492.000,00 8.492.000,00 8.492.000,00 0,00 | Kab. Banyumas, | PENDAPATAN - 1. Peningkatan daya 8.492.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
Kantor yang Disediakan Gumelar, ASLI DAERAH saing SDM untuk
Samudra (PAD) mendorong
peningkatan daya
saing daerah
SMPN 1 JATILAWANG 1.313.502.438.518,00 1.393.466.277.428,09 1.321.121.001.966,66 7.618.563.448,66 1.316.168.096.858,00
1 URUSAN PEMERINTAHAN 1.313.502.438.518,00 1.393.466.277.428,09 1.321.121.001.966,66 7.618.563.448,66 1.316.168.096.858,00
WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN
DASAR
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN 1.313.502.438.518,00 1.393.466.277.428,09 1.321.121.001.966,66 7.618.563.448,66 1.316.168.096.858,00
BIDANG PENDIDIKAN
1. 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG Presentase pemenuhan 100 % 100 % 1.030.029.377.150,00 1.088.403.914.360,09 1.014.670.182.457,66 -210.620.300,00 1.029.818.756.850,00
URUSAN PEMERINTAHAN | layanan penunjang urusan
DAERAH perangkat daerah
KABUPATEN/KOTA
1.01.01.2.06 Administrasi Umum Jumlah laporan pelaksanaan 4 Laporan 4 Laporan 3.735.404.853,00 3.388.261.553,00 2.048.100.396,25 -1.687.304.456,75 - 1. Peningkatan daya | SMPN 1 3.772.530.906,00 | DINAS PENDIDIKAN
Perangkat Daerah Administrasi Umum saing SDM untuk JATILAWANG
Perangkat Daerah mendorong
peningkatan daya
saing daerah
1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Paket Peralatan dan 1 Paket 1 Paket 9.600.000,00 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 | Kab. Banyumas, | PENDAPATAN - 1. Peningkatan daya 9.064.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
Perlengkapan Kantor yang Jatilawang, ASLI DAERAH saing SDM untuk
Disediakan Semua Kel/Desa | (PAD) mendorong
peningkatan daya
saing daerah
1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah Paket Bahan Logistik 1 Paket 1 Paket 10.364.000,00 10.400.000,00 10.400.000,00 36.000,00 | Kab. Banyumas, | PENDAPATAN - 1. Peningkatan daya 6.900.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
Kantor yang Disediakan Jatilawang, ASLI DAERAH saing SDM untuk
Semua Kel/Desa | (PAD) mendorong
peningkatan daya
saing daerah
1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Paket Barang 1 Paket 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 | Kab. Banyumas, | PENDAPATAN - 1. Peningkatan daya 36.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
Cetakan dan Penggandaan Jatilawang, ASLI DAERAH saing SDM untuk
yang Disediakan Semua Kel/Desa | (PAD) mendorong
peningkatan daya
saing daerah
1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jumlah Laporan 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 1.250.000,00 -3.750.000,00 | Kab. Banyumas, | PENDAPATAN - 1. Peningkatan daya 9.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
Penyelenggaraan Rapat Jatilawang, ASLI DAERAH saing SDM untuk
Koordinasi dan Konsultasi Semua Kel/Desa | (PAD) mendorong
SKPD peningkatan daya
saing daerah
SMPN 2 JATILAWANG 1.313.502.438.518,00 1.393.466.277.428,09 1.321.121.001.966,66 7.618.563.448,66 1.316.168.096.858,00
1 URUSAN PEMERINTAHAN 1.313.502.438.518,00 1.393.466.277.428,09 1.321.121.001.966,66 7.618.563.448,66 1.316.168.096.858,00
WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN
DASAR
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN 1.313.502.438.518,00 1.393.466.277.428,09 1.321.121.001.966,66 7.618.563.448,66 1.316.168.096.858,00
BIDANG PENDIDIKAN
1. 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG Presentase pemenuhan 100 % 100 % 1.030.029.377.150,00 1.088.403.914.360,09 1.014.670.182.457,66 -210.620.300,00 1.029.818.756.850,00
URUSAN PEMERINTAHAN | layanan penunjang urusan
DAERAH perangkat daerah
KABUPATEN/KOTA
1.01.01.2.06 Administrasi Umum Jumlah Administrasi umum 1 Laporan 1 Laporan 3.735.404.853,00 3.388.261.553,00 2.048.100.396,25 -1.687.304.456,75 - 1. Peningkatan daya | SMPN 2 3.772.530.906,00 | DINAS PENDIDIKAN
Perangkat Daerah yang dikelola saing SDM untuk JATILAWANG
mendorong
peningkatan daya
saing daerah
1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Paket Peralatan dan 5 Paket 1 Paket 9.973.000,00 9.973.000,00 2.493.250,00 -7.479.750,00 | Kab. Banyumas, | PENDAPATAN - 1. Peningkatan daya 9.973.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
Perlengkapan Kantor yang Jatilawang, ASLI DAERAH saing SDM untuk
Disediakan Gentawangi (PAD) mendorong
peningkatan daya
saing daerah
1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah Paket Bahan Logistik 11 Paket 11 Paket 15.027.000,00 15.027.000,00 15.027.000,00 0,00 | Kab. Banyumas, | PENDAPATAN - 1. Peningkatan daya 15.027.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
Kantor yang Disediakan Jatilawang, ASLI DAERAH saing SDM untuk
Gentawangi (PAD) mendorong

peningkatan daya
saing daerah

SMPN 1 KALIBAGOR

1.313.502.438.518,00

1.393.466.277.428,09

1.321.121.001.966,66

7.618.563.448,66

1.316.168.096.858,00

1 URUSAN PEMERINTAHAN 1.313.502.438.518,00 1.393.466.277.428,09 1.321.121.001.966,66 7.618.563.448,66 1.316.168.096.858,00
WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN
DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN 1.313.502.438.518,00 1.393.466.277.428,09 1.321.121.001.966,66 7.618.563.448,66 1.316.168.096.858,00

BIDANG PENDIDIKAN
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PRAKIRAAN MAJU RENCANA

URUSAN / BIDANG TARGET REALISASI PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026 PERANGKAT
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
NO KODE IR IEAN § PIRGEIRA KEGIATAN / SUB PERIODE il TARGET RENJA NEROIEOLS alslin
KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENSTRA RENJA OPD OPD TAHUN TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG
KEGIATAN OPD TAHUN 2023 2024 Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) JAWAB
SEBELUM | SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1. 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG Persentase Pengelolaan 100 % 100 % 1.030.029.377.150,00 1.088.403.914.360,09 1.014.670.182.457,66 -210.620.300,00 1.029.818.756.850,00
URUSAN PEMERINTAHAN | Administrasi Umum
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
1.01.01.2.06 Administrasi Umum Persentase Pengelolaan 100 % 100 % 3.735.404.853,00 3.388.261.553,00 2.048.100.396,25 -1.687.304.456,75 1. Peningkatan daya | SMPN 1 3.772.530.906,00 | DINAS PENDIDIKAN
Perangkat Daerah Administrasi Umum saing SDM untuk KALIBAGOR
mendorong
peningkatan daya
saing daerah
1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Paket Peralatan dan 12 Paket 2 Paket 533.000,00 533.000,00 133.250,00 -399.750,00 | Kab. Banyumas, | PENDAPATAN 1. Peningkatan daya 521.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
Perlengkapan Kantor yang Kalibagor, ASLI DAERAH saing SDM untuk
Disediakan Semua Kel/Desa | (PAD) mendorong
peningkatan daya
saing daerah
1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah Paket Bahan Logistik 11 Paket 0 Paket 8.114.500,00 8.114.500,00 0,00 -8.114.500,00 | Kab. Banyumas, | PENDAPATAN 1. Peningkatan daya 8.114.500,00 | DINAS PENDIDIKAN
Kantor yang Disediakan Kalibagor, ASLI DAERAH saing SDM untuk
Semua Kel/Desa | (PAD) mendorong
peningkatan daya
saing daerah
1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Jumlah barang milik daerah 1 Jenis 1 Jenis 273.853.500,00 588.976.500,00 469.404.300,00 195.550.800,00 1. Peningkatan daya | SMPN 1 271.325.500,00 | DINAS PENDIDIKAN
Daerah Penunjang Urusan yang tersedia saing SDM untuk KALIBAGOR
Pemerintah Daerah mendorong
peningkatan daya
saing daerah
1.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel
Jumlah Paket Mebel yang 12 Unit 7 Unit 16.352.500,00 16.352.500,00 4.088.125,00 -12.264.375,00 | Kab. Banyumas, | PENDAPATAN 1. Peningkatan daya 16.364.500,00 | DINAS PENDIDIKAN
Disediakan Kalibagor, ASLI DAERAH saing SDM untuk
Semua Kel/Desa | (PAD) mendorong
peningkatan daya
saing daerah
SMPN 2 KALIBAGOR 1.313.502.438.518,00 1.393.466.277.428,09 1.321.121.001.966,66 7.618.563.448,66 1.316.168.096.858,00
1 URUSAN PEMERINTAHAN 1.313.502.438.518,00 1.393.466.277.428,09 1.321.121.001.966,66 7.618.563.448,66 1.316.168.096.858,00
WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN
DASAR
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN 1.313.502.438.518,00 1.393.466.277.428,09 1.321.121.001.966,66 7.618.563.448,66 1.316.168.096.858,00
BIDANG PENDIDIKAN
1. 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG Persentase pemenuhan 100 % 100 % 1.030.029.377.150,00 1.088.403.914.360,09 1.014.670.182.457,66 -210.620.300,00 1.029.818.756.850,00
URUSAN PEMERINTAHAN | layanan penunjang urusan
DAERAH perangkat daerah
KABUPATEN/KOTA
1.01.01.2.06 Administrasi Umum Jumlah Administrasi umum 1 Laporan 1 Laporan 3.735.404.853,00 3.388.261.553,00 2.048.100.396,25 -1.687.304.456,75 1. Peningkatan daya | SMPN 2 3.772.530.906,00 | DINAS PENDIDIKAN
Perangkat Daerah yang dikelola saing SDM untuk KALIBAGOR
mendorong
peningkatan daya
saing daerah
1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Paket Peralatan dan 1 Paket 2 Paket 16.574.000,00 16.574.000,00 9.709.625,00 -6.864.375,00 | Kab. Banyumas, | PENDAPATAN 1. Peningkatan daya 16.574.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
Perlengkapan Kantor yang Kalibagor, Kaliori | ASLI DAERAH saing SDM untuk
Disediakan (PAD) mendorong
peningkatan daya
saing daerah
1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah Paket Bahan Logistik 1 Paket 12 Paket 8.426.000,00 8.426.000,00 8.426.000,00 0,00 | Kab. Banyumas, | PENDAPATAN 1. Peningkatan daya 8.426.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
Kantor yang Disediakan Kalibagor, Kaliori | ASLI DAERAH saing SDM untuk
(PAD) mendorong
peningkatan daya
saing daerah
SMPN 3 KALIBAGOR 1.313.502.438.518,00 1.393.466.277.428,09 1.321.121.001.966,66 7.618.563.448,66 1.316.168.096.858,00
1 URUSAN PEMERINTAHAN 1.313.502.438.518,00 1.393.466.277.428,09 1.321.121.001.966,66 7.618.563.448,66 1.316.168.096.858,00
WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN
DASAR
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN 1.313.502.438.518,00 1.393.466.277.428,09 1.321.121.001.966,66 7.618.563.448,66 1.316.168.096.858,00
BIDANG PENDIDIKAN
1. 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG Presentase pemenuhan 100 % 100 % 1.030.029.377.150,00 1.088.403.914.360,09 1.014.670.182.457,66 -210.620.300,00 1.029.818.756.850,00
URUSAN PEMERINTAHAN | layanan penunjang urusan
DAERAH perangkat daerah
KABUPATEN/KOTA
1.01.01.2.06 Administrasi Umum Jumlah administrasi umum 100 % 100 % 3.735.404.853,00 3.388.261.553,00 2.048.100.396,25 -1.687.304.456,75 1. Peningkatan daya | SMP N KALIBAGOR 3.772.530.906,00 | DINAS PENDIDIKAN
Perangkat Daerah yang dikelola saing SDM untuk
mendorong
peningkatan daya
saing daerah
1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Paket Peralatan dan 1 Paket 1 Paket 11.997.000,00 11.997.000,00 11.997.000,00 0,00 | Kab. Banyumas, | PENDAPATAN 1. Peningkatan daya 11.997.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
Perlengkapan Kantor yang Kalibagor, Petir ASLI DAERAH saing SDM untuk
Disediakan (PAD) mendorong
peningkatan daya
saing daerah
1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah Paket Bahan Logistik 1 Paket 2 Paket 13.003.000,00 13.003.000,00 13.003.000,00 0,00 | Kab. Banyumas, | PENDAPATAN 1. Peningkatan daya 13.003.000,00 | DINAS PENDIDIKAN
Kantor yang Disediakan Kalibagor, Petir ASLI DAERAH saing SDM untuk
(PAD) mendorong
peningkatan daya
saing daerah
SMPN 4 KALIBAGOR 1.313.502.438.518,00 1.393.466.277.428,09 1.321.121.001.966,66 7.618.563.448,66 1.316.168.096.858,00
1 URUSAN PEMERINTAHAN 1.313.502.438.518,00 1.393.466.277.428,09 1.321.121.001.966,66 7.618.563.448,66 1.316.168.096.858,00
WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN
DASAR
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN 1.313.502.438.518,00 1.393.466.277.428,09 1.321.121.001.966,66 7.618.563.448,66 1.316.168.096.858,00
BIDANG PENDIDIKAN
1. 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG Presentase pemenuhan 100 % 100 % 1.030.029.377.150,00 1.088.403.914.360,09 1.014.670.182.457,66 -210.620.300,00 1.029.818.756.850,00
URUSAN PEMERINTAHAN | layanan penunjang urusan
DAERAH perangkat daerah
KABUPATEN/KOTA
1.01.01.2.06 Administrasi Umum Presentase pemenuhan 100 % 100 % 3.735.404.853,00 3.388.261.553,00 2.048.100.396,25 -1.687.304.456,75 1. Pe